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OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK
MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS
INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN
MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN
PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PERSEROAN, SMM, IMEV, DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA
ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG
TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS AWAL INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN

DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.
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PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Sebanyak 1.216.404.000 (satu miliar dua ratus enam belas juta empat ratus empat ribu) saham biasa dengan rincian atas
nama milik (i) PT Sungai Mas Minerals (“SMM”) sebanyak 608.202.000 saham dan (ii) PT Inti Mega Ventura disingkat
PT IMEV (d/h PT Mitra Marina Internasional) (“IMEV”) sebanyak 608.202.000 saham (SMM dan IMEV secara bersama-
sama disebut sebagai “Pemegang Saham Penjual”), atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah
seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan
Nilai Nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran
sebesar Rp438,- (empat ratus tiga puluh delapan Rupiah) setiap saham (“Saham Yang Ditawarkan”). Pemesanan
Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN
pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.
Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp532.784.952.000,- (lima ratus tiga puluh dua miliar tujuh
ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu Rupiah).
Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan
yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UUPT”) dan
Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun
2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UUPPSK”).
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan
kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran
Umum Perdana Saham Perseroan.
Saham Divestasi dimiliki secara sah oleh Pemegang Saham Penjual dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam
sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

KB Valbury Sekuritas trlmegah7 UOBKayHian

SECURITIES

PT KB Valbury Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk PT UOB Kay Hian Sekuritas

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH FLUKTUASI HARGA KOMODITAS NIKEL. FLUKTUASI HARGA
KOMODITAS NIKEL MEMAINKAN PERAN KRUSIAL DALAM MENENTUKAN KELANGSUNGAN USAHA
PERSEROAN. PERUBAHAN HARGA YANG TAJAM DAPAT MENGAKIBATKAN DAMPAK YANG SIGNIFIKAN
PADA BERBAGAI ASPEK OPERASIONAL DAN FINANSIAL PERSEROAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA
MENGENAI RISIKO USAHA DISAJIKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM
YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. WALAUPUN PERSEROAN AKAN
MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG
DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM
PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN
SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH
PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM
PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN
DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2024




PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”) telah menyampaikan
Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas
Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat No. 109/AKP-OJK/EKS/IX/2023 tanggal 13 September
2023 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun
1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia
No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut
“UUPM”) dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan No. 4 Tahun 2023,
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845 (“UUPPSK”).

Saham-saham yang ditawarkan ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan
Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Adhi Kartiko Pratama Tbk No. S-10884/BEI.
PP2/12-2023 tertanggal 13 Desember 2023 yang telah diterima Perseroan dari BEI, apabila memenubhi
persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut
tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan
pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan
UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung
jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta
standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk
memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus
tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak
memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi
dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPPSK. Selanjutnya penjelasan mengenai
hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XlI tentang Penjaminan Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU
DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA
DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK
MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK
BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU
DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB
DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG
BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS
INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.
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DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Afiliasi

Anggota Kliring

Anggota Bursa Efek

Bank Kustodian

Berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
Undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan (“UUPPSK”) yaitu:

a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat
kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan
seseorang dengan:

i. suami atau istri;

ii. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;

iii. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari
cucu;

iv. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari
saudara yang bersangkutan; atau

v. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;

b. hubungan keluarga karena keturunan sampai derajat kedua, baik
secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang
dengan:

i. orang tua dan anak;
ii. kakek dan nenek serta cucu; atau
iii. saudara dari orang yang bersangkutan;

c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris
dari pihak tersebut;

d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1
(satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau
pengawas yang sama;

e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung
maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan
atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam
menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau
pihak dimaksud;

f.  hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan,
baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun,
dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan
oleh pihak yang sama; atau

g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu
pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki
paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai
hak suara dari perusahaan tersebut.

: berarti Anggota Bursa Efek atau Pihak lain, yang memenuhi

persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan
penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan peraturan Lembaga Kliring
dan Penjaminan.

. berarti perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari

Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan
sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa
Efek.

: berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK

untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
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BAE

Bursa Efek

Daftar Pemegang Saham

Efek

Efektif

Entitas Anak

Harga Penawaran

Hari Bursa

Hari Kerja

KAP

Menkumham

Konfirmasi Tertulis

. berarti Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan untuk

melaksanakan administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perdana,
yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di
Jakarta.

: berarti PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) yang menyelenggarakan

dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan
penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan
memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini adalah
PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

. berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan

tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif
di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening
kepada KSEI.

. berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga

komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak
Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif
Efek.

. berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan

Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UUPM sebagaimana
diubah pada UU No. 4/2023, yaitu pada hari kerja ke-20 sejak
diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal
yang lebih awal jika dinyatakan Efektif oleh OJK.

. berarti PT Terum Konawe Utara.

: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran

Umum ini, yaitu sebesar Rp438,- (empat ratus tiga puluh delapan
Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham
Yang Ditawarkan.

. berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi

perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara
Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek
tersebut.

. berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional

yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja
biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah
Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

. berarti Kantor Akuntan Publik

. berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

(dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang
Undangan Republik Indonesia. Departemen Kehakiman Republik
Indonesia, atau nama lainnya).

. berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank

Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang
Rekening di Pasar Sekunder.
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KSEI

Manajer Penjatahan

Masa Penawaran

Masyarakat

Nomor Tunggal Identitas
Pemodal atau Single
Investor Identification yang
selanjutnya disingkat SID

Otoritas Jasa Keuangan
atau OJK

Partisipan Admin
Penawaran Umum
Elektronik atau “Partisipan
Admin”

Partisipan Sistem
Penawaran Umum
Elektronik atau “Partisipan
Sistem”

. berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas

mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian
Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan
oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas
berkedudukan di Jakarta.

. pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas penentuan alokasi

porsi Penjatahan Pasti atas Saham Yang Ditawarkan menurut syarat-
syarat yang ditetapkan dalam Peraturan IX.A.7 serta sesuai dengan
POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020 (sebagaimana didefinisikan
di bawah ini), yang dalam hal ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

. berarti suatu jangka waktu di mana pemesanan atas Saham Yang

Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melewati Sistem
Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam
Prospektus dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari Kerja dimulai setelah
Partisipan Admin mengunggah dokumen, data dan informasi yang
relevan terkait Penawaran Umum, sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan OJK No. 41/2020.

. berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/

Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing, yang
bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia.

. berartikode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan

dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak
lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan
jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

. berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga negara yang independen

yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan,
pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan jasa keuangan
di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tanggal 22
November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan
peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012,
sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun
2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

. berarti PT UOB Kay Hian Sekuritas yang ditunjuk oleh Perseroan

sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem
Penawaran Umum Elektronik.

: berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari

OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan memiliki hak untuk
mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan OJK Nomor 41/2020.



AKP

NICKEL MINING

Pasar Perdana

Pasar Sekunder

Pemegang Rekening

Pemesan Ritel

Penawaran Awal

Penawaran Umum Perdana

Saham

Penitipan Kolektif

Penjamin Emisi Efek

Penjamin Pelaksana Emisi
Efek

Penjatahan Pasti

Penjatahan Terpusat

Penjatahan Terpusat Ritel

. berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan

kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang
Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.

. berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan pada dan

setelah Tanggal Pencatatan.

. berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek

di KSEIl yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek
dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan
KSEI.

. berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan

dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan
nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).

. berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan

menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk
mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan
dan/atau perkiraan harga penawaran efek sesuai dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang
Prospektus Awal dan Info Memo.

. berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan

oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan
tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya

. berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari

satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

. berarti PT KB Valbury Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia

Tbk, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas yang mengadakan kesepakatan
dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama
Perseroan serta melakukan pembayaran atas hasil Penawaran Umum
di Pasar Perdana kepada Perseroan dan melalui Penjamin Pelaksana
Emisi Efek.

: berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan

Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT KB Valbury Sekuritas,
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas
sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek.

. berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara

memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah
pesanan Efek.

: berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara

mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan
sesuai dengan prosedur.

. berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat

yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
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Peraturan No. IX.A.2

Peraturan No. IX.J.1

Perjanjian Pendaftaran Efek

Perjanjian Pengelolaan
Administrasi Saham

Perjanjian Penjaminan Emisi :

Efek

Pernyataan Efektif

Pernyataan Pendaftaran

berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 Lampiran atas Keputusan
Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009
tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

. berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan

Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008
tentang Pokok- Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

. berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang telah

ditandatangani oleh Perseroan dan KSEI bermaterai cukup dan dibuat
di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI Nomor SP-
108/SHM/KSEI/0923 tanggal 8 September 2023.

. berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran

Umum Perdana Saham PT Adhi Kartiko Pratama No. 36 tertanggal
6 September 2023, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan
| Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Adhi Kartiko
Pratama Tbk Nomor 14 tanggal 2 Oktober 2023, (ii) Akta Perubahan
Il Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Adhi Kartiko
Pratama Tbk Nomor 121 tanggal 13 Desember 2023, dan (iii) Akta
Perubahan Ill Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT
Adhi Kartiko Pratama Tbk Nomor 302 tanggal 22 Desember 2023,
yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum.,
M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.

berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum
Perdana Saham PT Adhi Kartiko Pratama Tbk Nomor 35 tertanggal
6 September 2023, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan
| Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Adhi
Kartiko Pratama Tbk Nomor 13 tanggal 2 Oktober 2023,(ii) Akta
Perubahan Il Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran
Umum PT Adhi Kartiko Pratama Tbk Nomor 20 tanggal 3 November
2023, (iii) Akta Perubahan 1l Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
Penawaran Umum PT Adhi Kartiko Pratama Tbk Nomor 120 tanggal
13 Desember 2023, dan (iv) Akta Perubahan IV Atas Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Adhi Kartiko Pratama
Tbk Nomor 301 tanggal 22 Desember 2023, yang seluruhnya dibuat
di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota
Administrasi Jakarta Barat.

: berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud

dalam ketentuan Pasal 74 UUP2SK, yaitu:

1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:

a. 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran
diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria
yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan
Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan
dengan Penawaran Umum Perdana; atau

b. 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal perubahan terakhir yang
disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

2. Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi
perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

. berarti dokumen yang waijib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan

dalam rangka Penawaran Umum

Vii
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Perseroan

Perusahaan Efek

POJK No. 7/2017

POJK No. 8/2017

POJK No. 9/2018

POJK No. 15/2020

POJK No. 16/2020

POJK No. 17/2020

POJK No. 23/2017

POJK No. 25/2017

POJK No. 30/2015

POJK No. 33/2014

POJK. No. 35/2014

POJK. No. 41/2020

POJK. No. 42/2020

POJK. No. 55/2015

. berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini PT Adhi Kartiko

Pratama Tbk.

. berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin

Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

. berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017

tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran
Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

. berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017

tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam
Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

. berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tanggal 25 Juli 2018

tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

. berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka.

. berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara
Elektronik.

. berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material

dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

. berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017

tentang Prospektus Awal dan Info Memo.

. berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017

tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran
Umum Perdana Saham, menggantikan Keputusan Ketua Bapepam-
LK No. Kep-06/PM/2001 dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.6 yang
merupakan lampirannya.

. berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember

2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum.

. berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014

tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014

tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang,
dan/atau Sukuk secara Elektronik.

berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi
dan Transaksi Benturan Kepentingan.

. berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember

2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite
Audit.
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POJK. No. 56/2015

POJK. No. 76/2017

PP No. 5/2021

Prospektus

Prospektus Awal

Prospektus Ringkas

PSAK

Rekening Dana Nasabah
yang selanjutnya disingkat
RDN

Rekening Efek

RUPS
RUPSLB

Saham

Saham Divestasi

. berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember

2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit
Audit Internal.

. berarti Peraturan OJK No. 76/POJK.04/2017 tanggal 21 Desember

2017 tentang Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham.

: berarti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

. berarti setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang

digunakan untuk penawaran umum dengan tujuan pihak lain membeli
atau memperdagangkan Saham, kecuali pernyataan atau informasi
yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai
Prospektus.

. berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam

Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai
bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai
nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek,
atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran
yang belum dapat ditentukan sesuai dengan POJK 23/POJK.04/2017
tentang Prospektus Awal dan Info Memo.

. berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.

. berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang diterapkan oleh

Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia.

berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan, yang diadministrasikan oleh perantara
pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.

. berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana

milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau
Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek
yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau
Bank Kustodian.

: berarti Rapat Umum Pemegang Saham.

. berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah
dikeluarkan, dan akan dikeluarkan

: berarti saham-saham atas nama milik PT Sungai Mas Minerals (“SMM”)

dan PT Inti Mega Ventura disingkat PT IMEV (d/h PT Mitra Marina
Internasional) (“IMEV”) (SMM dan IMEV secara bersama-sama disebut
sebagai “Pemegang Saham Penjual”), yaitu sebanyak 1.216.404.000
(satu miliar dua ratus enam belas juta empat ratus empat ribu) saham
biasa atas nama milik Pemegang Saham Penjual.
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Saham Yang Ditawarkan

Sistem Penawaran Umum
Elektronik

Sub Rekening Efek yang
selanjutnya disingkat SRE

Sub Rekening Efek Jaminan

SE OJK No. 15 Tahun 2020

Surat Konfirmasi Pencatatan
Saham

Tanggal Pencatatan

Tanggal Penjatahan

Tanggal Penyerahan Efek

Undang-Undang Pasar
Modal atau UUPM

UUPPSK

UU Lingkungan Hidup

. berarti saham biasa atas nama milik Pemegang Saham Penjual

masing-masing dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) per
lembar saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui
Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di Bursa
Efek dalam sebanyak 1.216.404.000 (satu miliar dua ratus enam belas
juta empat ratus empat ribu) saham biasa atas nama, atau sebesar
20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan
setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

. berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan

untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum

. berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening

Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

. berarti SRE vyang digunakan nasabah anggota kliring untuk

menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat
digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan
transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota
kliring

. berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan

Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk
Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara
Elektronik.

. berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh

Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

. berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa

Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah
Tanggal Penyerahan Efek.

. berarti tanggal dimana dilakukannya penjatahan saham yaitu pada

tanggal 5 Januari 2024.

. berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke

Rekening Efek, yaitu pada tanggal 8 Januari 2024.

: berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

berarti Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan No. 4 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia
No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845.

: berarti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang
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ISTILAH DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya
menyatakan lain:

AKP : PT Adhi Kartiko Pratama (“Perseroan”)

EBI . PT Energy Battery Indonesia

DMI : PT Dwidaya Mega Investama

IMEV : PT Inti Mega Ventura disingkat PT IMEV (dahulu PT Mitra Marina International)
LXI : LX International Corp

LXIl : PT LX International Indonesia

MAS : Michael Adhidaya Susantyo

SMM : PT Sungai Mas Minerals

TKU . PT Terum Konawe Utara

VAS . Victor Agung Susantyo

Xi
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RINGKASAN

Ringkasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan
keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan yang tercantum di dalam Prospektus
ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta yang paling penting tentang Perseroan. Informasi keuangan
Perseroan disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dalam mata uang
Rupiah.

1) KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA PROSPEK USAHA

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan
berkantor pusat di Kendari, didirikan dengan nama PT Adhi Kartiko Pratama berdasarkan Akta Pendirian
No. 10 tertanggal 9 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Armansyah, S.H., Notaris di Kota Kendari dan telah
mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan surat keputusan Menkumham No. AHU-91637.
AH.01.01.Tahun 2008 tertanggal 28 November 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
No. AHU-0116098.AH.01.09.Tahun 2008 tertanggal 28 November 2008 (“Akta Pendirian Perseroan”).

Anggaran dasar Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas,
telah mengalami beberapa kali perubahan dan anggaran dasar Perseroan yang berlaku pada saat
ini adalah sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.
8 tertanggal 1 September 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.,
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah (i) mendapatkan persetujuan Menkumham
berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0052278.AH.01.02. TAHUN 2023 tertanggal 1 September 2023;
(ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (a) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0112766 tertanggal 1 September 2023, dan (b) Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0158470 tanggal 1 September 2023
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0171963.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 1
September 2023 (“Akta No. 8/2023").

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Sorumba Nomor 80, Desa/Kelurahan Anaiwoi,
Kec. Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sementara kantor komersial Perseroan
terletak di Panin Tower Lt. 9, Senayan City, JI. Asia Afrika Lot 19, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
Lokasi pertambangan terletak di Desa/Kelurahan Lameruru, Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara,
Provinsi Sulawesi Tenggara. Perseroan beroperasi secara komersial pada tahun 2010 dalam industri
pertambangan nikel.

Maksud dan tujuan Perseroan menurut Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub
dalam Akta No. 8/2023 adalah:

1) Pertambangan Bijih Nikel (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/Kode KBLI 07295);
2) Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200);

3) Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut (Kode KBLI 52221);

4) Kawasan Industri (Kode KBLI 68130);

5) Analisis dan Uji Teknis Lainnya (Kode KBLI 71209);

Xii
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Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha
sebagai berikut:

1)

2)

1)

Kegiatan usaha utama

Pertambangan Bijih Nikel (Kode KBLI 07295).
Kelompok ini mencakup usaha pertambangan bijih nikel.

Kegiatan usaha penunjang

a)

b)

d)

Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200)

yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan
utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “Holding Companies” tidak terlibat dalam
kegiatan usaha perusahaan subsidiary nya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan
penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi
perusahaan.

Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut (Kode KBLI 52221)

berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti
pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan
barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi
pengion (zat radioaktif dan pembakit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa
penambatan, jasa pemanduan dan penundaan.

Kawasan Industri (Kode KBLI 68130)

Mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 50 hektar dalam satu
hamparan yang dijadikan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi
dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan
kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Termasuk pengusahaan
lahan kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil, dan menengah paling rendah 5 (lima)
hektar dalam satu hamparan.

Analisis dan Uji Teknis Lainnya (Kode KBLI 71209)

Kelompok ini mencakup kegiatan jasa analisis dan uji teknis lainnya yang belum diklasifikasikan
pada 71201 s.d. 71208 misalnya operasional dari keamanan dan ketertiban laboratorium.
Termasuk dalam kelompok ini mencakup uji teknis dengan menggunakan sumber radiasi
pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion) serta penyelenggara uji profisiensi
dan produsen bahan acuan.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan . Sebanyak 1.216.404.000 (satu miliar dua ratus enam belas

juta empat ratus empat ribu) saham biasa atas nama milik
Pemegang Saham Penjual (“Saham Divestasi”),

Nilai Nominal . Rp10,- (sepuluh Rupiah)

Harga Penawaran . Rp438,- (empat ratus tiga puluh delapan Rupiah)

Nilai Emisi Saham Yang Ditawarkan : Rp532.784.952.000,- (lima ratus tiga puluh dua miliar tujuh

ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua
ribu Rupiah)

Xiii



AKP

NICKEL MINING

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah saham-
saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Penjual dan akan memberikan kepada pemegangnya
hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah
ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara
dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan
ketentuan dalam UUPT. Seluruh saham Perseroan termasuk Saham Yang Ditawarkan akan dicatatkan
pada BEI.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa
dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

2) STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PENAWARAN UMUM PERDANA
SAHAM

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:
Berdasarkan Akta No. 8/2023 tanggal 1 September 2023, Anggaran Dasar Perseroan, struktur

permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan adalah
sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp10,- Per Saham

Keterangan Jumlah Saham Nilai Nominal Saham %
(Lembar) (Rupiah)

Modal Dasar 6.082.020.000 60.820.200.000
Pemegang Saham:

SMM 3.102.000.000 31.020.000.000 51,00
IMEV 2.930.020.000 29.300.200.000 48,18
MAS 25.000.000 250.000.000 0,41
VAS 25.000.000 250.000.000 0,41
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 6.082.020.000 60.820.200.000 100,00

Saham Dalam Portepel - -

Penawaran Umum Perdana Saham Divestasi

Dengan terjualnya seluruh Saham Divestasi dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka
struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran
Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Divestasi Divestasi
Keterangan Nilai Nominal Rp10 per saham Nilai Nominal Rp10 per saham
Jumlah Saham J”h'l“'ah. Nilal o) Jumlah Saham Jumiah Nilai .,
ominal Nominal
Modal Dasar 6.082.020.000 60.820.200.000 6.082.020.000 60.820.200.000
Pemegang Saham:
SMM 3.102.000.000 31.020.000.000 51,00 2.493.798.000 24.937.980.000 41,00
IMEV 2.930.020.000 29.300.200.000 48,18  2.321.818.000 23.218.180.000 38,18
MAS 25.000.000 250.000.000 0,41 25.000.000 250.000.000 0,41
VAS 25.000.000 250.000.000 0,41 25.000.000 250.000.000 0,41
Masyarakat 1.216.404.000 12.164.040.000 20,00
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh 6.082.020.000 60.820.200.000 100,00 6.082.020.000 60.820.200.000 100,00

Saham dalam Portepel - - - -

Keterangan mengenai Informasi Terkait Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum Yang Melakukan
Divestasi dapat dilihat pada Bab | dan Bab VIII Prospektus ini.
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3) INFORMASI ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak sebagai berikut:

Kontribusi

. Tahun Tahun Kepemilikan Status
No. Nama Perusahaan Kegiatan Usaha Pendirian  Penyertaan (%) Penc(l;;;atan Operasional
(]
Entitas Anak Langsung
1. PT Terum Konawe Bidang 2022 2023 99,00% - Belum
Utara pengangkutan Beroperasi

Rincian lebih lengkap mengenai Informasi Entitas Anak ini dapat dilihat pada Bab VIII dari Prospektus
ini.

4) PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham merupakan milik Para
Pemegang Saham Penjual. Oleh karena itu, seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan
diterima oleh Para Pemegang Saham Penjual dan Perseroan tidak menerima dana hasil Penawaran
Umum Perdana Saham.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab Il dari
Prospektus ini.

5) IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan untuk periode enam bulan
yang berakhir 30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Laporan keuangan Perseroan periode enam bulan yang berakhir
pada tanggal 30 Juni 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan (firma anggota dari PKF International), dengan opini tanpa modifikasian
dengan laporan auditor independen pada tanggal 6 Desember 2023 dengan nomor 00247/3.0355/
AU.1/02/1191-3/1/X11/2023 yang ditandatangani oleh Ady Putera Setyo Pribadi, CPA (ljin Akuntan Publik
No. AP. 1191), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (firma
anggota dari PKF International), dengan opini tanpa modifikasian dengan laporan auditor independen
pada tanggal 17 April 2023 dengan nomor 00127/3.0355/AU.1/05/1191-2/1/1V/2023 dan pada tanggal
17 April 2023 dengan nomor 00126/3.0355/AU.1/05/1191-1/1/IV/2023 yang keduanya ditanda tangan
oleh Ady Putera Setyo Pribadi, CPA (ljin Akuntan Publik No. AP. 1191). Dan untuk tahun yang berakhir
tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Effendy & Rekan dengan opini
tanpa modifikasian dengan laporan auditor independen pada tanggal 3 November 2021 dengan nomor
00442/2.0937/AU.1/05/0814-1/1/X12021 yang ditanda tangani oleh Asmar Effendy Hasibuan, SE, AK,
CA, CPA (ljin Akuntan Publik No. AP. 0814).

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Rupiah)

31 Desember

KETERANGAN 30 Juni 2023

2022 2021 2020
Aset Lancar 156.433.738.252 203.476.177.252 136.774.253.571 54.491.032.989
Aset Tidak Lancar 109.283.745.365 79.976.721.981 32.220.996.960 32.618.555.831
Jumlah Aset 265.717.483.617 283.452.899.233 168.995.250.531 87.109.588.820
Liabilitas Jangka Pendek 128.450.513.955 178.596.237.629 112.934.919.375 74.595.299.200
Liabilitas Jangka Panjang 18.230.010.223 16.754.772.273 6.631.498.000 8.346.816.717
Jumlah Liabilitas 146.680.524.178 195.351.009.902 119.566.417.375 82.942.115.917
Jumlah Ekuitas 119.036.959.439 88.101.889.331 49.428.833.156 4.167.472.903
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Ikhtisar Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

30 Juni 31 Desember
KETERANGAN 2023 2022* 2022 2021 2020

Penjualan 378.562.921.086 427.799.651.919 867.842.629.537 259.089.343.256  103.542.570.027
Beban Pokok Penjualan 311.702.255.494  308.367.514.977 692.566.971.186  175.087.332.739 88.246.163.816
Laba Kotor 66.860.665.592  119.432.136.942  175.275.658.351 84.002.010.517 15.296.406.211
Laba (Rugi) Sebelum

Pajak Penghasilan 51.684.309.173 99.872.880.146  139.397.836.340 58.685.500.671 (13.468.176.077)
Laba (Rugi) Tahun

Berjalan 40.546.970.835 78.128.993.184  108.865.233.355 47.490.967.716  (13.811.241.439)
Jumlah Penghasilan

(Rugi) Komprehensif

Periode Berjalan 39.775.330.875 78.032.904.594 108.673.056.175 47.906.060.296  (13.171.484.639)
LABA (RUGI) NETO

PER SAHAM DASAR 1.283 1.790 1.255 (463)
*tidak diaudit
Rasio Keuangan

30 Juni 31 Desember
KETERANGAN 2023 2022* 2022 2021 2020

Rasio Pertumbuhan
Pendapatan Bersih (%) (11,51) N/A 234,96 150,22 N/A
Laba Kotor (%) (44,02) N/A 108,66 449,16 N/A
Laba Bersih (%) (48,10) N/A 129,23 443,86 N/A
Jumlah Aset (%) (6,26) N/A 67,73 94,00 N/A
Jumlah Liabilitas (%) (24,91) N/A 63,38 44,16 N/A
Jumlah Ekuitas (%) 35,11 N/A 78,24 1086,06 N/A
EBITDA (%) (45,63) N/A 134,19 (645,28) N/A
Rasio Keuangan
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek (x) 1,22 N/A 1,14 1,21 0,73
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas (x) 1,23 N/A 2,22 2,42 19,90
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset (x) 0,55 N/A 0,69 0,71 0,95
Interest Coverage Ratio (x) 186,03 N/A 867,12 625,69 (107)
Debt Service Coverage Ratio (x) 6,06 N/A 14,85 76,38 (7,38)
Rasio Usaha
Laba Bersih/Jumlah Pendapatan Bersih
(%) 10,71 N/A 12,54 18,33 (13,34)
Laba Bersih/Jumlah Aset (%) 15,26 N/A 38,41 28,10 (15,86)
Laba Bersih/Jumlah Ekuitas (%) 34,06 N/A 123,57 96,08 (331,41)

*tidak diaudit

6) FAKTOR RISIKO

Risiko yang disajikan di bawah ini merupakan risiko material bagi Perseroan baik secara langsung
maupun tidak langsung serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing
risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dimulai dari risiko utama.

Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Fluktuasi Harga Komoditas Nikel
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Risiko Usaha Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Hasil Usaha Dan Kondisi
Keuangan Perseroan

Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah

Risiko perubahan permintaan terhadap volume penjualan dan pendapatan Perseroan
Risiko perubahan iklim, cuaca dan faktor alam lainnya

Risiko operasi penambangan Perseroan

Risiko Persaingan Usaha

a0~

Risiko Umum yang Berdampak Pada Perseroan

1. Risiko Kondisi Perekonomian Global
2. Risiko Kondisi Sosial dan Politik di Indonesia
3. Risiko Tuntutan atau gugatan hukum

Risiko yang Berkaitan Dengan Saham Perseroan

Risiko Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham
Risiko Fluktuasi Harga Saham

Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham
Risiko Saham Perseroan di Masa Depan Dapat Mempengaruhi Harga Saham Perseroan
Risiko Pembagian Dividen

a0~

Rincian mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI dari Prospektus ini.
7) KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
Dengan tidak mengabaikan tingkat Kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari
RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, maka
besarnya dividen kas yang akan dibagikan adalah dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun
buku yang bersangkutan. Sesuai dengan kebijakan dividen Perseroan, maka manajemen Perseroan
merencanakan pembayaran dividen kas minimum 25% (dua puluh lima persen) dari laba Bersih
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang akan dibagikan
pada tahun 2024. Dividen Perseroan akan tergantung pada arus kas dan rencana investasi Perseroan,
hukum dan peraturan Indonesia, dan persyaratan lainnya. Sesuai dengan kinerja keuangan dan kondisi
keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan juga dapat meninjau kembali dan mengubah
kebijakan dividen Perseroan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Keterangan mengenai Kebijakan Dividen dapat dilihat pada Bab Xl dari Prospektus ini.
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. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.216.404.000 (satu miliar dua ratus enam belas juta empat ratus empat ribu) saham biasa
dengan rincian atas nama milik (i) PT Sungai Mas Minerals (“SMM”) sebanyak 608.202.000 saham
dan (ii) PT Inti Mega Ventura disingkat PT IMEV (d/h PT Mitra Marina Internasional) (“IMEV”) sebanyak
608.202.000 saham (SMM dan IMEV secara bersama-sama disebut sebagai “Pemegang Saham
Penjual”), atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan
dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal
Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran
sebesar Rp438,- (empat ratus tiga puluh delapan Rupiah) setiap saham (“Saham Yang Ditawarkan”).
Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan
dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang
digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah
sebesar Rp532.784.952.000,- (lima ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta
sembilan ratus lima puluh dua ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya
dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, antara lain hak atas pembagian dividen,
hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, dan HMETD, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UUPT”) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan
dan Penguatan Sektor Keuangan (“UUPPSK”).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini
menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang
tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Saham Divestasi dimiliki secara sah oleh Pemegang Saham Penjual dan dalam keadaan bebas, tidak
sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan

kepada pihak lain.

NICKEL MINING

PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam Pertambangan Bijih Nikel

Telpon: 021 8790 0305
Faksimili: 021 8790 4683

E-mail: corporatesecretary@akp.co.id; admin@akp.co.id
Website: www.akp.co.id

Lokasi Tambang Kantor Pusat Kantor Komersial
Desa/Kelurahan Lameruru, Kec. Jalan Sorumba Nomor 80, Desa/ Panin Tower Lt. 9, Senayan City
Langgikima, Kab. Konawe Utara, Kelurahan Anaiwoi, Kec. Kadia, JI. Asia Afrika Lot 19

Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Kendari, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Indonesia - 93351 Provinsi Sulawesi Tenggara Indonesia - 10270

Indonesia - 93118
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RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH FLUKTUASI HARGA KOMODITAS
NIKEL. FLUKTUASI HARGA KOMODITAS NIKEL MEMAINKAN PERAN KRUSIAL DALAM
MENENTUKAN KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN. PERUBAHAN HARGA YANG
TAJAM DAPAT MENGAKIBATKAN DAMPAK YANG SIGNIFIKAN PADA BERBAGAI ASPEK
OPERASIONAL DAN FINANSIAL PERSEROAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI
RISIKO USAHA DISAJIKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK
LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
INIl. WALAUPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK
ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN
AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI
SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA
DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI
APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU
LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT
AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM
PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).
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STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan Akta No. 8/2023 tanggal 1 September 2023, Anggaran Dasar Perseroan, struktur
permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan adalah
sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp10,- Per Saham

Keterangan Jumlah Saham Nilai Nominal Saham %
(Lembar) (Rupiah)

Modal Dasar 6.082.020.000 60.820.200.000
Pemegang Saham:

SMM 3.102.000.000 31.020.000.000 51,00
IMEV 2.930.020.000 29.300.200.000 48,18
MAS 25.000.000 250.000.000 0,41
VAS 25.000.000 250.000.000 0,41
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 6.082.020.000 60.820.200.000 100,00

Saham Dalam Portepel - -

Penawaran Umum Perdana Saham Divestasi

Dengan terjualnya seluruh Saham Divestasi dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka
struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran
Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Divestasi Divestasi
Keterangan Nilai Nominal Rp10 per saham Nilai Nominal Rp10 per saham
Jumlah Saham J”h'l“'a’f Nital o) Jumlah Saham JumiahNilal
ominal Nominal
Modal Dasar 6.082.020.000 60.820.200.000 6.082.020.000 60.820.200.000
Pemegang Saham:
SMM 3.102.000.000 31.020.000.000 51,00 2.493.798.000 24.937.980.000 41,00
IMEV 2.930.020.000 29.300.200.000 48,18  2.321.818.000 23.218.180.000 38,18
MAS 25.000.000 250.000.000 0,41 25.000.000 250.000.000 0,41
VAS 25.000.000 250.000.000 0,41 25.000.000 250.000.000 0,41
Masyarakat 1.216.404.000 12.164.040.000 20,00
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh 6.082.020.000 60.820.200.000 100,00 6.082.020.000 60.820.200.000 100,00

Saham dalam Portepel - - - -

Informasi Terkait Pemegang Saham yang melakukan Divestasi
SMM
a. Keterangan Singkat, Alamat dan Hubungan dengan Perseroan

SMM adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan
berkantor pusat di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Sungai Mas Minerals sesuai dengan Akta
Pendirian No. 07 tertanggal 18 November 2019 yang dibuat di hadapan Muhammad Heru Mahyudin,
S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Jawa Barat yang berkedudukan di Kabupaten Bogor, yang telah
mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0061353.
AH.01.01.TAHUN 2019 tertanggal 20 November 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
No. AHU-0223080.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 20 November 2019 (“Akta Pendirian SMM”).

Selama 3 tahun terakhir SMM merupakan pemegang saham Perseroan, yang dimana SMM pertama
menjadi pemegang saham Perseroan pada tahun 2021. Keterangan singkat mengenai SMM terdapat
pada Bab VIl tentang Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Serta Prospek Usaha sub bab
Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Utama Yang Berbentuk Badan Hukum.
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b. Jenis, jumlah dan persentase Saham Divestasi

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, SMM menawarkan sebanyak 608.202.000 (enam
ratus delapan juta dua ratus dua ribu) saham biasa atas nama miliknya dalam Perseroan atau mewakili
sebanyak 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh
Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah)
setiap saham.

c. Jumlah dan persentase saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

SMM merupakan pemilik dari 3.102.000.000 (tiga miliar seratus dua juta) saham biasa atas nama atau
mewakili 51,00% (lima puluh satu koma nol nol persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor
dalam Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham.

IMEV
a. Keterangan Singkat, Alamat dan Hubungan dengan Perseroan

IMEV adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan
berkantor pusat di Jakarta Pusat, didirikan dengan nama PT Mitra Marina Internasional sesuai dengan
Akta Pendirian No. 14 tertanggal 27 April 2016 yang dibuat di hadapan Eveline Gandauli Rajagukguk,
S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan
Menkumham No. AHU-0022710.AH.01.10.TAHUN 2016 tertanggal 9 Mei 2016 serta telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan No. 0056544.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 9 Mei 2016 (“Akta Pendirian
IMEV”).

Sejak pendirian, anggaran dasar IMEV mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir
kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 130 tertanggal 20 November
2023 yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta
Barat, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham
No. AHU-0071685.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 20 November 2023, yang telah diberitahukan
kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.
AHU-AH.01.03-0144091 tanggal 20 November 2023, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-
0233564.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 20 November 2023 (“Akta No. 130/2023”) yang mana para
pemegang saham menyetujui perubahan Pasal 1 dan 3 anggaran dasar IMEV tentang nama IMEV
serta maksud dan tujuan serta kegiatan usaha IMEV.

Selama 7 tahun terakhir IMEV merupakan pemegang saham Perseroan. Keterangan singkat mengenai
IMEV terdapat pada Bab VIl tentang Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Serta Prospek
Usaha sub bab Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Utama Yang Berbentuk Badan
Hukum.

b. Jenis, jumlah dan persentase Saham Divestasi

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, IMEV menawarkan sebanyak 608.202.000 (enam
ratus delapan juta dua ratus dua ribu) saham biasa atas nama miliknya dalam Perseroan atau mewakili
sebanyak 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh
Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah)
setiap saham.
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c. Jumlah dan persentase saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

IMEV merupakan pemilik dari 2.930.020.000 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh juta dua puluh ribu)
saham biasa atas nama atau mewakili 48,18% (empat puluh delapan koma satu delapan persen) dari
seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham.

SMM dan IMEV selaku Pemegang Saham Penjual akan bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh
biaya terkait Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual atas saham Perseroan yang dimiliki oleh
SMM dan IMEV.

Keterangan Mengenai Rencana Perubahan Kepengendalian Perseroan

Setelah penawaran umum perdana, terdapat rencana Pelepasan Kepemilikan Saham oleh SMM, IMEV,
MAS, dan VAS (secara bersama-sama disebut “Penjual’) masing-masing sebesar 1.859.577.615
lembar saham, 1.739.634.385 lembar saham, 25.000.000 lembar saham dan 25.000.000 lembar saham
kepada LXI atau entitas yang ditunjuk oleh LXI (secara bersama-sama disebut “Pembeli”) berdasarkan
CSPA tanggal 2 November 2023. Pengambilalihan Perseroan tersebut akan dilakukan oleh EBI
sebagai entitas yang ditunjuk oleh LXI yang merupakan anak perusahaan LXI yang 99,99% sahamnya
dimiliki oleh LXI, dengan harga penawaran dari Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan
dilaksanakan segera setelah Perseroan tercatat di BEI atau paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah
saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan pada di BEI berdasarkan Surat Pernyataan dari LXI
tertanggal 6 Desember 2023 yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari CSPA.

Berdasarkan CSPA, pengambilalihan Perseroan tersebut akan tunduk kepada syarat-syarat
pendahuluan (Conditions Precedent) sebagai berikut:

1. Pembeli telah memperoleh seluruh persetujuan perusahaan yang diperlukan untuk menyetujui
Pengambilalihan Perseroan oleh LXI dan persetujuan yang relevan dari otoritas pemerintah
Republik Korea (termasuk dari Bank of Korea terkait dengan valuta asing); dan

Sehubungan dengan persyaratan pendahuluan berupa persetujuan perusahaan, Pembeli telah
memperoleh persetujuan dari Dewan Direksi LX| sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan
tanggal 7 November 2023, yang mana berdasarkan surat tersebut LXI menyatakan bahwa LXI
telah memperoleh persetujuan Dewan Direksi LXI atas rencana investasi LX| pada Perseroan.

Lebih lanjut, sehubungan dengan persyaratan pendahuluan berupa persetujuan dari Bank of
Korea, berdasarkan Surat Pernyataan dari LXI tertanggal 6 Desember 2023 yang telah diketahui
dan telah disetujui oleh Penjual, LXI menegaskan bahwa LXI telah berkonsultasi dengan Bank of
Korea mengenai rencana akuisisi saham di Perseroan, dan LXI telah menerima tanggapan bahwa
transaksi tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Bank of Korea tetapi hanya memerlukan
pemberitahuan kepada Hana Bank untuk memastikan kepatuhan terhadap pengendalian valuta
asing di Korea. LXI telah memberitahukan kepada Bank Hana berdasarkan Pasal 18 Undang-
Undang Transaksi Valuta Asing tanggal 28 November 2023.

2. Berhasil diselesaikannya Penawaran Umum Perdana Saham yang dibuktikan dengan pencatatan
awal saham Perseroan di BEI.

Sehubungan dengan persyaratan pendahuluan nomor 1 di atas, Pembeli telah memperoleh persetujuan
dari Dewan Direksi LXI sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan tanggal 7 November 2023,
yang mana berdasarkan surat tersebut LXI menyatakan bahwa LXI telah memperoleh persetujuan
Dewan Direksi LXI atas rencana investasi LXI pada Perseroan.
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Adapun proforma kepemilikan karena transaksi tersebut menjadi sebagai berikut:

Sebelum Pelepasan Kepemilikan Saham
Nilai Nominal Rp10 per saham

Setelah Pelepasan Kepemilikan Saham
Nilai Nominal Rp10 per saham

Keterangan — —
Jumlah Saham J“,T'a'f Nitlai o)y jumlah Saham JumiahNilai .,
ominal Nominal
Modal Dasar 6.082.020.000 60.820.200.000 6.082.020.000 60.820.200.000
Pemegang Saham:
EBI* - - - 3.649.212.000 36.492.120.000 60,00
SMM 2.493.798.000 24.937.980.000 41,00 634.220.385 6.342.203.850 10,43
IMEV 2.321.818.000 23.218.180.000 38,18 582.183.615 5.821.836.150 9,57
MAS 25.000.000 250.000.000 0,41 - - -
VAS 25.000.000 250.000.000 0,41 - - -
Masyarakat 1.216.404.000 12.164.040.000 20,00 1.216.404.000 12.164.040.000 20,00
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh 6.082.020.000 60.820.200.000 100,00 6.082.020.000 60.820.200.000 100,00

Saham dalam Portepel -
* sebagai entitas yang ditunjuk oleh LXI|

Setelah Pembeli menjadi pengendali Perseroan yang baru, maka Pembeli dikecualikan dari kewajiban
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b POJK No. 9/2018, dimana pengambilalihan
Perseroan oleh Pembeli telah diungkapkan dalam prospektus penawaran umum efek bersifat ekuitas
sepanjang pengungkapannya telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan mengenai bentuk dan isi prospektus dan prospektus ringkas dalam rangka penawaran
umum efek bersifat ekuitas dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah efektifnya pernyataan
pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf n POJK No. 9/2018.

Setelah Pembeli menjadi pengendali Perseroan yang baru, berdasarkan Surat Pernyataan Pembeli
tanggal 2 November 2023, Pembeli berkomitmen untuk tidak melepaskan pengendaliannya terhadap
Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, paling kurang selama 12 (dua belas) bulan
sejak tanggal pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh OJK.

Terkait dengan rencana perubahan pengendalian dalam Perseroan sebagaimana dijabarkan
sebelumnya di atas, pemegang saham Perseroan menyetujui untuk mengubah susunan pengurus
Perseroan, yang berlaku efektif jika dan sejak pengambilalihan pada Perseroan oleh Pembeli menjadi
efektif sebagaimana dimaksud dalam CSPA, hingga tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 berdasarkan Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 131 tanggal 20 November 2023, yang dibuat oleh Christina
Dwi Utami. S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat. Adapun susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah Pembeli menjadi pengendali baru dari Perseroan
adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama Sang Moo Lee

Direktur Chang Pyo Hong
Direktur Sebin Kim

Direktur Choi Min

Direktur Chang Whan Kim
Direktur Seungyeon Lee
Direktur Hendra Prawira
Direktur Victor Agung Susantyo

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama
Komisaris Independen
Komisaris

Hyek Seo Koo
Pintarso Adijanto
Stevano Rizki Adranacus
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Lebih lanjut, apabila pengambilalihan Perseroan oleh LXI sebagaimana dimaksud dalam CSPA
tidak terjadi dan/atau CSPA diakhiri oleh para pihak dalam perjanjian tersebut, maka pengangkatan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris di atas menjadi batal tanpa diperlukan persetujuan Rapat Umum
Pemegang Saham lagi dan karenanya seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pada saat
ini menjabat akan tetap menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028.

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham yaitu
sebanyak 1.216.404.000 (satu miliar dua ratus enam belas juta empat ratus empat ribu) Saham Biasa
Atas Nama milik Pemegang Saham Penjual atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari
modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan
juga akan mencatatkan seluruh Saham Biasa Atas Nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum
Perdana Saham sebanyak 4.865.616.000 (empat miliar delapan ratus enam puluh lima juta enam ratus
enam belas ribu) saham biasa atas nama milik pemegang saham pendiri atau sebesar 80,00% (delapan
puluh koma nol nol persen). Dengan demikian, jumlah Saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di
BEI adalah sebanyak 6.082.020.000 (enam miliar delapan puluh dua juta dua puluh ribu) Saham, atau
sebanyak 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran
Umum Perdana Saham.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan
pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Adhi Kartiko Pratama
Tbk No. S-10884/BEI.PP2/12-2023 tertanggal 13 Desember 2023 yang telah diterima Perseroan dari
BEI sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI.

Pengalihan Saham oleh Para Pemegang Saham Pendiri

Berdasarkan POJK No. 25/2017, semua pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga
pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum
penyampaian Pernyataan Pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian
atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan
Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif. POJK No. 25/2017 berisi
pengecualian dimana larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik
secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan
perbankan.

Hingga prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pihak yang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh
saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran
sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif berdasarkan POJK No. 25/2017.
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Il. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL
PENAWARAN UMUM

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham merupakan milik Para
Pemegang Saham Penjual. Oleh karena itu, seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan
diterima oleh Para Pemegang Saham Penjual dan Perseroan tidak menerima dana hasil Penawaran
Umum Perdana Saham.

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum ini akan ditanggung seluruhnya oleh
Pemegang Saham Penjual, berdasarkan jumlah saham yang dijual oleh Pemegang Saham Penjual.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, perkiraan total biaya emisi (tanpa pajak) adalah sekitar 1,1449% dari
total dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini dengan rincian persentase untuk masing-masing
biaya dari total biaya yang dikeluarkan adalah sebagai berikut:

Biaya jasa Penjamin Emisi Efek sekitar 0,6100% yang terdiri dari:

- Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar 0,5200%

- Biaya jasa sebesar penyelenggaraan (management fee) sebesar 0,0450%; dan
- Biaya jasa penjualan (selling fee) sebesar 0,450%;

Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 0,2844%, yang terdiri dari biaya jasa:
- Konsultan Hukum sebesar 0,1877%;

- biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,0779%; dan

- biaya jasa Notaris sebesar 0,0188%.

Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,0225%, yang merupakan biaya jasa BAE;
Biaya lain-lain 0,2280%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, pendaftaran
di KSEI, biaya percetakan Prospektus, biaya iklan koran Prospektus Ringkas, biaya kunjungan lokasi

dalam rangka uji tuntas yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

Perseroan tidak berkewajiban untuk melaporkan realisasi penggunaan dana kepada OJK sesuai dengan
POJK No. 30/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
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lll. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan
& Rekan (firma anggota dari PKF International), dengan opini tanpa modifikasian dengan laporan auditor
independen pada tanggal 6 Desember 2023 dengan nomor 00247/3.0355/AU.1/02/1191-3/1/XI1/2023
yang ditandatangani oleh Ady Putera Setyo Pribadi, CPA.

Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp146.680.524.178 pada tanggal 30 Juni 2023 dengan

rincian diperlihatkan pada tabel berikut ini:

(dalam Rupiah)
Keterangan Jumlah

LIABILITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang usaha 38.610.956.415
Utang lain-lain

Pihak berelasi -

Pihak ketiga 2.325.450.000
Beban yang masih harus dibayar 30.248.381.078
Utang pajak 54.745.815.888
Uang muka pelanggan -
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo satu tahun:

Pembelian aset tetap -

Liabilitas sewa 2.519.910.574
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK 128.450.513.955

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:

Pembelian aset tetap
Liabilitas sewa
Liabilitas imbalan pasca kerja

6.571.834.223
11.658.176.000

JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG 18.230.010.223
JUMLAH LIABILITAS 146.680.524.178
A. RINCIAN ATAS AKUN AKUN LIABILITAS
1. Utang Usaha
Akun ini terdiri dari:
(dalam Rupiah)
Keterangan Jumlah

Pihak Ketiga

PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama 29.994.768.582
PT Hillconjaya Sakti 4.988.212.409
PT Jagaaman Sarana 3.627.975.424
Jumlah 38.610.956.415

Per 30 Juni 2023, tidak terdapat utang usaha kepada pihak berelasi dan utang usaha dalam saldo mata

uang asing.
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Rincian umur utang usaha dihitung berdasarkan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)
Keterangan Jumlah
Belum jatuh tempo 38.610.956.415
Jatuh tempo:
1 - kurang dari 6 bulan -
6 - kurang dari 12 bulan -
Lebih dari 12 bulan -
Jumlah 38.610.956.415
2. Utang lain-lain
Akun ini terdiri dari:
(dalam Rupiah)
Keterangan Jumlah
Pembelian aset tetap 2.325.450.000
Jumlah 2.325.450.000
3. Beban yang masih harus dibayar
Akun ini terdiri dari:
(dalam Rupiah)
Keterangan Jumlah
Cadangan pasca tambang 14.355.422.786
Kontraktor pertambangan 12.471.102.982
Royalti 1.191.669.922
Solar 928.664.192
Tali asih 500.000.000
Sewa kendaraan 287.934.000
Operasional 200.002.811
Konsultan 165.834.385
Perbaikan dan pemeliharaan 147.750.000
Jumlah 30.248.381.078
4. Utang Pajak
Akun ini terdiri dari:
(dalam Rupiah)
Keterangan Jumlah
Pajak Pertambahan Nilai 46.602.505.887
Pajak Bumi dan Bangunan 5.542.653.688
Pajak Penghasilan pasal 25 1.607.332.756
Pajak Penghasilan pasal 23 606.775.200
Pajak Penghasilan pasal 21 344.717.506
Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 41.830.851
Jumlah 54.745.815.888

10
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5. Liabilitas Sewa

Akun ini terdiri dari:

(dalam Rupiah)
Keterangan Jumlah

PT Manggala Gelora Perkasa 8.733.461.571

Lainnya 358.283.226

Jumlah 9.091.744.797
Dikurangi:

Bagian jangka pendek (2.519.910.574)

Jumlah 6.571.834.223

Pembayaran sewa minimum di masa mendatang, serta nilai kini atas pembayaran minimum sewa pada
tanggal 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)
Keterangan Jumlah

Kurang dari 1 tahun 2.693.164.500

Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun 7.582.784.625

Jumlah 10.275.949.125
Dikurangi:

Bunga pembiayaan masa mendatang (1.184.204.328)

Jumlah 9.091.744.797

Tingkat pinjaman inkremental rata-rata tertimbang yang diterapkan pada liabilitas sewa pada tanggal
30 Juni 2023 adalah 6%.

6. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Grup memberi imbalan kerja bagi karyawan yang telah mencapai usia pensiun, yaitu 55 tahun, sesuai
dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 serta Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun
2021 dengan metode Projected Unit Credit.

Beban imbalan pasca kerja karyawan dihitung oleh aktuaris independen, Kantor konsultan aktuaria
Steven & Mourits untuk periode 2023 dengan menggunakan asumsi utama sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan Jumlah
Usia pensiun normal 55 tahun
Tingkat bunga diskonto (per tahun) 6,60%
Tingkat kenaikan gaji (per tahun) 8,00%
Tingkat kematian TMI IV Tahun 2019
Tingkat cacat dari tingkat kematian 10% dari TMI IV 2019

Beban imbalan pasca kerja karyawan untuk periode 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan Jumlah
Biaya jasa kini 1.139.287.000
Biaya bunga liabilitas manfaat pasti, neto 215.894.000
Penyesuaian liabilitas atas pengakuan masa kerja lalu 401.641.000
Jumlah 1.756.822.000

11
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Mutasi liabilitas manfaat karyawan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan Jumlah
Saldo laba 8.937.272.000
Beban yang diakui di laporan laba rugi 1.756.822.000
Pembayaran tahun berjalan (25.200.000)
Penghasilan komprehensif lain 989.282.000
Saldo Akhir 11.658.176.000

Jumlah tercantum pada laporan posisi keuangan yang timbul dari liabilitas Grup dalam rangka liabilitas
imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan 30 Juni 2023
Nilai kini liabilitas imbalan pasti 11.658.176.000
Jumlah liabilitas manfaat karyawan 11.658.176.000

Analisa sensitivitas kuantitatif untuk asumsi-asumsi yang signifikan pada tanggal 30 Juni 2023 adalah
sebagai berikut:

Pengaruh atas nilai
Keterangan Persentase kini liabilitas imbalan
pasca kerja

2023
Tingkat diskonto
Kenaikan 1,00% 11.189.944.000
Penurunan 1,00% 12.200.042.000
Kenaikan gaji di masa depan
Kenaikan 1,00% 12.204.869.000
Penurunan 1,00% 11.178.538.000

B. KOMITMEN DAN KONTINJENSI
1. Perjanjian Penjualan

Perseroan mempuyaiberbagai komitmen untuk menjual bijih nikel kepada pelanggannya. Komitmen yang
dibuat sudah memuat syarat-syarat kontrak Penjualan semestinya. Perseroan melakukan Perjanjian
Jual Bijih Nikel dengan PT Agung Mineral Abadi dengan nomor perjanjian No.012A/AKP-AMA/11/2023
tanggal 13 Februari 2023 dengan Perjanjian Turunan 1 No.016A/AKP-AMA/I11/2023 sebagaimana
diubah dengan Addendum | No.001/AKP-AMA/IV/2023 tanggal 28 April 2023 dan Perjanjian Turunan
3 No.019A/AKP-AMA/V/2023 sebagaimana diubah dengan Addendum | No.004/AKP-AMA/LEGAL-
COMMS/ADD1/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang memuat jumlah penjualan bijih nikel sebanyak
2.500.000.000 Wet Metric Ton dengan jangka waktu sampai dengan 13 Februari 2024, rincian kadar
nikel dan harga jual yang disepakati oleh Perseroan dan pelanggan ditentukan dengan ketentuan Free
On Board (FOB) berdasarkan sertifikat analisis yang dikeluarkan oleh surveyor independen.

Selain dengan PT Agung Mineral Abadi, Perseroan juga melakukan Perjanjian Jual Bijih Nikel dengan
PT Kyara Sukses Mandiri dengan Perjanjian Jual Beli terakhir No.245/KSM-AKP/CTR/XI/2022
sebagaimana diubah dengan Addendum | No.245/KSM-AKP/CTR/ADDO01/XI1/2022 tanggal 1 Desember
2022 dan PT Liken Mulia Kretayasa dengan Perjanjian Jual Beli terakhir No.033/LMK-AKP/OSS(LG)/
XI1/2022 tanggal 3 Desember 2022 yang memuat jumlah penjualan bijih nikel, rincian kadar nikel dan
memuat harga jual yang disepakati oleh Perseroan dan berdasarkan sertifikat analisis yang dikeluarkan
oleh surveyor independen.
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2. Perjanjian kontraktor tambang

Berdasarkan Perjanjian Jasa Penambangan No.045/AKP-HJS/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022, PT
Hillconjaya Sakti sebagai pihak untuk melaksanakan pekerjaan penambangan nikel dan memberikan
hak untuk melakukan kegiatan prosedur penambangan (/land clearing dan grubbing, top soil removal,
over burden dan waste removal, ore getting, hauling serta barging) yang terdapat di lahan konsesi Izin
Usaha Pertambangan Operasi Produksi Perseroan. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sampai dengan
22 Desember 2025.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penambangan Terbatas No. 035/AKP-EKS/VI111/2022 sebagaimana
diubah dengan Addendum | No.007/AKP-Askon/11/2023 tanggal 23 Februari 2023, PT Anugerah Sakti
Konstruksi Utama (“Askon”) sebagai pihak untuk melaksanakan pekerjaan penambangan terbatas nikel
(land clearing dan grubbing, top soil removal, over burden dan waste removal, ore hauling serta ore
barging) di lahan konsesi Perseroan khusus di lokasi kerja area Blok A. Jangka waktu perjanjian ini
berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama No.036/AKP-EKS/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022, PT Anugerah
Sakti Konstruksi Utama (“Askon”) sebagai pihak untuk memberikan jasa Manajemen Pertambangan
Nikel pada lokasi kerja dengan target volume adalah sebesar 100.000 Wet Metric Ton (WMT) per bulan
dan kadar Ni sebesar 1,75%. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.

3. Royalti

Perseroan melakukan penyetoran iuran produksi atau royalti dengan tarif 10% dari harga transaksi
berdasarkan keputusan Menteri Energi dan sumber daya mineral No.18.K/HK.02/MEM.B/2022.

4. Perjanjian sewa menyewa

Perseroan melakukan perjanjian sewa menyewa ruangan di lantai 9 Panin Tower Senayan City dengan
PT Manggala Gelora Perkasa dengan nomor Perjanjian Sewa Menyewa No.MGP.009/X/PSM-OFF/2022
tanggal 25 Oktober 2022 dengan nilai sewa sebesar Rp10.509.750.000. Jangka waktu perjanjian adalah
5 tahun, yakni sejak 15 Oktober 2022 sampai dengan 14 Oktober 2027.

Perseroan menyewakan ruangan di lantai 9 Panin Tower Senayan City dengan PT Aries Kencana
Sejahtera dan PT Sotis Hotel Manajemen dengan nomor Perjanjian Sewa Bersama No.039A/AKP-
INT/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022. Pendapatan sewa per bulan dari PT Aries Kencana Sejahtera
dan PT Sotis Hotel Manajemen masing-masing sebesar Rp77.776.150 dan Rp19.444.037.

Perseroan menyewakan slot jetty pada Terminal Khusus untuk memuat kapal/tongkang dengan
kapasitas masing-masing 10.000 WMT/tongkang serta lahan sebagai tempat penampungan bijih nikel
sementara (stockpile) untuk kapasitas 20.000 Ton dengan PT Agung Pratama Mineral dengan nomor
Perjanjian Sewa Menyewa Penggunaan Fasilitas Terminal Khusus No. Ref: 015/PSMP/APM-AKP/
VI1/2022 dan No. 033/AKP-EKS/VI11/2022 tanggal 24 Agustus 2022. Nilai pembayaran sewa jetty adalah
sebesar $1 (satu Dolar Amerika Serikat) untuk setiap ton ore nikel yang akan dimuat ke atas tongkang
berdasarkan hasil draft survey dari surveyor independent yang ditunjuk oleh PT Agung Pratama Mineral.
Jangka waktu perjanjian berlaku sampai 30 Oktober 2023 atau sampai dengan tanggal keberlakuan
Perizinan Terum. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, APM belum selesai melakukan
pengurusan RKAB sehingga manajemen Perseroan memutuskan untuk tidak melakukan perpanjangan
jangka waktu perjanjian terlebih dahulu atas PSM Jetty APM.

Perseroan menyewakan fasilitas jalan angkut ore nikel dan fasilitas jetty di Terum Perseroan beserta
dermaga sandarnya untuk kegiatan pemuatan/loading ke atas tongkang (barge) dengan PT Kacci
Purnama Indah dengan nomor Perjanjian Sewa Menyewa Penggunaan Fasilitas Terminal Khusus Untuk
Sementara Melayani Kepentingan Umum No. 050/AKP-KCI/XII/2022 sebagaimana diubah dengan
Addendum | No. 007/AKP-KCI/V/2023 tanggal 16 Agustus 2023. Nilai pembayaran sewa fasilitas jalan
angkut dan jetty adalah sebesar USD1,2 untuk setiap ton ore nikel yang dimuat ke atas Tongkang
(barge) berdasarkan Certificate of Draught Survey dari Independent Surveyor. Jangka waktu perjanjian
berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.

13



AKP

NICKEL MINING

SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTIJENSI PERSEROAN PADA TANGGAL 30
JUNI 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. HINGGA DENGAN TANGGAL
DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH
KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWAPER TANGGAL 30 JUNI2023, PERSEROAN
TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI
ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN
SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR
INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN
TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN SELAIN UTANG USAHA DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN
YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-
KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN
KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI
PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA
SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN
INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN-KEWAJIBANNYA
YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM
PROSPEKTUS INL.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG
DILAKUKANOLEHPERSEROANYANGBERDAMPAKMATERIALTERHADAPKELANGSUNGAN
USAHA PERSEROAN. TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAIATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/
ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR HINGGA
DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN TERHADAP PINJAMAN-
PINJAMAN YANG DIMILIKI PERSEROAN.

BERKAITAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DI ATAS,
MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADANYA NEGATIVE COVENANTS
YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

TIDAK ADANYA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN

PADA:

1. LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN
TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK; DAN

2. LIABILITAS DAN ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK
SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.”
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IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor wajib membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini berikut
dengan penjelasan manajemen sebagaimana disajikan pada Bab V Analisis dan Pembahasan oleh
Manajemen, serta catatan atas laporan keuangan Perseroan sebagaimana terlampir pada Bab XIX
Prospektus ini.

Tabel berikut ini menggambarkan lkhtisar Data Keuangan Penting Perseroan untuk periode enam bulan
yang berakhir 30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Laporan keuangan Perseroan periode enam bulan yang berakhir
pada tanggal 30 Juni 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan (firma anggota dari PKF International), dengan opini tanpa modifikasian
dengan laporan auditor independen pada tanggal 6 Desember 2023 dengan nomor 00247/3.0355/
AU.1/02/1191-3/1/X11/2023 yang ditandatangani oleh Ady Putera Setyo Pribadi, CPA (ljin Akuntan Publik
No. AP. 1191), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (firma
anggota dari PKF International), dengan opini tanpa modifikasian dengan laporan auditor independen
pada tanggal 17 April 2023 dengan nomor 00127/3.0355/AU.1/05/1191-2/1/IV/2023 dan pada tanggal
17 April 2023 dengan nomor 00126/3.0355/AU.1/05/1191-1/1/1IV/2023 yang keduanya ditanda tangan
oleh Ady Putera Setyo Pribadi, CPA (ljin Akuntan Publik No. AP. 1191). Dan untuk tahun yang berakhir
tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Effendy & Rekan dengan opini
tanpa modifikasian dengan laporan auditor independen pada tanggal 3 November 2021 dengan nomor
00442/2.0937/AU.1/05/0814-1/1/X12021 yang ditanda tangani oleh Asmar Effendy Hasibuan, SE, AK,
CA, CPA (ljin Akuntan Publik No. AP. 0814).

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)
. 31 Desember
KETERANGAN 30 Juni 2023 2022 2021 2020
ASET
ASET LANCAR
Kas dan setara kas 44.914.257.437 31.933.106.127  57.869.468.354 2.927.275.450
Piutang usaha, neto 71.090.340.397 44.715.419.209 48.075.150.836 2.927.478.724
Piutang lain-lain
Pihak berelasi 869.290.686 209.841.780 - -
Pihak ketiga 3.332.954.618 902.626.866 - 524.538.393
Persediaan 23.560.493.065 88.229.177.968  28.449.190.622  29.644.904.427
Beban dibayar di muka 1.390.670.584 9.000.474 1.048.321 19.332.865
Pajak dibayar di muka 96.756.467 - 3.464.918 20.897.019
Piutang pajak, bagian lancar - - - 14.150.331.578
Aset lancar lainnya 11.178.974.998 37.477.004.828 2.375.930.520 4.276.274.533

JUMLAH ASET LANCAR

ASET TIDAK LANCAR

Piutang pajak, tidak lancar

Saldo bank yang dibatasi penggunaannya
Aset tetap, neto

Properti pertambangan, neto

Aset hak guna, neto

Jaminan

Aset pajak tangguhan

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR
JUMLAH ASET

156.433.738.252  203.476.177.252 136.774.253.571  54.491.032.989
2.926.887.526 - - -
20.238.393.210 20.238.393.210  14.184.971.334  14.184.971.334
43.645.188.560 26.390.519.261  12.039.801.376  12.485.914.100
26.950.979.593 16.821.883.603 276.197.992 -
8.890.184.510 9.775.686.931 1.049.500.087 1.700.947.089
786.056.750 1.060.566.750 316.710.000 276.010.000
5.846.055.216 5.689.672.226 4.353.816.171 3.970.713.308
109.283.745.365 79.976.721.981  32.220.996.960 32.618.555.831
265.717.483.617  283.452.899.233 168.995.250.531 87.109.588.820
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(dalam Rupiah)

KETERANGAN

30 Juni 2023

31 Desember

2022 2021 2020

LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang usaha 38.610.956.415 51.014.410.226 6.878.630.356 1.401.895.619
Utang lain-lain

Pihak berelasi - - 12.277.972.970 10.316.195.100

Pihak ketiga 2.325.450.000 10.170.594.009 13.608.053.883  12.021.330.364
Beban yang masih harus dibayar 30.248.381.078 44.443.328.670 65.108.174.706  42.007.958.061
Utang pajak 54.745.815.888 68.902.483.428  12.863.748.743 6.451.376.914
Uang muka pelanggan - 2.260.503.000 1.379.500.000 1.379.500.000
Bagian utang jangka panjang yang jatuh
tempo satu tahun

Pembelian aset tetap - - 20.265.311 300.753.526

Liabilitas sewa 2.519.910.574 1.804.918.296 798.573.406 716.289.616
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK 128.450.513.955 178.596.237.629 112.934.919.375 74.595.299.200
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang jangka panjang setelah dikurang
bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun

Pembelian aset tetap - - - 20.265.311

Liabilitas sewa 6.571.834.223 7.817.500.273 - 798.573.406
Liabilitas imbalan pasca kerja 11.658.176.000 8.937.272.000 6.631.498.000 7.527.978.000
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG 18.230.010.223 16.754.772.273 6.631.498.000 8.346.816.717
JUMLAH LIABILITAS 146.680.524.178 195.351.009.902 119.566.417.375 82.942.115.917
EKUITAS
Modal saham, nilai nominal Rp1.000

per lembar saham pada tahun 2023,

2022, 2021 dan 2020. Modal dasar,

ditempatkan dan disetor penuh

60.820.200 lembar saham pada tahun

2023, 2022, dan 2021. Dan 29.800.190

lembar saham

pada tahun 2020 60.820.200.000 30.800.190.000  30.800.190.000  29.800.190.000
Tambahan modal disetor 2.099.962.962 2.100.000.000 2.100.000.000 2.100.000.000
Komponen ekuitas lainnya 91.032.240 862.672.200 1.054.849.380 639.756.800
Saldo laba dicadangkan 12.164.040.000 - - -
Saldo laba belum dicadangkan (defisit) 43.859.561.222 54.339.027.131  15.473.793.776 (28.372.473.897)

Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan
Kepada Pemilik Entitas Induk

Kepentingan non-pengendali
JUMLAH EKUITAS
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

119.034.796.424
2.163.015

88.101.889.331

49.428.833.156

4.167.472.903

119.036.959.439

88.101.889.331

49.428.833.156

4.167.472.903

265.717.483.617

283.452.899.233

168.995.250.531

87.109.588.820
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(dalam Rupiah)
30 Juni 31 Desember
KETERANGAN 2023 2022* 2022 2021 2020

PENJUALAN 378.562.921.086  427.799.651.919  867.842.629.537  259.089.343.256  103.542.570.027
BEBAN POKOK

PENJUALAN 311.702.255.494  308.367.514.977 692.566.971.186  175.087.332.739 88.246.163.816

LABA KOTOR 66.860.665.592  119.432.136.942  175.275.658.351 84.002.010.517 15.296.406.211

Beban penjualan - (6.109.861.714) (9.692.861.714) (5.046.833.955) -

Beban umum dan

administrasi (27.409.851.421)  (14.541.214.190)  (28.302.015.374)  (20.563.144.404)  (28.130.470.627)
Pendapatan (beban)

lain-lain, neto 12.233.495.002 1.091.819.108 2.117.055.077 293.468.513 (634.111.661)
LABA (RUGI)

SEBELUM PAJAK

PENGHASILAN 51.684.309.173 99.872.880.146  139.397.836.340 58.685.500.671  (13.468.176.077)

MANFAAT
(BEBAN) PAJAK
PENGHASILAN

Pajak kini
Pajak tangguhan

(11.076.116.700)
(61.259.050)

(22.678.930.589)
935.043.627

(31.814.255.220)
1.281.652.235

(11.715.218.240)
520.685.285

(343.065.362)

LABA (RUGI)
PERIODE
BERJALAN
SEBELUM
PENYESUAIAN
PROFORMA

40.546.933.423

78.128.993.184

108.865.233.355

47.490.967.716

(13.811.241.439)

Proforma rugi entitas
anak

37.412

LABA (RUGI)
PERIODE
BERJALAN

40.546.970.835

78.128.993.184

108.865.233.355

47.490.967.716

(13.811.241.439)

PENGHASILAN
KOMPREHENSIF
LAIN PERIODE
BERJALAN

Pos yang tidak akan
direklasifikasi ke
laba rugi periode
berikutnya:
Keuntungan

aktuaria
Pajak tangguhan
terkait

(989.282.000)

217.642.040

(123.190.500)

27.101.910

(246.381.000)

54.203.820

552.675.000

(137.582.420)

799.696.000

(159.939.200)

JUMLAH
PENGHASILAN
(RUGI)
KOMPREHENSIF
PERIODE
BERJALAN

39.775.330.875

78.032.904.594

108.673.056.175

47.906.060.296

(13.171.484.639)

LABA (RUGI)
PERIODE
BERJALAN
YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN
KEPADA :

Pemilik entitas
induk

40.549.807.446

78.128.993.184

108.865.233.355

47.490.967.716

(13.811.241.439)

Kepentingan non-
pengendali

(2.836.611)

Jumlah

40.546.970.835

78.128.993.184

108.865.233.355

47.490.967.716

(13.811.241.439)
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(dalam Rupiah)

30 Juni 31 Desember
KETERANGAN 2023 2022* 2022 2021 2020
JUMLAH
PENGHASILAN
(RUGI)
KOMPREHENSIF
YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN
KEPADA :
Pemilik entitas
induk 39.778.167.486 78.032.904.594  108.673.056.175 47.906.060.296  (13.171.484.639)
Kepentingan non-
pengendali (2.836.611) - - - -
Jumlah 39.775.330.875 78.032.904.594  108.673.056.175 47.906.060.296  (13.171.484.639)
LABA (RUGI) NETO
PER SAHAM
DASAR 667 1.283 1.790 1.255 (463)
DIVIDEN PER
SAHAM 639 1.151 1.151 96 1.374
*tidak diaudit
RASIO KEUANGAN
30 Juni 31 Desember
KETERANGAN 2023 2022* 2022 2021 2020
Rasio Pertumbuhan
Pendapatan Bersih (%) (11,51) N/A 234,96 150,22 N/A
Laba Kotor (%) (44,02) N/A 108,66 449,16 N/A
Laba Bersih (%) (48,10) N/A 129,23 443,86 N/A
Jumlah Aset (%) (6,26) N/A 67,73 94 N/A
Jumlah Liabilitas (%) (24,91) N/A 63,38 44,16 N/A
Jumlah Ekuitas (%) 35,11 N/A 78,24 1.086,06 N/A
EBITDA (%) (45,63) N/A 134,19 (645,28) N/A
Rasio Keuangan
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek (x) 1,22 N/A 1,14 1,21 0,73
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas (x) 1,23 N/A 2,22 2,42 19,90
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset (x) 0,55 N/A 0,69 0,71 0,95
Interest Coverage Ratio (x) 186,03 N/A 867,12 625,69 (107)
Debt Service Coverage Ratio (x) 6,06 N/A 14,85 76,38 (7,38)
Rasio Usaha
Laba Bersih/Jumlah Pendapatan Bersih (%) 10,71 N/A 12,54 18,33 (13,34)
Laba Bersih/Jumlah Aset (%) 15,26 N/A 38,41 28,10 (15,86)
Laba Bersih/Jumlah Ekuitas (%) 34,06 N/A 123,57 96,08 (331,41)

*tidak diaudit
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V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Informasi dan pembahasan yang disajikan oleh manajemen pada Bab ini wajib dibaca bersama-sama
dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya yang terdapat pada Bab XIX
Prospektus ini. Bab ini menyajikan analisis dan pembahasan manajemen yang bersumber dari laporan
keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni
2022 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan
2020.

Laporan keuangan Perseroan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (firma anggota
dari PKF International), dengan opini tanpa modifikasian dengan laporan auditor independen pada
tanggal 6 Desember 2023 dengan nomor 00247/3.0355/AU.1/02/1191-3/1/X11/2023 yang ditandatangani
oleh Ady Putera Setyo Pribadi, CPA (ljin Akuntan Publik No. AP. 1191), serta untuk tahun-tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul
Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (firma anggota dari PKF International), dengan
opini tanpa modifikasian dengan laporan auditor independen pada tanggal 17 April 2023 dengan nomor
00127/3.0355/AU.1/05/1191-2/1/IV/2023 dan pada tanggal 17 April 2023 dengan nomor 00126/3.0355/
AU.1/05/1191-1/1/IV/2023 yang keduanya ditanda tangan oleh Ady Putera Setyo Pribadi, CPA (ljin
Akuntan Publik No. AP. 1191). Dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Effendy & Rekan dengan opini tanpa modifikasian dengan laporan auditor
independen pada tanggal 3 November 2021 dengan nomor 00442/2.0937/AU.1/05/0814-1/1/X12021
yang ditanda tangani oleh Asmar Effendy Hasibuan, SE, AK, CA, CPA (ljin Akuntan Publik No. AP.
0814).

A. UMUM

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan
dan berkantor pusat di Kendari, didirikan dengan nama PT Adhi Kartiko Pratama berdasarkan Akta
Pendirian Perseroan.

Anggaran dasar Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas,
telah mengalami beberapa kali perubahan dan anggaran dasar Perseroan yang berlaku pada saat ini
adalah sebagaimana tertuang dalam Akta No. 8/2023.

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Sorumba Nomor 80, Desa/Kelurahan Anaiwoi,
Kec. Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sementara kantor komersial Perseroan
terletak di Panin Tower Lt. 9, Senayan City, JI. Asia Afrika Lot 19, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Lokasi
pertambangan terletak di Desa/Kelurahan Lameruru, Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara, Provinsi
Sulawesi Tenggara. Perseroan beroperasi secara komersial pada tahun 2010. Sesuai dengan pasal
3 Anggaran Dasar, Perseroan bergerak dalam bidang usaha pertambangan bijih nikel, aktivitas
perusahaan holding, pelayanan kepelabuhan laut, kawasan industri dan analisis dan uji teknis lainnya.
Perseroan saat ini menjalankan usaha di bidang pertambangan bijih nikel.
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B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
A. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
(“SAK”), yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi
Keuangan lkatan Akuntan Indonesia (“DSAK”) serta peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan
No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar
akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian yang menggunakan dasar kas. Dasar pengukuran dalam
penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa
akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi
masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang
diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas
dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Transaksi-transaksi yang termasuk dalam laporan keuangan Grup diukur dengan mata uang lingkungan
ekonomi utama (“mata uang fungsional”). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah,
yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian.

Estimasi dan pertimbangan akuntansi yang signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan
keuangan konsolidasian Grup diungkapkan pada catatan 3 Laporan Keuangan.

Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar
Akuntansi Keuangan (“ISAK”)

Standar akuntansi revisian berikut yang relevan untuk Grup, berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari
2023 dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup:

- Amendemen PSAK 1 “Penyaijian Laporan Keuangan”;

- Amendemen PSAK 16 "Aset Tetap”;

- Amendemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”;

- Amendemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan”.

Standar akuntansi revisian yang telah diterbitkan dan relevan untuk Grup, berlaku efektif sejak tanggal
1 Januari 2024 dan belum diterapkan secara dini oleh Grup:

- Amendemen PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan”;

- Amendemen PSAK 73 "Sewa: Liabilitas Sewa Pada Transaksi Jual dan Sewa balik”;

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan konsolidasian, Grup sedang mempertimbangkan implikasi
dari penerapan standar-standar tersebut, terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

C. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
Sejak tahun 2020 Perseoran telah menerapkan PSAK untuk laporan keuangan tahun-tahun yang

berakhir pada 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Tidak ada perubahan kebijakan
akuntansi yang dilakukan.
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D. ANALISIS LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

1. Laporan Laba Rugi Komprehensif

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan laba rugi komprehensif Perseroan untuk periode yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit), serta untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

30 Juni 31 Desember
KETERANGAN 2023 2022* 2022 2021 2020
Penjualan 378.562.921.086 427.799.651.919 867.842.629.537 259.089.343.256  103.542.570.027
Beban Pokok Penjualan 311.702.255.494  308.367.514.977 692.566.971.186  175.087.332.739 88.246.163.816
Laba Kotor 66.860.665.592  119.432.136.942 175.275.658.351 84.002.010.517 15.296.406.211

Laba (Rugi) Sebelum
Pajak Penghasilan

Laba (Rugi) Tahun

51.684.309.173 99.872.880.146  139.397.836.340 58.685.500.671 (13.468.176.077)

Berjalan 40.546.970.835 78.128.993.184  108.865.233.355 47.490.967.716  (13.811.241.439)
Jumlah Penghasilan

(Rugi) Komprehensif

Periode Berjalan 39.775.330.875 78.032.904.594 108.673.056.175 47.906.060.296  (13.171.484.639)

LABA (RUGI) NETO
PER SAHAM DASAR 667 1.283 1.790

*tidak diaudit

1.255 (463)

a) Penjualan

Perbandingan Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni
2022

Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp378.562.921.086
mengalami penurunan sebesar Rp49.236.730.833 atau sebesar 11,51% dari Penjualan yang berakhir
pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp427.799.651.919. Hal ini terutama dikarenakan harga nikel yang
sempat mengalami penurunan di Semester 1 2023 dibandingkan dengan Semester 1 2022. Penurunan
penjualan tersebut disebabkan oleh penurunan harga jual sebesar 25,35%, walaupun secara kuantitas
penjualan mengalami peningkatan sebesar 18,54% dibandingkan dengan periode enam bulan tahun
2022. Manajemen berusaha untuk tetap meningkatkan kuantitas penjualan untuk menghadapi fluktuasi
harga bijih nikel selama Tahun 2023.

Perbandingan Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31
Desember 2021

Penjualan untuktahunyangberakhir padatanggal 31 Desember2022 adalah sebesarRp867.842.629.537
mengalami peningkatan sebesar Rp608.753.286.281 atau sebesar 234,96% dari Penjualan yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp259.089.343.256. Hal ini terutama dikarenakan
peningkatan penjualan bijih nikel tahun 2022 sebesar 800.842 wet metric ton dari sebesar 469.730 wet
metric ton pada tahun 2021 menjadi sebesar 1.270.573 wet metric ton pada Tahun 2022 dan adanya
kenaikan harga nikel sebesar 23,83%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh strategi Manajemen yang
meningkatkan pemasaran atas penjualan bijih nikel.
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Perbandingan Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31
Desember 2020

Penjualanuntuktahunyangberakhirpadatanggal 31 Desember2021 adalah sebesarRp259.089.343.256
mengalami peningkatan sebesar Rp155.546.773.229 atau sebesar 150,22% dari Penjualan yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp103.542.570.027. Hal ini terutama dikarenakan
peningkatan penjualan bijih nikel tahun 2021 sebesar 221.112 wet metric ton dari sebesar 248.619
wet metric ton pada tahun 2020 menjadi sebesar 469.730 wet metric ton pada tahun 2021 dan adanya
kenaikan harga nikel sebesar 32,44%. Hal ini terutama dikarenakan pada tahun 2020, ekonomi sempat
terhambat karena efek pandemi covid-19 yang mewabah di dunia sehingga menjadi faktor penghambat
penjualan tahun 2020 sedangkan di tahun 2021 ekonomi mulai bangkit setelah terpuruk akibat pandemi
covid-19.

b) Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan

Perbandingan Laba Bersih Periode Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni
2023 dan 30 Juni 2022

Laba Bersih Periode Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah
sebesar Rp40.546.970.835 mengalami penurunan sebesar Rp37.582.022.349 atau sebesar 48,10%
dari Laba Bersih Periode Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar
Rp78.128.993.184. Hal ini terutama dikarenakan karena adanya penurunan harga jual sebesar
25,35% pada periode 30 Juni 2023 dibandingkan periode 30 Juni 2022, namun beban pokok penjualan
mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan kuantitas penjualan sebesar 18,54% sehingga laba
kotor turun sebesar Rp52.571.471.350 dari sebesar Rp119.432.136.942 pada 30 Juni 2022 menjadi
sebesar Rp66.860.665.592 pada 30 Juni 2023, selain itu adanya peningkatan beban pajak bumi dan
bangunan sebesar Rp4.084.998.784 karena kenaikan NJOP sebesar 198% sehingga berdampak pada
penurunan laba bersih Perseroan. Perseroan juga mulai melakukan peningkatan jumlah pegawai untuk
mendukung ekspansi Perseroan, dimana terjadi peningkatan beban gaji sebesar Rp2.368.152.055 dari
sebesar Rp7.146.301.586 pada 30 Juni 2022 menjadi sebesar Rp9.514.453.641 pada 30 Juni 2023.

Perbandingan Laba Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022 dan 31 Desember 2021

Laba Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp108.865.233.355 mengalami peningkatan sebesar Rp61.374.265.639 atau sebesar 129,23% dari
Laba Bersih Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp47.490.967.716.
Hal ini terutama dikarenakan adanya peningkatan kuantitas penjualan sebesar 800.842 wet metric ton
dari sebesar 469.730 wet metric ton pada tahun 2021 menjadi sebesar 1.270.573 wet metric ton pada
tahun 2022 dan adanya kenaikan harga jual sebesar 23,83%. Peningkatan harga jual dan kuantitas
penjualan tersebut berdampak pada kenaikan laba kotor sebesar Rp91.273.647.834 dari sebesar
Rp84.002.010.517 pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp175.275.658.351 pada tahun 2022 sehingga
berdampak pada kenaikan laba bersih Perseroan.

Perbandingan Laba Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2021 dan 31 Desember 2020

Laba Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar
Rp47.490.967.716 mengalami peningkatan sebesar Rp61.302.209.155 atau sebesar 443,86% dari Rugi
Bersih Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp13.811.241.439. Hal ini
terutama dikarenakan pemulihan ekonomi akibat covid-19 yang berdampak pada peningkatan kuantitas
penjualan sebesar 221.112 wmt setara dengan Rp155.546.773.229 dari sebesar Rp103.542.570.027
pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp259.089.343.256 pada tahun 2021. Peningkatan kuantitas
penjualan tersebut berdampak positif pada kenaikan laba kotor sebesar Rp68.705.604.306 dari sebesar
Rp15.296.406.211 pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp84.002.010.517 pada tahun 2021 sehingga
berdampak pada kenaikan laba bersih Perseroan.
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c) Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Perbandingan Laba Komprehensif Periode Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

Laba Komprehensif Periode Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah
sebesar Rp39.775.330.875 mengalami penurunan sebesar Rp38.257.573.719 atau sebesar 49,03% dari
Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp78.032.904.594.
Hal ini terutama dikarenakan karena adanya penurunan harga jual sebesar 25,35% pada periode 30
Juni 2023 dibandingkan periode 30 Juni 2022, namun beban pokok penjualan mengalami kenaikan
seiring dengan kenaikan kuantitas penjualan sebesar 18,54% selain itu adanya peningkatan beban
pajak bumi dan bangunan sebesar Rp4.084.998.784 karena kenaikan NJOP.sebesar 198%. Perseroan
juga mulai melakukan peningkatan jumlah pegawai untuk mendukung ekspansi Perseroan, dimana
terjadi peningkatan beban gaji sebesar Rp2.368.152.055 dari sebesar Rp7.146.301.586 pada 30 Juni
2022 menjadi sebesar Rp9.514.453.641 pada 30 Juni 2023.

Perbandingan Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
adalah sebesar Rp108.673.056.175 mengalami peningkatan sebesar Rp60.766.995.879 atau sebesar
126,85% dari Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
sebesar Rp47.906.060.296. Hal ini terutama dikarenakan adanya peningkatan kuantitas penjualan
sebesar 800.842 wet metric ton dari sebesar 469.730 wet metric ton pada tahun 2021 menjadi sebesar
1.270.573 wet metric ton pada tahun 2022 dan adanya kenaikan harga jual sebesar 23,83%

Perbandingan Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah
sebesar Rp47.906.060.296 mengalami peningkatan sebesar Rp61.077.544.935 atau sebesar 463,71%
dari Rugi Komprehensif Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar
Rp13.171.484.639. Hal ini terutama dikarenakan pemulihan ekonomi akibat covid-19 yang berdampak
pada peningkatan kuantitas penjualan sebesar 221.112 wmt setara dengan Rp155.546.773.229
dari sebesar Rp103.542.570.027 pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp259.089.343.256 pada tahun
2021. Peningkatan kuantitas penjualan tersebut berdampak positif pada kenaikan laba kotor sebesar
Rp68.705.604.306 dari sebesar Rp15.296.406.211 pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp84.002.010.517
pada tahun 2021 sehingga berdampak pada kenaikan laba bersih Perseroan.

2. Laporan Posisi Keuangan

Berikut ini merupakan rincian aset lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022,
2021 dan 2020:

(dalam Rupiah)

31 Desember

KETERANGAN 30 Juni 2023 2022 2021 2020
Jumlah aset lancar 156.433.738.252 203.476.177.252 136.774.253.571 54.491.032.989
Jumlah aset tidak lancar 109.283.745.365 79.976.721.981 32.220.996.960 32.618.555.831
Jumlah aset 265.717.483.617 283.452.899.233 168.995.250.531 87.109.588.820
Jumlah liabilitas jangka pendek 128.450.513.955 178.596.237.629 112.934.919.375 74.595.299.200
Jumlah liabilitas jangka panjang 18.230.010.223 16.754.772.273 6.631.498.000 8.346.816.717
Jumlah liabilitas 146.680.524.178 195.351.009.902 119.566.417.375 82.942.115.917
Jumlah ekuitas 119.036.959.439 88.101.889.331 49.428.833.156 4.167.472.903
Jumlah liabilitas dan ekuitas 265.717.483.617 283.452.899.233 168.995.250.531 87.109.588.820
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a) Aset Lancar

Perbandingan Aset Lancar untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31
Desember 2022

Aset Lancar untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp156.433.738.252
mengalami penurunan sebesar Rp47.042.439.000 atau sebesar 23,12% dari Aset Lancar yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp203.476.177.252. Hal ini terutama dikarenakan
penurunan persediaan nikel Perseroan sebesar Rp64.668.684.903 dari sebesar Rp88.229.177.968 per
31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp23.560.493.065. Kuantitas akhir persediaan nikel per 30 Juni
2023 sebesar 70.636 WMT atau mengalami penurunan sebesar 166.924 WMT dari sebesar 237.560
WMT per 31 Desember 2022, yang disebabkan oleh persiapan Perseroan untuk melakukan penjualan
pada awal Tahun 2023.

Perbandingan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31
Desember 2021

Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp203.476.177.252 mengalami kenaikan sebesar Rp66.701.923.681 atau sebesar 48,77% dari Aset
Lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp136.774.253.571. Hal ini terutama
dikarenakan nilai persediaan nikel Perseroan sebesar Rp59.779.987.346 dari sebesar Rp28.449.190.622
per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp88.229.177.968 per 31 Desember 2022. Kuantitas akhir
persediaan nikel per 31 Desember 2022 sebesar 237.560 WMT atau mengalami kenaikan sebesar
125.179 WMT dari sebesar 112.381 WMT per 31 Desember 2021, yang disebabkan oleh peningkatan
produksi oleh Perseroan. Selain itu terdapat kenaikan aset lancar lainnya sebesar Rp35.101.074.308
dari sebesar Rp2.375.930.520 per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp37.477.004.828 per 31
Desember 2022 atas beban ditangguhkan untuk penjualan pada awal tahun 2023.

Perbandingan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31
Desember 2020

Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar
Rp136.774.253.571 mengalami kenaikan sebesar Rp82.283.220.582 atau sebesar 151% dari Aset
Lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp54.491.032.989. Hal ini terutama
dikarenakan peningkatan pada kas dan setara kas sebesar Rp54.942.192.904 serta piutang usaha
Perseroan sebesar Rp45.147.672.562 akibat dari peningkatan penjualan Perseroan.

b) Aset Tidak Lancar

Perbandingan Aset Tidak Lancar untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023
dan 31 Desember 2022

Aset Tidak Lancar untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar
Rp109.283.745.365 mengalami kenaikan sebesar Rp29.307.023.384 atau sebesar 36,64% dari
Aset Tidak Lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp79.976.721.981. Hal
ini terutama dikarenakan terdapat penambahan aset tetap sebesar Rp19.152.429.014 yang terbagi
dalam penambahan aset dalam pembangunan sebesar Rp14.777.822.195 dan penambahan aset
tetap dermaga sebesar Rp4.374.606.819, karena Perseroan melakukan ekspansi. Selain itu adanya
penambahan properti pertambangan sebesar Rp10.491.264.065 atas properti pertambangan dalam
tahap pengembangan.
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Perbandingan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan
31 Desember 2021

Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp79.976.721.981 mengalami kenaikan sebesar Rp47.755.725.021 atau sebesar 148,21% dari Aset
Tidak Lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp32.220.996.960. Hal ini terutama
dikarenakan adanya penambahan jaminan reklamasi dan pasca tambang pada tahun 2022 sebesar
Rp6.053.421.876, penambahan aset tetap dengan total penambahan sebesar Rp16.311.405.966
dan adanya penambahan properti pertambangan yang masih dalam tahap pengembangan sebesar
Rp16.131.874.298.

Perbandingan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan
31 Desember 2020

Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar
Rp32.220.996.960 mengalami penurunan sebesar Rp397.558.871 atau sebesar 1,22% dari Aset Tidak
Lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp32.618.555.831. Hal ini terutama
dikarenakan pembebanan depresiasi dan amortisasi atas aset tetap dan aset hak guna Perseroan.

c) Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan Liabilitas Jangka Pendek untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni
2023 dan 31 Desember 2022

Liabilitas Jangka Pendek untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar
Rp128.450.513.955 mengalami penurunan sebesar Rp50.145.723.674 atau sebesar 28,08% dari
Liabilitas Jangka Pendek yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp178.596.237.629.
Hal ini terutama dikarenakan adanya penurunan atas utang usaha sebesar Rp12.403.453.811, utang
penurunan pajak Perseroan sebesar Rp14.156.667.540, penurunan beban yang masih harus dibayar
sebesar Rp14.194.947.592 dan penurunan utang lain-lain sebesar Rp7.845.144.009.

Perbandingan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022 dan 31 Desember 2021

Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp178.596.237.629 mengalami kenaikan sebesar Rp65.661.318.254 atau sebesar 58,14% dari Liabilitas
Jangka Pendek yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp112.934.919.375. Hal ini
terutama dikarenakan adanya peningkatan utang pajak sebesar Rp56.038.734.685 dan utang usaha
Perseroan sebesar Rp44.135.779.870 seiring dengan peningkatan kinerja operasional Perseroan.

Perbandingan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2021 dan 31 Desember 2020

Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar
Rp112.934.919.375 mengalami kenaikan sebesar Rp38.339.620.175 atau sebesar 51,40% dari Liabilitas
Jangka Pendek yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp74.595.299.200. Hal ini
terutama dikarenakan adanya peningkatan beban yang masih harus dibayar sebesar Rp23.100.216.645
serta kenaikan utang pajak sebesar Rp6.412.371.829.
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d) Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan Liabilitas Jangka Panjang untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 30
Juni 2023 dan 31 Desember 2022

Liabilitas Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar
Rp18.230.010.223 mengalami kenaikan sebesar Rp1.475.237.950 atau sebesar 8,80% dari Liabilitas
Jangka Panjang yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp16.754.772.273. Kenaikan
ini disebabkan oleh kenaikan liabilitas imbalan kerja sebesar Rp2.720.904.000 karena adanya
penambahan jumlah karyawan dari 91 karyawan pada 31 Desember 2022 menjadi 116 karyawan per
30 Juni 2023 yang berdampak pada kenaikan perhitungan cadangan liabilitas imbalan pasca kerja.

Perbandingan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022 dan 31 Desember 2021

Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp16.754.772.273 mengalami kenaikan sebesar Rp10.123.274.273 atau sebesar 152,65% dari
Liabilitas Jangka Panjang yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp6.631.498.000.
Hal ini terutama dikarenakan adanya penambahan liabilitas sewa Perseroan sebesar Rp8.823.845.163
dan penambahan liabilitas imbalan pasca kerja sebesar Rp2.305.774.000.

Perbandingan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2021 dan 31 Desember 2020

Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar
Rp6.631.498.000 mengalami penurunan sebesar Rp1.715.318.717 atau sebesar 20,55% dari Liabilitas
Jangka Panjang yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp8.346.816.717. Hal ini
disebabkan karena penurunan liabilitas imbalan pasca kerja yang disebabkan karena adanya peraturan
UU Cipta Kerja yang mempengaruhi penyesuaian perhitungan imbalan pasca kerja.

e) Total Liabilitas

Perbandingan Total Liabilitas untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan
31 Desember 2022

Total Liabilitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp146.680.524.178
mengalami penurunan sebesar Rp48.670.485.724 atau sebesar 24,91% dari Total Liabilitas yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp195.351.009.902. Hal ini terutama dikarenakan
adanya penurunan atas utang usaha sebesar Rp12.403.453.811, utang penurunan pajak Perseroan
sebesar Rp14.156.667.540, penurunan beban yang masih harus dibayar sebesar Rp14.194.947.592
dan penurunan utang lain-lain sebesar Rp7.845.144.009.

Perbandingan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31
Desember 2021

Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp195.351.009.902 mengalami kenaikan sebesar Rp75.784.592.527 atau sebesar 63,38% dari Total
Liabilitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp119.566.417.375. Hal ini terutama
dikarenakan adanya peningkatan utang pajak sebesar Rp56.038.734.685 dan utang usaha Perseroan
sebesar Rp44.135.779.870 seiring dengan peningkatan kinerja operasional Perseroan.
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Perbandingan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31
Desember 2020

Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar
Rp119.566.417.375 mengalami kenaikan sebesar Rp36.624.301.458 atau sebesar 44,16% dari Total
Liabilitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp82.942.115.917. Hal ini terutama
dikarenakan adanya peningkatan beban yang masih harus dibayar sebesar Rp23.100.216.645 serta
kenaikan utang pajak sebesar Rp6.412.371.829.

f) Ekuitas

Perbandingan Ekuitas untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31
Desember 2022

Ekuitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp119.036.959.439
mengalami kenaikan sebesar Rp30.935.070.108 atau sebesar 35,11% dari Ekuitas yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp88.101.889.331. Peningkatan tersebut disebabkan
oleh penghasilan komprehensif periode Jan sd Juni 2023 sebesar Rp39.775.330.875. Perseroan
juga melakukan penambahan setoran modal sebesar Rp31.020.010.000 pada tahun 2023, selain itu
Perseroan juga melakukan pembagian dividen sebesar Rp38.865.233.355.

Perbandingan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31
Desember 2021

Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp88.101.889.331
mengalami kenaikan sebesar Rp38.673.056.175 atau sebesar 78,24% dari Ekuitas yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp49.428.833.156. Pada tahun 2022, penghasilan komprehensif
Perseroan naik sebesar Rp60.766.995.879 dari sebesar Rp47.906.060.296 pada tahun 2021 menjadi
sebesar Rp108.673.056.175 pada tahun 2022. Peningkatan penghasilan komprehensif terutama
dikarenakan adanya peningkatan kuantitas penjualan sebesar 800.842 wet metric ton dari sebesar
469.730 wet metric ton pada tahun 2021 menjadi sebesar 1.270.573 wet metric ton pada tahun 2022
dan adanya kenaikan harga jual sebesar 23,83%. Perseroan juga melakukan pembagian dividen pada
tahun 2022 sebesar Rp70.000.000.000.

Perbandingan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31
Desember 2020

Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp49.428.833.156
mengalami kenaikan sebesar Rp45.261.360.253 atau sebesar 1.086,06% dari Ekuitas yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.167.472.903. Hal ini dikarenakan pemulihan ekonomi
akibat covid-19 sehingga pada tahun 2021 Perseroan berhasil meningkatkan kuantitas penjualan
sebesar 221.112 wmt setara dengan Rp155.546.773.229 dari sebesar Rp103.542.570.027 pada tahun
2020 menjadi sebesar Rp259.089.343.256 pada tahun 2021 dan menghasilkan peningkatan penghasilan
komprehensif Perseroan sebesar Rp61.077.544.935 dari rugi komprehensif sebesar Rp13.171.484.639
pada tahun 2020 menjadi laba komprehensif sebesar Rp47.906.060.296 pada tahun 2021.
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E. RASIO KEUANGAN PERSEROAN
a) Likuiditas
Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek.

Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio lancar. Rasio lancar dihitung dengan membagi
jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

31 Desember

KETERANGAN 30 Juni 2023 2022 2021 2020
Jumlah aset lancar 156.433.738.252 203.476.177.252 136.774.253.571 54.491.032.989
Jumlah liabilitas jangka pendek 128.450.513.955 178.596.237.629 112.934.919.375 74.595.299.200
Rasio Lancar (x) 1,22 1,14 1,21 0,73

Tingkat likuiditas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 serta untuk tahun-
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar
1,22x; 1,14x; 1,21x; dan 0,73x. Sampai dengan saat ini, Perseroan dapat memenuhi kewajiban jangka
pendeknya dengan aset lancar. Sumber pendanaan Perseroan dapat diperoleh secara internal maupun
eksternal yang berasal dari aktivitas operasi dan pendanaan. Untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditas,
Perseroan selalu berusaha menjaga tingkat kesehatan pembiayaan dari pencairan piutang usaha dari
pendapatan usaha sebelumnya sehingga kelancaran arus kas tetap dapat terjaga. Sumber likuiditas
internal Perseroan bersumber dari setoran modal pemegang saham Perseroan beserta dengan kas
yang berasal dari pendapatan Perseroan. Sedangkan dari sisi eksternal, Perseroan terus berusaha
mencari sumber pendanaan baru. Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan
atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan
atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

b) Solvabilitas
Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi

seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan
jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

KETERANGAN 30 Juni 2023 giilDesomboy

2022 2021 2020
Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset (DAR) 0,55 0,69 0,71 0,95
Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas (DER) 1,23 2,22 2,42 19,90
Interest Coverage Ratio (ICR) 186,03 867,12 625,69 (107)
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 6,06 14,85 76,38 (7,38)

Rasio Liabilitas terhadap Aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 serta
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing
adalah sebesar 0,55x; 0,69x; 0,71x; dan 0,95x. Sedangkan Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Perseroan
masing-masing adalah sebesar 1,23x; 2,22x; 2,42x; dan 19,90x. Hal ini disebabkan karena Perseroan
berusaha untuk meningkatkan likuiditas dan melakukan pelunasan kewajiban Perseroan, untuk
meningkatkan tingkat kesehatan Perseroan.
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c) Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (Return on Asset) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan
menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara
laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

31 Desember

KETERANGAN 30 Juni 2023 2022 2021 2020
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan 40.546.970.835 108.865.233.355 47.490.967.716 (13.811.241.439)
Jumlah Aset 265.717.483.617 283.452.899.233 168.995.250.531  87.109.588.820
Imbal Hasil Aset (Return on Asset) 15,26% 38,41% 28,10% (15,86%)

Imbal Hasil Aset Perseroan untuk untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023
dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah
sebesar 15,26%; 38,41%; 28,10%; dan (15,86%). Perseroan terus berusaha untuk meningkatkan
efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki sehingga pendapatan Perseroan terus meningkat.

d) Imbal Hasil Ekuitas
Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan

menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan
antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

31 Desember

KETERANGAN 30 Juni 2023 2022 2021 2020
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan 40.546.970.835 108.865.233.355  47.490.967.716 (13.811.241.439)
Jumlah Ekuitas 119.036.959.439  88.101.889.331 49.428.833.156 4.167.472.903
Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity) 34,06% 123,57% 96,08% (331,41%)

Imbal Hasil Ekuitas Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah
sebesar 34,06%; 123,57%; 96,08%; dan (331,41%). Perseroan terus berusaha untuk meningkatkan
efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki sehingga pendapatan Perseroan terus meningkat.

F. ANALISA ARUS KAS

Tabel dibawah ini menjelaskan rincian arus kas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022, 2021 dan 2020:

(dalam rupiah)
30 Juni 31 Desember
KETERANGAN 2023 . 202.2 . 2022 2021 2020
(tidak diaudit)
Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi 60.197.460.165  61.342.603.470 91.225.168.373  56.662.664.410 28.610.152.927

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi  (27.318.243.080)  (9.717.612.625) (33.630.117.308)  (1.440.796.234)  (4.816.502.915)
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan (19.898.065.775) (60.000.000.000) (83.531.413.292)  (279.675.272) (29.917.113.939)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN

SETARA KAS 12.981.151.310  (8.375.009.155) (25.936.362.227) 54.942.192.904 (6.123.463.927)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 31.933.106.127  57.869.468.354 57.869.468.354 2.927.275.450 9.050.739.377
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 44.914.257.437  49.494.459.199  31.933.106.127  57.869.468.354 2.927.275.450
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Arus kas diperoleh dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasi pada 30 Juni 2023 mengalami penurunan sebesar
Rp1.145.143.305 dari sebesar Rp61.342.603.470 pada 30 Juni 2022 menjadi sebesar Rp60.197.460.165
pada 30 Juni 2023. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran pajak penghasilan badan
tahun 2022 sebesar Rp11.877.145.420 dan terjadi penurunan penerimaan dari pelanggan sebesar
Rp37.995.055.892 dari sebesar Rp387.922.552.790 pada 30 Juni 2022 menjadi Rp349.927.496.898
pada 30 Juni 2023.

Kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasi pada 31 Desember 2022 mengalami peningkatan
sebesar Rp34.562.503.963 dari sebesar Rp56.662.664.410 pada 31 Desember 2021 menjadi sebesar
Rp91.225.168.373 pada 31 Desember 2022,. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh
peningkatan penjualan selama tahun 2022, sehingga penerimaan kas dari pelanggan meningkat dari
sebesar Rp728.024.391.966 dari sebesar Rp213.941.671.144 31 Desember 2021 menjadi sebesar
Rp941.966.063.110 pada 31 Desember 2022. Peningkatan penjualan juga berbanding lurus dengan
pembayaran kepada pemasok yang juga mengalami peningkatan sebesar Rp632.515.413.026 dari
sebesar Rp133.898.287.401 pada 31 Desember 2021 mejadi sebesar Rp766.413.700.427 pada 31
Desember 2022.

Kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasi pada 31 Desember 2021 mengalami peningkatan
sebesar Rp28.052.511.483 dari sebesar Rp28.610.152.927 pada 31 Desember 2020 menjadi
sebesar Rp56.662.664.410 pada 31 Desember 2021,. Peningkatan tersebut terutama disebabkan
oleh peningkatan penjualan selama tahun 2021, sehingga penerimaan kas dari pelanggan meningkat
dari sebesar Rp58.130.450.125 dari sebesar Rp155.811.221.019 31 Desember 2020 menjadi sebesar
Rp213.941.671.144 pada 31 Desember 2021. Peningkatan penjualan juga berbanding lurus dengan
pembayaran kepada pemasok yang juga mengalami peningkatan sebesar Rp50.730.263.840 dari
sebesar Rp83.168.023.561 pada 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp133.898.287.401 pada 31
Desember 2021.

Selain itu Perseroan juga menerima restitusi pajak pada 31 Desember 2021 atas Pajak Penghasilan
pasal 28 tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp14.150.331.578.

Arus kas digunakan untuk Aktivitas Investasi

Kas bersih digunakan untuk kegiatan investasi pada 30 Juni 2023 mengalami peningkatan sebesar
Rp17.600.630.455 darisebesar Rp9.717.612.625 pada 30 Juni 2022 menjadi sebesar Rp27.318.243.080
pada 30 Juni 2023. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan perolehan aset
tetap sebesar Rp13.847.407.390 dari sebesar Rp2.979.571.625 pada 30 Juni 2022 menjadi sebesar
Rp16.826.979.015 pada 30 Juni 2023. Selain itu juga disebabkan peningkatan pengembangan properti
pertambangan sebesar Rp3.773.705.065 dari sebesar Rp6.717.559.000 pada 30 Juni 2022 menjadi
sebesar Rp10.491.264.065 pada 30 Juni 2023.

Kas bersih digunakan untuk kegiatan investasi pada 31 Desember 2022 mengalami peningkatan
sebesar Rp32.189.321.074 dari sebesar Rp1.440.796.234 pada 31 Desember 2021 menjadi sebesar
Rp33.630.117.308 pada 31 Desember 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh
adanya peningkatan perolehan aset tetap sebesar Rp14.683.614.732 dari sebesar Rp1.627.791.234
pada 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp16.311.405.966 pada 31 Desember 2022. Selain itu
juga disebabkan peningkatan pengembangan properti pertambangan sebesar Rp16.927.994.242
dari sebesar Rp494.430.000 pada 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp17.422.424.242 pada 31
Desember 2022.

Kas bersih digunakan untuk kegiatan investasi pada 31 Desember 2021 mengalami penurunan
sebesar Rp3.375.706.681 dari sebesar Rp4.816.502.915 pada 31 Desember 2020 menjadi
sebesar Rp1.440.796.234 pada 31 Desember 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh
adanya penurunan pengembangan properti pertambangan sebesar Rp1.588.190.471 dari sebesar
Rp2.082.620.471 pada 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp494.430.000 pada 31 Desember
2021. Selain itu juga disebabkan adanya akuisisi aset hak guna pada 31 Desember 2020 sebesar
Rp2.338.271.284 dan terdapat penerimaan atas penjualan tanah sebesar Rp681.425.000.
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Arus kas digunakan untuk Aktivitas Pendanaan

Kas bersih digunakan untuk kegiatan pendanaan pada 30 Juni 2023 mengalami penurunan sebesar
Rp40.101.934.225darisebesarRp60.000.000.000 pada 30 Juni2022 menjadisebesarRp19.898.065.775
pada 30 Juni 2023. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan pembagian
dividen sebesar Rp10.964.172.636 dari sebesar Rp60.000.000.000 pada 30 Juni 2022 menjadi sebesar
Rp 49.035.827.364 pada 30 Juni 2023. Selain itu pada 30 Juni 2023 Perseroan menerima setoran
modal sebesar Rp30.020.010.000.

Kas bersih digunakan untuk kegiatan pendanaan pada 31 Desember 2022 mengalami kenaikan
sebesar Rp83.251.738.020 dari sebesar Rp279.675.272 pada 31 Desember 2021 menjadi sebesar
Rp83.531.413.292 pada 31 Desember 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya
peningkatan pembagian dividen sebesar Rp75.733.216.813 dari sebesar Rp88.365.904 pada 31
Desember 2021 menjadi sebesar Rp75.821.582.717 pada 31 Desember 2022. Selain itu pada 31
Desember 2022 Perseroan memberikan pinjaman kepada pihak berelasi sebesar Rp6.456.390.253.

Kas bersih digunakan untuk kegiatan pendanaan pada 31 Desember 2021 mengalami penurunan
sebesar Rp29.637.438.667 dari sebesar Rp29.917.113.939 pada 31 Desember 2020 menjadi sebesar
Rp279.675.272 pada 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya
peningkatan pembagian dividen sebesar Rp28.430.902.937 dari sebesar Rp28.519.268.841 pada 31
Desember 2020 menjadi sebesar Rp88.365.904 pada 31 Desember 2021. Selain itu pada 31 Desember
2020 Perseroan memberikan pinjaman kepada pihak berelasi sebesar Rp863.834.157.

Perseroan berpandangan bahwa untuk tahun yang akan datang kondisi arus kas Perseroan akan tetap
stabil didukung oleh kerjasama dengan pelanggan-pelanggan Perseroan yang telah berlangsung lama.
Perseroan tidak memiliki pola arus kas tertentu dan tidak memiliki siklus tertentu dalam bisnis yang
dijalankannya. Perjanjian-perjanjian yang dimiliki Perseroan tidak ada yang secara tersendiri dapat
menyebabkan peningkatan/penurunan likuiditas yang signifikan.

G. INFORMASI SEGMEN
Untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 serta tahun yang berakhir

31 Des 2022, 2021 dan 2020, Entitas hanya memilliki satu segmen operasi yaitu industri pertambangan
nikel. Rincian penjelasan segmen operasi industri pertambangan nikel adalah sebagai berikut:

30 Juni 2023

Pertambangan
Keterangan Nikel Jumlah
PENJUALAN 378.562.921.086 378.562.921.086
BEBAN POKOK PENJUALAN 311.702.255.494 311.702.255.494
LABA KOTOR 66.860.665.592 66.860.665.592

Beban penjualan
Beban umum dan administrasi
Pendapatan (beban) lain-lain, neto

(27.409.851.421)
12.233.495.002

(27.409.851.421)
12.233.495.002

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

51.684.309.173

51.684.309.173

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN

Pajak kini (11.076.116.700) (11.076.116.700)
Pajak tangguhan (61.259.050) (61.259.050)
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN SEBELUM PENYESUAIAN PROFORMA 40.546.933.423 40.546.933.423
Proforma rugi entitas anak 37.412 37.412

LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN

40.546.970.835

40.546.970.835

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya:

Keuntungan aktuaria (989.282.000) (989.282.000)
Pajak tangguhan terkait 217.642.040 217.642.040
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN 39.775.330.875 39.775.330.875
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30 Juni 2023
Keterangan Perta"rlrilll();ngan Jumlah
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk 40.549.807.446 40.549.807.446
Kepentingan non-pengendali (2.836.611) (2.836.611)
Jumlah 40.546.970.835 40.546.970.835

JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA :

Pemilik entitas induk

39.778.167.486

39.778.167.486

Kepentingan non-pengendali (2.836.611) (2.836.611)
Jumlah 39.775.330.875 39.775.330.875
30 Juni 2022

Pertambangan
Keterangan Nikel Jumlah
PENJUALAN 427.799.651.919 427.799.651.919
BEBAN POKOK PENJUALAN 308.367.514.977 308.367.514.977
LABA KOTOR 119.432.136.942 119.432.136.942

Beban penjualan
Beban umum dan administrasi
Pendapatan (beban) lain-lain, neto

(6.109.861.714)
(14.541.214.190)
1.091.819.108

(6.109.861.714)
(14.541.214.190)
1.091.819.108

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

99.872.880.146

99.872.880.146

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN
Pajak kini
Pajak tangguhan

(22.678.930.589)
935.043.627

(22.678.930.589)
935.043.627

LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN SEBELUM PENYESUAIAN PROFORMA

78.128.993.184

78.128.993.184

Proforma rugi entitas anak

LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN

78.128.993.184

78.128.993.184

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya:
Keuntungan aktuaria
Pajak tangguhan terkait

(123.190.500)
27.101.910

(123.190.500)
27.101.910

JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN

78.032.904.594

78.032.904.594

LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:

Pemilik entitas induk

78.128.993.184

78.128.993.184

Kepentingan non-pengendali

Jumlah

78.128.993.184

78.128.993.184

JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA :

Pemilik entitas induk 78.032.904.594 78.032.904.594

Kepentingan non-pengendali - -
Jumlah 78.032.904.594 78.032.904.594
31 Desember 2022
Keterangan Perta;lt;ll();ngan Jumlah
PENJUALAN 867.842.629.537 867.842.629.537
BEBAN POKOK PENJUALAN 692.566.971.186 692.566.971.186
LABA KOTOR 175.275.658.351 175.275.658.351
Beban penjualan (9.692.861.714) (9.692.861.714)
Beban umum dan administrasi (28.302.015.374) (28.302.015.374)
Pendapatan (beban) lain-lain, neto 2.117.055.077 2.117.055.077
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 139.397.836.340 139.397.836.340

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN
Pajak kini
Pajak tangguhan

(31.814.255.220)
1.281.652.235

(31.814.255.220)
1.281.652.235
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Pertambangan

Keterangan Nikel Jumlah

LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN SEBELUM PENYESUAIAN PROFORMA 108.865.233.355 108.865.233.355
Proforma rugi entitas anak - -
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN 108.865.233.355 108.865.233.355

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya:
Keuntungan aktuaria
Pajak tangguhan terkait

(246.381.000)
54.203.820

(246.381.000)
54.203.820

JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN

108.673.056.175

108.673.056.175

LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:

Pemilik entitas induk 108.865.233.355 108.865.233.355
Kepentingan non-pengendali - -
Jumlah 108.865.233.355 108.865.233.355

JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA :

Pemilik entitas induk

108.673.056.175

108.673.056.175

Kepentingan non-pengendali

Jumlah

108.673.056.175

108.673.056.175

31 Desember 2021

Keterangan Perta;:;ll:;ngan Jumlah

PENJUALAN 259.089.343.256 259.089.343.256
BEBAN POKOK PENJUALAN 175.087.332.739 175.087.332.739
LABA KOTOR 84.002.010.517 84.002.010.517
Beban penjualan (5.046.833.955) (5.046.833.955)
Beban umum dan administrasi (20.563.144.404) (20.563.144.404)
Pendapatan (beban) lain-lain, neto 293.468.513 293.468.513
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 58.685.500.671 58.685.500.671

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN

Pajak kini (11.715.218.240) (11.715.218.240)
Pajak tangguhan 520.685.285 520.685.285
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN SEBELUM PENYESUAIAN PROFORMA 47.490.967.716 47.490.967.716
Proforma rugi entitas anak - -
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN 47.490.967.716 47.490.967.716
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya:

Keuntungan aktuaria 552.675.000 552.675.000

Pajak tangguhan terkait (137.582.420) (137.582.420)
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN 47.906.060.296 47.906.060.296
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:

Pemilik entitas induk 47.490.967.716 47.490.967.716

Kepentingan non-pengendali - -
Jumlah 47.490.967.716 47.490.967.716
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT

DIATRIBUSIKAN KEPADA :

Pemilik entitas induk 47.906.060.296 47.906.060.296

Kepentingan non-pengendali - -
Jumlah 47.906.060.296 47.906.060.296
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31 Desember 2020

Keterangan Perta':r;ll(a;ngan Jumlah

PENJUALAN 103.542.570.027 103.542.570.027
BEBAN POKOK PENJUALAN 88.246.163.816 88.246.163.816
LABA KOTOR 15.296.406.211 15.296.406.211

Beban penjualan
Beban umum dan administrasi
Pendapatan (beban) lain-lain, neto

(28.130.470.627)
(634.111.661)

(28.130.470.627)
(634.111.661)

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

(13.468.176.077)

(13.468.176.077)

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN
Pajak kini
Pajak tangguhan

(343.065.362)

(343.065.362)

LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN SEBELUM PENYESUAIAN PROFORMA

(13.811.241.439)

(13.811.241.439)

Proforma rugi entitas anak

LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN

(13.811.241.439)

(13.811.241.439)

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya:
Keuntungan aktuaria
Pajak tangguhan terkait

799.696.000
(159.939.200)

799.696.000
(159.939.200)

JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN

(13.171.484.639)

(13.171.484.639)

LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:

Pemilik entitas induk

(13.811.241.439)

(13.811.241.439)

Kepentingan non-pengendali

Jumlah

(13.811.241.439)

(13.811.241.439)

JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA :

Pemilik entitas induk

(13.171.484.639)

(13.171.484.639)

Kepentingan non-pengendali

Jumlah

(13.171.484.639)

(13.171.484.639)

Rincian penjelasan segmen operasi industri pertambangan nikel adalah sebagai berikut:
1. Produksi

Produksi Perseroan seluruhnya atas pertambangan nikel, produksi Perseroan dalam Metric Ton (MT)
untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing masing sebesar 561.262 MT, 670.991 MT,
1.395.752 MT, 461.162 MT dan 233.799 MT.

2. Penjualan

Penjualan Perseroan seluruhnya merupakan penjualan atas pertambangan nikel, Penjualan Perseroan
untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing masing sebesar 378.562.921.086, 427.799.651.919,
867.842.629.537, 259.089.343.256 dan 103.542.570.027, dengan kuantitas penjualan masing masing
sebesar 728.186 MT pada 30 Juni 2023, 614.306 pada 30 Juni 2022, 1.270.573 pada 31 Desember
2022, 469.730 pada 31 Desember 2021 dan 248.619 pada 31 Desember 2020.

3. Kontribusi terhadap penjualan

Kontribusi penjualan hasil pertambangan nikel adalah 100% terhadap keseluruhan penjualan dari
Perseroan, dikarenakan Perseroan hanya memiliki 1 segmen operasi.

4. Profitabilitas

Profitabilitas penjualan hasil pertambangan nikel terhadap total laba Perseroan adalah 100%,
dikarenakan Perseroan hanya memiliki 1 segmen operasi.
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5. Peningkatan atau penurunan kapasitas produksi

Kapasitas produksi Perseroan mengalami peningkatan sejak tahun 2020 sampai dengan 2022, yaitu
dari 233.799 MT pada tahun 2020 menjadi 1.395.752 MT pada tahun 2022, hal ini disebabkan naiknya
permintaan atas nikel sebagai bahan dari pembuatan baterai. Namun Entitas mengalami penurunan
produksi pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2023, yaitu dari 670.991 MT pada 30
Juni 2022 menjadi 561.262 MT pada 30 Juni 2023.

H. SUMBER PENDANAAN / LIKUIDITAS PERSEROAN

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka
pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk modal kerja. Sedangkan, sumber
utama likuiditas Perseroan berasal dari penerimaan kas dari pelanggan.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen,
kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana Penawaran Umum yang mungkin mengakibatkan
terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya,
Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari aktivitas operasi untuk terus mendanai kegiatan
operasi dan belanja modal Perseroan. Jika kedepan arus kas operasi Perseroan tidak mencukupi maka
Perseroan akan menggunakan dana pinjaman dari pihak ketiga. Selain itu, diharapkan pertumbuhan
laba yang terus meningkat juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.

Selain itu, pemenuhan kebutuhan likuiditas dapat dilakukan melalui pinjaman bank, pihak ketiga lain
dan atau dukungan dari para pemegang saham pendiri yang selalu berkomitmen untuk menjaga
kelangsungan usaha.

Likuiditas perseroan antara lain :

1.  Sumber internal dan eksternal likuiditas.
Sumber likuiditas secara internal perseroan diperoleh dari setoran modal yang diberikan pemegang
saham dan kas internal perseroan dan perseroan tidak memiliki sumber likuiditas eksternal.

2. Sumber likuiditas yang material yang dapat digunakan
Saat ini tidak terdapat sumber likuiditas material yang belum digunakan, Perseroan
berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari
aktivitas operasi untuk memenuhi kebutuhan modal kerja perseroan. Apabila kebutuhan modal
kerja perseroan tidak terpenuhi maka perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara
lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan atau Lembaga keuangan lainnya.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, tidak ada kejadian material yang terjadi terkait
dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih Perseroan serta laba operasi
selama 3 tahun terakhir.

I.  KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL

Perseroan tidak memiliki komitmen yang tidak biasa atau kewajiban kontraktual dalam bentuk apa pun
yang tidak dalam kegiatan usaha biasa dan mungkin berdampak buruk terhadap Perseroan (misalnya,
kontrak atau perjanjian pembelian di atas harga pasar; pembelian kembali atau perjanjian lain
yang tidak biasa; ikatan material untuk pembelian properti, pabrik dan peralatan; komitmen valuta
asing yang signifikan; saldo terbuka pada letter of credit; komitmen pembelian untuk jumlah persediaan
yang melebihi kebutuhan normal atau pada harga yang melebihi harga pasar yang berlaku; kerugian
dari pemenuhan, atau ketidakmampuan untuk memenuhi, komitmen penjualan, dlil.).

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi
dan isu lingkungan hidup.
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J. KEJADIAN ATAU KONDISI TIDAK NORMAL

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak
normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi
jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit
Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan
terakhir.

K. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISKAL, MONETER,
EKONOMI PUBLIK, DAN POLITIK

Tidak ada kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik,

dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi
Perseroan.
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VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko yang mungkin
dihadapi. Seluruh risiko usaha dan risiko umum yang dipaparkan dalam prospektus ini dapat
mempengaruhi kinerja usaha Perseroan, baik kinerja operasional maupun keuangan Perseroan. Berikut
ini merupakan risiko-risiko material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara umum
dan telah diurutkan berdasarkan bobot risiko.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari risiko-risiko yang dapat mengancam
kelangsungan usaha Perseroan. Beberapa risiko yang mempengaruhi usaha Perseroan secara umum
yang disusun berdasarkan urutan bobot tertinggi adalah sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN
USAHA PERSEROAN

Risiko Fluktuasi Harga Komoditas Nikel

Fluktuasi harga komoditas nikel memainkan peran krusial dalam menentukan kelangsungan usaha
Perseroan. Perubahan harga yang tajam dapat mengakibatkan dampak yang signifikan pada berbagai
aspek operasional dan finansial Perseroan. Misalnya, penurunan harga nikel dapat menghantam
pendapatan perusahaan, mempersempit marjin keuntungan, dan menghambat potensi pertumbuhan
bisnis. Dalam beberapa kasus, jika harga nikel merosot dengan cepat, Perseroan mungkin terpaksa
mengambil tindakan pahit seperti memangkas biaya operasional, termasuk pemangkatan tenaga
kerja, yang pada gilirannya dapat merusak iklim kerja, mengurangi produktivitas, dan mengganggu
kelangsungan operasi yang stabil.

Selain itu, fluktuasi harga nikel juga berdampak pada daya saing global Perseroan. Ketidakpastian harga
dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan
teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi dampak
lingkungan. Jika harga nikel rendah berlarut-larut, perusahaan mungkin mengalami keterbatasan dana
untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Dampaknya bukan hanya pada performa
operasional Perseroan, tetapi juga pada reputasi dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi standar
lingkungan dan sosial yang semakin penting di era modern ini.

B. RISIKO USAHA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP HASIL USAHA
DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam sektor pertambangan, Perseroan sangat bergantung
pada arah perubahan kebijakan yang berkaitan dengan operasionalnya. Dampak dari perubahan
kebijakan ini tidak hanya signifikan, tetapi juga dapat memiliki implikasi yang luas terhadap
kelangsungan bisnis Perseroan. Perubahan kebijakan pemerintah, regulasi lingkungan, atau
perubahan aturan perizinan bisa memiliki dampak langsung pada aktivitas operasional Perseroan,
termasuk proses penambangan dan produksi. Selain itu, hal ini juga bisa mempengaruhi pendapatan
Perseroan secara substansial, dengan potensi mengganggu proyeksi pendapatan dan laba,
serta menyebabkan ketidakpastian dalam rencana manajemen masa depan, termasuk rencana
pengembangan, investasi, dan ekspansi bisnis. Oleh karena itu, Perseroan perlu menjalankan
strategi yang hati-hati dalam pemantauan, adaptasi, dan respons terhadap perubahan kebijakan
yang berpotensi mempengaruhi seluruh aspek operasional dan finansialnya.
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Tidak terpenuhinya perizinan pemilik proyek sebagai akibat dari Perubahan Kebijakan Pemerintah
dapat memiliki konsekuensi serius pada kinerja operasional Perseroan. Penundaan pelaksanaan
proyek dapat menghambat produksi atau layanan yang telah direncanakan, yang pada gilirannya
dapat berdampak negatif pada aliran kas dan kinerja keuangan Perseroan. Terlebih lagi, dampak ini
juga dapat menciptakan ketidakpastian dalam pembiayaan proyek dan mengarah pada perubahan
dalam struktur modal dan beban keuangan Perseroan, yang mungkin perlu mengambil langkah-
langkah adaptif untuk mengatasi tantangan ini.

2. Risiko perubahan permintaan terhadap volume penjualan dan pendapatan Perseroan

Risiko terhadap permintaan bijih nikel memiliki potensi dampak signifikan terhadap penjualan
dan pendapatan yang diterima oleh Perseroan. Permintaan bijih nikel sangat dipengaruhi oleh
faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas, tren industri, dan perkembangan teknologi. Jika
permintaan global menurun, baik karena ketidakstabilan ekonomi, perubahan dalam preferensi
pasar, atau inovasi alternatif, Perseroan dapat menghadapi penurunan pesanan dan penjualan,
yang pada gilirannya akan berdampak negatif pada pendapatan dan kinerja finansial secara
keseluruhan.

3. Risiko perubahan iklim, cuaca dan faktor alam lainnya

Risiko perubahan iklim memiliki dampak yang signifikan pada Perseroan, termasuk respons
terhadap peraturan dan dampak pada industri. Perubahan iklim, seperti kenaikan suhu global,
perubahan pola cuaca ekstrem, dan tingkat curah hujan yang tidak terduga, dapat berdampak
langsung pada operasional dan kinerja Perseroan. Faktor cuaca yang tidak terkendali seperti hujan
berlebihan atau kekeringan dapat mengganggu proses produksi dan distribusi, mengakibatkan
penundaan atau bahkan kerusakan pada fasilitas produksi. Selain itu, respons terhadap perubahan
iklim yang diterjemahkan dalam regulasi dan kebijakan industri juga dapat mempengaruhi aktivitas
Perseroan. Persyaratan lingkungan yang lebih ketat atau insentif untuk mengurangi emisi karbon
dapat mengharuskan Perseroan untuk mengubah metode produksi dan investasi dalam teknologi
berkelanjutan.

Faktor alam yang diluar kendali Perseroan, seperti perubahan cuaca dan bencana alam, juga
membawa risiko signifikan. Banijir, tanah longsor, atau badai dapat menyebabkan gangguan
produksi, kerusakan infrastruktur, serta kehilangan bahan baku dan produk jadi. Meskipun
Perseroan mungkin mengambil langkah-langkah untuk mitigasi risiko ini, dampak dari faktor-faktor
alam seringkali tidak dapat dihindari sepenuhnya.

4. Risiko operasi penambangan Perseroan

Dalam operasi penambangan, risiko kesehatan dan keselamatan kerja menjadi perhatian utama
karena lingkungan kerja yang berpotensi berbahaya. Kecelakaan atau cedera serius dapat
menghentikan produksi, menghadirkan sanksi hukum, dan merusak citra perusahaan. Selain itu,
operasi penambangan juga melibatkan risiko lingkungan, termasuk polusi tanah dan air, serta
dampak terhadap keanekaragaman hayati dan komunitas sekitar. Gangguan operasional akibat
cuaca ekstrem, gangguan infrastruktur, atau kerusakan peralatan juga dapat menghambat produksi
dan merugikan kinerja Perseroan.

5. Risiko Persaingan Usaha

Risiko persaingan dalam industri pertambangan nikel mencakup berbagai aspek, termasuk
persaingan harga, inovasi teknologi, akses ke sumber daya, peraturan dan standar, kemampuan
keuangan, serta hubungan pelanggan. Persaingan harga yang ketat dapat mengancam marjin
keuntungan, sementara inovasi teknologi menjadi faktor penentu dalam efisiensi operasional. Akses
terhadap sumber daya, pematuhan peraturan lingkungan dan standar sosial, serta kemampuan
finansial juga mempengaruhi daya saing.

38



AKP

NICKEL MINING

C. RISIKO UMUM YANG BERDAMPAK PADA PERSEROAN

1.

Risiko Kondisi Perekonomian Global

Kondisi perlambatan ekonomi global memiliki dampak yang signifikan pada kinerja perusahaan-
perusahaan di Indonesia, termasuk Perseroan. Fluktuasi kuat dalam perekonomian suatu negara
dapat berimbas langsung pada permintaan dan penawaran di pasar. Selain itu, efeknya juga dapat
merambat ke negara-negara mitra yang memiliki keterkaitan ekonomi. Peristiwa signifikan seperti
krisis likuiditas di pasar kredit dan hipotek subprima AS pada 2007, serta bencana alam seperti
tsunami Jepang pada 2011 dan pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak awal 2020, telah
mengganggu stabilitas perekonomian global. Dalam konteks ini, fluktuasi kondisi ekonomi global
akan berdampak pada kinerja Perseroan karena hubungannya dengan prinsipal-prinsipal merek
internasional. Perubahan di ekonomi negara asal prinsipal dapat menghantarkan implikasi pada
operasi Perseroan.

Kelemahan ekonomi global yang signifikan, termasuk di Indonesia, akan mempengaruhi distribusi
dan penjualan produk Perseroan. Ketidakstabilan ekonomi dapat mempengaruhi daya beli
konsumen, dan demikian juga perubahan dalam pola pembelian dan distribusi produk. Penurunan
daya beli konsumen dapat menimbulkan risiko terhadap operasional dan kinerja finansial Perseroan.

Risiko Kondisi Sosial dan Politik di Indonesia

Kinerja Perseroan juga dipengaruhi oleh kestabilan sosial politik dan perekonomian di Indonesia.
Adanya perubahan, gejolak atau ketidakpastian kondisi sosial dan politik tersebut dapat
menyebabkan penurunan pada berbagai kegiatan di berbagai sektor industri.

Dalam hal ini ketidakstabilan kondisi sosial dan politik dapat disebabkan oleh:

e Jumlah partai politik yang relatif banyak di Indonesia, sehingga menciptakan banyaknya
perbedaan kepentingan;

e Banyaknya demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat; maupun

e Perubahan-perubahan atas kebijakan Pemerintah maupun lembaga daerah.

Apabila hal tersebut terjadi maka dapat berdampak pada terganggunya pekerjaan yang dilakukan
Perseroan sehingga mengurangi perolehan pendapatan Perseroan.

Risiko Tuntutan atau gugatan hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari perikatan hukum baik kontrak,
lisensi, sertifikasi, serta perlindungan hak kekayaan intelektual atas produk dan proses kegiatan
usahanya. dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hal-hal tersebut diatas, dapat mengakibatkan
tuntutan atau gugatan hukum yang harus diselesaikan di pengadilan. Dengan adanya tuntutan atau
gugatan hukum akan memberikan citra buruk terhadap Perseroan, serta berdampak negatif bagi
kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan
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D. RISIKO BAGI INVESTOR
1. Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham

Pasar negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan
pasar di negara-negara maju dan jika risiko-risiko terkait hal ini terjadi, hal ini dapat mempengaruhi
harga dan likuiditas saham Perseroan. Pasar berkembang secara historis memiliki karakter
volatilitas yang signifikan dan kondisi sosial, politik dan ekonomi mereka dapat berbeda secara
signifikan dari pasar maju. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materil kepada
harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk
antara lain:

a) kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;

b) perang, aksi terorisme, dan konflik sipil;

intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;

perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;

kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;

) kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan

) penyitaan atau pengambilalihan aset.

~— — — ~—

Q>0 Q0

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham

Harga saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi cukup besar dan
dapat diperdagangkan pada harga yang cukup rendah di bawah Harga Penawaran, tergantung
pada berbagai faktor, diantaranya:

a) Perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional aktual dengan yang diharapkan oleh
para pembeli, pemodal, dan analis;

b) Perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia;

c) Perubahan pada kondisi ekonomi. politik atau kondisi pasar di Indonesia serta dampaknya
terhadap industri Perseroan;

d) Keterlibatan Perseroan dalam perkara litigasi;

e) Perubahan harga-harga saham perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) dan di
negara-negara berkembang;

f)  Fluktuasi harga saham yang terjadi secara global;

g) Perubahan peraturan Pemerintah; dan

h) Perubahan manajemen kunci.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau
persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar
yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui
penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas.

Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham
dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada,
sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

3. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham
Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham
Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa

saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan
sahamnya di pasar sekunder.
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Penjualan Saham Perseroan di Masa Depan Dapat Mempengaruhi Harga Saham Perseroan

Penjualan saham Perseroan di masa depan dalam jumlah besar di pasar, atau persepsi bahwa
penjualan tersebut akan terjadi, dapat mempengaruhi harga pasar Saham Perseroan atau
kemampuan Perseroan untuk mencari dana dari penawaran umum atau penawaran terbatas
penambahan modal atau efek bersifat ekuitas.

Setelah saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan di BEIl, pemegang saham utama
Perseroan dapat memperdagangkan saham yang dimilikinya di BEI. Jika perdagangan yang
dilakukan oleh pemegang saham utama tersebut dilakukan dalam jumlah yang signifikan, hal ini
dapat mempengaruhi harga saham Perseroan di pasar. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai
hal antara lain timbulnya persepsi akan adanya pemegang saham utama baru Perseroan dan jika
harga perdagangan yang dilaksanakan di bawah harga pasar dapat menimbulkan tekanan jual
pada saham Perseroan.

Perdagangan tersebut dapat mengakibatkan harga saham Perseroan mengalami penurunan dan
hal ini dapat menimbulkan kesulitan bagi Perseroan untuk menghimpun modal melalui penawaran
saham.

Risiko Pembagian Dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham
Perseroan yang ditawarkan akan bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan
yang juga bergantung pada keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan; pada
faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, dan faktor-faktor lainnya; pada kondisi ekonomi
secara umum; serta pada faktor-faktor tertentu yang terdapat pada industri jasa pertambangan
atau aksi korporasi tertentu yang telah dilakukan oleh Perseroan, yang sebagian besar berada di
luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan membukukan kerugian atas hasil kinerja operasionalnya
dalam laporan keuangan Perseroan, maka hal ini dapat menjadi alasan untuk tidak membagikan
dividen. Selain itu, Perseroan dapat mencatatkan biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau
meniadakan kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Salah satu faktor ini dapat berdampak
pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Oleh karena
itu, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen
atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA FAKTOR RISIKO USAHA DAN
UMUM YANG DIHADAPI PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH
DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI
MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.
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VIl. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN
AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak ada kejadian penting yang mempunyai
dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang disusun oleh Perseroan
yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tanggal 6 Desember 2023 terhadap laporan
keuangan Perseroan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (firma anggota dari
PKF International), dengan opini tanpa modifikasian dengan laporan auditor independen pada tanggal
6 Desember 2023 dengan nomor 00247/3.0355/AU.1/02/1191-3/1/XI11/2023 yang ditandatangani oleh
Ady Putera Setyo Pribadi, CPA.
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VIIl. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN
USAHA, SERTA PROSPEK USAHA

1) RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan
berkantor pusat di Kendari, didirikan dengan nama PT Adhi Kartiko Pratama berdasarkan Akta Pendirian
No. 10 tertanggal 9 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Armansyah, S.H., Notaris di Kota Kendari dan telah
mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan surat keputusan Menkumham No. AHU-91637.
AH.01.01.Tahun 2008 tertanggal 28 November 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
No. AHU-0116098.AH.01.09.Tahun 2008 tertanggal 28 November 2008 (“Akta Pendirian Perseroan”).

Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mengalami
beberapa kali perubahan sejak pendirian, dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta No. 8/2023
tanggal 1 September 2023, yang mengubah Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan
pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, yang memuat persetujuan para pemegang saham
Perseroan sebagai berikut:

a. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada
masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada BEI serta menyetujui untuk
mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif;

b. Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka
dan menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan terkait nama Perseroan sehingga
setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang, nama Perseroan berubah menjadi
PT Adhi Kartiko Pratama Tbk;

c. Menyetujui perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) per
saham menjadi sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah) per saham, sehingga mengubah ketentuan
Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan;

d. Menyetujui atas penawaran/penjualan saham yang dimiliki oleh:
i. SMM, sebanyak 608.202.000 (enam ratus delapan juta dua ratus dua ribu) saham; dan
i. IMEV, sebanyak 608.202.000 (enam ratus delapan juta dua ratus dua ribu) saham;

dalam Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat, dengan jumlah keseluruhan
sebanyak-banyaknya 1.216.404.000 (satu miliar dua ratus enam belas juta empat ratus empat ribu)
saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah) atau seluruhnya
dengan nilai nominal sebesar Rp12.164.040.000,- (dua belas miliar seratus enam puluh empat juta
empat puluh ribu Rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut, para pemegang saham Perseroan juga menyetujui dan
melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham dalam
rangka Penawaran Umum Perdana Saham;

e. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran
Umum Perdana Saham atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat,
termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan (selain pemegang saham
masyarakat) pada BEI (Company Listing), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham
Perseroan dalam penitipan kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
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f.  Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, vyaitu
memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) atas tindakan
pengurusan dan tindakan pengawasan yang dilakukan selama masa jabatannya, sepanjang
tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan dan mengangkat anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru.

g. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk namun tidak
terbatas:

i. menentukan kepastian jumlah saham pemegang saham yang akan dijual melalui Penawaran
Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya 1.216.404.000 (satu miliar dua ratus enam belas
juta empat ratus empat ribu) saham biasa atas nama untuk ditawarkan kepada masyarakat.

ii. menetapkan harga penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran
Umum Perdana Saham;

iii. menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum Perdana
Saham;

iv. mencatatkan saham-saham Perseroan pada BEI serta mendaftarkan saham-saham dalam
penitipan kolektif dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal;

v. membuat, menandatangani, mencetak, menerbitkan, dan/atau mengumumkan dalam surat
kabar prospektus ringkas, prospektus awal, prospektus, dan/atau dokumen-dokumen lain
sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;

vi. membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran
Umum Perdana Saham, termasuk namun tidak terbatas pada, perjanjian penjaminan emisi
efek, perjanjian pengelolaan administrasi saham, serta perjanjian pendaftaran efek bersifat
ekuitas;

vii. menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal dan menentukan syarat
penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;

viii. membuat, menandatangani dan menyampaikan surat pernyataan pendaftaran, permohonan
pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada OJK dan BEI,

ix. meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang berkaitan dengan
Penawaran Umum Perdana Saham; dan

X. melakukan hal-hal lain yang berkaitan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.

h. Menyetujui dalam rangka pelaksanaan POJK No. 3/2021, menetapkan Herman Herry Adranacus
sebagai Pihak Pengendali Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 85 POJK No. 3/2021.

i. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang
dibuat di hadapan notaris, susunan pemegang saham Perseroan setelah Penawaran Umum
Perdana Saham selesai dilaksanakan dan dicatatkan pada BEI serta nama pemegang saham hasil
Penawaran Umum Perdana Saham telah tercatat dalam daftar pemegang saham.

j. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar
Perseroan dalam rangka sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan
terbatas terbuka/publik, untuk disesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020, POJK
No. 33/2014, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

k. Menegaskan susunan pemegang saham sehubungan dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran
Dasar Perseroan.

I.  Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan sebagaimana disebutkan di atas,
termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan
notaris.
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Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Sorumba Nomor 80, Desa/Kelurahan Anaiwoi,
Kec. Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sementara kantor komersial Perseroan
terletak di Panin Tower Lt. 9, Senayan City, JI. Asia Afrika Lot 19, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
Lokasi pertambangan terletak di Desa/Kelurahan Lameruru, Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara,
Provinsi Sulawesi Tenggara. Perseroan beroperasi secara komersial pada tahun 2010 dalam industri
pertambangan nikel.

2) MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PERSEROAN
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan menurut Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub
dalam Akta No. 8/2023 adalah:

1) Pertambangan Bijih Nikel (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/Kode KBLI 07295);
2) Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200);

3) Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut (Kode KBLI 52221);

4) Kawasan Industri (Kode KBLI 68130);

5) Analisis dan Uji Teknis Lainnya (Kode KBLI 71209);

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha
sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama
Pertambangan Bijih Nikel (Kode KBLI 07295).
Kelompok ini mencakup usaha pertambangan bijih nikel.

Kegiatan usaha penunjang

a) Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200)
yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan
utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “Holding Companies” tidak terlibat dalam
kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat
(counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

b) Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut (Kode KBLI 52221)
berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti
pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang
muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat
radioaktif dan pembakit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa
pemanduan dan penundaan.

c) Kawasan Industri (Kode KBLI 68130)
Mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 50 hektar dalam satu hamparan
yang dijadikan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan
prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang
telah memiliki izin usaha kawasan industri. Termasuk pengusahaan lahan kawasan industri tertentu
untuk usaha mikro, kecil, dan menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.

d) Analisis dan Uji Teknis Lainnya (Kode KBLI 71209)
Kelompok ini mencakup kegiatan jasa analisis dan uji teknis lainnya yang belum diklasifikasikan
pada 71201 s.d. 71208 misalnya operasional dari keamanan dan ketertiban laboratorium.
Termasuk dalam kelompok ini mencakup uji teknis dengan menggunakan sumber radiasi pengion
(zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion) serta penyelenggara uji profisiensi dan produsen
bahan acuan.

45



AKP

NICKEL MINING

3) KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Tabel di bawah ini menguraikan kejadian penting yang terjadi pada Perseroan sejak Perseroan didirikan
sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini:

Tahun Keterangan

2008 - Perseroan didirikan dan memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi.

2009 - Kuasa Pertambangan Perseroan ditingkatkan menjadi lzin Usaha
Pertambangan Eksplorasi.

2010 - Perseroan memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi,
sehingga memperluas kapasitas operasional Perseroan.

2012 - Perseroan memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

2013 - Perseroan memulai kegiatan ekspor yang melibatkan hingga 14 kapal
induk.

2014 - Selain pengiriman dalam negeri, Perseroan juga berhasil mengekspor bijih
ketika jendela ekspor mineral dibuka kembali.

2017 - Perseroan memulai pengiriman ke smelter lokal di Morowali dan Morosi.

2019 - Selain pengiriman dalam negeri, Perseroan juga berhasil mengekspor bijih
ketika jendela ekspor mineral dibuka kembali.

2021 - Perseroan mulai melakukan eksplorasi dengan mematuhi Standar JORC,
yang menunjukkan komitmen Perseroan terhadap keunggulan.

2022 - Peluncuran proyek IPPKH tahap kedua menunjukkan pertumbuhan

berkelanjutan Perseroan.

4) STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Sejak Akta Pendirian Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan telah terjadi beberapa
perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000,- Per Saham

Keterangan Jumlah Saham Nilai Nominal Saham %
(Lembar) (Rupiah)

Modal Dasar 1.000.000 1.000.000.000
Pemegang Saham:

PT Makmur Nickel Mining 200.000 200.000.000 80,00
Fransiscus Xaverius Jumadi 50.000 50.000.000 20,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 250.000 250.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 750.000 750.000.000

Bukti setor permodalan oleh PT Makmur Nickel Mining dan Franciscus Xaverius Jumadi, selaku
pendiri Perseroan, yang dilakukan secara tunai atas penyetoran modal pada saat pendirian Perseroan
berdasarkan Akta Pendirian Perseroan tidak tersedia. Ketiadaan bukti setor permodalan tersebut
disebabkan karena telah beberapa kali terjadi perubahan pemegang saham dalam Perseroan dari
pendirian hingga tanggal Prospektus ini pemeriksaan Konsultan Hukum, yang mana dokumen-dokumen
tersebut ada di dalam penguasaan pemegang saham lama Perseroan.
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Atas hal tersebut, Perseroan telah meratifikasi ketiadaan bukti setor modalketerlambatan penyetoran
tersebut melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 107 tanggal 17 Juli 2023
yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi
Jakarta Barat, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.
AHU-0042193.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 24 Juli 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan No. AHU-0139203.AH.01.11. TAHUN 2023 tanggal 24 Juli 2023. Lebih lanjut, berdasarkan
Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 beserta Laporan Auditor
Independen No. 00247/3.0355/AU.1/02/1191-3/1/XI1/2023 dari Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata,
Hidajat, Arsono, Retno, Pailingan & Rekan, seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan
dari pendirian sampai dengan susunan permodalan terkini, telah disetorkan secara penuh oleh para
pemegang saham Perseroan.

Riwayat Struktur Permodalan dan Pemegang Saham 3 (tiga) Tahun Terakhir

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan mengalami perubahan pada tahun
2020, 2021 dan 2023 sebagaimana termaktub dalam akta-akta sebagai berikut:

Tahun 2020

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 30 tanggal 22 Oktober 2020 yang dibuat di
hadapan | Nyoman Satria Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan
kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
No. AHU-AH.01.03-0400866 tanggal 22 Oktober 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0400867 tanggal 22 Oktober 2020 yang telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0178596.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 22 Oktober 2020, serta
telah diumumkan dalam BNRI No. 93 dan TBNRI No. 40362 tertanggal 22 November 2020 (“Akta
No. 30/2020").

Berdasarkan Akta No. 30/2020, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui pengalihan
hak atas saham-saham dalam Perseroan yaitu sebanyak 5.960.038 (lima juta sembilan ratus enam
puluh ribu tiga puluh delapan) lembar saham Seri B milik PT Virtue Dragon Nickel Industry kepada IMEV
(d/h PT Mitra Marina Internasional);

Sehubungan dengan pengalihan saham sebagaimana di atas, terdapat bukti jual beli saham milik
PT Virtue Dragon Nickel Industry kepada IMEV (d/h PT Mitra Marina Internasional)berdasarkan Akta
Jual Beli Saham No. 31 tertanggal 22 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan | Nyoman Satria Wijaya,
S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang.

Atas keputusan-keputusan sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 30/2020, struktur permodalan
Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp29.800.190.000,- (dua puluh sembilan miliar delapan ratus juta seratus sembilan
puluh ribu Rupiah) terbagi atas:

a. Saham Seri Asebesar Rp13.410.086.000,- (tiga belas miliar empat ratus sepuluh
juta delapan puluh enam ribu Rupiah) yang terdiri dari 13.410.086 (tiga belas juta
empat ratus sepuluh ribu delapan puluh enam) saham, masing-masing saham
dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah);

b. Saham Seri B sebesar Rp5.960.038.000,- (lima miliar sembilan ratus enam
puluh juta tiga puluh delapan ribu Rupiah) yang terdiri dari 5.960.038 (lima juta
sembilan ratus enam puluh ribu tiga puluh delapan) saham, masing-masing
saham dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah); dan

c. Saham Seri C sebesar Rp10.430.066.000,-(sepuluh miliar empat ratus tiga puluh
juta enam puluh enam ribu Rupiah) yang terdiri dari 10.430.066 (sepuluh juta
empat ratus tiga puluh ribu enam puluh enam) saham, masing-masing saham
dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah);
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Modal : Rp29.800.190.000,- (dua puluh sembilan miliar delapan ratus juta seratus sembilan
Ditempatkan puluh ribu Rupiah) terbagi atas:

a. Saham Seri Asebesar Rp13.410.086.000,- (tiga belas miliar empat ratus sepuluh
juta delapan puluh enam ribu Rupiah) yang terdiri dari 13.410.086 (tiga belas juta
empat ratus sepuluh ribu delapan puluh enam) saham, masing-masing saham
dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah);

b. Saham Seri B sebesar Rp5.960.038.000,- (lima miliar sembilan ratus enam
puluh juta tiga puluh delapan ribu Rupiah) yang terdiri dari 5.960.038 (lima juta
sembilan ratus enam puluh ribu tiga puluh delapan) saham, masing-masing
saham dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah); dan

c. Saham Seri C sebesar Rp10.430.066.000,-(sepuluh miliar empat ratus tiga puluh
juta enam puluh enam ribu Rupiah) yang terdiri dari 10.430.066 (sepuluh juta
empat ratus tiga puluh ribu enam puluh enam) saham, masing-masing saham
dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah); dan

Modal Disetor : Rp29.800.190.000,- (dua puluh sembilan miliar delapan ratus juta seratus sembilan
puluh ribu Rupiah) terbagi atas:

a. Saham Seri A sebesar Rp13.410.086.000,- (tiga belas miliar empat ratus sepuluh
juta delapan puluh enam ribu Rupiah) yang terdiri dari 13.410.086 (tiga belas juta
empat ratus sepuluh ribu delapan puluh enam) saham, masing-masing saham
dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah);

b. Saham Seri B sebesar Rp5.960.038.000,- (lima miliar sembilan ratus enam
puluh juta tiga puluh delapan ribu Rupiah) yang terdiri dari 5.960.038 (lima juta
sembilan ratus enam puluh ribu tiga puluh delapan) saham, masing-masing
saham dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah); dan

c. Saham Seri C sebesar Rp10.430.066.000,- (sepuluh miliar empat ratus tiga puluh
juta enam puluh enam ribu Rupiah) yang terdiri dari 10.430.066 (sepuluh juta
empat ratus tiga puluh ribu enam puluh enam) saham, masing-masing saham
dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah).

Berdasarkan informasi di atas, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah
sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000,- Per Saham

Klasifikasi

Keterangan Saham Jumlah Saham Nilai Nominal Saham %
(Lembar) (Rupiah)

Modal Dasar

Seri A 13.410.086 13.410.086.000

Seri B 5.960.038 5.960.038.000

Seri C 10.430.066 10.430.066.000

Pemegang Saham:

(F:;hD;? BD::)i‘:‘;‘S“’F',irt‘idr:r'Sayan) SeriC 10.430.066 10.430.066.000 35,00

IMEV Seri A 12.910.086 12.910.086.000 43,32
Seri B 5.960.038 5.960.038.000 20,00

MAS Seri A 250.000 250.000.000 0,84

VAS Seri A 250.000 250.000.000 0,84

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 29.800.190 29.800.190.000 100,00

Saham Dalam Portepel

Seri A - -

Seri B - -

Seri C - -
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Tahun 2021

1.

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 25 tanggal 15 Januari 2021 yang
dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada
Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.
AHU-AH.01.03-0066362 tanggal 2 Februari 2021 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
No. AHU-0020416.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 2 Februari 2021 (“Akta No. 25/2021").

Berdasarkan Akta No. 25/2021, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui penjualan
hak atas saham-saham dalam Perseroan yaitu sebanyak 10.430.066 (sepuluh juta empat ratus tiga
puluh ribu enam puluh enam) lembar saham Seri C milik PT Dua Delapan Mandiri kepada IMEV
(d/h PT Mitra Marina Internasional).

Sehubungan dengan pengalihan saham sebagaimana di atas, terdapat bukti jual beli saham
milik PT Dua Delapan Mandiri kepada IMEV (d/h PT Mitra Marina Internasional)berdasarkan Akta
Penegasan Pemindahan Hak-Hak atas Saham No. 26 tertanggal 15 Januari 2021 yang dibuat
dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan.

Atas keputusan-keputusan sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 25/2021, struktur permodalan
Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp29.800.190.000,- (dua puluh sembilan miliar delapan ratus juta seratus
sembilan puluh ribu Rupiah) terbagi atas:

a. Saham Seri A sebesar Rp13.410.086.000,- (tiga belas miliar empat ratus
sepuluh juta delapan puluh enam ribu Rupiah) yang terdiri dari 13.410.086
(tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu delapan puluh enam) saham,
masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah);

b. Saham Seri B sebesar Rp5.960.038.000,- (lima miliar sembilan ratus enam
puluh juta tiga puluh delapan ribu Rupiah) yang terdiri dari 5.960.038 (lima
juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga puluh delapan) saham, masing-
masing saham dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah); dan

c. Saham Seri C sebesar Rp10.430.066.000,-(sepuluh miliar empat ratus
tiga puluh juta enam puluh enam ribu Rupiah) yang terdiri dari 10.430.066
(sepuluh juta empat ratus tiga puluh ribu enam puluh enam) saham,
masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah);

Modal : Rp29.800.190.000,- (dua puluh sembilan miliar delapan ratus juta seratus
Ditempatkan sembilan puluh ribu Rupiah) terbagi atas:

a. Saham Seri A sebesar Rp13.410.086.000,- (tiga belas miliar empat ratus
sepuluh juta delapan puluh enam ribu Rupiah) yang terdiri dari 13.410.086
(tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu delapan puluh enam) saham,
masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah);

b. Saham Seri B sebesar Rp5.960.038.000,- (lima miliar sembilan ratus enam
puluh juta tiga puluh delapan ribu Rupiah) yang terdiri dari 5.960.038 (lima
juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga puluh delapan) saham, masing-
masing saham dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah); dan

c. Saham Seri C sebesar Rp10.430.066.000,-(sepuluh miliar empat ratus
tiga puluh juta enam puluh enam ribu Rupiah) yang terdiri dari 10.430.066
(sepuluh juta empat ratus tiga puluh ribu enam puluh enam) saham, masing-
masing saham dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah); dan
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Modal Disetor : Rp29.800.190.000,- (dua puluh sembilan miliar delapan ratus juta seratus
sembilan puluh ribu Rupiah) terbagi atas:

a. Saham Seri A sebesar Rp13.410.086.000,- (tiga belas miliar empat ratus
sepuluh juta delapan puluh enam ribu Rupiah) yang terdiri dari 13.410.086
(tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu delapan puluh enam) saham,
masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah);

b. Saham Seri B sebesar Rp5.960.038.000,- (lima miliar sembilan ratus enam
puluh juta tiga puluh delapan ribu Rupiah) yang terdiri dari 5.960.038 (lima
juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga puluh delapan) saham, masing-
masing saham dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah); dan

c. Saham Seri C sebesar Rp10.430.066.000,- (sepuluh miliar empat ratus
tiga puluh juta enam puluh enam ribu Rupiah) yang terdiri dari 10.430.066
(sepuluh juta empat ratus tiga puluh ribu enam puluh enam) saham,
masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah).

Berdasarkan informasi di atas, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan
adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000,- Per Saham

Keterangan Klgz;:‘;kr:m Jumlah Saham Nilai Nominal Saham %
(Lembar) (Rupiah)
Modal Dasar
Seri A 13.410.086 13.410.086.000
Seri B 5.960.038 5.960.038.000
Seri C 10.430.066 10.430.066.000
Pemegang Saham:
Seri A 12.910.086 12.910.086.000 43,32
IMEV (d/h PT Mitra Marina Internasional) Seri B 5.960.038 5.960.038.000 20,00
Seri C 10.430.066 10.430.066.000 35,00
MAS Seri A 250.000 250.000.000 0,84
VAS Seri A 250.000 250.000.000 0,84
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 29.800.190 29.800.190.000 100,00
Saham Dalam Portepel
SeriA - -
Seri B - -
Seri C - -

2. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 10 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat
oleh Eveline Gandauli Rajagukguk, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada
Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.
AHU-AH.01.03-0119375 tanggal 24 Februari 2021 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
No. AHU-00351015.AH.01.11. TAHUN 2021 tanggal 24 Februari 2021, serta telah diumumkan
dalam BNRI No. 26 dan TBNRI No. 10590 tertanggal 31 Maret 2023 (“Akta No. 10/2021").

Berdasarkan Akta No. 10/2021 Para Pemegang Saham Perseroan antara lain menyetujui
perubahan klasifikasi saham yang semula berupa saham Seri A, saham Seri B, dan saham Seri C
menjadi saham biasa, dan karenanya mengubah Pasal 4 ayat 1 dan 2 dan Pasal 5 ayat 1 dan 2
Anggaran Dasar Perseroan.

Atas keputusan-keputusan sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 10/2021, struktur permodalan
Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp29.800.190.000,- (dua puluh sembilan miliar delapan ratus juta seratus
sembilan puluh ribu Rupiah) terbagi atas 29.800.190 (dua puluh sembilan juta
delapan ratus ribu seratus sembilan puluh) saham, setiap saham dengan nilai
nominal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah);
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Modal : Rp29.800.190.000,- (dua puluh sembilan miliar delapan ratus juta seratus

Ditempatkan sembilan puluh ribu Rupiah) terbagi atas 29.800.190 (dua puluh sembilan juta
delapan ratus ribu seratus sembilan puluh) saham, setiap saham dengan nilai
nominal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah); dan

Modal Disetor : Rp29.800.190.000,- (dua puluh sembilan miliar delapan ratus juta seratus
sembilan puluh ribu Rupiah) terbagi atas 29.800.190 (dua puluh sembilan juta
delapan ratus ribu seratus sembilan puluh) saham, setiap saham dengan nilai
nominal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah).

Berdasarkan informasi di atas, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan
adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000,- Per Saham

Keterangan Jumlah Saham Nilai Nominal Saham %
(Lembar) (Rupiah)

Modal Dasar 29.800.190 29.800.190.000
Pemegang Saham:

IMEV (d/h PT Mitra Marina Internasional) 29.300.190 29.300.190.000 98,32
MAS 250.000 250.000.000 0,84
VAS 250.000 250.000.000 0,84
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 29.800.190 29.800.190.000 100,00

Saham Dalam Portepel - -

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 36 tanggal 4 Agustus 2021 yang
dibuat di hadapan Ferry Sanjaya, S.H., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah
Notaris Jakarta Barat No. 03/KET.CUTI-MPDN.JKT BRT/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021, pengganti
Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah
(i) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0043453.
AH.01.02.TAHUN 2021 tertanggal 10 Agustus 2021; (ii) diberitahukan kepada Menkumham
berdasarkan (a) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-
AH.01.03-0436158 tanggal 10 Agustus 2021, dan (b) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0436159 tanggal 10 Agustus 2021 dan telah didaftarkan dalam
Daftar Perseroan No. AHU-0136605.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 10 Agustus 2021, serta telah
diumumkan dalam BNRI No. 71 dan TBNRI No. 27488 tertanggal 3 September 2021 (“Akta No.
36/2021").

Berdasarkan Akta No. 36/2021, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui sebagai
berikut:

a. Menyetujui pengeluaran sebanyak 31.020.010 (tiga puluh satu juta dua puluh ribu sepuluh)
lembar saham dari simpanan Perseroan yang akan diambil bagian oleh:
1) SMM sebanyak 31.020.000 (tiga puluh satu juta dua puluh ribu) lembar saham; dan
2) IMEV (d/h PT Mitra Marina Internasional) sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham saham.

b. Menyetujui untuk melepaskan dan mengesampingkan hak yang dimiliki pemegang saham
untuk mengambil bagian terlebih dahulu atas saham-saham yang akan dikeluarkan kepada
PT Sungai Mas Minerals tersebut sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan atau
hukum yang berlaku;

c. Menyetujui peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan;

Atas jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor di atas, telah disetor secara tunai oleh masing-masing
SMM dan IMEV (d/h PT Mitra Marina Internasional).
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Atas keputusan-keputusan sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 36/2021, struktur permodalan
Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp60.820.200.000,- (enam puluh miliar delapan ratus dua puluh juta dua ratus
ribu Rupiah) terbagi atas 60.820.200 (enam puluh juta delapan ratus dua puluh
ribu dua ratus) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000,-
(seribu Rupiah);

Modal : Rp60.820.200.000,- (enam puluh miliar delapan ratus dua puluh juta dua ratus

Ditempatkan ribu Rupiah) terbagi atas 60.820.200 (enam puluh juta delapan ratus dua puluh
ribu dua ratus) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000,-
(seribu Rupiah);

Modal Disetor : Rp60.820.200.000,- (enam puluh miliar delapan ratus dua puluh juta dua ratus
ribu Rupiah) terbagi atas 60.820.200 (enam puluh juta delapan ratus dua puluh
ribu dua ratus) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000,-
(seribu Rupiah);

Berdasarkan informasi di atas, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan
adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000,- Per Saham

Keterangan Jumlah Saham Nilai Nominal Saham %
(Lembar) (Rupiah)

Modal Dasar 60.820.200 60.820.200.000
Pemegang Saham:

SMM 31.020.000 31.020.000.000 51,00
IMEV (d/h PT Mitra Marina Internasional) 29.300.200 29.300.200.000 48,18
MAS 250.000 250.000.000 0,41
VAS 250.000 250.000.000 0,41
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 60.820.200 60.820.200.000 100,00

Saham Dalam Portepel - -

Atas jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor pada Akta No. 36/2021 di atas, telah disetor secara
tunai oleh SMM berdasarkan rekening koran yang seluruhnya dikeluarkan oleh Bank BCA sebesar
Rp20.000.000.000,- tertanggal 23 Mei 2023, sebesar Rp10.200.000.000,- tertanggal 31 Mei 2023,
dan sebesar Rp1.000.000.000,- tertanggal 1 September 2021 dan telah disetor secara tunai oleh
IMEV (d/h PT Mitra Marina Internasional) berdasarkan rekening koran yang seluruhnya dikeluarkan
oleh Bank BCA sebesar Rp10.000,- tertanggal 25 Mei 2023.

Tahun 2022
Tidak terdapat perubahan struktur permodalan pada tahun 2022. Adapun struktur yang berlaku pada

tahun tersebut adalah adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan
No. 36/2021. Susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000,- Per Saham

Keterangan Jumlah Saham Nilai Nominal Saham %
(Lembar) (Rupiah)

Modal Dasar 60.820.200 60.820.200.000
Pemegang Saham:

SMM 31.020.000 31.020.000.000 51,00
IMEV (d/h PT Mitra Marina Internasional) 29.300.200 29.300.200.000 48,18
MAS 250.000 250.000.000 0,41
VAS 250.000 250.000.000 0,41
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 60.820.200 60.820.200.000 100,00

Saham Dalam Portepel - -
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Tahun 2023

Berdasarkan Akta No. 8/2023 tanggal 1 September 2023, para pemegang saham Perseroan antara
lain menyetujui atas perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) per
saham menjadi sebesar Rp10,- (sepuluh rupiah) per saham, sehingga mengubah ketentuan Pasal 4
ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan serta setelah perubahan nilai nominal saham tersebut
berlaku efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas keputusan-keputusan sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 8/2023 tanggal 1 September 2023,
struktur permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp60.820.200.000,- (enam puluh miliar delapan ratus dua puluh juta dua ratus ribu
Rupiah) terbagi atas 6.082.020.000 (enam miliar delapan puluh dua juta dua puluh
ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah);

Modal : Rp60.820.200.000,- (enam puluh miliar delapan ratus dua puluh juta dua ratus ribu
Ditempatkan Rupiah) terbagi atas 6.082.020.000 (enam miliar delapan puluh dua juta dua puluh
ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah);

Modal Disetor : Rp60.820.200.000,- (enam puluh miliar delapan ratus dua puluh juta dua ratus ribu
Rupiah) terbagi atas 6.082.020.000 (enam miliar delapan puluh dua juta dua puluh
ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah);

Berdasarkan informasi di atas, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah
sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp10,- Per Saham

Keterangan Jumlah Saham Nilai Nominal Saham %
(Lembar) (Rupiah)

Modal Dasar 6.082.020.000 60.820.200.000
Pemegang Saham:

SMM 3.102.000.000 31.020.000.000 51,00
IMEV (d/h PT Mitra Marina Internasional) 2.930.000.000 29.300.000.000 48,18
MAS 250.000.000 250.000.000 0,41
VAS 250.000.000 250.000.000 0,41
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 6.082.020.000 60.820.200.000 100,00

Saham Dalam Portepel - -

5) PERIZINAN
Berikut ini adalah ijin-ijin usaha yang dimiliki Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya:
A. Perizinan Umum
Perseroan telah memperoleh perizinan-perizinan umum sebagai berikut:
1. Nomor Induk Berusaha (“NIB”)
Perseroan telah memiliki Nomor Induk Berusaha No. 8120214043608 tertanggal 30 Oktober 2018
sebagaimana telah mengalami Perubahan ke-33 pada tanggal 7 September 2023 dengan rincian

sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Adhi Kartiko Pratama Tbk

Alamat : Jalan Sorumba Nomor 80, Desa/Kelurahan Anaiwoi, Kec. Kadia, Kota
Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos: 93118
NPWP 1 02.832.947.2-811.000
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Sebagaimana tercantum pada Lampiran NIB Perseroan, Kode KBLI dan Nama KBLI yang tercakup
adalah sebagai berikut:

a. Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha Efektif (Diterbitkan oleh Sistem
0SS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No. Kode KBLI

Judul KBLI

Lokasi Usaha

1. 68130 Kawasan Industri Kecamatan Langgikima, Desa/Kelurahan

(Pendukung) Lameruru, Kec. Langgikima, Kab. Konawe
Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara

2. 71209 Analisis Dan Uji Teknis Kecamatan Langgikima, Desa/Kelurahan

(Pendukung) Lainnya Lameruru, Kec. Langgikima, Kab. Konawe

Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara

b. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No. Kode KBLI

Judul KBLI

Klasifikasi

Lokasi Usaha Risiko

1. 64200
Holding

Aktivitas Perusahaan

JI Sorumba No. 80, RT 001, RW
03, Desa/Kelurahan Anaiwoi,
Kec. Kadia, Kota Kendari,
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kode Pos: 93117

Rendah

2. 52221

Aktivitas Pelayanan
Kepelabuhan Laut

Kecamatan Langgikima,
Desa/Kelurahan Lameruru, Kec.
Langgikima, Kab. Konawe Utara,
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kode Pos: 93118

Menengah
Rendah

3. 07295
Nikel

Pertambangan Bijih

Desa Lameruru,
Desa/Kelurahan Lameruru, Kec.
Langgikima, Kab. Konawe Utara,
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kode Pos: 93351

Tinggi

c. NPWP

NPWP

Tanggal Terdaftar

Alamat

02.832.947.2-811.000 -

Sorumba (Samping Mie Pangsit Cahaya), Wua-
Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

d. SPPKP
No. Nomor Tanggal Penerbit
1.  S-140PKP/WPJ.15/ 5 April 2022 Kantor Pelayanan Pajak Pratama
KP.0503/2022 Kendari
e. SKT
No. Nomor Tanggal Penerbit
1. S-14496KT/WPJ.15/ 10 November Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kend-
KP.0503/2015 2015 ari
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Sertifikat Standar

Perseroan telah memperoleh Sertifikat Standar yang diterbitkan oleh Bupati Konawe Utara,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (‘“DPMPTSP”) Kabupaten
Konawe Utara, Menteri Perhubungan, atau Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal berdasarkan Sertifikat Standar No. 81202140436080009 diterbitkan
tanggal 4 September 2022 sebagaimana telah mengalami Perubahan ke-2 pada tanggal
23 Maret 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : PT Adhi Kartiko Pratama
NIB : 8120214043608
Alamat : Jalan Sorumba Nomor 80, Desa/Kelurahan Anaiwoi, Kec. Kadia,

Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos: 93118
Status Penanaman Modal : PMDN

KBLI . 52221 - Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut

Instansi Penerbit . Menteri Perhubungan, atau Menteri Investasi/Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal

Bukti Pemenuhan . Pernyataan Mandiri

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha
(“PKKPR”)

Perseroan telah memperoleh 2 (dua) PKKPR Perseroan yang diterbitkan oleh yang diterbitkan
oleh Bupati Konawe Utara, Kepala DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara, Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, atau Menteri Investasi/Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal dengan rincian sebagai berikut:

1) PKKPR No. 30082210217409005 tanggal 30 Agustus 2022 dengan rincian sebagai
berikut:

Nama Pelaku Usaha : PT Adhi Kartiko Pratama

Lokasi Usaha . Desa/Kelurahan Lameruru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten
Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara

Nama KBLI . Kawasan Industri

Kode KBLI : 68130

Luas Tanah : 1.975Ha

Instansi Penerbit . Bupati Konawe Utara, Kepala DPMPTSP Kabupaten Konawe
Utara

Keberlakuan . Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan

dapat diperpanjang
2) PKKPR No. 22032210217409005 tanggal 22 Maret 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : PT Adhi Kartiko Pratama

Lokasi Usaha . Desal/Kelurahan Lameruru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten
Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara

Nama KBLI :Analisis dan Uji Teknis Lainnya

Kode KBLI : 71209

Luas Tanah : 1.975 Ha

Instansi Penerbit . Bupati Konawe Utara, Kepala DPMPTSP Kabupaten Konawe
Utara

Keberlakuan . Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan

dapat diperpanjang
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B. Perizinan Operasional

Perseroan telah memperoleh perizinan-perizinan operasional sebagai berikut:

a.

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (“lIUP OP”) berdasarkan Keputusan Bupati Konawe
Utara Nomor: 704 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
PT Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP 003) diterbitkan tanggal 14 Desember 2010 dengan rincian
sebagai berikut:

Nama Perusahaan . PT Adhi Kartiko Pratama

Lokasi Penambangan : Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi
Tenggara

Kode Wilayah : KW 08 AGP 003

Luas : 1.975Ha

Jangka Waktu Berlaku : 20 (dua puluh tahun) yakni sejak tanggal 14 Desember 2010 sampai

IUP dengan 14 Desember 2030.

Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan
kegiatan konstruksi, produksi pengangkutan dan penjualan serta
pengolahan dan pemurnian dalam WIUP untuk jangka waktu 18 tahun
dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 tahun terhitung
mulai tanggal ditetapkannya keputusan sampai dengan tanggal
Desember tahun 2030.

Jangka Waktu Tahap : e Konstruksi selama: 2 (dua) tahun

Kegiatan e Produksi selama: 18 (delapan belas) tahun

Bahwa IUP OP 704 sebagaimana dijelaskan di atas, diterbitkan atas nama Perseroan sejak IUP
OP tersebut diterbitkan. Adapun IUP OP 704 tersebut merupakan peningkatan dari Keputusan
Bupati Konawe Utara No. 389 Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang Pemberian Kuasa
Pertambangan Eksplorasi PT Adhi Kartiko Pratama (“KP 389/2008”). KP 389/2008 tersebut terbit
berdasarkan Naskah Serah Terima Kuasa Pertambangan KW 07 NPP 012 dari PT Adhi Kartiko
kepada PT Adhi Kartiko Pratama tanggal 5 Agustus 2008 (“Naskah Serah Terima”) atas Surat
Keputusan Bupati Konawe Utara No. 311 Tahun 2007 tanggal 6 November 2007 tentang Pemberian
Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 0012) (“KP 311/2007") yang diterbitkan untuk PT
Adhi Kartiko (sekarang PT Adhi Kartiko Mandiri).

Sehubungan dengan penerbitan IUP OP 704, terdapat beberapa pihak yang melakukan gugatan
dan pelaporan sebagai berikut:

1. Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN") No. 12/G/2018/PTUN.Kdi tanggal 2 April
2018

Yuningsih, yang bertindak dalam kedudukannya sebagai istri dari (Alm.) Amir Sarura dan
sebagai orang tua yang masih hidup dari anak-anak (Alm.) Amir Sarura atau ahli waris dari
(Alm.) Amir Sarura yakni pemegang saham PT Adhi Kartiko (sekarang PT Adhi Kartiko
Mandiri) (“Penggugat”), mengajukan gugatan terkait dengan penerbitan IUP OP 704 dengan
isi gugatan sebagai berikut:

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

b. Menyatakan batal atau tidak sah IUP OP 704;

c. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut IUP OP 704; dan

d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atas isi gugatan atau petitum tersebut, Penggugat mendasarkan pada pengalihan KP 311/2007
kepada Perseroan yang kemudian menjadi KP 389/2008 adalah cacat prosedur.
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Atas gugatan tersebut di atas, PTUN Kendari telah memutuskan berdasarkan Keputusan
PTUN Kendari No. 12/G/2018/PTUN.Kdi tanggal 28 Agustus 2018, sebagai berikut:

a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

(“Putusan PTUN 12/2018”)

Atas Putusan PTUN 12/2018, Penggugat kemudian melakukan upaya hukum berupa
banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (“PT TUN”) dan setelah dilakukan proses
pengadilan, PT TUN kembali menolak gugatan penggugat dan menguatkan Putusan PTUN
12/2018 dengan menolak penundaan dan pembatalan IUP milik AKP, yang mana berdasarkan
Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 134/B/2018/PTTUN.Mks
tanggal 9 Januari 2019, diputuskan sebagai berikut:

a. Menyatakan permohonan banding dari pembanding (dahulu Penggugat) tidak diterima;
b. Menghukum pembanding (dahulu Penggugat) membayar biaya perkara pada dua tingkat
pengadilan.

(“Putusan PT TUN 134/2019”)

Atas Putusan PT TUN 134/2019, Penggugat kemudian melakukan upaya hukum kembalidengan
mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, namun kembali Mahkamah Agung memutuskan
untuk menolak gugatan penggugat dan menetapkan dalam Keputusan Mahkaman Agung No.
263K/TUN/2019 tanggal 27 Juni 2019 sebagai berikut:

a. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi;

b. Menghukum pemohon kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi.

(“Putusan MA 263K/2019”)

Sehubungan dengan telah diputusnya gugatan tersebut oleh Mahkamah Agung berdasarkan
Putusan MA 263K/2019 di atas, maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht
van gewijsde) sehingga IUP OP 704 adalah sah secara hukum dimiliki oleh Perseroan.

Pelaporan ke Kepolisian berdasarkan Laporan Polisi No. LP/110/11/2019/SPKT Polda Sultra
tanggal 24 Februari 2019 (“LP 110/2019”)

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SP.Tab/285.b/XI1/2021/Dit
Reskrimum tanggal 8 Desember 2021 (“SP3”), terdapat informasi bahwa terdapat dugaan
tindak pidana pemalsuan (membuat surat palsu) yang diduga dilakukan oleh Fransiscus
Xaverius Jumadi (Almarhum) bersama-sama dengan lvy Djaya Susantyo atas laporan M.
Arief Siswandana. Yang mana berdasarkan keterangan Perseroan, hal tersebut sehubungan
dengan dokumen pengalihan kuasa pertambangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan SP3 memutuskan bahwa menghentikan
penyidikan LP 110/2019 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan (membuat surat palsu)
yang diduga dilakukan oleh Fransiscus Xaverius Jumadi (Almarhum) bersama-sama dengan
Ivy Djaya Susantyo atas laporan M. Arief Siswandana karena tidak cukup bukti.

Surat Laporan Pengaduan Masyarakat No. 197/AKM.TJ/DH.DZ.RP.MI.DN/IX/2023 tanggal 27
September 2023 (“Surat Dumas”)

Berdasarkan Surat Dumas yang kami terima dari Perseroan, kami memahami bahwa PT Adhi
Kartiko Mandiri (dahulu PT Adhi Kartiko) telah melakukan pengaduan masyarakat kepada
Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia sehubungan dengan
tindak pidana pemalsuan surat terkait dengan dokumen pengalihan kuasa pertambangan.
Namun demikian, pengaduan masyarakat tersebut merupakan pengulangan atas hal yang
dilaporkan berdasarkan LP 110/2019 pada butir 2. Atas LP 110/2019, telah diperiksa oleh
pihak Kepolisian dan dinyatakan tidak cukup bukti oleh karenanya kemudian dikeluarkan SP3
sebagaimana dimaksud pada butir 2.
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Mengacu pada telah ditolaknya gugatan atas keabsahan IUP OP 704 sebagaimana tertuang dalam
Putusan MA 263K/2019 pada butir 1 di atas dan telah dikeluarkannya SP3 sebagaimana dimaksud
pada butir 2 dan 3 di atas, maka kepemilikan IlUP OP 704 yang diterbitkan atas nama Perseroan
dengan demikian sah secara hukum.

IUP OP berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 612 Tahun 2014 tentang Persetujuan
Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Aneka Mining Sulawesi menjadi PT
Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP 003) diterbitkan tanggal 8 Desember 2014 (“IUP OP 6127)
dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan . PT Adhi Kartiko Pratama

Lokasi Penambangan : Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi
Tenggara

Kode Wilayah : KW 08 AGP 002

Luas Sesudah : 1.498 Ha

Jangka Waktu Berlaku : 19 (sembilan belas) tahun

IUP Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan

kegiatan konstruksi, produksi pengangkutan dan penjualan serta
pengolahan dan pemurnian dalam WIUP untuk jangka waktu 19
(sembilan belas) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-
masing 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya
keputusan sampai dengan tanggal 8 Desember tahun 2033.

Jangka Waktu Tahap : e Konstruksi selama: 1 (satu) tahun

Kegiatan e Produksi selama: 18 (delapan belas) tahun

Perseroan belum melaksanakan kegiatan usahanya pada wilayah sebagaimana tercantum
dalam IUP OP 612 sebab Perseroan hanya melakukan kegiatan usaha sesuai dengan IUP OP
berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 704 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin
Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP 003) diterbitkan
tanggal 14 Desember 2010.

b. Izin Komersial/Operasional Terminal Khusus

Izin Komersial/Operasional Terminal Khusus berdasarkan Surat Nomor: A.610/AL.308/DJPL/E
tentang Penetapan Pemenuhan Komitmen Penyesuaian Izin Komersial/Operasional Terminal
Khusus Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam (Bijih Nikel) PT Adhi Kartiko Pratama Di
Desa Lameruru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara
tanggal 13 Juni 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Adhi Kartiko Pratam

Bidang Usaha :  Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam (Bijih Nikel)
NIB : 8120214043608
Dermaga : tipe : marginal

ukuran : (435 x 220) m2
konstruksi : urugan tanah berbatu, talud, batu dan kayu
kedalaman : - 15 m LWS
peruntukan : sebagai fasilitas sandar/tambat kapal/tongkang ukuran
maksimum 10.000 DWT
Posisi Koordinat  : 03° 16’42.74” LS / 122° 18 30.46” BT
03°16°43.04” LS / 122° 18 33.04” BT
03° 16’ 37.20" LS / 122° 18 37.80” BT
03° 16’ 34.75" LS / 122° 18 38.25" BT
03° 16’ 33.99" LS / 122° 18 38.61" BT
03° 16’ 32.56” LS / 122° 18 38.32" BT
03° 16’ 28.91” LS / 122° 18 33.59” BT
03° 16’ 33.43" LS / 122° 18 32.79” BT
03° 16’ 36.26” LS / 122° 18 34.09” BT
Jangka Waktu : Berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi
persyaratan

®PoO0TD®
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Persetujuan Penggunaan Sementara Terminal Khusus untuk Kepentingan Umum

Persetujuan Penggunaan Sementara Terminal Khusus untuk Kepentingan Umum berdasarkan
Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: A.576/AL.308/DJPL tentang
Persetujuan Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Adhi Kartiko Pratama Di Desa Lameruru,
Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Melayani
Kepentingan Umum tanggal 23 September 2022 sebagaimana telah mendapatkan persetujuan
perpanjangan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: A.462/
AL.308/DJPL tentang Persetujuan Perpanjangan Penggunaan Terminal Khusus PT Adhi Kartiko
Pratama Di Desa Lameruru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi
Tenggara untuk Sementara Melayani Kepentingan Umum tanggal 9 Juni 2023, dengan rincian
sebagai berikut:

Jangka Waktu . Persetujuan penggunaan Terminal Khusus Perseroan bersifat sementara
dan diberikan untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun, selanjutnya
Perseroan harus menjadi menyelesaikan kajian kelayakan konsesi menjadi
terminal umum melalui Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dengan mekanisme
konsesi atau kerja sama bentuk lainnya paling lama 8 (delapan) bulan sejak
diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor:
A.462/AL.308/DJPL tanggal 9 Juni 2023.

Tujuan . Persetujuan penggunaan sementara Terminal Khusus untuk melayani
kepentingan umum digunakan untuk melayani komoditas pertambangan
operasi produksi mineral logam (bijih nikel) milik:

a. PT Cipta Djaya Selaras Mining;
b. PT Kacci Purnama Indah;

c. PT Kelompok Delapan Indonesia;
d. PT Meta Mineral Pradana.

Tarif . Tarif jasa kepelabuhan pada Terminal Khusus PT Adhi Kartiko Pratama
selama digunakan untuk pelayanan umum sementara, ditetapkan sesuai
dengan tarif jasa kepelabuhan yang berlaku pada Pelabuhan Molawe

Penggunaan Terminal Khusus PT Adhi Kartiko Pratama untuk melayani
kepentingan umum wajib dilakukan berdasarkan Kerjasama antara Kantor
Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas Il Molawe dengan PT Adhi Kartiko
Pratama.
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C. Perizinan Lingkungan

Sesuai dengan ketentuan UU Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksanaannya, dalam melaksanakan
kegiatan pertambangan, diwajibkan untuk memiliki perizinan lingkugan tertentu sebagaimana
dipersyaratkan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi kewajibannya di bidang lingkungan
hidup dan memiliki perizinan lingkungan yang dibutuhkan sehubungan dengan kegiatan pertambangan
yang dilakukan, sebagai berikut:

a.

Izin Lingkungan

Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Nomor: 551.51/63/DPMPTSP/V/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Jalan Tambang,
Base Camp dan Stockpile PT Adhi Kartiko Pratama di Desa Lameruru Kecamatan Langgikima
Kabupaten Konawe Utara diterbitkan tanggal 7 Mei 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan . PT Adhi Kartiko Pratama
Lokasi Penambangan : Desa Lameruru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara

Jangka Waktu : lzin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha
dan/atau kegiatan

Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup

Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor:
649 Tahun 2009 tentang Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Penambangan
Laterit Nikel di Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara oleh
PT Adhi Kartiko Pratama diterbitkan tanggal 13 Agustus 2010, yang menyatakan kegiatan layak
ditinjau dari aspek lingkungan hidup, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan . PT Adhi Kartiko Pratama

Lokasi Penambangan : Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi
Tenggara

Jangka Waktu :  Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa

apabila di kemudia nhari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya
maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (“IPPKH”)

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor: SK.234/MENHUT-I1/2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Eksploitasi Bijih
Nikel dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap atas nama Perseroan di
Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 594,46 (Lima Ratus Sembilan Puluh
Empat dan Empat Puluh Enam Perseratus) Hektar diterbitkan tanggal 9 Mei 2012 sebagaimana
telah diubah berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor: SK.1204/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2022 tentang Perubahan atas Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor: SK.234/MENHUT-11/2012 tanggal 9 Mei 2013 tentang Izin Pinjam Pakai
Kawasan Hutan untuk Eksploitasi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan
Produksi Tetap atas nama Perseroan di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara
seluas 594,46 (Lima Ratus Sembilan Puluh Empat dan Empat Puluh Enam Perseratus) Hektar
tertanggal 30 November 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan . PT Adhi Kartiko Pratama

Lokasi Penambangan : Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara
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Luas . 551,80 hektar

Jangka Waktu . Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk jangka waktu
paling lama sampai dengan tanggal 14 Desember 2030, kecuali apabila
dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rencana Penggunaan : a. Areal penambangan (pit) seluas + 369,26 Ha;

b. Stockpile seluas + 18,03 Ha;

c. Waste dump seluas +23,06 Ha;

d. Sedimen pond seluas + 1,42 Ha;

e. Timbunan tanah pucuk seluas + 0,58 Ha;

f. Jalan tambang dalam Izin Usaha Pertambangan seluas + 12,73 Ha;
g

Areal penyangga seluas + 126,72 Ha.

Izin Pembuangan Air Limbah

Izin Pembuangan Air Limbah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 551.51/52/DPMPTSP/IV/2018 tentang lzin Pembuangan
Air Limbah ke Air atau ke Sumber Air pada Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel PT Adhi Kartiko
Pratama diterbitkan tanggal 3 April 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan . PT Adhi Kartiko Pratama

Bidang Usaha :  Penambangan Bijih Nikel

Lokasi Kegiatan . Desa Lameruru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara
Jangka Waktu . Keputusan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

dengan mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 60
(enam puluh) hari kerja sebelum habis masa berlakunya kepada Bupati
Konawe Utara cq Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses pengurusan persetujuan
teknis tersebut berdasarkan Surat Perseroan No. 110/AKP-JK/EKS/IX/2023 tanggal 4 September
2023 tentang Permohonan Kembali Persetujuan Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang
ke Badan Air Permukaan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
serta bukti tangkapan layar sistem perizinan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“PTSP”) Online
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (“KLHK”) dengan nomor
pengurusan R202307180065 tanggal 29 September 2023 dan telah mencapai tahap Verifikasi Unit
Teknis.

Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3

Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 551.51/53/DPMPTSP/IV/2018
tentang Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPSLB3)
PT Adhi Kartiko Pratama diterbitkan tanggal 3 April 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan . PT Adhi Kartiko Pratama

Bidang Usaha :  Penambangan Bijih Nikel

Lokasi Kegiatan . Desa Lameruru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara
Jangka Waktu . lzin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(LB3) berlaku selama 5 (lima) tahun
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Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses pengintegrasian perizinan
berdasarkan Bukti Submit Permohonan Perubahan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
(SKKL) dengan No. Registrasi: A879edfd415d6a0 tanggal 7 Maret 2023 serta bukti tangkapan layar
sistem perizinan pada PTSP Online KLHK dengan nomor pengurusan R202308040034 tanggal 29
September 2023 dan telah mencapai tahap Unit Teknis.

PIC Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencemaran Air Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan telah memberikan konfirmasi secara lisan kepada Perseroan bahwa pengintegrasian
Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 akan dilakukan bersamaan dengan penerbitan
perubahan Izin Kelayakan Lingkungan, yang saat ini masih menunggu persetujuan teknis air limbah.

f. Kelayakan Tangki Penyimpanan BBC

Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 541/4.994 tentang Kelayakan
Tangki Penyimpanan BBC diterbitkan tanggal 10 Desember 2020, yang menyatakan Perseroan
diberikan penilaian Layak untuk penyimpanan Bahan Bakar Cair (BBC), dengan rincian data tangka
penyimpanan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Adhi Kartiko Pratama

Lokasi . Desa/Kelurahan : Lameruru
Kecamatan : Langgikima
Kabupaten : Konawe Utara
Provinsi : Sulawesi Tenggara

Koordinat Lokasi : S03°16’ 31.84” E 122° 18 36.07”
Nomor Tangki : 01-08

Jenis Bahan Bakar Cair: Solar

Jumlah Tangki ;8 (delapan) unit

Kapasitas Tangki (liter) : - 3 (tiga) unit 40.000 liter
- 5 (lima) unit 20.000 liter

Jangka Waktu : 2 (dua) tahun

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses permohonan perpanjangan
perizinan berdasarkan Surat No. 025/KTT-AKP/IX/2023 tanggal 12 September 2023 tentang
Permohonan Perpanjangan Izin Kelayakan Fasilitas Penyimpanan/Penimbunan Bahan Bakar Cair
yang disampaikan melalui email kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba pada tanggal 12
September 2023.

Bahwa Perseroan menerima informasi secara lisan dari PIC Direktur Teknik dan Lingkungan
Minerba, surat permohonan tersebut telah didisposisikan ke Inspektur Tambang Sulawesi Utara
untuk dilakukan evaluasi administrasi dan selanjutnya Perseroan masih dalam tahap menunggu
Surat Pemberitahuan dari Kementerian ESDM terkait Jadwal Evaluasi Lapangan terkait
Kelengkapan Fasilitas Penimbunan BBC.

Perseroanjugatelahberkoordinasidengan Inspektur Tambang Sulawesi Utarauntukmempersiapkan
kelengkapan berkas dan fasilitas bangunan fasilitas penimbunan BBC. Sehubungan dengan hal
tersebut, telah menerima penawaran harga dari PT Sultra Adiva Bersama untuk pembangunan
fasilitas pendukung dan perizinan kelayakan tangki dan sedang dalam proses negosiasi.
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D. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

Perseroan telah melakukan kewajiban pelaporan sebagai berikut:

Triwulan 1 Tahun 2023

Perseroan telah melakukan penyampaian LKPM untuk periode Triwulan 1 Tahun 2023 berdasarkan
dokumen sebagai berikut:

a.

Tanda Terima Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Disetujui tanggal 10 April 2023

Status

Nomor Laporan

Nama Perusahaan
Periode LKPM

Nomor Kegiatan Usaha
Kegiatan Usaha

Lokasi

Disetujui

LK1959663 — PRODUKSI

PT Adhi Kartiko Pratama

Triwulan | — Tahun 2023

201912-3019-2013-5555-800

(0729) Pertambangan bijih logam lainnya yang tidak mengandung
besi, tidak termasuk bijih logam mulia

Kecamatan Langgikima, Kab. Konawe Utara, Sulawesi Tenggara

Tanda Terima Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Disetujui tanggal 10 April 2023

Status

Nomor Laporan

Nama Perusahaan
Periode LKPM

Nomor Kegiatan Usaha
Kegiatan Usaha

Lokasi

Disetujui

LK1960490 - KONSTRUKSI

PT Adhi Kartiko Pratama

Triwulan | — Tahun 2023

202209-0419-4634-7076-742

(2432) Industri Pengecoran Logam Bukan Besi

dan Baja

Kecamatan Langgikima, Kab. Konawe Utara, Sulawesi Tenggara

Tanda Terima Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Disetujui tanggal 10 April 2023

Status

Nomor Laporan

Nama Perusahaan
Periode LKPM

Nomor Kegiatan Usaha
Kegiatan Usaha

Lokasi

Disetujui

LK1960727 - KONSTRUKSI

PT Adhi Kartiko Pratama

Triwulan | — Tahun 2023

202209-0420-0319-1287-231

(5222) Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan

Kecamatan Langgikima, Kab. Konawe Utara, Sulawesi Tenggara

Tanda Terima Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Disetujui tanggal 10 April 2023

Status

Nomor Laporan

Nama Perusahaan
Periode LKPM

Nomor Kegiatan Usaha
Kegiatan Usaha

Lokasi

Disetujui

LK1960325 - KONSTRUKSI

PT Adhi Kartiko Pratama

Triwulan | — Tahun 2023

202212-1914-4919-1448-428

(6813) Kawasan Industri

JI. Sorumba, No. 80, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
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e. Tanda Terima Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Disetujui tanggal 10 April 2023

Status . Disetujui

Nomor Laporan : LK1960083 - KONSTRUKSI

Nama Perusahaan : PT Adhi Kartiko Pratama

Periode LKPM : Triwulan | — Tahun 2023

Nomor Kegiatan Usaha ;. 202201-2412-0616-1602-375

Kegiatan Usaha : (7120) Analisis dan uji teknis

Lokasi . Kecamatan Langgikima, Kab. Konawe Utara, Sulawesi Tenggara

f.  Tanda Terima Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Disetujui tanggal 10 April 2023

Status . Disetujui

Nomor Laporan : LK1961280 - KONSTRUKSI

Nama Perusahaan : PT Adhi Kartiko Pratama

Periode LKPM : Triwulan | — Tahun 2023

Nomor Kegiatan Usaha : 202008-1111-4118-0321-001

Kegiatan Usaha Do-

Lokasi . Gedung Panin Tower Lantai 9, Senayan City.

JI. Asia Afrika Lot 19, Kota Adm. Jakarta Pusat, DKI| Jakarta

Triwulan 2 Tahun 2023

Perseroan telah melakukan penyampaian LKPM untuk periode Triwulan 2 Tahun 2023 berdasarkan
Tanda Terima Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Disetujui tanggal 4 Juli 2023, dengan
rincian sebagai berikut:

Status . Disetujui

Nomor Laporan : LK1960083 - KONSTRUKSI

Nama Perusahaan . PT Adhi Kartiko Pratama

Periode LKPM : Triwulan Il — Tahun 2023

Nomor Kegiatan Usaha : 202201-2412-0616-1602-375

Kegiatan Usaha : (7120) Analisis dan uji teknis

Lokasi . Kecamatan Langgikima, Kab. Konawe Utara, Sulawesi Tenggara

Triwulan 3 Tahun 2023

Perseroan telah melakukan penyampaian LKPM untuk periode Triwulan 3 Tahun 2023 berdasarkan
Tanda Terima Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Tahap Operasional Dan/Atau Komersial
Tahun 2023 tanggal 9 Oktober 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan . PT Adhi Kartiko Pratama

NIB ;8120214043608

Nomor Kegiatan Usaha : 201912-3019-2013-5555-800

No Izin : 81202140436080002

Bidang Usaha . (07295) Pertambangan Bijih Nikel

Lokasi : Kecamatan Langgikima, Kab. Konawe Utara, Sulawesi Tenggara
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6) PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah berdasarkan Akta No. 8/2023 yaitu
sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Victor Agung Susantyo
Komisaris Independen  : Dr. Ir. Raden Sukhyar

Uraian pelaksanaan tugas dewan komisaris

*  Memberikan pendapat dan saran serta mengawasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas Direksi;

*  Memantau perkembangan kegiatan Perseroan;

* Memastikan bahwa Perseroan mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan dan
mengawasi pengimplementasian pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik;

*  Memberitanggapan dan rekomendasi atas usulan dan rencana pengembangan strategis Perseroan
yang diajukan Direksi;

*  Menindak-lanjuti, jika ada, penemuan-penemuan dan rekomendasi terhadap adanya penyimpangan
dalam pelaksanaan peraturan dan Anggaran Dasar Perseroan.

. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi
dan Nominasi untuk membantu mereka dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan dan
pemantauan terhadap kegiatan Perseroan.

Tidak ada kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Direksi

Direktur Utama . Stevano Rizki Adranacus
Direktur . Michael Adhidaya Susantyo
Direktur . Hendra Prawira

Tidak ada kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No.
33/2014.

Direksi Perseroan tidak memiliki kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai
anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek dan
tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas
dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan Anggota

Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima.
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Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris

Victor Agung Susantyo., Komisaris Utama

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2023.

Warga Negara Indonesia, 34 tahun. Memperoleh gelar sarjana Bachelor of
Science in Business Administration dari The Ohio State University, Fisher College
of Business pada tahun 2011.

Selain menjabat di Perseroan, jabatan lainnya diantaranya adalah sebagai
Komisaris di Perseroan dari tahun 2021 sampai 2023, Senior Consultant — Sales
& Marketing B2B function di Robert Walters [Global Recruitment Consultant
Specialist] dari tahun 2018 sampai 2019, Business Development Manager di
Perseroan dari tahun 2012 sampai 2016, General Manager di D’Solo Restaurant
& Lunchbox Catering dari tahun 2012 sampai 2016, dan Sales Manager di
Perseroan dari tahun 2011 sampai 2012.

Dr. Ir. Raden Sukhyar, Komisaris Independen

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2023.

Warga Negara Indonesia, 68 tahun. Memperoleh gelar Sarjana dibidang Teknik
Geologi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Tahun 1980 dan gelar Doktor
(Ph.D) dibidang Earth Science dari Monash University di Melbourne Australia
Tahun 1990

Selain menjabat di Perseroan, jabatan lainnya diantaranya adalah sebagai
Komisaris di PT Timah Tbk dari tahun 2002 sampai 2008, Komisaris di PT
Pertamina Geothermal Energy dari tahun 2005 sampai 2009, Asisten Menteri
ESDM untuk Urusan Komunikasi dan Informasi dari tahun 2005 sampai 2008,
Kepala Badan Geologi, ESDM dari tahun 2008 sampai 2013, Presiden Komisaris
di PT Aneka Tambang Tbk dari tahun 2012 sampai 2015, Tenaga Ahli Menteri
Perindustrian dari tahun 2016 sampai 2019, Direktur Jenderal Mineral dan
Batubara di Kementrian ESDM dari tahun 2013 sampai 2015, Ketua Indonesian
Smelters and Mineral Processing Association dari tahun 2015 sampai 2017,
World Bank Consultant untuk Energi, Sumber Daya Alam dan Perindustrian dari
tahun 2018 sampai 2020, Sumber Komisaris Independen PT Vale Indonesia Tbk
dari tahun 2018 sampai 2024.
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Direksi

Stevano Rizki Adranacus, Direktur Utama

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2023.

Warga Negara Indonesia, 29 tahun. Beliau menempuh pendidikan di Pepperdine
University dan meraih gelar Bachelor of Science in Business Administration pada
tahun 2015 dan selanjutnya meraih gelar Master of Business Administration with
concentration in Finance di Pepperdine University Graziadio School of Business
Management tahun 2017, Keduanya di California, Amerika Serikat.

Selain menjabat di Perseroan, jabatan lainnya diantaranya adalah sebagai
Manager of Operations di United Security Investors (USI), Beverly Hills, California,
Amerika Serikat tahun 2017 - 2018. Direktur Utama di PT Satria Mega Kencana
Tbk tahun 2019 — 2023,. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama di PT
Sotis Hotel Manajemen tahun 2019 — sekarang, dan Direktur di PT Sungai Mas
Minerals dari tahun 2020 — sekarang, dan Komisaris Utama di PT Satria Mega
Kencana Tbk tahun 2023 — sekarang.

Michael Adhidaya Susantyo, Direktur

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2023.

Warga Negara Indonesia, 37 tahun. Memperoleh gelar sarjana B.Sc. in Petroleum
Engineering di The University of Texas at Austin pada tahun 2010.

Selain menjabat di Perseroan, jabatan lainnya diantaranya adalah sebagai
Manager of Operations di PT. Multi Karya Asia Pasifik Raya dari tahun 2015
sampai 2019, Project Engineer di PT. Sarku Enjinering Utama dari tahun 2014
sampai 2015, Manager of Sales and Operations di Perseroan dari tahun 2011
sampai 2014.

Hendra Prawira, Direktur

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2023.

Warga Negara Indonesia, 38 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di
Universitas Tarumanagara pada tahun 2006.

Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau berpengalaman sebagai Chief
Financial Officer di BeritaSatu Media Holdings (2022-2023), Finance Controller
SBU Grains Trading di PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (2019-2021), Refinery
Controller di PT Sinarmas Agribusiness and Food Tbk. (2017-2019), Head
of Finance and Accounting di PT Malindo Feedmill Tbk. (2014—2016), Senior
Internal Control Manager di PT ICI Paints Indonesia (2012—2014), dan Financial
Reporting and Analysis Manager di PT Multi Bintang Indonesia Tbk. (2010-2012).
Beliau memulai karir sebagai auditor di KPMG Siddharta & Widjaja (2006-2010).
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Sifat Hubungan kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang
Saham

Terdapat Hubungan kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham
dimana Michael Adhidaya Susantyo adalah kakak kandung dari Victor Agung Susantyo.

Remunerasi dan Kompensasi Komisaris dan Direksi Perseroan

Jumlah remunerasi yang diberikan kepada Dewan Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode enam
bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah Rp2.783.000.000, Rp3.042.000.000, Rp1.749.000.000,
dan Rp1.711.500.000.

Remunerasi bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Sedangkan remunerasi bagi Direksi
ditetapkan dan ditelaah oleh Dewan Komisaris serta mengacu pada keputusan RUPS Perseroan. Secara
umum prosedur penetapan remunerasi mengacu pada pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi
dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

*  Remunerasi yang berlaku pada industri dan skala usaha yang sejenis;

* Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan Dewan Komisaris dikaitkan dengan
pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan,;

»  Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

»  Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan variabel.

Struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terdiri dari honorarium dan tunjangan
lainnya.

Perjanjian Antara Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi dengan Pemegang Saham
Utama, Pelanggan, dan/atau Pihak Lain Dalam Hal Penunjukan Sebagai Anggota Dewan
Komisaris dan Anggota Direksi

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau
penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Hal Yang Dapat Menghambat Kemampuan Anggota Direksi untuk Melaksanakan Tugas dan
Tanggung Jawabnya

Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas
dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

7) TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang
Baik (Good Corporate Governance) (“Prinsip GCG”) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan
Bursa Efek. Terkait dengan penerapan Prinsip GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan
Peraturan Pencatatan Bursa Efek dan peraturan-peraturan OJK, Perseroan telah memiliki alat-alat
kelengkapan seperti Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Fungsi Nominasi
dan Remunerasi.

Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas
implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan.
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Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup
pengadaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan
dan mengevaluasi kinerja Perseroan dan laporan audit sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan
dan UUPT. Dewan Komisaris juga membahas usulan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi
sehubungan dengan rencana perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka.

Selain itu, Dewan Komisaris merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance dengan baik, upaya untuk mencari peluang baru dalam perluasan usaha Perseroan, dan
memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi agar tepat guna.

Selama tahun 2023, Rapat dewan komisaris sudah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali. Selanjutnya
sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat
komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Tingkat frekuensi kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat dewan komisaris tahun 2023 adalah sebagai
berikut:

Nama Lengkap Jumlah Rapat Jumlah Kehadiran Tingkat Kehadiran
Victor Agung Susantyo 4 4 100%
Dr. Ir. Raden Sukhyar * 4 0 0%

*Komisaris Independen baru diangkat pada tanggal 1 September 2023
Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaan rapat terkait pembahasan persoalan
yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan laporan audit sesuai ketentuan anggaran dasar
Perseroan dan UUPT. Direksi juga membahas usulan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi
sehubungan dengan rencana perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka. Setelah
Penawaran Umum Saham Perdana dinyatakan efektif, Perseroan akan mematuhi ketentuan Peraturan
OJK No. 33/2014.

Selama 2023, Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali. Selanjutnya
sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

Tingkat frekuensi kehadiran direksi dalam rapat direksi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nama Lengkap Jumlah Rapat Jumlah Kehadiran Tingkat Kehadiran
Stevano Rizki Adranacus* 10 10 100%
Michael Adhidaya Susantyo* 10 10 100%
Hendra Prawira* 10 10 100%

*Diangkat menjadi anggota Direksi pada tanggal 1 September 2023
Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah menunjuk Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan
No. 168/SK-KOM/AKP/IX/2023 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tertanggal 7 September
2023.

Untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:
Nama : Indri Rachdiany Putri Ayu

Jabatan : Corporate Secretary | Sekretaris Perusahaan

Alamat : Panin Tower It 9, Senayan City, JI Asia Afrika Lot 19 Jakarta Pusat
Telepon : +6272781515

Email : corporatesecretary@akp.co.id
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Indri Rachdiany Putri Ayu. Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Meraih gelar Magister Hukum dari
Universitas Indonesia pada tahun 2011, gelar Sarjana Hukum Bisnis dari Universitas Pelita Harapan
pada tahun 2003.

Diangkat sebagai anggota Sekretaris Perusahaan Perseroan pada bulan September 2023. Sebelum
bergabung dengan Perseroan, beliau merupakan Head of Legal, PT Target Media Nusantara, Senior
Legal Counsel, Compliance & Strategic Consultant, Jacobs Engineering Group, dan Legal Corporate
and Transaction Manager, PT Nusantara Infrastructure, Tbk.

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam
Peraturan OJK No. 35/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik, antara lain
Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

* mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang pasar modal;

*  memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

* membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:

- keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web
Perseroan;

- penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;

- penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;

- penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan

- pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

*  sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan,
OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

»  Sesuai Peraturan OJK No. 35/2014, Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan apapun
di emiten atau perusahaan publik lain. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, selaku Sekretaris
Perusahaan Perseroan tidak sedang merangkap jabatan apapun di emiten atau perusahaan publik
lain.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan OJK No.
55/2015 yang anggota-anggotanya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor
008/AKP-INTERNAL/LEGAL/IX/2023 tanggal 7 September 2023 dan memiliki Piagam Komite Audit.
Masa jabatan Ketua dan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan
Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu)
periode berikutnya.

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua . Dr. Ir. Raden Sukhyar
Riwayat hidup Ketua Komite Audit dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan
Pengawasan bagian Komisaris Independen.

Anggota :  Herry Bertus Wiseno
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1966. Menjadi anggota Komite Audit Perseroan
sejak Agustus 2023. Meraih gelar S2 di Cleveland State University pada tahun 1995.

Anggota :Irwan Sintoro
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1988. Menjadi anggota Komite Audit Perseroan
sejak Agustus 2023. Meraih gelar S1 di Universitas Katolik Widya Mandala pada tahun
2010.

Anggota :  Monita Agustina

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1990. Menjadi anggota Komite Audit Perseroan
sejak Agustus 2023. Meraih gelar S1 di STIE Malangkucecwara pada tahun 2012.
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Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit berdasarkan Peraturan OJK No. 55/2015 tentang Pembentukan

dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik
dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan
informasi keuangan Perseroan.

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan kegiatan Perseroan.

3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan
akuntan atas jasa yang diberikannya.

4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang
didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.

5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi
pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.

6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.

7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan
kepentingan Perseroan.

8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015, Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Wewenang Komite Audit menurut Peraturan OJK No. 55/2015, meliputi:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber
daya Perseroan yang diperlukan.

2. Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan
fungsi audit internal (Unit Audit Internal), manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung
jawab Komite Audit.

3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan
tenaga ahli yang independen diluar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

4. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris.

Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal (UAI) Perseroan dan Piagam Internal Audit Perseroan
telah ditetapkan oleh Perseroan pada tanggal 13 Januari 2023. Adapun susunan Unit Audit Internal
pada saat Prospektus ini diterbitkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 167/SK-KOM/AKP/
IX/2023 tanggal 7 September 2023 tentang Pengangkatan Anggota Unit Audit Internal, Perseroan
telah memiliki Kepala Unit Audit Internal Perseroan dan Anggota Unit Audit Internal Perseroan sebagai
berikut:

Ketua . Agus Prayitno
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1973. Menjadi anggota Komite Audit Perseroan
sejak Agustus 2023. Meraih gelar S1 di Universitas Gajayana pada tahun 1996.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam
Unit Audit Internal, maka tujuan pembentukan Unit Audit Internal adalah memberikan pandangan
independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional
Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan
efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Auditor Internal yang duduk
dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal. Auditor
Internal dilarang merangkap tugas dan tanggung jawab terkait pelaksanaan kegiatan operasional
Perseroan maupun Anak Perusahaannya.
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Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

*  Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit Internal Tahunan;

*  Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai
dengan kebijakan perusahaan,;

»  Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi,
operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;

*  Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada
semua tingkatan manajemen;

e Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi dan Dewan
Komisaris;

¢ Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah
disarankan;

*  Bekerja sama dengan Komite Audit;

*  Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;

*  Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal adalah:

* Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan
aktivitasnya;

*  Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit
serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;

*  Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite
Audit; dan

*  Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Masa tugas anggota Unit Audit Internal adalah sampai dengan diberhentikan oleh Direksi.
Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Peraturan OJK
No. 34/2014 yang anggota-anggotanya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris
Nomor 165/SK-KOM/AKP/IX/2023 tanggal 7 September 2023 dan memiliki Piagam Komite Nominasi
dan Remunerasi. Masa jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah 3 (tiga) tahun dan dapat
dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, kecuali ketua Komite dapat dipilih kembali untuk
lebih dari 1 (satu) periode berikutnya.

Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua . Dr. Ir. Raden Sukhyar
Riwayat hidup Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada sub bab Pen-
gurusan dan Pengawasan bagian Komisaris Independen.

Anggota : Iping Rubono
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1963. Menjadi anggota Komite Audit Perseroan
sejak Agustus 2023. Meraih gelar S1 di Universitas Padjajaran pada tahun 1988.

Anggota : Joyce Azarja
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1981. Menjadi anggota Komite Audit Perseroan
sejak Agustus 2023. Meraih gelar S1 di Universitas Tarumanagara pada tahun 2004.

Sesuai dengan Pedoman Dewan Komisaris Dalam Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi
yang telah ditandatangani Dewan Komisaris pada tanggal 7 September 2023, Perseroan menyatakan
bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan
Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh
Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang
Komite Nominasi dan Remunerasi.
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Adapun tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi yang telah
disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan antara lain sebagai berikut:

Terkait dengan fungsi Nominasi:

1. Memberikan rekomendasi mengenai:
a. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
c. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

2. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok
ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;

3. Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/
atau anggota Dewan Komisaris; dan

4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Terkait dengan fungsi Remunerasi:
1. Memberikan rekomendasi mengenai:
a. struktur Remunerasi;
b. kebijakan atas Remunerasi; dan
c. besaran atas Remunerasi;
2. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

Sistem Pengendalian Internal

Potensi terjadinya penyimpangan atau kecurangan dalam setiap kegiatan operasional Perseroan baik
dalam skala apapun berpotensi memilikidampak yang cukup besar. Penyimpangan internal dapat berasal
dari individu-individu Perseroan di berbagai level yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara
pribadi. Dengan demikian, penerapan sistem pengawasan melalui organ-organ pengawasan khususnya
Unit Audit Internal menjadi sangat mutlak bagi Perseroan. Unit Audit Internal dalam memonitor setiap
proses operasional Perseroan senantiasa mengedepankan aspek-aspek keterbukaan dan akuntabilitas
sehingga dalam penerapannya di lapangan tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Sistem pengendalian internal Perseroan diarahkan pada aspek kepatuhan seluruh elemen Perseroan
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kode Etik (Code of Conduct) dan Budaya
Perusahaan (Corporate Culture). Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal Perseroan
diselenggarakan secara berjenjang yang meliputi organ tata kelola, sebagai berikut:

- Dewan Komisaris, melakukan pengawasan dan memberikan saran terkait proses pengelolaan
perusahaan, pengembangan usaha, serta pengelolaan risiko dengan menerapkan prinsip kehati-
hatian.

- Direksi mengembangkan sistem pengendalian internal perusahaan agar dapat berfungsi secara
efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan.

- Unit Audit Internal membantu Presiden Direktur dalam melaksanakan audit internal keuangan
perusahaan dan operasional perusahaan serta menilai pengendalian, pengelolaan dan
pelaksanaannya serta memberikan saran-saran perbaikan.

- Komite Audit menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Internal Audit,
memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian internal.
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8) STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN
Struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Board of
Commissioners

Komite Nominasi dan

Remunerasi

President Director
Romisari

Compliance &
Administration
Director

Human Capital &
General Affairs
Manager

Technical Govenment Relation Finance & Accounting
Development GM Site Operation GM Compliance GM v e
Technical
Development 1o Exploration Compliance Manager Combev & Extemal
Relation

Surveyor

Jr Geologist > MPE
- Survey

—»  Produksi/Operation

Lo Shipping

9) SUMBER DAYA MANUSIA

Per tanggal 30 Juni 2023, Perseroan dan Entitas Anak memiliki 361 karyawan yang melakukan berbagai
fungsi, dengan komposisi sebagai berikut:

Menurut Status

T 30 Juni 31 Desember

2023 2022 2021 2020
Perseroan
Karyawan Tetap 111 91 85 43
Karyawan Kontrak 135 135 57 95
Probation 2 - - -
Daily Worker 92 24 49 3
Outsource 20 - - -
Sub Total 360 250 191 141
Entitas Anak
Karyawan Kontrak 1 - - -
Sub Total 1 - - -
Total 361 250 191 141
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Menurut Jenjang Manajemen

A 30 Juni 31 Desember
2023 2022 2021 2020
Perseroan
General Manager 1 1 1 1
KTT 1 1 1 1
Ast. Manager — Manager 5 1 6 9
Superintendent 13 - 4 -
Supervisor 16 11 17 9
Foreman 52 14 31 14
Pelaksana/Rank n File 272 212 131 107
Sub Total 360 250 191 141
Entitas Anak
Supervisor 1 - - -
Sub Total 1 - - -
Total 361 250 191 141
Menurut Jenjang Pendidikan
A 30 Juni 31 Desember
2023 2022 2021 2020
Perseroan
Sarjana S2 2 3 3 2
Sarjana S1 60 42 41 19
Diploma 7 7 5 11
SMU dan ke bawah 291 198 142 109
Sub Total 360 250 191 141
Entitas Anak
SMU dan ke bawah 1 - - -
Sub Total 1 - - -
Total 361 250 191 141
Menurut Usia
AR 30 Juni 31 Desember
2023 2022 2021 2020
Perseroan
<25 tahun 123 55 43 20
>25-30 tahun 61 62 38 22
>30-35 tahun 54 31 36 29
>35 tahun keatas 122 102 74 70
Sub Total 360 250 190 141
Entitas Anak
>35 tahun keatas 1 - - -
Sub Total 1 - - -
Total 361 251 190 141
Menurut Lokasi
KeeTan 30 Juni 31 Desember
2023 2022 2021 2020
Perseroan
Kantor Pusat 24 23 13 12
Site 336 227 178 129
Sub Total 360 250 191 141
Entitas Anak
Site 1 - - -
Sub Total 1 - - -
Total 361 250 191 141
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Menurut Aktivitas Utama

T 30 Juni 31 Desember

2023 2022 2021 2020
Perseroan
Accounting & Finance 9 7 7 2
Business Development 4 4 4 1
HRGA 52 44 9 36
Legal & Corporate Secretary 1 - - -
Operation 62 46 37 19
Shipping 10 6 1 -
Engineering 4 3 22 25
ER & COMDEV 2 1 - 1
Exploration 12 13 7 -
HSSE 12 12 7 8
LXI Project 29 - -
Management 3 2 2 2
Mine Rehabilitation 13 7 -
QAQC 84 68 95 47
Survey 43 37 - -
Security 20 - - -
Sub Total 360 250 191 141
Entitas Anak
Operation 1 - - -
Sub Total 1 - - -
Total 361 250 191 141

Tenaga Kerja Asing

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan 1 (satu) orang Tenaga Kerja Asing

(“TKA”) sebagai berikut:

No. Nama

Kewarganegaraan Jabatan

Rencana Penggunaan
Tenaga Kerja Asing
(“RPTKA”)

Izin Tinggal
Terbatas
Elektronik (“EITAS”)

1. Keleher
Christopher
Downs

Amerika serikat

Geological Keputusan Direktur Jenderal

Engineer

Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja No.
B.3/039803/PK.04.01/1V/2023
tentang Pengesahan Rencana
Penggunaan Tenaga Kerja
Asing Perpanjangan yang
ditetapkan tanggal 6 April
2023 berlaku sampai dengan
26 April 2024

Izin Tinggal Terbatas
dengan NIORA
JFSAA67152 dan Izin
No. 2C213A0450-W
yang diterbitkan
tanggal 11 April
2023 berlaku sampai
dengan 26 April 2024

Kepala Teknik Tambang

Perseroan telah mengangkat seorang pejabat sementara kepala teknik tambang (“Pjs. KTT”) serta
telah disetujui oleh Direktur Teknik dan Lingkungan / Kepala Inspektur Tambang berdasarkan Surat
No. B-5777/MB.07/DBT.KP/2023 tentang Pejabat Sementara Kepala Teknik Tambang (Pjs. KTT) PT
Adhi Kartiko Pratama tertanggal 20 September 2023, yang mana menyetujui Sdr. Sufiana, S.T. untuk
menjadi Pjs. KTT Perseroan sampai ada KTT definitif yang disahkan oleh Kepala Inspektur Tambang.
Yang mana Pjs. KTT tersebut bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan teknis pertambangan;
konservasi sumber daya mineral dan batubara; keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
keselamatan operasi pertambangan; pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang;
penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan, serta standardisasi dan usaha

jasa pertambangan.
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Serikat Pekerja

Tidak terdapat aktivitas serikat pekerja di dalam Perseroan.

Pegawai Dengan Keahlian Khusus

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki beberapa karyawan dengan keahlian
khusus, sebagai berikut:

Nama Jabatan Keahlian Sertifikasi
Muhammad Amin Mine Operation Dept Head Operation Pengawas Operational Pertama
Adrian Muya Mine Operation Supervisor Operation Pengawas Operational Pertama

R. Edo Fernando

Perdinand Roland
Lopang

Tito Adha Briliantoro
Cheasar Irfanto Hadi
Mochammad Jais
Arsyi Maulidin
Febrianto Patabang

R. Luki Nurgiri Marwan
Lini Kumoro Jati

Roman Robiati
Darwis

Muhammad Amin
Sufiana

Rafael Kadaang
Asep Indra Nurohman
Muhammad Amin
Rahman

Andi Wardiman Anwar

Andi Wardiman Anwar
Alviano Yogi Agung
Saputro

Alviano Yogi Agung
Saputro

Bangkit Adiguna Gilang
Pratama

Andi Wardiman Anwar

Perdinand Roland
Lopang

Bambang Eko Widodo

Grade Control Jr.
Superintendent

Grade Control

Jr. Grade Control
Foreman Operation
Foreman Mine Operation
Exploration Section Head
Mine Plan Engineer
Sr.Surveyor

QA/QC, SP & Ore Cargo
Section Head

Data Base Stockpile & Cargo
Safety Officer

Mine Operation Dept Head

KTT

Surveyor

Foreman

Mine Operation Dept Head
Maintenance, Electric & Building

Mine Plan Engineer

Mine Plan Engineer
Jr. Supervisor Stockpile

Jr. Supervisor Stokpile
Foreman Lab Analyst/Preparasi
Mine Plan Engineer

Grade Control

Technical Dev General Manager

Kesejahteraan karyawan

Grade Control
Grade Control

Grade Control
Operation
Reklamasi
Exploration
Engineering
Survei

Quality

Database
Safety
Operation
Management
Survey

Mine Rehab
Operation
Maintenance

Mine Plan

Mine Plan
Quality

Quality
Analyst
Mine Plan

Grade Control

Pelaporan Hasil Eksplorasi

untuk Nikel

Estimasi Sumber Daya (ES)
untuk Nikel, Laterit,
Batubara, Bauksit

Pengawas Operational Pertama
Pengawas Operational Pertama

Pengawas Operational Pertama
Pengawas Operational Pertama
Pengawas Operational Pertama
Pengawas Operational Pertama
Pengawas Operational Pertama
Pengawas Operational Pertama
Pengawas Operational Pertama

Pengawas Operational Pertama
Pengawas Operational Pertama
Pengawas Operational Madya
Diklat dan Uji Kompetensi POU
Pelatihan GANIS CANHUT
Pelatihan GANIS PKB
Dasar-Dasar K3

Tenaga Teknik Kelistrikan Bidang
Pembangkit Listrik

Vulcan Foundation, Geology
Database Mine Design

Juru Ukur
Talent Management

Minescape Software Training

Pelatihan Petugas Proteksi Radiasi
Industri (PPR)

Occupational Healt and Safety For
Mining Industry

Pembinaan Pengawasan Norma
Keselamatan

Dan Kesehatan

Competent Person Indonesia (CPI)

Perseroan menyediakan sejumlah fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan dan keluarganya.
Fasilitas dan program yang dimaksud antara lain: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan, Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR), Tunjangan Duka Cita, Tunjangan Prestasi
dan Tunjangan Jabatan.

Perseroan menyatakan bahwa tidak ada perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam
kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham
Emiten oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
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Perseroan telah memberikan upah sesuai dengan ketentuan upah minimum sebesar (i) Rp4.901.798
sesuai dengan ketentuan upah minimum yang berlaku di DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Gubernur
DKI Jakarta No. 1153 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2023, (ii) Rp2.993.730,98
sesuai dengan ketentuan upah minimum yang berlaku di Kendari berdasarkan Keputusan Gubernur
Sulawesi Tenggara No. 673 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Kendari Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2023, dan (iii) Rp2.758.984,54 sesuai dengan ketentuan upah minimum
yang berlaku di Lameruru (Kabupaten Konawe Utara) berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi
Tenggara No. 662 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023.

Program Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja pegawai
dengan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti
berbagai program pengembangan yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal
Perseroan. Program pengembangan sumber daya manusia tersebut mencakup:

Online Training Improve Your Skills as a Manager (15 Juli 2023)

Online Training GIS dasar untuk Geologi dan Pertambangan (20 — 21 Juni 2023)

Training Smart Driving Coaching Clinic by Transkon (15 Juni 2023)

Train of Trainer by APNI (12 — 14 September 2022)

Training in house Defensive Driving by TRAC (10 Agustus 2022)

Training in house User Drone (Juni 2022)

E-DISC Profile (23 April 2022)

Training in house X-Ray Fluorescence (XRF) Rigaku Supermini 200 (15 — 16 Desember 2021)

N RWON =

10) KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA YANG BERBENTUK
BADAN HUKUM

Berikut adalah keterangan mengenai pemegang saham utama Perseroan:

PT Sungai Mas Minerals (“SMM”)

SMM adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan
berkantor pusat di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Sungai Mas Minerals sesuai dengan Akta
Pendirian No. 07 tertanggal 18 November 2019 yang dibuat di hadapan Muhammad Heru Mahyudin,
S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Jawa Barat yang berkedudukan di Kabupaten Bogor, yang telah
mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0061353.
AH.01.01.TAHUN 2019 tertanggal 20 November 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
No. AHU-0223080.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 20 November 2019 (“Akta Pendirian SMM”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Akta Pendirian SMM, maksud dan tujuan SMM ialah berusaha
dalam bidang Pertambangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SMM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai

berikut:

a) Pertambangan emas dan perak, mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih emas dan
perak. Kegiatan pembersihan, pemisahan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara
administratif dari usaha pertambangan bijih emas dan perak;

b) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya, mencakup jasa penunjang atas balas
jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07 dan
08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan
membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan
penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang;
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c) Aktivitas Perusahaan Holding, mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies),
yaitu perusahaan yang menguasai asset dari sekelompok perusahaan subsidiary dan kegiatan
utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “Holding Companies” tidak terlibat dalam kegiatan
usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatan mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors)
dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;

d) Aktivitas Kantor Pusat, mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain
atau enterprise, perusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dan
peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi
pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam
kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum,
kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.

Berdasarkan Akta Pendirian SMM dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 3
tertanggal 3 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn., Notaris di
Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan
Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0074099 tertanggal 8 Februari 2023 serta telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0026697.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 8 Februari 2023, struktur
permodalan dan susunan pemegang saham SMM adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham

No. Pemegang Saham

Saham Rupiah %
Modal dasar 12.000 12.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
1. DMI 2.970 2.970.000.000 99,00
2. Stevano Rizki Adranacus 30 30.000.000 1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 3.000 3.000.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 9.000 9.000.000.000

Susunan Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris SMM

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SMM adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan
Pemegang Saham No. 03 tertanggal 28 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Julia Padmariani Shamara
Daoriwoe, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris . Yedhy Stiady
Direksi
Direktur . Stevano Rizki Adranacus

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SMM sebagaimana di atas, telah diberitahukan kepada
Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-
0403741 tertanggal 3 November 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0183879.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 3 November 2020.

PT Inti Mega Ventura disingkat PT IMEV (d/h Mitra Marina Internasional) (“IMEV”

IMEV adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan
berkantor pusat di Jakarta Pusat, didirikan dengan nama PT Mitra Marina Internasional sesuai dengan
Akta Pendirian No. 14 tertanggal 27 April 2016 yang dibuat di hadapan Eveline Gandauli Rajagukguk,
S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan
Menkumham No. AHU-0022710.AH.01.10.TAHUN 2016 tertanggal 9 Mei 2016 serta telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan No. 0056544.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 9 Mei 2016 (“Akta Pendirian
IMEV”).
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Sejak pendirian, anggaran dasar IMEV mengalami beberapa kali perubahandan perubahan yang terakhir
kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 130 tertanggal 20 November
2023 yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta
Barat, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham
No. AHU-0071685.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 20 November 2023, yang telah diberitahukan
kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.
AHU-AH.01.03-0144091 tanggal 20 November 2023, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-
0233564.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 20 November 2023 (“Akta No. 130/2023”) yang mana para
pemegang saham menyetujui perubahan Pasal 1 dan 3 anggaran dasar IMEV tentang nama IMEV
serta maksud dan tujuan serta kegiatan usaha IMEV.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Akta No. 27/2023, maksud dan tujuan IMEV ialah berusaha dalam
bidang (a) Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200), dan (b) Aktivitas Kantor Pusat (Kode KBLI
70100).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, IMEV dapat melaksanakan kegiatan usaha
sebagai berikut:

a. Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200), yang mencakup kegiatan dari perusahaan
holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan
subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “Holding Companies”
tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang
diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan
akuisisi perusahaan.

b. Aktivitas Kantor Pusat (Kode KBLI 70100), yang mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-
unit perusahaan yang lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi
dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok
ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan.
Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat,
kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 01 tertanggal 3 Oktober 2022
yang dibuat di hadapan Julia Padmariani Shamara Daoriwoe, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten
Subang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0298629 tertanggal 4 Oktober 2022 yang didaftarkan
pada Daftar Perseroan No. AHU-0197909.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 4 Oktober 2022, struktur
permodalan dan susunan pemegang saham IMEV adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp100.000,- per saham

No. Pemegang Saham

Saham Rupiah %
Modal dasar 20.000 2.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
1. Cathy Tan 12.000 1.200.000.000 60,00
2. Michael Adhidaya Susantyo 4.000 400.000.000 20,00
3. Victor Agung Susantyo 4.000 400.000.000 20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 20.000 2.000.000.000 100,00

Saham Dalam Portepel - -
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Susunan Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris IMEV

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris IMEV adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan
Para Pemegang Saham No. 106 tertanggal 17 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami,
S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Adminstrasi Jakarta Barat, sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris . Cathy Tan

Direksi

Direktur Utama . Michael Adhidaya Susantyo
Direktur : Victor Agung Susantyo

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris IMEV sebagaimana di atas, telah diberitahukan kepada
Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-
AH.01.09-0144164 tertanggal 25 Juli 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0141313.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 25 Juli 2023.

11) INFORMASI TENTANG ENTITAS ANAK

PT Terum Konawe Utara (“TKU”)
UMUM

TKU adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan
berkantor pusat di Jakarta Pusat, didirikan dengan nama PT Terum Konawe Utara berdasarkan Akta
Pendirian TKU No. 35 tertanggal 23 November 2022 yang dibuat di hadapan Emmyra Fauzia Kariana,
S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan surat
keputusan Menkumham No. AHU-0083375.AH.01.01.TAHUN 2022 tertanggal 29 November 2022
serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0239754.AH.01.11. TAHUN 2022 tertanggal
29 November 2022 serta diumumkan dalam BNRI No. 026 tertanggal 31 Maret 2023 serta Tambahan
BNRI No. 010623 tertanggal 31 Maret 2023 (“Akta Pendirian TKU").

Anggaran dasar TKU telah mengalami beberapa kali perubahan dan anggaran dasar TKU yang berlaku
pada saat ini adalah sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham
TKU No. 37 tertanggal 21 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Emmyra Fauzia Kariana, S.H.,
M.Kn, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan (i) bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran DasarNo. AHU-AH.01.03-0496390
tertanggal 27 Desember 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0261025.
AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 27 Desember 2022 dan (ii) bukti penerimaan pemberitahuan dari
Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-
AH.01.09-0131902 tertanggal 27 Desember 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.
AHU-0261025.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 27 Desember 2022 (“Akta No. 37/2022"), yang berisi
perubahan mengenai direksi, tugas dan wewenang direksi, dan dewan komisaris. Akta No. 37/2022
selanjutnya disebut “Anggaran Dasar TKU".
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MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan TKU berdasarkan Anggaran Dasar TKU ialah berusaha dalam bidang pengangkutan.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, TKU dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

1)

Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut (52221):

Mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan
perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya
pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas
dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembakit radiasi pengion),
pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan.

Kegiatan Usaha Penunjang:

1)

2)

3)

4)

Aktivitas pelayanan kepelabuhanan penyebrangan (52223):

Mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan. Termasuk kegiatan
yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti
pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang
muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat
radioaktif dan pembakit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa
pemanduan dan penundaan.

Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum (50131):

Mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut
antarpelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan
berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan
laut berikut operatornya.

Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang (50132):

Mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum
memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (rede transport)
sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke
kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke
bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya.

Aktivitas pengelolaan kapal (52225):

Mencakup kegiatan jasa pengelolaan kapal di bidang teknis kapal meliputi perawatan, persiapan
docking, penyediaan suku cadang, perbekalan, pengawakan, pengurusan asuransi dan pengurusan
sertifikasi kelautan kapal.
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STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham TKU No. 311 tertanggal 26 Juni 2023
yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat yang telah
diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan No. AHU-AH.01.09-0133044 tertanggal 28 Juni 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan No. AHU-0122072.AH.01.11. TAHUN 2023 tertanggal 28 Juni 2023 (“Akta No. 311/2023").

Berdasarkan Akta No. 311/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TKU adalah
sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp100.000,- Per Saham

Keterangan Jumlah Saham Nilai Nominal Saham %
(Lembar) (Rupiah)

Modal Dasar 10.000 1.000.000.000
Pemegang Saham:

Perseroan 4.950 495.000.000 99,00
SMM 25 2.500.000 0,50
IMEV 25 2.500.000 0,50
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.000 500.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 5.000 500.000.000

Penyertaan langsung dalam TKU dilakukan oleh Perseroan pertama kali sejak 2023.
SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris TKU pada saat ini adalah berdasarkan Akta Pendirian
TKU, sebagai berikut:

Direksi:
Direktur Utama : Yedhy Stiady
Direktur : Doktorandus E Ense Da Cunha Solapung

Dewan Komisaris:
Komisaris Utama  : Victor Agung Susantyo
Komisaris : Stevano Rizki Adranacus

Perizinan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, TKU masih belum menjalankan kegiatan usahanya
dikarenakan TKU baru didirikan dan saat ini TKU masih dalam tahap persiapan dan dalam proses
pengurusan untuk memperoleh perizinan, persetujuan, dan melakukan pendaftaraan penting dan
material yang dibutuhkan TKU untuk menjalankan kegiatan usaha pokoknya. Perizinan yang telah
diperoleh TKU hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
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Perizinan Umum

TKU telah memperoleh perizinan-perizinan umum sebagai berikut:

1.

NIB

TKU telah memiliki Nomor Induk Berusaha No. 0401230053768 tertanggal 4 Januari 2022
sebagaimana telah mengalami Perubahan ke-3 pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan rincian
sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Terum Konawe Utara

Alamat . Panin Tower Lt. 9 (Senayan City), JI. Asia Afrika Lot. 19, Desa/Kelurahan
Gelora, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI
Jakarta, Kode Pos: 10270

NPWP ;. 62.219.744.0-077.000

Sebagaimana tercantum pada Lampiran NIB TKU, Kode KBLI dan Nama KBLI yang tercakup
adalah sebagai berikut:

a. Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki I1zin Usaha Efektif (Diterbitkan oleh Sistem
0SS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No. Kode KBLI* Judul KBLI Lokasi Usaha

1. 52223 Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Lameruru, Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara,
Penyebrangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos: 93118

2. 50131 Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Lameruru, Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara,
Barang Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos: 93118

3. 50132 Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Lameruru, Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara,
(Pendukung)  Dalam Negeri untuk Barang Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos: 93118

4. 52225 Aktivitas Pengelolaan Kapal Lameruru, Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara,
(Pendukung) Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos: 93118

* Mengacu kepada Peraturan Kepala BPS No. 19 Tahun 2017

b. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No. kode KBLI Judul KBLI Lokasi Usaha Klasifikasi
Risiko
1. 52221 Aktivitas Pelayanan Lameruru, Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara, Menengah Rendah

Kepelabuhan Laut Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos: 93118

NPWP

NPWP Tanggal Terdaftar Alamat

62.219.744.0-077.000 23 Desember 2022  Panin Tower Lt. 9 (Senayan City), JI. Asia Afrika Lot. 19, Desa/Kelurahan
Gelora, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI
Jakarta, Kode Pos: 10270

SPPKP

Nomor Tanggal Penerbit

S-78/PKP/KPP.061603/2023 5 April 2023 KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat
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Sertifikat Standar

TKU telah memperoleh beberapa Sertifikat Standar yang diterbitkan oleh Menteri Perhubungan,
atau Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan rincian sebagai berikut:

1) Sertifikat Standar No. 04012300537680003 diterbitkan tanggal 13 April 2023 dengan rincian

2)

3)

sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :

NIB
Alamat

Status Penanaman
Modal

Nama KBLI

Kode KBLI

Instansi Penerbit

Bukti Pemenuhan

PT Terum Konawe Utara

0401230053768

Lameruru, Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi
Tenggara, Kode Pos: 93118

PMDN

Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum

50131

Menteri Perhubungan, atau Menteri Investasi/Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal

Telah terverifikasi oleh Kementerian Perhubungan

Sertifikat Standar No. 04012300537680004 diterbitkan tanggal 13 April 2023 dengan rincian

sebagai berikut;

Nama Pelaku Usaha :

NIB
Alamat

Status Penanaman
Modal

Nama KBLI

Kode KBLI

Instansi Penerbit

Bukti Pemenuhan

PT Terum Konawe Utara

0401230053768

Lameruru, Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi
Tenggara, Kode Pos: 93118

PMDN

Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang
50132

Menteri Perhubungan, atau Menteri Investasi/Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal

Telah terverifikasi oleh Kementerian Perhubungan

Sertifikat Standar No. 04012300537680001 diterbitkan tanggal 13 April 2023 dengan rincian

sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :

NIB
Alamat

Status Penanaman
Modal

Nama KBLI

Kode KBLI

Instansi Penerbit

Bukti Pemenuhan

PT Terum Konawe Utara

0401230053768

Lameruru, Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi
Tenggara, Kode Pos: 93118

PMDN

Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut
52221

Menteri Perhubungan, atau Menteri Investasi/Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal
Pernyataan Mandiri
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4) Sertifikat Standar No. 04012300537680003 diterbitkan tanggal 13 April 2023 dengan rincian

sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :

NIB
Alamat

Status Penanaman
Modal

Nama KBLI

Kode KBLI

Instansi Penerbit

Bukti Pemenuhan

PT Terum Konawe Utara

0401230053768

Lameruru, Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi
Tenggara, Kode Pos: 93118

PMDN

Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyebrangan

52223

Menteri Perhubungan, atau Menteri Investasi/Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal

Telah terverifikasi oleh Kementerian Perhubungan

5) Sertifikat Standar No. 04012300537680005 diterbitkan tanggal 13 April 2023 dengan rincian

sebagai berikut;

Nama Pelaku Usaha :

NIB
Alamat

Status Penanaman
Modal

Nama KBLI

Kode KBLI

Instansi Penerbit

Bukti Pemenuhan

5. PKKPR

PT Terum Konawe Utara

0401230053768

Lameruru, Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi
Tenggara, Kode Pos: 93118

PMDN

Aktivitas Pengelolaan Kapal

52225

Menteri Perhubungan, atau Menteri Investasi/Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal

Telah terverifikasi oleh Kementerian Perhubungan

TKU telah memperoleh 5 (lima) PKKPR yang diterbitkan oleh yang diterbitkan oleh Bupati Konawe
Utara, Kepala DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional, atau Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
dengan rincian sebagai berikut:

1) PKKPR No. 16042310217409011 tanggal 16 April 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :

Lokasi Usaha

Nama KBLI

Kode KBLI

Luas Tanah

Instansi Penerbit

Keberlakuan

PT Terum Konawe Utara

Lameruru, Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi
Tenggara, Kode Pos: 93118

Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan

Angkutan Pelayanan Kepelabuhanan Laut

Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum

52223

52221

50131

78.000,02 m?

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional,
atau Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat
diperpanjang
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2)

3)

4)

PKKPR No. 16042310217409012 tanggal 16 April 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :

Lokasi Usaha

Nama KBLI

Kode KBLI

Luas Tanah
Instansi Penerbit
Keberlakuan

PT Terum Konawe Utara

Lameruru, Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi
Tenggara, Kode Pos: 93118

Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan

Angkutan Pelayanan Kepelabuhanan Laut

Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum

52223

52221

50131

78.000,02 m?

Bupati Konawe Utara, Kepala DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara
Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat
diperpanjang

PKKPR No. 160423102170409013 tanggal 16 April 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :

Lokasi Usaha

Nama KBLI

Kode KBLI

Luas Tanah
Instansi Penerbit
Keberlakuan

PT Terum Konawe Utara

Lameruru, Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi
Tenggara, Kode Pos: 93118

Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum

Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan

Angkutan Pengelolaan Kapal

Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang
50131

52223

52225

50132

78.000,02 m?

Bupati Konawe Utara, Kepala DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara
Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat
diperpanjang

PKKPR No. 160423102170409014 tanggal 16 April 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :

Lokasi Usaha

Nama KBLI

Kode KBLI

Luas Tanah
Instansi Penerbit

Keberlakuan

PT Terum Konawe Utara

Lameruru, Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi
Tenggara, Kode Pos: 93118

Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum

Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan

Angkutan Pengelolaan Kapal

Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang
50131

52223

52225

50132

78.000,02 m?

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional,
atau Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat
diperpanjang
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5) PKKPR No. 160423102170409015 tanggal 16 April 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : PT Terum Konawe Utara

Lokasi Usaha . Lameruru, Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi
Tenggara, Kode Pos: 93118

Nama KBLI . Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum

Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan
Aktivitas Pengelolaan Kapal
Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang

Kode KBLI ;50131
52223
52225
50132
Luas Tanah . 78.000,02 m?
Instansi Penerbit . Bupati Konawe Utara, Kepala DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara
Keberlakuan . Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat

diperpanjang

Perizinan Operasional

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, TKU saat ini belum memiliki perizinan operasional
karena TKU belum aktif beroperasi.

Perizinan Lingkungan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, TKU saat ini belum memiliki perizinan lingkungan
karena TKU belum aktif beroperasi.

Ikhtisar Data Keuangan
Tabel berikut ini menggambarkan lkhtisar Data Keuangan penting TKU untuk periode tanggal
31 Desember 2022 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan dan ditandatangani

oleh David Kurniawan, CPA tanggal 15 Mei 2023 dengan opini wajar tanpa modifikasian.

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan TKU
(dalam Rupiah)

KETERANGAN 30 Juni 2023 31 Desember 2022
Jumlah aset 223.949.926 500.000.000
Jumlah liabilitas 7.648.450 -
Jumlah ekuitas 216.301.476 500.000.000

Ikhtisar Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
(dalam Rupiah)

30 Juni 31 Desember
KETERANGAN 2023 2022 2022
Penjualan - - -
Beban Pokok Penjualan - - -
Laba Kotor - - -
Rugi Periode / Tahun Berjalan (283.698.524) - -
Jumlah Rugi Komprehensif Periode / Tahun Berjalan (283.698.524) - -
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PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Nama Perjanjian Pihak DR Glypn LA Nilai
iliasi Perjanjian
Perjanjian Penggunaan 1. Perseroan selaku Perseroan dan TKU Ruang kantor di Sejak tanggal Tidak terdapat
Ruang Kantor tanggal penguasa Ruang merupakan pihak Lantai 9 Panin 1 September kompensasi atas
1 September 2023 Kantor; dan terafiliasi dikarenakan Tower Senayan 2023 dan terus penggunaan Ruang
TKU dikendalikan, City (“Ruang berlaku selama Kantor

(“PPRK Panin Tower”) 2. TKU selaku baik langsung maupun Kantor”) Ruang Kantor

pengguna Ruang tidak langsung, masih dikuasai

Kantor. dengan cara apa pun, oleh Perseroan

dalam  menentukan
pengelolaan dan/atau
kebijakan perusahaan
oleh Perseroan.

12) HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN
PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Berikut adalah hubungan kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang Saham berbentuk Badan
Hukum:

HERMANHERRY STEVANORIZKI

ADRANACUS

ADRANACUS

85,00% 15,00%

STEVANORIZKI
ADRANACUS
99,00% 1,00% 60,00% 20,00% 20,00%
51,00% 041% 041% 48,18%

PERSEROAN

99,00%

0,50% 0,50%

Ketentuan Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal (“POJK No. 3/2021”), pemegang saham Perseroan melalui Akta No.
8/2023 telah menetapkan Herman Herry Adranacus sebagai Pihak Pengendali Perseroan sebagaimana
dimaksud dalam POJK No. 3/2021.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan
Terorisme (“Perpres No. 13/2018”), Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat Perseroan tersebut
kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
melalui sistem online tertanggal 11 April 2023 melalui Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum.,
M.Kn.. Lebih lanjut, Herman Herry Adranacus sebagai pemilik manfaat akhir Perseroan yang dilaporkan
tersebut, telah sesuai dengan kriteria dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Perpres 13/2018, dikarenakan
menerima manfaat dari perseroan terbatas.
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Berikut adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham
Perseroan:

Nama Pengurus Perseroan SMM IMEV
Victor Agung Susantyo KU - D
Dr. Ir. Raden Sukhyar Kl - -
Stevano Rizki Adranacus DU D -
Michael Adhidaya Susantyo D - DU
Hendra Prawira D - -
Keterangan:
KU : Komisaris Utama DU . Direktur Utama
K : Komisaris D . Direktur
Kl : Komisaris Independen

Keterangan Mengenai Rencana Perubahan Kepengendalian Perseroan

Setelah penawaran umum perdana, terdapat rencana Pelepasan Kepemilikan Saham oleh SMM, IMEV,
MAS, dan VAS (secara bersama-sama disebut “Penjual’) masing-masing sebesar 1.859.577.615
lembar saham, 1.739.634.385 lembar saham, 25.000.000 lembar saham dan 25.000.000 lembar saham
kepada LXI atau entitas yang ditunjuk oleh LXI (secara bersama-sama disebut “Pembeli”) berdasarkan
CSPA tanggal 2 November 2023. Pengambilalihan Perseroan tersebut akan dilakukan oleh EBI
sebagai entitas yang ditunjuk oleh LXI yang merupakan anak perusahaan LXI yang 99,99% sahamnya
dimiliki oleh LXI, dengan harga penawaran dari Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan
dilaksanakan segera setelah Perseroan tercatat di BEI atau paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah
saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan pada di BEI berdasarkan Surat Pernyataan dari LXI
tertanggal 6 Desember 2023 yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari CSPA.

Pengambilalihan Perseroan oleh Pembeli, yang akan dilakukan berdasarkan CSPA, akan tunduk
kepada syarat-syarat pendahuluan (Conditions Precedent) sebagai berikut:

1. Pembeli telah memperoleh seluruh persetujuan perusahaan yang diperlukan untuk menyetujui
Pengambilalihan Perseroan oleh LX| dan persetujuan yang relevan dari otoritas pemerintah
Republik Korea (termasuk dari Bank of Korea terkait dengan valuta asing); dan

Sehubungan dengan persyaratan pendahuluan sebagaimana di atas, Pembeli telah memperoleh
persetujuan dari Dewan Direksi LX| sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan tanggal
7 November 2023, yang mana berdasarkan surat tersebut LX|I menyatakan bahwa LXI telah
memperoleh persetujuan Dewan Direksi LXI| atas rencana investasi LXI pada Perseroan.

Lebih lanjut, sehubungan dengan persyaratan pendahuluan berupa persetujuan dari Bank of
Korea, berdasarkan Surat Pernyataan dari LXI tertanggal 6 Desember 2023 yang telah diketahui
dan telah disetujui oleh Penjual, LXI menegaskan bahwa LXI telah berkonsultasi dengan Bank of
Korea mengenai rencana akuisisi saham di Perseroan, dan LXI telah menerima tanggapan bahwa
transaksi tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Bank of Korea tetapi hanya memerlukan
pemberitahuan kepada Hana Bank untuk memastikan kepatuhan terhadap pengendalian valuta
asing di Korea. LXI telah memberitahukan kepada Bank Hana berdasarkan Pasal 18 Undang-
Undang Transaksi Valuta Asing tanggal 28 November 2023.

2. berhasil diselesaikannya Penawaran Umum Perdana Saham yang dibuktikan dengan pencatatan
awal saham Perseroan di BEI.
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Sebelum Pelepasan Kepemilikan Saham

Setelah Pelepasan Kepemilikan Saham

Nilai Nominal Rp10 per saham

Nilai Nominal Rp10 per saham

Keterangan — —
Jumlah Saham J“b""'ah. Nilal oy jumlah Saham JumiahNilal o,
ominal Nominal

Modal Dasar 6.082.020.000 60.820.200.000 6.082.020.000 60.820.200.000
Pemegang Saham:

EBI* ; ; - 3649212000 36.492.120.000 60,00
SMM 2.493798.000 24.937.980.000 4100 634220385 6.342.203.850 10,43
IMEV 2.321.818.000 23.218.180.000 3818 582183615 5821.836.150 9,57
MAS 25000000  250.000.000 0,41 - ; -
VAS 25000000  250.000.000 0,41 ; ; -
Masyarakat 1216.404.000 12.164.040.000 20,00  1.216.404.000 12.164.040.000 20,00
Modal = Ditempatkan  dan ¢ 45 050000 60.820.200.000 100,00  6.082.020.000 60.820.200.000 100,00

Disetor Penuh

Saham dalam Portepel -

* sebagai entitas yang ditunjuk oleh LXI

Dalam hal pengambilalihan oleh Pembeli terjadi dan Pembeli menjadi Pengendali Perseroan yang baru,
maka Pembeli, selaku Pemegang Saham Pengendali baru, dikecualikan dari kewajiban sebagaimana
diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b POJK No. 9/2018, dimana Pengambilalihan telah
diungkapkan dalam prospektus penawaran umum efek bersifat ekuitas sepanjang pengungkapannya
telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai
bentuk dan isi prospektus dan prospektus ringkas dalam rangka penawaran umum efek bersifat ekuitas
dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah efektifnya pernyataan pendaftaran sebagaimana
diatur dalam Pasal 23 huruf n POJK No. 9/2018.

Sehubungan dengan hal di atas, berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 2 November 2023, dalam hal
pengambilalihan oleh Pembeli terjadi dan Pembeli menjadi Pengendali Perseroan yang baru, maka
Pembeli berkomitmen untuk tidak melepaskan pengendaliannya terhadap Perseroan baik secara
langsung maupun tidak langsung, paling kurang selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pernyataan
pendaftaran dinyatakan efektif oleh OJK.

Terkait dengan rencana perubahan pengendalian dalam Perseroan sebagaimana dijabarkan
sebelumnya di atas, pemegang saham Perseroan menyetujui untuk mengubah susunan pengurus
Perseroan, yang berlaku efektif jika dan sejak pengambilalihan pada Perseroan oleh Pembeli menjadi
efektif sebagaimana dimaksud dalam CSPA, hingga tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 berdasarkan Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 131 tanggal 20 November 2023, yang dibuat oleh Christina
Dwi Utami. S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat. Adapun susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah Pembeli menjadi pengendali baru dari Perseroan
adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama Sang Moo Lee

Direktur Chang Pyo Hong
Direktur Sebin Kim

Direktur Choi Min

Direktur Chang Whan Kim
Direktur Seungyeon Lee
Direktur Hendra Prawira
Direktur Victor Agung Susantyo
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DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama

Hyek Seo Koo

Komisaris Independen . Pintarso Adijanto

Komisaris

Stevano Rizki Adranacus

Lebih lanjut, apabila pengambilalihan Perseroan oleh LXI sebagaimana dimaksud dalam CSPA
tidak terjadi dan/atau CSPA diakhiri oleh para pihak dalam perjanjian tersebut, maka pengangkatan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris di atas menjadi batal tanpa diperlukan persetujuan Rapat Umum
Pemegang Saham lagi dan karenanya seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pada saat
ini menjabat akan tetap menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028.

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan:

Calon Dewan Komisaris

Hyek Seo Koo, Komisaris Utama

Warga Negara Korea Selatan, 56 tahun. Memperoleh gelar sarjana Bachelor
of Law di Sungkyunkwan University, Department of Law pada tahun 1991 dan
Executive Master of Business Administration di Finland Aalto University School
of Business pada tahun 2014.

Selain akan menjabat di Perseroan, jabatan lainnya diantaranya adalah sebagai
bagian dari Steel & Coal Team di LG International pada tahun 1996 sampai
2005, kemudian menjabat sebagai Representatif di LG International Beijing dari
tahun 2005 sampai 2008. Selanjutnya, menjabat sebagai Direktur Regional di LG
International Beijing dari tahun 2008 sampai 2009, Head of Coal Marketing Team
11 di LG International dari tahun 2009 sampai 2013. Setelah itu, menjabat sebagai
Vice President, Coal Business Division Il di LG International dari tahun 2013
sampai 2016, dan kemudian sebagai Vice President, Metal Business Division di
LG International Indonesia dari tahun 2016 sampai 2020. Selanjutnya, menjabat
sebagai Senior Vice President, Energy Business Unit di LG International dari
tahun 2020 sampai 2021, dan sebagai Senior Vice President, Natural Resource
Development Division di LX International dari tahun 2021 sampai 2022. Terakhir,
menjabat sebagai President Director di PT. LX International Indonesia dari tahun
2022 sampai sekarang.

Pintarso Adijanto, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 66 tahun. Memperoleh gelar Bachelor Degree in Civil
Engineering, University College London Tahun 1979.

Selain akan menjabat di Perseroan, jabatan lainnya di antaranya adalah sebagai
Presiden Direktur PT Bumi Raya Utama sejak tahun 1992 hingga saat ini,
Presiden Direktur PT Resource Alam Indonesia Tbk sejak tahun 1993 hingga
saat ini, Direktur PT Prakarsa Tani Sejati sejak tahun 1993 hingga tahun 2023,
Presiden Direktur PT Insani Baraperkasa dari tahun 2000 hingga 2018, Presiden
Direktur PT Globalindo Prima Raya sejak tahun 2017 hingga sekarang, Presiden
komisaris PT Insani Baraperkasa sejak tahun 2019 hingga sekarang, komisaris
PT Bumi Global Energi sejak tahun 2021 hingga sekarang, dan Komisaris
PT Sumber Raya Energi sejak tahun 2021 hingga sekarang.
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Direksi

Stevano Rizki Adranacus, Komisaris

Riwayat hidup Stevano Rizki Adranacus dapat dilihat pada sub bab Pengurusan
dan Pengawasan.

Sang Moo Lee, Direktur Utama

Warga Negara Korea Selatan, 47 tahun. Beliau menempuh pendidikan di Seoul
National University bidang Geo-System Engineering Department (Department of
Urban, Mining & Civil Engineering) pada tahun 2002.

Selain akan menjabat di Perseroan, jabatan lainnya diantaranya adalah sebagai
Steel & Coal Team di LG International dari tahun 2001 sampai 2007, Managing
Director di LGI Australia / Brisbane, Australia dari tahun 2007 sampai 2012, Head
of Development Team / Indonesia di PT BGE & MPP dari tahun 2012 sampai
2014, Head of Coal Investment Team 1 di LG International dari tahun 2014
sampai 2019, Head of Energy Biz. Development Division di LG International
dari tahun 2019 sampai 2021, Head of Energy Biz. Division 2 di LX International
dari tahun 2021 sampai Januari 2022, Head of Mineral Resources Development
Department di LX International dari Januari 2022 sampai Desember 2022, dan
Head of Indonesia Mineral Resources Business Department di LX International
dari Desember 2022 sampai 2023.

Chang Pyo Hong. Direktur

Warga Negara Korea Selatan, 48 tahun. Memperoleh gelar sarjana Bachelor of
Science dari Kyungpook National University Korea pada tahun 1999 serta meraih
Master of Engineering di Asian Institute of Technology Thailand dengan subyek
Geotechnical Engineering pada tahun 2005.

Selain akan menjabat di Perseroan, jabatan lainnya diantaranya adalah sebagai
Engineer di ESCO Engineers & Consultants Co., Ltd., South Korea dari tahun
1999 sampai 2003, Researcher di Geotechnical Consulting Group of Applied
Geology, Kyungpook National University, Korea dari tahun 2003 sampai 2005,
Researcher di Korea Railroad Research Institute, South Korea dari tahun 2005
sampai 2006, Production Manager di KIDECO, Indonesia dari tahun 2006
sampai 2009, Investment Manager di LGI, South Korea dari tahun 2009 sampai
2014, General Manager of Mine Plan Engineering di PT. Ganda Alam Makmur,
Indonesia dari tahun 2014 sampai 2017, dan Operation Director di PT. Ganda
Alam Makmur, Indonesia dari tahun 2017 sampai sekarang.
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Sebin Kim, Direktur

Warga Negara Korea Selatan, 44 tahun. Memperoleh gelar sarjana dari Sung
Kun Kwan University Korea bidang administrasi bisnis pada tahun 2008.

Selain akan menjabat di Perseroan, jabatan lainnya diantaranya adalah sebagai
PIC of all kind of overhead costs, assets, raw material in a factory di Hyundai
Transys dari tahun 2008 sampai 2010, PIC of managements of all oversea
subsidiaries di Hyundai Transys (forecasting, monthly closing) dari tahun 2010
sampai dengan 2011, PIC of consolidated financial statements di accounting team
di LG International dari tahun 2011 sampai 2017, CFO of Mega Prima Persada,
a coal mine subsidiary LG International dari tahun 2015 sampai tahun 2017,
CFO of Batubara Global Energy, a coal trading subsidiary di LG International dari
tahun 2018 sampai tahun 2019, Company wide profit managements di business
management team LX International dari tahun 2019 sampai Juni 2022, dan
sebagai petugas Profesional Indonesia Mineral Resources Business Department
dari Juni 2022 sampai sekarang.

Choi Min, Direktur

Warga Negara Korea Selatan, 53 tahun. Memperoleh gelar sarjana dari Han
Yang University Korea bidang departemen pendidikan pada tahun 1990 dan
Master Linguistics di University of Indonesia pada tahun 1997.

Selain akan menjabat di Perseroan, jabatan lainnya diantaranya adalah sebagai
GM & Director of Indonesia Coal Division di LG International Indonesia dari
tahun 2008 sampai 2018, Head of Future Business Solution di LG International
Indonesia dari tahun 2018 sampai 2019, Chief Representative LG International
Jakarta, dan Director of LX International Jakarta.

Chang Whan Kim, Direktur

Warga Negara Korea Selatan, 44 tahun. Memperoleh gelar sarjana dari
Kyungpook National University departemen Geology pada tahun 2007.

Selain akan menjabat di Perseroan, jabatan lainnya diantaranya adalah sebagai
PIC of The safety rating evaluator for Rock Cavern di Jurong Island, Singapore
di Hyundai Construction dan PIC of Management of structure impact caused by
blast vibration within blasting radius di Hyundai Construction dari tahun 2009
sampai tahun 2011. Beliau juga saat ini bekerja di LX International sebagai PIC of
Mine Engineer di operation Team of LX International,sebelumnya kerja sebagai
Geology Assistant Manager di Mega Prima Persada, a coal mine subsidiary di
LGI, Mine Plan dan Production Manager of Ganda Alam Makmur, a coal mine
subsidiary di LGl sejak tahun 2011.
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Seungyeon Lee, Direktur

Warga Negara Korea Selatan, 44 tahun. Memperoleh gelar sarjana dari Hankuk
University of Foreign Studies Jurusan Malay-Indonesian Language & Literature
sub-jurusan Business Trading pada tahun 2002.

Selain akan menjabat di Perseroan, jabatan lainnya diantaranya sebagai Cutting
& Sewing Assistant Manager PT. Dongjoe Indonesia in business of Athletic Shoe
Industry dari tahun Januari 2004 sampai November 2006, Planning Assistant
Manager PT. Dongjoe Indonesia in business of Athletic Shoe Industry dari tahun
2006 sampai Januari 2007, PIC of HR & GA of Samtan Co dari tahun 2007
sampai November 2009, HR & GA Manager of PT. Kideco Jaya Agung at Batu
kajang site East Kalimantan, a coal mine subsidiary in Samtan Co dari tahun
2009 sampai 2014, External Relationship Manager of PT. Kideco Jaya Agung
at Batu kajang site East Kalimantan, a coal mine subsidiary in Samtan Co dari
tahun 2014 sampai 2015, HR & GA Manager of Samtan Co. dari tahun 2015
sampai 2017, Administration Manager of PT. Sims Jaya Kaltim at Melak Site East
Kalimantan, a coal mine subsidiary in Samtan Co. dari tahun 2017 sampai 2018.
Beliau juga saat ini bekerja di LX International sebagai General Manager di PT.
Ganda Alam Makmur, coal mine subsidiary LXI sejak tahun 2018.

Hendra Prawira, Direktur

Riwayat hidup Hendra Prawira dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan
Pengawasan.

Victor Agung Susantyo. Direktur

Riwayat hidup Victor Agung Susantyo dapat dilihat pada sub bab Pengurusan
dan Pengawasan.

Setelah pengambilalihan Perseroan terjadi, maka berikut adalah proforma hubungan kepemilikan antara
Perseroan dengan Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum:

NATIONAL PENSON . " oy
LXHOLDING CORP. R GH A TREASURY STOCK PUBLIC (<5%)

24,70% 8,55%

59,55%
HERMAN HERRY
= L o
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85,00%
% 15,00% 29,99%

90,00% 1,00%
SMM EBI PUBLIC IMEV
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7,20%

I
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Setelah pengambilalihan saham Perseroan, LXI melalui EBI akan menjadi pengendali baru Perseroan
dan akan terjadi perubahan pengendali dan pemilik manfaat akhir dari Perseroan. Namun demikian,
berdasarkan konfirmasi LXI, tidak terdapat pemegang saham individual dari LXI dan EBI yang dapat
dikategorikan sebagai pengendali dan pemilik manfaat akhir berdasarkan ketentuan yang berlaku di
Indonesia. Oleh karena itu, pengendali dan pemilik manfaat akhir dari Perseroan nantinya adalah sama
seperti pengendali dan pemilik manfaat akhir dari entitas LXI lainnya yang ada di Indonesia, yaitu Yoon
Chunsung selaku Chief Executive Officer dari LXI.

Setelah pengambilalihan Perseroan terjadi, maka berikut adalah tabel proforma hubungan pengurusan
dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan:

Nama Pengurus Perseroan SMM IMEV EBI

Hyek Seo Koo Komisaris Utama - - -
Pintarso Adijanto Komisaris Independen - - -
Stevano Rizki Adranacus Komisaris Direktur - -
Sang Moo Lee Direktur Utama - - Direktur Utama
Chang Pyo Hong Direktur - - -
Sebin Kim Direktur - - Direktur
Choi Min Direktur - - -
Chang Whan Kim Direktur - - -
Seungyeon Lee Direktur - - -
Hendra Prawira Direktur - - -
Victor Agung Susantyo Direktur - Direktur -

Informasi Calon Pemegang Saham Pengendali

PT Energi Battery Indonesia (“EBI”) adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan
terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Energy
Battery Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian No. 15 tertanggal 4 Desember 2023 yang dibuat
di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan
dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0092491.AH.01.01.TAHUN 2023
tertanggal 4 Desember 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0244671.
AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 4 Desember 2023 (“Akta Pendirian EBI”).

Bahwa maksud dan tujuan EBI berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Akta Pendirian EBI ialah berusaha
dalam bidang sebagai berikut:

1. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200); dan
2. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209)

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, EBI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
berikut:

1. Menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan
kelompok. “Perusahaan Induk® tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya.
Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators)
dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; dan

2. Memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalah organisasi dan
manajemen lainnya, sepertinya perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan
keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya
manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat
mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi
manajemen oleh agronomis dan ekonomi agrikultural pada bidang pertanian dan sejenisnya,
rancangan dari metode dan prosedur akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja,
pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan,
pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa
pelayanan studi investasi infrastruktur.
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Bahwa struktur permodalan dan susunan pemegang saham EBI berdasarkan Akta Pendirian EBI adalah
sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp10,- Per Saham

Keterangan Jumlah Saham Nilai Nominal Saham %
(Lembar) (Rupiah)

Modal Dasar 400.000 40.000.000.000
Pemegang Saham:

LX International Corp. 99.990 9.999.000.000 99,99
PT LX International Indonesia 10 1.000.000 0,01
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 100.000 10.000.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 300.000 30.000.000.000 -

LXI adalah pengendali EBI. Namun demikian, berdasarkan konfirmasi LXI, tidak terdapat pemegang
saham individual dari LXI yang dapat dikategorikan sebagai pengendali dan pemilik manfaat akhir
berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, pengendali dan pemilik manfaat
akhir dari Perseroan nantinya adalah sama seperti pengendali dan pemilik manfaat akhir dari entitas
LXI lainnya yang ada di Indonesia, yaitu Yoon Chunsung selaku Chief Executive Officer dari LXI.

Bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris EBI adalah berdasarkan Akta Pendirian EBI
adalah sebagai berikut:

Direksi:
Direktur Utama : Sang Moo Lee
Direktur : Sebin Kim

Dewan Komisaris:
Komisaris : Eun Hyung Jo

Informasi mengenai LXI adalah sebagai berikut:
LX International Corp (“LXI”)
a. Sejarah Singkat

LX International Corp. beroperasi di bidang energi, bahan industri, dan bisnis solusi di seluruh
dunia. Perusahaan ini terlibat dalam pengembangan, investasi, pengoperasian tambang batu
bara dan bisnis perdagangan batu bara di Indonesia, Cina, Australia, dll. Perusahaan ini juga
beroperasi di perkebunan kelapa sawit di Indonesia, agro, dan usaha perdagangan makanan.
Selain itu, LX International Corp. juga berinvestasi, mengembangkan, dan mengoperasikan pabrik
pengolahan baja dan fasilitas pembangkit listrik, termasuk pembangkit listrik tenaga air, termal,
kogenerasi, dan petrokimia di Indonesia, Cina, Vietnam, India, dan Polandia. LX International Corp.
juga terlibat dalam pengembangan dan investasi dalam proyek-proyek pembangkit listrik tenaga
minyak dan gas di Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Kazakhstan. Selain itu, perusahaan ini juga
memperdagangkan resin sintetis, memasok produk petrokimia seperti etanol, MTBE, pendingin,
dan bahan kimia organik/anorganik, dan mempromosikan bisnis daur ulang plastik. Perusahaan
ini memproduksi dan memasok produk baja untuk peralatan rumah tangga dan kendaraan, serta
menjajaki bisnis baru yang berkaitan dengan logam nonferrous, seperti nikel dan litium, bahan inti
untuk baterai sekunder. Selain itu, perusahaan ini menyediakan layanan manajemen inventaris
vendor, termasuk pengadaan, bea cukai, pergudangan, dan transportasi berdasarkan jaringan
bisnis dan infrastruktur logistiknya, serta mengembangkan bisnis berbasis TIK generasi berikutnya.
Perusahaan ini sebelumnya dikenal sebagai LG International Corp. dan berganti nama menjadi
LX International Corp. pada bulan Juli 2021. LX International Corp. didirikan pada tahun 1953 dan
berkantor pusat di Seoul, Korea Selatan.

LXI merupakah perusahaan terbuka di Korea Selatan dan tercatat di Bursa Efek Korea (Korea
Stock Exchange) pada tahun 1976.
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b. Kegiatan Usaha Utama

Kegiatan usaha yang dilakukan LXI saat ini bergerak di bidang pengembangan sumber daya alam,

usaha perdagangan, infrastruktur industri, dan lain-lain.
c. Struktur Permodalan

Struktur permodalan LXI per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal 5.000 KRW, - per saham

Informasi Jumlah Saham Nilai Saham %
(lembar) (KRW)

Modal Dasar 160.000.000 800.000.000.000

Pemegang saham:

LX Holdings Corp 9.571.336 47.856.680.000 24,70
Layanan Pensiun Nasional Korea 3.315.101 16.575.505.000 8,55
Saham Treasury 2.792.098 13.960.490.000 7,20
Umum (<5%) 23.081.465 115.407.325.000 59,55
Modal ditempatkan dan disetor penuh 38.760.000 193.800.000.000 100,00

Penurunan modal ditempatkan dan disetor penuh

(spin off LG Fashion pada tahun 2006) 29.240.000

146.200.000.000

Saham Dalam Portepel 121.240.000

606.200.000.000

LX Holding Corp adalah pengendali LXI. Berdasarkan konfirmasi LXI, tidak terdapat pemegang
saham individual dari LX Holding Corp yang dapat dikategorikan sebagai pengendali dan pemilik
manfaat akhir berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, pengendali dan
pemilik manfaat akhir dari Perseroan nantinya adalah sama seperti pengendali dan pemilik manfaat
akhir dari entitas LXI lainnya yang ada di Indonesia, yaitu Yoon Chunsung selaku Chief Executive

Officer dari LXI.
d. Manajemen dan Pengawasan

Direksi:

Chun-sung Yoon sebagai CEO, Direktur eksekutif
Byeong-il Min sebagai CFO, Direktur eksekutif
O-joon Kwon sebagai Direktur Independen

Soo-il Chai sebagai Direktur Independen

Ihl-Soo Yang sebagai Direktur Independen

Lan Sohn sebagai Direktur Independen
Sung-kwan Choi sebagai Direktur Non-Eksekutif

NogohkrowNh-=

e. Hubungan Afiliasi dengan Perseroan

Perseroan dan Entitas Anak maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki hubungan afiliasi langsung maupun tidak langsung

dengan LXI.
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13) PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA DAN PIHAK AFILIASI

Perjanjian dan Pernyataan dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan

No. Nama Perjanjian Pihak Objek Jangka Waktu Perjanjian

1. Akta Perjanjian . Perseroan; Penunjukkan Trimegah, Berakhir dengan sendirinya segera
Penjaminan Emisi Valbury dan UOB sebagai setelah terjadinya salah satu dari
Efek Penawaran . SMM; Penjamin Pelaksana Emisi  peristiwa-peristiwa berikut ini:
Umum Perdana Efek dan Penjamin Emisi
Saham PT Adhi . IMEV; dan Efek. a. Pernyataan pendaftaran yang

Kartiko Pratama Tbk
Nomor 35 tertanggal
6 September 2023,
sebagaimana diubah
dengan (i) Akta
Perubahan | Atas
Perjanjian Emisi
Efek Penawaran
Umum PT Adhi
Kartiko Pratama Tbk
Nomor 13 tanggal

2 Oktober 2023, (ii)
Akta Perubahan I
Atas Perjanjian Emisi
Efek Penawaran
Umum PT Adhi
Kartiko Pratama Tbk
Nomor 20 tanggal

3 November 2023,
(iii) Akta Perubahan
Il Atas Perjanjian
Pengelolaan
Administrasi Saham
PT Adhi Kartiko
Pratama Tbk Nomor
120 tanggal 13
Desember 2023, dan
(iv) Akta Perubahan
IV Atas Perjanjian
Pengelolaan
Administrasi Saham
PT Adhi Kartiko
Pratama Tbk Nomor
301 tanggal 22
Desember 2023,
yang seluruhnya
dibuat di hadapan
Christina Dwi Utami,
S.H., M.Hum., M.Kn.,
Notaris di Kota
Administrasi Jakarta
Barat

. PT Trimegah Sekuritas

Indonesia Tbk
(“Trimegah”);

. PT KB Valbury Sekuritas

(“Valbury”);

PT UOB Kay Hian
Sekuritas (“UOB”).

diajukan kepada OJK menjadi
batal;

b. Pernyataan pendaftaran tidak
dinyatakan efektif dalam waktu
enam bulan setelah tanggal
laporan keuangan terakhir yang
diperiksa kantor akuntan publik
sebagaimana dimuat dalam
prospektus;

c. Dalam jangka waktu sejak
efektifnya pernyataan
pendaftaran sampai dengan
masa penawaran umum,
Perseroan membatalkan
penawaran umum;

d. Pencatatan saham di bursa tidak
dapat dilaksanakan pada hari
bursa kedua setelah berakhirnya
masa penawaran umum
saham yang ditawarkan dan/
atau tidak dipenuhinya syarat-
syarat pencatatan saham yang
ditawarkan di bursa sehingga
mengakibatkan penawaran
umum batal demi hukum;

e. Seluruh saham yang ditawarkan
telah habis terjual kepada
masyarakat dan pembayaran
telah diterima oleh pemegang
saham;

f. Tidak terpenuhinya salah satu
atau lebih ketentuan persyaratan
pendahuluan dalam Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek.
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No. Nama Perjanjian Pihak Objek Jangka Waktu Perjanjian

2. Akta Perjanjian a. Perseroan; dan Penunjukkan AJK sebagai  Selama saham Perseroan masih
Pengelolaan Biro Administrasi Efek untuk terdaftar/tercatat di BEI.
Administrasi Saham  b. PT Adimitra Jasa melaksanakan pengelolaan
Penawaran Umum Korpora (“AJK”). administrasi seluruh saham  Namun demikian, Perjanjian
Perdana Saham PT yang telah dikeluarkan oleh  Pengelolaan Administrasi Saham
Adhi Kartiko Pratama Perseroan. dapat berakhir dengan sendirinya
No. 36 tertanggal 6 pada saat terjadinya peristiwa di
September 2023, bawah ini:
sebagaimana
diubah dengan (i) . pernyataan efektif tidak diperoleh
Akta Perubahan selambat-lambatnya enam bulan
| Atas Perjanjian terhitung sejak tanggal laporan
Pengelolaan keuangan Perseroan terakhir
Administrasi Saham yang diaudit oleh akuntan
PT Adhi Kartiko sebagaimana dimuat dalam
Pratama Tbk prospektus;
Nomor 14 tanggal
2 Oktober 2023, (ii) b. dalam jangka waktu sejak
Akta Perubahan Pernyataan Efektif sampai
Il Atas Perjanjian dengan berakhirnya masa
Pengelolaan penawaran umum, Perseroan
Administrasi Saham membatalkan penawaran umum;
PT Adhi Kartiko
Pratama Tbk Nomor c. pencatatan saham tidak
121 tanggal 13 dilaksanakan dalam waktu
Desember 2023, dan satu hari kerja setelah tanggal
(iii) Akta Perubahan penyerahan saham yang
Il Atas Perjanjian pencatatan saham tersebut
Pengelolaan tidak dilakukan dengan alasan
Administrasi Saham tidak dipenuhinya persyaratan
PT Adhi Kartiko pencatatan pada Bursa Efek;
Pratama Tbk Nomor
302 tanggal 22 d. Seluruh hak dan kewajiban Para
Desember 2023, Pihak telah dipenuhi sesuai
yang seluruhnya dengan Perjanjian Pengelolaan
dibuat di hadapan Administrasi Saham ini.
Christina Dwi Utami,
S.H., M.Hum., M.Kn.,
Notaris di Kota
Administrasi Jakarta
Barat

3.  Perjanjian a. Perseroan; dan Pendaftaran Efek Bersifat -

Pendaftaran Efek
Bersifat Ekuitas di
PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia

No. SP-108/SHM/
KSEI/0923 tanggal 8
September 2023

b. KSEI

Ekuitas yang diterbitkan
di KSEI dalam bentuk
elektronik.

100



AKP

NICKEL MINING

Perjanjian Penjualan Nikel

No. Nama Perjanjian Pihak Objek LR Nilai
erjanjian
1. . Perjanjian Jual Beli Bijih . Perseroan Penjualan bijih nikel 13 Februari Perjanjian Turunan 1

Nikel No. 012A/AKP-AMA/
11/2023 tanggal 13 Februari
2023;

. Perjanjian Jual Beli Bijih

Nikel No. 016A/AKP-
AMAV/I1I/2023 tanggal 13
Maret 2023 sebagaimana
diubah dengan Addendum
| atas Perjanjian Turunan

| Perjanjian Jual Beli Bijih
Nikel No. 001/AKP-AMA/
1V/2023 tanggal 28 April
2023 (“Perjanjian Turunan
1”); dan

. Perjanjian Jual Beli Bijih

Nikel No. 019A/AKP-
AMA/V/2023 tanggal 6

April 2023 sebagaimana
diubah dengan Addendum
Pertama atas Perjanjian
Turunan Ketiga Perjanjian
Jual Beli Bijih Nikel No. 004/
AKP-AMA/LEGAL-COMMS/
ADD1/VI11/2023 tanggal

25 Juli 2023 (“Perjanjian
Turunan 3”).

(“PJB Nikel AMA”)

selaku penjual;
dan

. PT Agung

Mineral Abadi
(“AMA”) selaku
pembeli.

sebanyak 2.500.000
Wet Metric Ton
(“WMT”) dengan
selisih +/- 10%

dari total kuantitas
dengan rincian
sebagai berikut:

Perjanjian Turunan 1

Nickel (“Ni”):
1,80% typical
(rejection < 1,50%)

Fe (“Fe”):
15% - 30% typical

Moisture (“MC”):
30% - 35% typical

SiO,/MgO:
2,50 (maximum)

Perjanjian Turunan 3

Ni:
> 1,40% typical
(rejection < 1,00%)

Cobalt (“Co”):
>0,12%

Magnesium Oxide
(“MgO”):

< 5,00% (rejection >
9,00%)

Alunumion Oxide
(ALO,):
<9,00%

MC:
< 35%

Granularitas:

Bijih berukuran >
10mm kurang dari
5%

2023 -13
Februari 2024

Harga dasar bijih nikel
ditentukan dengan
ketentuan Free on Board
(“FOB”) berdasarkan
sertifikat analisis yang
dikeluarkan oleh surveyor
independen untuk tujuan
pelabuhan bongkar muat
PT Virtue Dragon Nickel
Industry, PT Obsidian
Stainless Steel dan

PT Gunbuster Nickel

Industry.
Harga Patokan Matokan
(‘HPM") Bijih Nikel %Ni x

Correction Factor (“CF”)
x Harga Mineral Acuan
(*HMA”) .o X (1-%MC)
AMA memberikan
Perseroan bonus
kuantitas pengapalan
dengan syarat berikut: (a)
bonus USD1,00 per WMT
untuk minimal kuantitas
150.000 WMT; dan (b)
bonus USD2,00 per WMT
untuk = 250.000 WMT.

Perjanjian Turunan 3

Berdasarkan hasil analisa
surveyor independent di
Pelabuhan muat dengan
kadar Ni 1,40%, kadar
MC < 35%, dan kadar
MgO < 5% (Reject > 9%)
untuk tujuan pelabuhan
bongkar muat PT Bintang
Delapan Terminal.

Harga bongkar muat
di pelabuhan sebesar
UsSD17,5.
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Perjanjian Operasional Pertambangan
No. Nama Perjanjian Pihak Objek I LA Nilai
erjanjian
1. Perjanjian Jasa 1. Perseroan; dan Perseroan 3 (tiga) tahun Besarnya biaya
Penambangan No. 045/ 2. PT Hillconjaya Sakti menunjuk HS untuk  yakni sejak kontrak produksi

AKP-HJS/XII/2022 tanggal
22 Desember 2022

(“HS”).

(“PJP Hillcon”)

melaksanakan
pekerjaan
penambangan nikel

dan memberikan hak

untuk melakukan
kegiatan prosedur
penambangan
(land clearing dan
grubbing, top soil

removal, over burden

dan waste removal,
ore getting, hauling
serta barging) yang
terdapat di lahan
konsesi Izin Usaha
Pertambangan
Operasi Produksi
Perseroan.

22 Desember
2022 hingga 22
Desember 2

025

penambangan untuk
tiap metrik ton basah
(Wet Metric Ton)
bijih nikel dimana
kadarnya mengacu
pada hasil COA
Loading Port

2. Perjanjian Kerjasama 1.
2. PT Anugerah Sakti
Konstruksi Utama

Perseroan; dan
Penambangan Terbatas

No. 035/AKP-EKS/VI11/2022
tanggal 1 Agustus 2022
sebagaimana diubah dengan
Addendum | atas Perjanjian
Kerjasama Penambangan
Terbatas No. 007/AKP-
Askon/11/2023 tanggal 23
Februari 2023

(‘Askon”).

(“PKS Penambangan
Terbatas Askon”)

Perseroan menunjuk

Askon untuk
melaksanakan
pekerjaan
penambangan
terbatas nikel
(Land Clearing and
Grubbing, Top Soil
Removal, Over
Burden dan Waste
Removal, Ore
Hauling serta Ore
Barging) di lahan
konsesi Perseroan

khusus di lokasi kerja

Sejak 1 Agustus
2022 sampai
dengan tanggal 31
Desember 2023

Bahwa sampai
dengan tanggal
Prospektus ini
diterbitkan, PKS
Penambangan
Terbatas Askon
tidak akan
diperpanjang dan
sedang dalam
proses pembuatan

Besarnya biaya
kontrak produksi
penambangan untuk
tiap metrik ton basah
(Wet Metric Ton)
bijih nikel ditetapkan
dengan nilai sebagai
berikut:

Dari pit ke EFO/
Stockpile Jetty
sebesar US$9,5
Produksi dari
pit ke tongkang
yakni US$10

area Blok A. kesepakatan
pengakhiran
perjanjian.

3.  Perjanjian Kerjasama No. 1. Perseroan; dan Perseroan Sejak tanggal Nilai kompensasi
036/AKP-EKS/VI11/2022 2. Askon. menunjuk Askon penandatanganan adalah sebesar USD
tanggal 1 Agustus 2022 untuk memberikan sampai dengan 13.5/WMT
tentang Kontraktor jasa Manajemen tanggal 31
Manajemen Pertambangan Pertambangan Desember 2023

sebagaimana diubah dengan
Addendum | atas Perjanjian
Kerjasama Kontraktor
Manajemen Pertambangan
No. 008/AKP-Askon/I1/2023
tanggal 23 Februari 2023

(“PKS Manajemen
Tambang Askon”)

Nikel pada lokasi
kerja dengan target
volume adalah
sebesar 100.000
WMT per bulan dan
kadar Ni sebesar
1,75%

Bahwa sampai
dengan tanggal
Prospektus ini
diterbitkan, PKS
Manajemen
Tambang Askon
tidak akan
diperpanjang dan
sedang dalam
proses pembuatan
kesepakatan
pengakhiran
perjanjian.
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No Nama Perjanjian Pihak Objek e e Nilai
erjanjian
1. Perjanjian Sewa Menyewa 1. PT Manggala Gelora Ruang Sewa di 5 (lima) tahun Uang Sewa Dasar
No. Referensi: MGP.009/X/ Perkasa (“MGP”) Lantai 9 seluas sejak Tanggal per meter persegi:

PSM-OFF/2022 tanggal 25
Oktober 2022

(“PSM Panin Tower”)

selaku pemberi
sewa; dan

. Perseroan selaku

penyewa.

778.50 m2 (lebih
kurang tujuh ratus
tujuh puluh delapan
koma lima puluh
meter persegi)

Awal Sewa hingga
Tanggal Akhir
Sewa, yakni sejak
15 Oktober 2022
sampai dengan 14
Oktober 2027

Rp225.000,-
ditambah PPN

Total Uang

Sewa sebesar
Rp10.509.750.000,-
ditambah PPN

2. Perjanjian Sewa Menyewa 1. Wirgawati Lintiewas Ruko 3 (tiga) lantai 2 (dua) tahun, Rp180.000.000,-
tanggal 1 Juni 2019 (“Wirgawati”) selaku yang terletak di JI.  terhitung mulai untuk periode 2
sebagaimana diubah pemberi sewa; dan  Melati/Sorumba No. tanggal 1 Juni tahun atau sebesar
dengan Addendum | . Perseroan selaku 80, RT 001, RW 03, 2023 sampai Rp90.000.000,- per
Perjanjian Sewa Menyewa penyewa. Kelurahan Anaiwoi, dengan tanggal 31 tahunnya di luar pajak
tanggal 31 Mei 2021 Kecamatan Kadia, Mei 2025 penghasilan

Kota Kendari,
(“PSM Kantor Kendari”) Provinsi Sulawesi
Tenggara

3. Perjanjian Sewa Menyewa 1. Perseroan selaku Fasilitas jalan Sejak tanggal Untuk pengangkutan
Penggunaan Fasilitas pemberi sewa; dan  angkut ore nikel penandatanganan dan perawatan jalan
Terminal Khusus Untuk . PT Kacci Purnama  dan fasilitas jetty di sampai dengan yaitu sebesar USD1,2
Sementara Melayani Indah (“KPI”) selaku  Terum Perseroan tanggal 31 untuk setiap ton ore
Kepentingan Umum No. penyewa. beserta dermaga Desember 2023 nikel yang dimuat

050/AKP-KCI/XI1/2022
tanggal 12 Desember
2022 sebagaimana diubah

sadarnya untuk
kegiatan pemuatan/
loading ke atas

Bahwa sampai
dengan tanggal

ke atas Tongkan
(Barge) berdasarkan
Certificate of

dengan Addendum | tongkang (barge) Prospektus ini Draught Survey

Perjanjian Sewa Menyewa diterbitkan, PSM  dari Independent

Fasilitas Terminal Khusus Jetty KPI akan Surveyor

Untuk Sementara diperpanjang dan

Melayani Kepentingan sedang dalam

Umum No. 007/AKP- proses pembuatan

KCI/V/2023 tanggal 16 kesepakatan

Agustus 2023 perpanjangan

atau addendum
(“PSM Jetty KPI") perjanjian.
Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi
No Nama Perjanjian Pihak SR H'll.bu[\gan Objek Janglfa V'\_Iaktu Nilai
Afiliasi Perjanjian
1. Perjanjian 1. Perseroan; Perseroan, AKS dan Ruang 5 (lima) tahun  Total Sewa
Sewa Bersama SHM merupakan kantor yang  sejak 15 Kantor adalah
Kantor Panin 2. PT Aries pihak terafliasi terletak di Oktober 2022 Rp194.440.375
Tower-Senayan Kencana dikarenakan Panin Tower dan berakhir setiap bulan yang
City No. 039A/ Sejahtera dikendalikan, baik ~ — Senanyan 14 Oktober mana pembagian
AKP-INT/X/2022 (“AKS”); dan langsung maupun City Lantai9 2027 biaya antar para
tanggal 25 tidak langsung, pihak adalah sebagai
Oktober 2022 3. PT Sotis Hotel dengan cara berikut:
Manajemen apa pun, dalam

(“PSB Panin (“SHM"). menentukan - Perseroan =
Tower”) pengelolaan dan/ Rp97.220.187,5

atau kebijakan
perusahaan oleh
pihak yang sama.

- AKS = Rp77.776.150
- SHM =
Rp19.444.037,5
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Sifat Hubungan

Jangka Waktu

No Nama Perjanjian Pihak Afiliasi Objek Perjanjian Nilai

2. Perjanjian . Perseroan selaku Perseroan dan Ruang kantor Sejak tanggal Tidak terdapat
Penggunaan penguasa Ruang TKU merupakan di Lantai 9 1 September kompensasi atas
Ruang Kantor Kantor; dan pihak terafiliasi Panin Tower 2023 dan terus penggunaan Ruang
tanggal 1 dikarenakan TKU Senayan berlaku selama Kantor
September 2023  TKU selaku dikendalikan, baik City (‘Ruang Ruang Kantor

pengguna Ruang langsung maupun Kantor”) masih dikuasai

(“PPRK Panin Kantor. tidak langsung, oleh Perseroan
Tower”) dengan cara

apa pun, dalam
menentukan
pengelolaan dan/
atau kebijakan
perusahaan oleh
Perseroan.

Seluruh pelaksanaan transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya
ditentukan berdasarkan negosiasi sebagaimana sama dengan pihak ketiga dan kesepakatan dengan
pihak Afiliasi yang relevan secara wajar (arm’s length).

Perjanjian Sehubungan Dengan Rencana Perubahan Kepengendalian Perseroan

No Nama Perjanjian Pihak Objek Tanggal Penting Nilai
1. Conditional Shares 1. SMM; Pelepasan 1. Tanggal Penyelesaian Sesuai dengan harga
Sale and Purchase 2. IMEV, kepemilikan (Completion Date) yakni penawaran dari
Agreement 3. MAS; saham oleh SMM, tanggal penyelesaian Penawaran Umum
tertanggal 2 4. VAS; dan IMEV, MAS, dan transaksi pengambilalihan Perdana Saham
November 2023 VAS masing- dilakukan. dikalikan dengan
(SMM, IMEV, masing sebesar jumlah saham yang
("CSPA") MAS, dan 1.859.577.615 2. Conditions Precedent End dijual oleh Penjual.
VAS secara lembar saham, Date adalah batas terakhir
bersama-sama 1.739.634.385 penyelesaian syarat-
disebut sebagai  lembar saham, syarat pendahuluan yakni
“Penjual”) 25.000.000 31 Desember 2023, atau
lembar saham dan pada tanggal lainnya yang
5. LXI 25.000.000 lembar disepakati secara tertulis oleh
(selanjutnya  saham kepada LXI. para pihak.
disebut
sebagai
“Pembeli”)
Catatan:

Sehubungan dengan CSPA di atas, Penjual dan Pembeli telah sepakat untuk menentukan tanggal, memberikan

persetujuan, dan/atau mengkonfirmasi beberapa ketentuan pada CSPA sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam

CSPA tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan dari LXI tertanggal 6 Desember 2023, yang merupakan

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari CSPA serta yang telah disepakati dan disetujui oleh Penjual, dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. Sepanjang syarat-syarat yang ditetapkan dalam dokumen transaksi telah dipenuhi, LXI akan melanjutkan
pengambilalihan saham Perseroan segera setelah pencatatan saham Perseroan di BEI atau paling lambat 5 (lima) hari
kerja setelah pencatatan saham Perseroan di BEI.

b. Mengacu pada Surat Pemberitahuan tertanggal 27 November 2023 yang diterbitkan oleh LXI, sehubungan dengan
persyaratan persetujuan dari otoritas pemerintah Korea terkait untuk transaksi tersebut, LXI menegaskan bahwa LXI
telah berkonsultasi dengan Bank of Korea mengenai rencana akuisisi saham di Perseroan, dan LXI telah menerima
tanggapan bahwa transaksi tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Bank of Korea tetapi hanya memerlukan
pemberitahuan kepada Hana Bank untuk memastikan kepatuhan terhadap pengendalian valuta asing di Korea. LXI
telah memberitahukan kepada Bank Hana berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Transaksi Valuta Asing tanggal 28
November 2023.

c. LXI akan menggunakan entitas afiliasinya, yang mayoritas dimiliki dan dikendalikan oleh LXI, untuk melaksanakan
akuisisi saham Perusahaan (“Perusahaan Afiliasi”). Opsi ini digunakan semata-mata untuk kepentingan struktur
investasi LXI di Indonesia. Perusahaan Afiliasi tersebut bernama PT Energy Battery Indonesia yang didirikan pada
tanggal 5 Desember 2023.

d. LXI telah secara resmi mengumumkan rencana akuisisi saham Perusahaan, yang juga diberitakan di media Korea,
sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Korea.

e. LXI tidak mempunyai niat untuk mengakhiri transaksi sepanjang seluruh ketentuan yang tercantum dalam dokumen
transaksi telah dipenuhi dan/atau tidak terdapat pelanggaran terhadap dokumen transaksi oleh Penjual.

104



AKP

NICKEL MINING

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenant)
yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

14) ASURANSI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki polis-polis asuransi dengan rincian sebagai

berikut:
dangka e isula Nilai 2l
No Nama Polis Penanggung Tertanggung Waktu B Total Premi Kepentingan yang
. ank Pertanggungan N
Asuransi Ditanggung

1. Polis Asuransi PT Asuransi  Perseroan 15 Oktober - Rp5.074.000,- Kerusakan Kantor yang
Gempa Bumi Sinar Mas 2023 - 15 Material (Content, beralamat di Panin
(Earthquake) No. Oktober Equipment & Tower Senayan
12.300.0028.20667 2024 Machineries): City, 9" Floor, Jalan

Rp3.000.000.000,- Asia Afrika Lot.
19, Jakarta Pusat

Laba Kotor (On 10270

Gross Profit):

Rp750.000.000,-

2. Polis Asuransi PT Asuransi  Perseroan 15 Oktober - Rp3.201.830,- Kerusakan Kantor yang
Semua Risiko Harta Sinar Mas 2023 - 15 Material (Content,  beralamat di Panin
Benda (Property Oktober Equipment & Tower Senayan
All Risk) No. 2024 Machineries): City, 9" Floor, Jalan
12.300.0028.20530 Rp3.000.000.000,- Asia Afrika Lot.

19, Jakarta Pusat
Laba Kotor (On 10270
Gross Profit):
Rp750.000.000,-

3. Public Liability PT Asuransi  Perseroan 15 Oktober - Rp2.525.000,- Rp4.000.000.000,- Kantor yang
Insurance Policy No. Sinar Mas 2023 - 15 beralamat di Panin
12.300.0028.01990 Oktober Tower Senayan

2024 City, 9" Floor, Jalan

Asia Afrika Lot.
19, Jakarta Pusat
10270

Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi atas aset-aset material Perseroan adalah memadai untuk
mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan.

15) ASET TETAP MATERIAL

Perseroan memiliki aset tetap material yang dimiliki dan terdaftar atas nama Perseroan berupa tanah,

yaitu sebagai berikut:

Nomor Sertifikat Lokasi Lua Masa
No. dan L Kota / Kelurahan o Berlaku Status Peruntukan
Nomor Surat Ukur P rovinsi Kabupaten S /Desa (i) Sampai
1. Hak Guna Bangunan Sulawesi Konawe Langgikima Lameruru 4.997 8 Oktober Tidak Terminal
No. 00002 Tenggara Utara 2032 dijaminkan Khusus /
Jetty
Surat Ukur No. 02/
Lameruru/2012
2. Hak Guna Bangunan Sulawesi Konawe Langgikima Lameruru 4.999 15 Tidak Terminal
No. 00005 Tenggara Utara Oktober  dijaminkan Khusus /
2032 Jetty
Surat Ukur No. 05/
Lameruru/2012
3. Hak Guna Bangunan Sulawesi Konawe Langgikima Lameruru 4.997 22 Tidak Terminal
No. 00007 Tenggara Utara Oktober  dijaminkan Khusus /
2032 Jetty

Surat Ukur No. 07/
Lameruru/2012
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Nomor Sertifikat Lokasi Luas _Masa
No. dan .. Kota / Kelurahan »  Berlaku Status Peruntukan
Nomor Surat Ukur P rovinsi Kabupaten AEETELA /Desa (m?) Sampai
4.  Hak Guna Bangunan Sulawesi Konawe Langgikima Lameruru 4.998 29 Tidak Terminal
No. 00010 Tenggara Utara Oktober  dijaminkan Khusus /
2032 Jetty
Surat Ukur No. 10/
Lameruru/2012
5. Hak Guna Bangunan Sulawesi Konawe Langgikima Lameruru 4.999 5 Tidak Terminal
No. 00012 Tenggara Utara November dijaminkan Khusus /
2032 Jetty
Surat Ukur No. 12/
Lameruru/2012
6. Hak Guna Bangunan Sulawesi Konawe Langgikima Lameruru 4.998 9 Tidak Terminal
No. 00014 Tenggara Utara November dijaminkan Khusus /
2032 Jetty
Surat Ukur No. 14/
Lameruru/2012
7. Hak Guna Bangunan Sulawesi Konawe Langgikima Lameruru 4.999 12 Tidak Terminal
No. 00016 Tenggara Utara November dijaminkan Khusus /
2032 Jetty
Surat Ukur No. 16/
Lameruru/2012
8. Hak Guna Bangunan Sulawesi Konawe Langgikima Lameruru 4.998 12 Tidak Terminal
No. 00017 Tenggara Utara November dijaminkan Khusus /
2032 Jetty
Surat Ukur No. 17/
Lameruru/2012
9. Hak Guna Bangunan Sulawesi Konawe Langgikima Lameruru 4.999 9 Tidak Terminal
No. 00018 Tenggara Utara November dijaminkan Khusus /
2032 Jetty
Surat Ukur No. 18/
Lameruru/2012
10. Hak Guna Bangunan Sulawesi Konawe Langgikima Lameruru 3.503 12 Tidak Terminal
No. 00019 Tenggara Utara November dijaminkan Khusus /
2032 Jetty
Surat Ukur No. 19/
Lameruru/2012
11. Hak Guna Bangunan Sulawesi  Konawe Langgikima Lameruru 2.441 12 Tidak Terminal
No. 00020 Tenggara Utara November dijaminkan Khusus /
2032 Jetty

Surat Ukur No. 20/
Lameruru/2012

16) KENDARAAN

Perseroan memiliki harta kekayaan berupa kendaraan bermotor yang dimiliki dan terdaftar atas nama
Perseroan, yaitu sebagai berikut:

No. No. Registrasi BPKB No. Polisi Merek dan Tipe Tahun Pembuatan
1. N-08879052 DT 5613 NF Sepeda Motor Yamaha BY8 A/T 2017
2. T-00155085 DT 2510 XF Sepeda Motor Honda 2022
3. 0-00331007 B 1897 PJN Toyota Fortuner 2.4G 4x4 A/IT 2018
4. Q-00679849 B 2646 PKO Isuzu TBR 54F Turbo L8 2020
5. N-04982376 B 9283 PBO Toyota Hilux 2.5G OC 4x4 M/T 2017
6. 0-00987002 B 9619 PAJ Mitsubishi Treton 2.5L SC HOX (4x4) MT 2018
7. J-06908737 B 9744 PBB Mitsubishi Strada CR 2.8 AM GLX MT 2012
8. J-06908738 B 9745 PBB Mitsubishi Strada CR 2.8 AM OC GLX MT 2012
9. S-05115917 B 1964 AKP Toyota Alphard SC 2.5 AT 2016
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17) PERLENGKAPAN DAN INVENTARIS KANTOR

Perseroan memiliki harta kekayaan berupa perlengkapan dan inventaris kantor, yaitu sebagai berikut:

MEREK JUMLAH KONDISI
NO NAMA BARAN DAN WARNA KETERANGAN LOCATION
° G UKURAN QTY MEASURE BAIK RUSAK G OCATIO
1  Electrik Washer 1400w Kuning 1 Buah R Dimusnakan Gudang
2 Vacum cleaner ALDO Hitam 1 UNIT v Dimusnakan Gudang
3 Showcase SHARP Putih 1 UNIT v Dimusnakan Gudang
4 Selang Karet Hitam 3 Rol \ Dikirim ke site Gudang
5 AC + Outdor STSEP Putih 1 Buah \ Gudang
Baju Pelampung
6 Dewasa Orange 2 Bal \ Gudang
Pelampung
7 Bundar Orange 9 Buah \ Gudang
8 Tikar Gulung Biru 1 Buah \ Gudang
9 Panci tinggi Metalik 1 Buah < Gudang
10 Dandang Susun Metalik 5 Buah \ Gudang
11 Mesin Giling Hijau 1 Buah RN Gudang
Alat Kapal Bp
12 Tyo 1 Box \ Gudang
13 Coolbox Putih 1 Buah \ Gudang
14 Coolbox Biru Muda 1 Buah \ Gudang
15 Rantang 4 Susun Metalik 1 Buah \ Gudang
16 Panci Kukus Metalik 1 Buah \ Gudang
Ember Karet Cap . s .
17 Besar Kuda Hitam 13 Buah \ Dikirim ke site Gudang
18 Emeraensi Liaht Kuning 2 Buah v Dimusnakan Gudang
19 9 9 Orange 2 Buah RN Dimusnakan Gudang
20 e Soees Honda Silver 2 UNIT V
21 P Yamaha _ Hitam 1 UNIT N
22 Belangan Goreng Grey 1 Buah \ Gudang
23 g}‘/‘fat Tidur Coklat 2 Buah N Dikirim ke site Gudang
24 Tangga Putih 1 Buah \ Gudang
25 Kipas Angin Maspion Putih 1 Buah \ Dimusnakan Gudang
26 Sikat Wc Grey 1 Buah S WC Gudang
27 Alat Pel Biru 2 Buah \ WC Gudang
SHARP . . Mes karyawan LT 2
28 AC 1PK Putih 1 Unit \ (Depan)
29 AC STQEP Putih 1 Unit \ Mes karyawan LT 2
30 Jemuran Kecil Alfa B Metalik 2 Buah \ Mes karyawan LT 2
Matras/spring Merah,
31 bed 90x200 Biru, Coklat 5 Buah \ Mes karyawan LT 2
32 Lemari Sinplas Coklat 2 Buah \ Mes karyawan LT 2
33 5Susun  Putih pink 2 Buah \ Mes karyawan LT 2
34 Tempat Sampah 3 Biru 3 Buah \ Mes karyawan LT 2
Rak Sepatu ; Ruang Belakang
35 piastik Pink ! Buah v Mess LT 2
. . Polytron . Kamar Mandi Mess
36 Mesin Cuci 8 Kg Hitam 1 Buah \ LT 2
37 Gayung Biru 1 Buah J Kamar '\Ifl.?gd' Mess
38 Ember Kecil Pink 1 Buah N Kamar landi Mess
39 Sikat Wc Biru 1 Buah N Kamar I\Ifl_?r;di Mess
40 Alat Pel Biru 1 Buah N Kamar andi Mess
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MEREK JUMLAH KONDISI

NO NAMA BARANG UKDUAR"j-\N WARNA QTY MEASURE BAIK RUSAK KETERANGAN LOCATION

41 Tempat Sampah Biru 2 Buah \ Dapur Mess LT 2

42 Dispenser Kirin Putih 1 Buah \ Dapur Mess LT 2
43 Futura Biru 1 Buah \ Dapur Mess LT 2
_44 Kursi Lion Star Merah 2 Buah \ Dapur Mess LT 2

45 Air Putih 2 Buah \ Dapur Mess LT 2

46 Meja Jati Coklat 1 Buah \ Dapur Mess LT 2

47 Rak Piring Orange 1 Buah \ Dapur Mess LT 2

48 Sendok Metalik 12 Lusin \ Dapur Mess LT 2

49 Tandon Air Kuning 1 Buah \ LT 3 Gudang

50 Komputer PC Hitam 1 Buah \

51 Laptop Asus Grey 1 Buah \

52 Laptop Asus Grey 1 Buah \

53 Laptop Asus Grey 1 Buah \

54 Laptop Asus Merah 1 Buah \

55 Printer Eheon  Hitam 1 Buah N

56 Printer EPSON  Hitam 1 Buah N

18) MESIN DAN PERALATAN

Perseroan memiliki harta kekayaan berupa mesin dan peralatan, yaitu sebagai berikut:

KODE KONDISI BARANG
NO NAMA BARANG MERK CARANG JuMLAH  saTuan PR
1 AC INDOR (RUSAK) 5 UNIT N
2 AC OUTDOR (RUSAK) 1 UNIT N
3 ACCU KABEL JUMPER STAT1 KJ 001 00 1 SET J
4 BOX BESI BESAR STA11 BB 002 00 1 PCS N
5 SELANG LAS POTONG STA11 SL 003 00 1 ROLL N
6 MESIN FOGGING STAT1 MF 004 00 1 UNIT N
7 ARTCO STAT1 AT 005 00 1 UNIT N
8 MESINALCON (RUSAK) 3 UNIT N
SELANG FLOW METER
g SEAY STA11 SF 006 00 1 PCS J
10 BELT SLING (PENGAMAN) STA11 BS 007 00 1 SET
DINAMO STARTER LISTRIK
M RUSAR) 1 UNIT J
12 DINAMO LISTRIK (BEKAS) 1 UNIT J
13 _FIRE STOP MOBIL 2 KALENG N
14 OLI TRANSMIS| 5 GALON N
DUDUKAN LAMPU JALAN
15 (BEKAS) 1 PCS \
16 MATA BOR MAKITA MAKITA STA11 MB 008 00 1 SET N
17 MESIN BOR BOSCH BOSCH STAT1 BR 009 00 1 UNIT N
18 MESIN GURINDA STAT1 MG 010 00 1 UNIT J
19 MESINBOR DUDUK WEST STA11 BR 011 00 1 UNIT J
LATE
20 ANTENATV (RUSAK) 1 UNIT N
21 RADIATOR (BEKAS) 1 PCS N
STA11TB 01200 -
22 ALAT TUBLES BAN RINIRE S 2 PCS J
MESIN GURINDA MERK
23 \MODERN (RUSAK) 1 UNIT
24 MESIN INVERTER LAS STAT1 ML 015 00 1 UNIT N
25 MESIN CHARGE ACCU STA11 CA016 00 1 UNIT N
26 COMPRESOR MULTI PRO STA11 CP 017 00 1 UNIT N

2 HT
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KODE KONDISI BARANG
NO NAMA BARANG MERK SARANG JuMLAH  saTuan PR
27 TOOLS MECHANIC STA11 TM 018 00 1 PCS N
STAT11JS 019 00 -
28 JACK STAND 3 TON RN 2 PCS J
29 BUND SCRUF STAM1 BS 021 00 1 PCS N
30 ALAT PRESS BAN MOBIL STA1 PB 022 00 1 SET N
31 POMPA MINYAK MANUAL STAT1 PM 023 00 1 PCS N
32 DONGKRAK BUAYA 30 TON STAT1 DB 024 20 1 UNIT N
33 POMPA GREASE STAT11 PG 025 00 1 PCS N
34 POMPAOLI STAT1 PO 026 00 1 PCS N
DONGKRAK BUAYA 9 TON
35 RUSAK) 1 UNIT N
36 TRAKEL 3 TON STAM TK 027 00 1 UNIT N
STAM PL 028 00 -
37 PALU 2kg ST A11 PL 030 00 3 PCS N
38 PALU 5kg STAM1 PL 03100 1 PCS N
39 PALU 10kg STAM1 PL 032 00 1 PCS N
) STAT1 KP 033 00 -
40 KUNCI PIPA 24 TEKIRO NN 2 PCS N
41 KUNCI RODA TRUCK STAT1 KR 035 00 1 PCS N
42 STAND KUNCISOCK 36 TOKU STAT1 SS 036 00 1 PCS N
43 KUNCI RODA 21 SELLERY STAT1 KR 037 00 1 PCS 3
STAT11 KR 038 00 -
44 KUNCI RODA ST A11 KR 039 00 2 PCS N
45 BETEL STAM1 BT 040 00 1 PCS J
46 PENGUKUR ANGIN STAM1 PA 041 00 1 PCS J
47 KUNCI SOCK NO. 10 MULTIPRO _ STA1 KS 042 00 1 PCS N
48 KUNCI SOCK NO. 9 MULTIPRO _ STAT1 KS 043 00 1 PCS N
49 KUNCI SOCK NO. 8 MULTIPRO __ STAT1 KS 044 00 1 PCS N
50 KUNCI SOCK NO. 7 MULTIPRO __ STAT1 KS 045 00 1 PCS N
51 KUNCI SOCK NO. 6 MULTIPRO __ STAT1 KS 046 00 1 PCS N
52 KUNCISOCK NO. 45 MULTIPRO __ STAT1 KS 047 00 1 PCS J
53 KUNCI SOCK NO. 5 MULTIPRO __ STAI1 KS 048 00 1 PCS 3
54 KUNCI SOCK NO. 19 CHROME STA11 KS 049 00 1 PCS J
VANADIUM
55 KUNCI SOCK NO. 20 KRISBOW STAT1 KS 050 00 1 PCS J
56 KUNCI SOCK NO. 17 MULTIPRO __ STA1 KS 051 00 1 PCS N
57 KUNCI SOCK NO. 19 KRISBOW STA11 KS 052 00 1 PCS N
58 KUNCI SOCK NO. 15 KRISBOW STAT1 KS 053 00 1 PCS N
59 KUNCI SOCK NO. 16 KRISBOW STAT1 KS 054 00 1 PCS N
60 KUNCI SOCK NO. 28 KRISBOW STAT1 KS 055 00 1 PCS N
61 KUNCI SOCK NO. 30 KRISBOW STAT1 KS 056 00 1 PCS N
62 KUNCI SOCK NO. 32 KRISBOW STAT1 KS 057 00 1 PCS J
63 KUNCI SOCK NO. 27 KRISBOW STAT1 KS 058 00 1 PCS J
64 KUNCI SOCK NO. 25 KRISBOW STAT1 KS 059 00 1 PCS J
65 KUNCI SOCK NO. 23 KRISBOW STA11 KS 060 00 1 PCS N
66 KUNCI SOCK NO. 24 KRISBOW STA11 KS 061 00 1 PCS N
67 KUNCI SOCK NO. 25 MULTIPRO __ STAT1 KS 062 00 1 PCS N
68 KUNCI SOCK NO. 21 KRISBOW STAT1 KS 063 00 1 PCS N
69 KUNCI SOCK NO. 24 TEKIRO STAT1 KS 064 00 1 PCS N
70 STAND KUNCI SOCK 250 _ KRISBOW STAT1 SS 065 00 1 PCS N
71 DIGITAL MULTIMETER 2”3%";' PRODT o1 A11 DM 066 00 1 PCS J
72 TOOL BOX STAM1 TX 067 00 1 PCS J
73 BETEL KECIL STA1 BT 068 00 1 PCS 3
74 STAND KUNCI SOCK 125 KRISBOW STAT1 SS 069 00 1 PCS J
STAT1 KL 070 00 -
75 KUNCI L KECIL RN 7 PCS N
76 KUNCI SOCK NO. 19 MULTIPRO __ STA1 KS 077 00 1 PCS N
77 KUNCI SOCK NO. 8 MULTIPRO __ STAT1 KS 078 00 1 PCS N
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KODE KONDISI BARANG
NO NAMA BARANG MERK ST JUMLAH  SATUAN AR L
78 KUNCI SOCK NO. 24 MULTI PRO ST A11 KS 079 00 1 PCS N
79 KUNCI SOCK NO. 13 KRISBOW ST A11 KS 080 00 1 PCS N
STA11 KS 08100 -
80 KUNCI SOCK NO. 17 KRISBOW ST A11 KS 082 00 2 PCS v
ST A11 KS 083 00 -
81 KUNCI SOCK NO. 14 TEKIRO ST A11 KS 084 00 2 PCS v
82 KUNCI SOCK NO. 24 TEKIRO ST A11 KS 085 00 1 PCS N
83 KUNCI SOCK NO. 15 TEKIRO ST A11 KS 086 00 1 PCS N
84 KUNCI SOCK NO. 18 MULTI PRO ST A11 KS 087 00 1 PCS N
85 KUNCI SOCK NO. 30 MULTI PRO ST A11 KS 088 00 1 PCS N
86 KUNCI SOCK NO. 13 MULTI PRO ST A11 KS 089 00 1 PCS N
ST A11 KS 090 00 -
87 KUNCI SOCK NO. 14 MULTI PRO ST A11 KS 091 00 2 PCS N
88 KUNCI SOCK NO. 21 MULTI PRO ST A11 KS 092 00 1 PCS N
89 KUNCI SOCK NO. 19 MULTI PRO ST A11 KS 093 00 1 PCS v
90 KUNCI SOCK NO. 21 TEKIRO ST A11 KS 094 00 1 PCS v
91 KUNCI SOCK NO. 22 KRISBOW ST A11 KS 095 00 1 PCS N
92 KUNCI SOCK NO. 27 MULTI PRO ST A11 KS 096 00 1 PCS N
93 KUNCI SOCK NO. 30 TOKU ST A11 KS 097 00 1 PCS N
94 KUNCI SOCK NO. 32 MULTI PRO ST A11 KS 098 00 1 PCS N
95 KUNCI SOCK NO. 30 SP ST A11 KS 099 00 1 PCS N
96 KUNCI NO. 16 KRISBOW ST A11 KC 100 00 1 PCS N
STANG KUNCI SOCK
97 (PANJANG) MULTI PRO STA11SS 101 00 1 PCS N
STANG KUNCI SOCK
98 (PENDEK) MULTI PRO STA11 SS 102 00 1 PCS v
CHROME
99 OBENG PLAT BESAR VANADIUM STA11 OP 103 00 1 PCS v
CHROME
100 OBENG PLAT KECIL VANADIUM ST A11 OP 104 00 1 PCS N
101 BETEL SEDANG STA11 BT 105 00 1 PCS N
102 STANG PEGANGAN KARET MULTI PRO ST A11 SS 106 00 1 PCS N
CHROME
103 OBENG BUNGA VANADIUM ST A11 OB 107 00 1 PCS N
104 KUNTI T SOCK NO. 7 MULTI PRO ST A11 KT 108 00 1 PCS N
ST A11 KY 109 00 -
105 KUNCIY ST A11 KY 110 00 2 PCS N
106 KUNCI L WIPRO ST A11 KL 111 00 1 PCS N
107 TANG SPI STA11 TS 112 00 1 PCS v
108 TANG STA11 TG 113 00 1 PCS v
109 KUNCILNO. 8 MULTI PRO ST A11 KL 114 00 1 PCS N
110 KUNCI L NO. 10 (PENDEK)  MULTI PRO STA11 KL 115 00 1 PCS N
111 KUNCILNO. 8 TEKIRO ST A11 KL 116 00 1 PCS N
112 KUNCI L NO. 17 KG STA11 KL 117 00 1 PCS N
113 KUNCI L NO. 12 TEKIRO ST A11 KL 118 00 1 PCS N
114 KUNCI L NO. 10 TEKIRO ST A11 KL 119 00 1 PCS N
115 KUNCI L NO. 10 (PANJANG) MULTI PRO ST A11 KL 120 00 1 PCS N
STA11 KL 12100 -
116 KUNCI L NO. 12 FIGHT ST A11 KL 122 00 2 PCS \
CHROME
117 KUNCI RING 22/24 MOLYBDENUM STA11 KR 123 00 1 PCS \
118 KUNCI RING 20/22 FUKUNG STA11 KR 124 00 1 PCS N
CHROME
119 KUNCI RING 24/27 MOLYBDENUM STAT1 KR 12500 1 PCS N
120 KUNCI RING 16/17 TEKIRO ST A11 KR 126 00 1 PCS N
STA11 KR 127 00 -
121 KUNCI RING 22/24 TEKIRO ST A11 KR 128 00 2 PCS N
122 KUNCI RING 6/7 TEKIRO ST A11 KR 129 00 1 PCS N
123 KUNCI RING 6/7 MULTI PRO ST A11 KR 130 00 1 PCS N
124 KUNCI RING 10/11 MULTI PRO STA11 KR 131 00 1 PCS N
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KODE KONDISI BARANG
NO NAMA BARANG MERK BARANG JUMLAH SATUAN BAIK RUSAK
125 KUNCI PASS 14/15 KRISBOW STA11 KP 132 00 1 PCS N
POWER
126 KUNCI PASS 30/32 MAMMOTH STA11 KP 133 00 1 PCS N
127 KUNCI PASS 20/22 MULTI PRO STA11 KP 134 00 1 PCS N
128 KUNCI PASS 16/17 MULTI PRO STA11 KP 135 00 1 PCS N
129 KUNCI PASS 14/15 MULTI PRO STA11 KP 136 00 1 PCS N
130 KUNCI PASS 6/7 MULTI PRO STA11 KP 137 00 1 PCS N
CHROME
131 KUNCI RING PASS 24/24 VANADIUM STA11 RP 138 00 1 PCS N
CHROME
132 KUNCI RING PASS 22/22 VANADIUM STA11 RP 139 00 1 PCS N
133 KUNCI RING PASS 24/24 DROP FORGET STA11 RP 140 00 1 PCS N
134 KUNCI RING PASS 22/22 KBM STA11 RP 141 00 1 PCS N
135 KUNCI RING PASS 18/18 BLUE POINT STA11 RP 142 00 1 PCS N
136 KUNCI RING PASS 24/24 KBM STA11 RP 143 00 1 PCS N
137 KUNCI RING PASS 6/6 TEKIRO STA11 RP 144 00 1 PCS N
138 KUNCI RING PASS 15/15 TEKIRO STA11 RP 145 00 1 PCS N
139 KUNCI RING PASS 17/17 TEKIRO STA11 RP 146 00 1 PCS N
140 KUNCI RING PASS 22/22 TEKIRO STA11 RP 147 00 1 PCS N
141 KUNCI RING PASS 32/32 TEKIRO STA11 RP 148 00 1 PCS N
STA11 RP 149 00 -
142 KUNCI RING PASS 24/24 TEKIRO STA11 RP 150 00 2 PCS N
143 KUNCI T 8mm TEKIRO STA11 KT 151 00 1 PCS N
144 KUNCI T 12mm TEKIRO ST A11 KT 152 00 1 PCS \
145 PISTON RING COMPRESOR STA11 RC 153 00 1 PCS N
146 TOOLS DIGITAL CAPILER 6” STA11 DC 154 00 1 PCS N
147 TANGGA STA11 TA155 00 1 PCS N
148 MESIN PENCUCI MOBIL LAKONI STA11 CM 201 22 1 UNIT N
149 TOOL BOX TEKIRO STA11TB 202 22 1 UNIT N
150 Kunci Sock 24mm Tekiro 1 Pcs N
151 Kunci Sock 22mm Tekiro 1 Pcs N
152 Kunci Sock 21mm Tekiro 1 Pcs N
153 Kunci Sock 19mm Tekiro 1 Pcs \
154 Kunci Sock17mm Tekiro 1 Pcs N
155 Kunci Sock 14mm Tekiro 1 Pcs N
156 Kunci Sock 13mm Tekiro 1 Pcs N
157 Kunci Sock 12mm Tekiro 1 Pcs N
158 Kunci Sock 10mm Tekiro 1 Pcs N
159 Kunci Sock 15mm Tekiro 1 Pcs N
160 Kunci Sock 21mm Tekiro 1 Pcs N
161 Kunci Sock 13mm Toku 1 Pcs V
162 Kunci Sock Toku 3 Pcs \
163 KunciL 1 Pcs N
164 Kunci Filter Tekiro 1 Pcs N
165 Obeng Plat 6x38mm Tekiro 2 Pcs \
166 Kunci Ring 14-17 Tekiro 1 Pcs N
167 Kunci Ring 12-14 Tekiro 1 Pcs N
168 Kunci Ring 10-11 Tekiro 1 Pcs N
169 Kunci Pass 17-19 Tekiro 1 Pcs N
170 Kunci Pass 15-14 Drop Forget 1 Pcs N
171 Kunci Pass 14-17 Tekiro 1 Pcs V
172 Kunci Pass 12-14 Tekiro 1 Pcs N
173 Kunci Pass 6-8 Tekiro 1 Pcs N
174 Stang China 1 Pcs N
175 Tang Potong Tekiro 1 Pcs N
Chrome
176 Kunci Inggris 8”-200mm Vanadium ! Pes v
177 Kunci Inggris 12-300mm Forged Steel 1 Pcs N
178 Palu Tekiro 1 Pcs N
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NO NAMA BARANG MERK BARANG JUMLAH SATUAN BAIK RUSAK
179 Obeng Plat 2 Pcs \
180 Obeng Bunga 2 Pcs \
181 Obeng Plat 3,2x75mm Tekiro 2 Pcs N
182 Obeng Bunga 1 Pcs \
183 Stang Panjang Tekiro 1 Pcs \
184 Obeng Plat 8"x8mm Tekiro 1 Pcs \
185 Obeng Plat 6"x8mm Tekiro 1 Pcs \
186 Stang Tekiro 1 Pcs N
187 Stang Tekiro 1 Pcs N
188 Tang Tekiro 1 Pcs N
189 Kikir 1 Pcs N
190 Sikat Kawat 1 Pcs \
191 TANG SPIT Tekiro STA11 TS 196 21 1 Pcs \
192 Rak Besi 1 UNIT J
193 Ragum Putar Krisbow 2 UNIT \
194 Mesin Las Lakoni STA11 ML 015 22 1 UNIT V
195 Mesin Charge Accu Maxtron CB-30 ST A11 CA016 22 1 UNIT \
196 Mesin Somil
197 Mesin Skap Listrik
198 Mesin Skap Makita
199 Mesin Gurinda Modern STA11 MG 156 19
200 Mesin Bor Korea STA11 BR 157 19
201 Mesin Amplas Modern STA11 MA 158 19
202 Palu Keramik STA11 PK 159 19
203 Mesin Senso ST A11 MS 160 20
204 Kikir Senso STA11KS 161 20
205 K?kir Kecil Untuk Gergaiji STA11 KS 162 19

Biasa
206 Gergaji Tangan STA11 GG 163 19
207 Meter Ukuran 5 Meter ST A11 MT 164 20
208 Meter Ukuran 3 Meter ST A11 MT 165 19
209 Pahat Besar ST A11 PT 166 20
210 Batu Gosok STA11 BG 167 19
211 Linggis STA11 LG 168 19
212 Gunting Seng STA11 GS 169 19
213 Palu STA11 PL170 21

STA11SS 178 22 -

214 Sendok Semen STA11 SS 180 22

215 Pahat STA11 PT 181 22
216 Aldo Hole Saw (Mata Bor STA11 MB 202 22
Bulat)

217 Mesin Somil Makita 5800nb ST A11 MS 203 22

218 Tenda Pesta

219 Mesin Skap Makita N19000b

Mesin Senso Kayu Stihl

220 Ms-070
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19) PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS, DAN DIREKSI PERSEROAN
SERTA ENTITAS ANAK, KOMISARIS

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak maupun masing-
masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang menghadapi
atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara yang bersifat material, baik perkara perdata, pidana,
kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), tata usaha negara, hubungan
industrial, arbitrase, persaingan usaha tidak sehat, dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan
terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan Perseroan serta Entitas Anak
maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak juga tidak
pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apapun klaim dari pihak manapun serta tidak
sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun di luar lembaga peradilan
termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan, atau suatu sengketa hukum atau
perselisihan apapun diluar lembaga peradilan yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan
usaha Perseroan dan Entitas Anak. Selanjutnya, Perseroan dan Entitas Anak juga tidak sedang
menghadapi perkara-perkara di lembaga peradilan manapun di luar negeri yang berdampak material
serta dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung atas kelangsungan kegiatan usaha
Perseroan dan Entitas Anak dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana
Penawaran Umum Perdana Saham dan rencana penggunaan dananya.

20) KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN
1. UMUM

Dengan menduduki peringkat pertama dalam hal produksi, Indonesia adalah contoh utama negara
yang ingin ikut serta dalam ledakan pasar nikel. Produksi logam dasar ini telah berkembang pesat dari
345.000 metrik ton (MT) di tahun 2017 menjadi 1,6 juta MT di tahun 2022. Indonesia juga memiliki 21
juta MT cadangan nikel.

Indonesia secara aktif membangun industri baterai kendaraan listrik, dan kedekatan Indonesia dengan
China, pemimpin dunia dalam manufaktur kendaraan listrik saat ini, menjadikannya lokasi yang ideal.
Pada Mei 2021, Indonesia menyambut baik pengoperasian pabrik pertamanya yang memproses
nikel untuk digunakan dalam baterai EV. Beberapa proyek serupa dilaporkan sedang dalam tahap
perencanaan, menurut Pusat Studi Strategis dan Internasional. “Hanya dalam waktu tiga tahun,
Indonesia telah menandatangani lebih dari selusin kesepakatan senilai lebih dari $ 15 miliar untuk
bahan baterai dan produksi mobil listrik dengan produsen global,”

Perseroan merupakan kontributor utama dalam industri bijih nikel global. Indonesia diharapkan akan
menyumbang sekitar setengah dari pertumbuhan produksi nikel global antara tahun 2021 dan 2025,
dan keberhasilan proyek-proyek HPAL di Indonesia dianggap sebagai kunci pasokan global nikel untuk
baterai di masa depan, paling tidak dalam waktu dekat. Sumber daya nikel Indonesia sangat melimpah,
dengan tambang-tambang tersebar di berbagai wilayah. Sebagian besar lokasi ekstraksi nikel yang
paling signifikan, termasuk yang dioperasikan oleh Perseroan terletak di Sulawesi.

Lokasi penambangan Perseroan berada di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Posisi strategis tersebut memberikan beberapa keuntungan bagi pelaksanaan operasi penambangan
Perseroan. Mayoritas lokasi tambang, termasuk tambang milik Perseroan, berada dekat dengan pantai,
yang memungkinkan pengangkutan sumber daya dalam jarak yang relatif dekat. Lokasi tambang
Perseroan hanya berjarak 600 meter dari dermaga, yang menegaskan komitmen Perseroan untuk
efisiensi operasional. Selain itu, tambang kami mudah diakses dari pusat kota Kendari, dengan jarak
tempuh sekitar lima jam dari kota ke lokasi tambang. Aksesibilitas ini menekankan kemudahan dan
efisiensi operasional Perseroan.
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~ Lokasi penambangan utama Perseroan yang terletak deka

Perseroan berkomitmen untuk menyediakan bijih nikel berkualitas tinggi bagi pelanggan Perseroan.
Dengan berfokus pada keberlanjutan, keselamatan, dan inovasi, Perseroan berupaya menjadi
perusahaan yang bertanggung jawab dan memberikan dampak positif pada masyarakat di wilayah
Perseroan beroperasi.

Perseroan percaya bahwa kesuksesan yang diraih adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi karyawan,
dan Perseroan bangga dengan komitmen terhadap standar keselamatan tertinggi. Operasi Perseroan
dijalankan sesuai dengan peraturan yang ketat, menciptakan lingkungan kerja yang aman, bermanfaat,
dan memuaskan, serta memupuk budaya inovasi dan kolaborasi yang memungkinkan kami tetap
menjadi yang terdepan dalam industri.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang
telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan
adalah sebagai berikut:

VISI
Menjadi Perusahaan skala internasional asal Indonesia yang unggul dalam bidang pertambangan dan
pengolahan bijih nikel.

MISI

e Melindungi kepentingan seluruh Stakeholders lewat pola pengoperasian tambang secara Good
Mining Practice (GMP).

e Meningkatkan kesejahteraan sosial dari masyarakat lingkar tambang PT AKP.

e Meningkatkan Shareholder’s Value melalui manajemen Perusahaan yang handal dan
mengedepankan Good Corporate Governance (GCG).

e Menerapkan pola Environment, Social, and Governance (ESG) untuk menjaga kelestarian
lingkungan dengan meminimalkan emisi

e karbon di seluruh kegiatan operasional kami.
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Nilai-nilai Perseroan
Kami teguh dalam kepatuhan terhadap praktik-praktik pertambangan terbaik pertambangan terbaik,
kepatuhan kepatuhan, jaminan, dan prioritas inisiatif reklamasi

e Integrity
Mempertahankan hubungan yang etis dan dapat dipercaya dengan semua pemangku kepentingan
kami, menggarisbawahi komitmen kami terhadap transparansi dan kejujuran.

e Agility
Secara aktif dan adaptif menyesuaikan sistem dan prosedur operasional kerja Perseroan untuk
menyikapi perubahan tren dan tantangan di industri pertambangan

e Responsibility
Bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan dampak positif
khususnya kepada kehidupan sosial dan lingkungan lingkar tambang

e Commitment
Dedikasi kami untuk menjaga kepercayaan dari para pelanggan dan pemasok dengan memastikan
kualitas produk yang unggul.

e Teamwork
Kami percaya bahwa kekuatan kami terletak pada persatuan kolaborasi kolektif dan kerja sama tim
yang efektif merupakan tulang punggung operasi kami.

Interaksi yang kooperatif di antara para pemegang saham berperan penting dalam memperkuat operasi
Perseroan dan mendorong pertumbuhannya, dengan tetap menghormati hukum dan peraturan yang
berlaku. Struktur organisasi disesuaikan dengan kinerja, memanfaatkan keterampilan dan kemahiran
personel, serta meningkatkan kesatuan tim melalui komunikasi, koordinasi, verifikasi, dan eksekusi yang
efektif. Perseroan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan kerja untuk menciptakan lingkungan
yang kondusif bagi kegiatan operasional di lokasi penambangan.

2. KEGIATAN USAHA

Berikut adalah flow proces dari kegiatan usaha Perseroan dalam eksplorasi, pertambangan, dan
penjualan bijih nikel (nickel ore):

Exploration —> B COEE G — Production
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Exploration:

Proses eksplorasi merupakan tahap awal yang krusial dalam operasi kami, di mana kami berfokus
pada identifikasi dan penelitian potensial sumber daya nikel di lokasi yang telah ditentukan. Kami
mematuhi standar JORC dengan ketat, mengandalkan metode bor tradisional yang memberikan
informasi yang luas tentang kualitas bijih nikel di dalam zona eksplorasi. Untuk memperoleh
data yang semakin akurat, kami tidak hanya mengandalkan teknik konvensional, tetapi juga
memanfaatkan teknologi canggih seperti pemetaan topografi Ground Penetrating Radar (GPR)
dan LIDAR. Integrasi data yang kami peroleh dari berbagai teknik tersebut menjadi dasar bagi
kegiatan produksi kami. Para insinyur tambang kami menggunakan data yang akurat ini untuk
menggambarkan dan menentukan lokasi lubang tambang yang strategis. Setelah lokasi-lokasi ini
diidentifikasi, kami segera berkomunikasi dengan departemen produksi untuk memulai operasi
penambangan. Sementara itu, upaya eksplorasi kami terus berlanjut, tidak hanya untuk memastikan
kelangsungan produksi di masa depan, tetapi juga untuk menemukan zona-zona potensial baru di
dalam batas-batas izin kehutanan (IPPKH).

Proses eksplorasi kami juga melibatkan pengumpulan data geologi, geofisika, dan geo-kimia
dengan teliti, yang digunakan untuk menilai potensi tambang di wilayah tersebut. Kami juga
melakukan pengujian dan analisis mendalam terhadap sampel-sampel yang kami kumpulkan untuk
menentukan kandungan nikel dalam bijih. Semua langkah ini adalah bagian integral dari usaha
kami untuk memastikan bahwa sumber daya nikel kami diidentifikasi dengan akurat, dieksploitasi
secara efisien, dan dapat berkontribusi secara berkelanjutan terhadap kegiatan produksi kami yang
berkualitas.

Mine Engineering:

Dalam tahap perencanaan dan pengembangan tambang, kami mengawali proses dengan
merancang tambang berdasarkan hasil eksplorasi yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini
melibatkan penentuan metode penambangan yang paling efisien sesuai dengan karakteristik
geologi dan kualitas bijih yang telah diidentifikasi. Selain itu, kami juga berfokus pada pengembangan
infrastruktur tambang yang komprehensif, termasuk pembangunan jalan, pengadaan peralatan
pertambangan yang modern, serta instalasi penambangan yang diperlukan. Dalam upaya kami
untuk menjaga keselamatan kerja dan lingkungan, kami telah mengimplementasikan sistem
manajemen yang ketat dan terpadu untuk memastikan bahwa operasi tambang berjalan dengan
aman dan berdampak minimal terhadap lingkungan sekitar. Semua ini adalah bagian integral dari
komitmen kami untuk mengelola tambang dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Production:

Perseroan saat ini mengoperasikan sejumlah tambang terbuka dengan pendekatan sistematis yang
telah terbukti efisien dalam produksi bijih nikel. Setelah proses ekstraksi bijih nikel dari tambang,
Perseroan dengan cermat mengumpulkan sampel-sampel yang representatif dan mengirimkannya
ke laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan lengkap untuk analisis komprehensif. Hasil
pengujian ini memberikan gambaran akurat tentang kualitas bijih yang telah diekstraksi, dan bijih-
bijih tersebut kemudian disimpan yang telah ditentukan.

Tim manajemen stockpile berperan penting dalam mengkoordinasikan pemindahan bijih ke area
stockpile akhir yang telah ditentukan. Pada tahap ini, Perseroan menerapkan teknik pencampuran
yang cermat untuk mencapai kualitas bijih yang diinginkan dan sekaligus mengurangi kadar air.
Bijih yang telah melalui proses pencampuran ini juga menjalani pengambilan sampel tambahan
untuk memastikan kualitas akhir sebelum disiapkan untuk pengiriman. Salah satu keuntungan
utama dari lokasi tambang Perseroan adalah posisi strategis dari area penimbunan akhir yang
berdekatan dengan dermaga. Posisi tersebut mengurangi jarak pengangkutan untuk pengiriman,
mengoptimalkan efisiensi operasional Perseroan. Selain itu, dermaga yang luas mampu
menampung hingga sembilan tongkang secara bersamaan, menjadikannya aset berharga dalam
merampingkan seluruh proses pengiriman. Dengan demikian, Perseroan menjaga standar kualitas
tinggi dalam pengolahan dan pengiriman bijih nikel kami.
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4) QA & QC (Quality Assurance & Quality Control):

Pentingnya memastikan kualitas bijih nikel yang diekstraksi menjadi dasar utama bagi kami dalam
mendirikan laboratorium yang dilengkapi dengan tiga mesin XRF. Laboratorium kami memiliki peran
sentral dalam mempercepat penyediaan data kandungan mineral yang akurat. Data ini menjadi
landasan strategi manajemen timbunan kami, memungkinkan kami mengelola stok bijih secara
efektif, dan memastikan bahwa bijih yang kami siapkan untuk pengiriman memenuhi standar
kualitas yang ketat. Tim jaminan kualitas kami telah menjalani pelatihan dari perusahaan surveyor
yang terakreditasi secara internasional, memastikan bahwa data bijih yang kami hasilkan selalu
sejalan dengan informasi yang diperoleh oleh surveyor independen selama proses pengapalan.

Selain melakukan pengujian dan pemeriksaan kualitas bijih nikel secara rutin untuk memastikan
kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan, kami juga melakukan pemantauan terus-
menerus terhadap seluruh aspek produksi. Jika ditemukan ketidaksesuaian dengan standar,
tim kami siap untuk segera menanganinya dan melaksanakan perbaikan yang diperlukan. Kami
berkomitmen untuk menjaga tingkat kualitas yang tinggi dalam setiap tahap produksi, sehingga
dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan kami dengan konsisten.

5) Shipment.

Setelah bijih nikel diekstraksi, diproses, dan diverifikasi kualitasnya melalui laboratorium internal
kami, kami memasuki tahap persiapan dan pengemasan bijih untuk pengiriman. Selanjutnya, kami
bekerja erat dengan pihak logistik untuk mengkoordinasikan transportasi bijih nikel ke pelanggan
atau pasar tujuan. Dalam upaya memastikan kepatuhan sepenuhnya, kami selalu berusaha
untuk memenuhi semua persyaratan dokumen dan peraturan yang berlaku, baik untuk ekspor
internasional maupun penjualan di dalam negeri. Ini mencakup segala aspek administratif seperti
izin ekspor, perizinan, serta pemenuhan regulasi lingkungan dan keselamatan yang relevan untuk
mengamankan proses pengiriman bijih nikel kami dengan lancar dan sesuai dengan standar yang
ditetapkan.

Reclamation & Revegetation

Perseroan menjunjung tinggi komitmen yang teguh untuk memulihkan ekosistem alam di area-area di
mana kegiatan penambangan telah berakhir. Perencanaan lubang tambang yang matang merupakan
langkah penting dalam proses ini. Setelah lubang tambang habis, armada kami akan berpindah ke
lubang tambang yang baru, sehingga memungkinkan dimulainya upaya reklamasi dan revegetasi di
area yang telah ditambang.

Kami memiliki tim khusus yang berdedikasi dalam reklamasi dan revegetasi, yang secara konsisten
memberikan hasil yang luar biasa di berbagai tambang yang telah habis. Untuk memastikan hasil
restorasi yang unggul dan cepat, kami berkolaborasi dengan konsultan reklamasi independen sesuai
dengan rencana reklamasi ESDM (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral). Pendekatan kami
melibatkan pemanfaatan vegetasi lokal dan melibatkan penduduk setempat dalam pemeliharaan pohon
yang ditanam, mendorong partisipasi masyarakat dan kelestarian lingkungan.
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3. PRODUK PERSEROAN

Dalam menjalankan operasional usahanya, Perseroan melakukan serangkaian proses mulai dari
eksplorasi hingga penjualan bijih nikel (nickel ore). Bijih nikel ini adalah sumber daya alam berupa
logam yang terdapat dalam bentuk tanah sisa pengolahan. Salah satu ciri khas yang paling mencolok
dari nikel adalah sifatnya yang tahan terhadap karat, sehingga menjadikan logam ini sangat penting
dalam dunia modern, di mana kebutuhan akan logam tahan karat sangat tinggi sebagai bahan baku
dalam berbagai industri.

Saat ini, Perseroan sedang fokus pada pengembangan kegiatan pertambangan dengan mengelola
tambang yang sedang beroperasi. Selain itu, Perseroan juga memusatkan perhatian pada penjualan di
dalam negeri guna memenuhi permintaan pasar domestik yang signifikan. Penjualan di dalam negeri
merupakan salah satu strategi utama Perseroan untuk mendukung pertumbuhan bisnisnya.

4. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan meyakini bahwa kekuatan kompetitif sebagaimana berikut ini akan mendukung Perseroan
dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya:

1. Operasi Tambang Strategis

Perseroan secara komprehensif mengawasi setiap aspek dari awal hingga penyelesaian proses
kegiatan Perseroan. Dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki, Perseroan memiliki
otorisasi yang diperlukan untuk melakukan penggalian dan pengangkutan mineral dan bijih dengan
penuh tanggung jawab dan etika baik di dalam maupun di luar Wilayah Usaha Pertambangan
(WUP) yang ditetapkan. Dermaga kami yang luas tidak hanya mengakomodasi jumlah yang besar,
namun juga menawarkan operasi yang lancar untuk penimbunan dan distribusi material yang
ditambang secara efisien.

2. Eksplorasi
Strategi eksplorasi kami menggabungkan metode pengeboran tradisional dengan teknologi
mutakhir seperti Ground Penetrating Radar (GPR) untuk memastikan estimasi sumber daya yang
akurat. Temuan-temuan dari eksplorasi ini akan dimasukkan ke dalam Laporan JORC.

3. Kepatuhan
Kami memprioritaskan kepatuhan terhadap semua norma peraturan dan persyaratan perizinan
yang relevan, yang menunjukkan komitmen kami terhadap operasi yang legal dan etis di berbagai
yurisdiksi pemerintah.

4. Reklamasi & Revegetasi
Kami melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara serius, dengan memprakarsai upaya-upaya
untuk memulihkan vegetasi di area-area yang telah ditambang, sehingga dapat melestarikan
ekosistem alami di lahan tersebut.
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5. PENJUALAN DAN PEMASARAN

Tabel berikut memberikan informasi mengenai penjualan Perseroan menurut kelompok pihak:

30 Juni 31 Desember
KETERANGAN 2023 2022* 2022 2021 2020
Pihak Ketiga 378.562.921.086 427.799.651.919 867.842.629.537 259.089.343.256  103.542.570.027
Jumlah 378.562.921.086 427.799.651.919 867.842.629.537 259.089.343.256 103.542.570.027
*tidak diaudit

Seluruh transaksi penjualan kepada pihak ketiga dilakukan seluruhnya oleh Perseroan kepada pihak
lokal. Sementara itu, entitas anak, yaitu TKU, hingga Prospektus ini disampaikan belum mencatatkan
pendapatan karena belum beroperasi.

Pada saat ini, Perseroan telah menjalin kontrak eksklusif dengan PT Agung Mineral Abadi (“AMA”)
dalam penjualan bijih nikel. Namun, Perseroan dengan tegas menyadari pentingnya fleksibilitas dan
adaptabilitas dalam lingkungan bisnis yang selalu berubah. Oleh karena itu, meskipun terdapat kontrak
eksklusif dengan AMA saat ini, Perseroan juga mempertimbangkan kemungkinan menjalin kerjasama
penjualan dengan pihak lain di masa yang akan datang, sesuai dengan perubahan kondisi pasar dan
peluang yang mungkin muncul.

Oleh karena itu, meskipun terdapat kontrak eksklusif dengan AMA, Perseroan tidak sepenuhnya
bergantung pada satu pembeli tunggal. Perseroan saat ini fokus dalam pemenuhan penjualan kepada
AMA sebesar 2.500.000 metrik ton (WMT) sebagai komitmen perjanjian. Namun, Perseroan juga
memahami pentingnya diversifikasi dalam strategi bisnisnya.

Diversifikasi dalam konteks ini mencakup upaya menjaga berbagai pilihan dan potensi pelanggan di
luar AMA. Hal ini memberikan fleksibilitas yang penting dalam mengelola risiko bisnis, seperti fluktuasi
harga atau permintaan pasar. Meskipun Perseroan memberikan komitmen terhadap AMA, mereka
juga tetap membuka diri untuk menjajaki peluang penjualan dengan pihak lain jika ada peluang yang
menguntungkan. Dengan demikian, Perseroan mempertimbangkan keberlanjutan bisnisnya dengan
cara yang seimbang antara fokus pada AMA dan kemungkinan kerjasama dengan pihak lain untuk
memitigasi risiko dan mengoptimalkan peluang di pasar.

Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan operasional Perseroan dapat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, terutama pada musim hujan.
Kegiatan operasional penambangan akan sedikit melambat, tetapi tidak sampai mengakibatkan
Perseroan menghentikan proses penambangan. Hujan dapat meningkatkan kadar air dalam bijih nikel,
yang berpotensi menyebabkan adanya penalti dalam nilai transaksi penjualan.

Meskipun Perseroan tetap dapat melakukan kegiatan penambangan selama musim hujan, untuk
mengatasi risiko iklim dan cuaca, Perseroan telah mengadopsi strategi penyimpanan stok bijih nikel di
ETO (Exportable Transit Ore) dan/atau EFO (Exportable Fine Ore) untuk menjaga kadar air bijih nikel
dalam kondisi yang sesuai, sehingga tetap dapat melakukan penjualan bijih nikel selama musim hujan
dengan kualitas yang memenuhi standar yang diharapkan.

6. PELANGGAN
Perseroan saat ini memiliki kontrak eksklusif dengan AMA berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel
No. 012A/AKP-AMA/11/2023 tanggal 13 Februari 2023 dimana Perseroan akan melakukan Penjualan

bijih nikel sebanyak 2.500.000 Wet Metric Ton (“WMT”) dengan selisih +/- 10% dari total kuantitas.
Harga dasar bijih nikel ditentukan dengan ketentuan Free on Board (“FOB”).
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7. PERSAINGAN USAHA

Sehubungan dengan produksi bijih nikel, berikut adalah beberapa perusahaan pertambangan di wilayah
yang sama, yaitu Kabupaten Konawe Utara:

WILAYAH Nama Perusahaan Jenis Bahan Tambang
Langgikima Adhi Kartiko Pratama, PT Nikel
Langgikima Adhikara Cipta Mulia, PT Nikel
Lasolo Alam Raya Indah, PT Nikel
Lasolo Apollo Nickel Indonesia, PT Nikel
Lasolo dan Langgikima Bhumi Karya Utama, PT Nikel
Lameruru dan Langgikima Bhumi Swadaya Mineral, PT Nikel
Lasolo Binanga Hartama Raya, PT Nikel
Langgikima Bososi Pratama, PT Nikel
Wiwirano Bosowa Mining, PT Nikel
Sawa Bumi Konawe Abadi, PT Nikel
Molawe BumiNikel Nusantara, PT Nikel
Langgikima Bumi Sentosa Jaya, PT Nikel
Molawe Cinta Jaya, PT Nikel
Wiwirano Cipta Djaya Selaras Mining, PT Nikel
Langgikima Cipta Djaya Surya, PT Nikel
Lasolo Daka Group, PT Nikel
Lasolo Duta Tambang Gunung Perkasa, PT Nikel
Lasolo Dwimitra Multiguna Sejahtera, PT Nikel
Lasolo dan Langgikima Elit Kharisma Utama, PT Nikel
Langgikima Indrabakti Mustika, PT Nikel
Molawe KabaenaKromit Prathama, PT Nikel
Langgikima Karya Alam Abadi, PT Nikel
Langgikima Kembar Emas Sultra, PT Nikel
Langgikima dan Lasolo KonaweNikel Nusantara, PT Nikel
Langgikima Konutara Prima, PT Nikel
Wiwirano Madani Sejahtera, PT Nikel
Langgikima Makmur Lestari Primatama, PT Nikel
Lasolo Manunggal Sarana Surya Pratama, PT Nikel
Langgikima Masempo Dalle, PT Nikel
Wiwirano Meta Mineral Pradana, PT Nikel
Langgikima Mitra Utama Resources, PT Nikel
Lasolo Paramitha Persadatama, PT Nikel
Lasolo Pernick Sultra, PT Nikel
Langgikima dan Oheo Pertambangan Bumi Indo, PT Nikel
Lasolo Primastian Metal Pratama, PT Nikel
Lasolo Putra Intisultra Perkasa, PT Nikel
Molawe Rizqi Biokas Pratama, PT Nikel
Lasolo Rizqi Sinar Biokas, PT Nikel
Lasolo Roshini Indonesia, PT Nikel
Lasolo Sinar Jaya Sultra Utama, PT Nikel
Wiwirano Sinar Jaya Sultra Utama, PT Nikel
Langgikima Stargate Pasific Resources, PT Nikel
Lasolo Sujud Bumi Berkah, PT Nikel
Lasolo Sultra Jembatan Emas, PT Nikel
Molawe Sumber Bumi Putra, PT Nikel
Langgikima Tiran Indonesia, PT Nikel
Lasolo Tristaco Mineral Makmur, PT Nikel
Lasolo Unaaha Bakti Persada, CV Nikel
Lasolo Wanggudu Sumber Mineral, PT Nikel
Langgikima Wisnu Mandiri Batara, PT Nikel

Sumber: Direktori Perusahaan Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara (Diperbaharui per tanggal 14 Agustus 2022)
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8. STRATEGI USAHA

Rencana bisnis Perseroan terbagi menjadi tiga tahap rencana kerja yang berjalan secara
berkesinambungan, dengan fokus pada pengembangan dan pertumbuhan perusahaan di sektor nikel:

1) Rencana Jangka Pendek:

* Meningkatkan Penjualan Langsung Bijih Nikel: Fokus pada meningkatkan penjualan bijih
nikel dengan menawarkan jaminan kualitas yang lebih baik kepada pelanggan. Ini dapat
membantu membangun reputasi Perseroan dan mempertahankan pelanggan yang ada.

* Peningkatan Efisiensi Produksi: Melalui pembaharuan teknologi tambang, Perseroan akan
berupaya meningkatkan efisiensi dalam proses produksi bijih nikel. Hal ini dapat membantu
mengurangi biaya produksi dan meningkatkan profitabilitas.

2) Rencana Jangka Menengah:

» EkspansiEksplorasi: Perseroan akan memperluas kegiatan eksplorasi untuk mengidentifikasi
dan meningkatkan jumlah sumber daya dan cadangan nikel yang terdapat di dalam area
konsesi Perseroan. Hal ini akan memungkinkan Perseroan untuk mengamankan pasokan bijih
nikel yang lebih besar untuk jangka panjang.

»  Akuisisi IUP Potensial: Akuisisi I1zin Usaha Pertambangan (IUP) nikel yang memiliki potensi
akan membantu Perseroan memperkuat posisinya di industri nikel. Dengan memperluas
portofolio, Perseroan dapat mencapai keunggulan kompetitif yang lebih besar.

3) Rencana Jangka Panjang:

*  Dukungan terhadap Rencana Jangka Panjang Indonesia: Perseroan berkomitmen untuk
mendukung rencana jangka panjang Indonesia dalam hilirisasi industri nikel. Ini termasuk
penyaluran hilirisasi smelter HPAL (High-Pressure Acid Leaching) dan berpartisipasi dalam
upaya global dalam hal Environmental, Social, and Governance (ESG). Hal ini akan membantu
Perseroan memainkan peran yang penting dalam pembangunan berkelanjutan dan mendukung
pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan strategi ini, Perseroan memiliki rencana yang komprehensif untuk mengoptimalkan bisnis
nikelnya dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Ini mencakup peningkatan kualitas produk,
efisiensi operasional, ekspansi sumber daya, akuisisi strategis, dan dukungan terhadap agenda
pembangunan berkelanjutan.

9. PROSPEK USAHA

Berdasarkan Investing News Network, saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki
posisi penting dalam persaingan nikel dunia. Hal ini terbukti dengan Indonesia dan Australia berada di
peringkat 1 sebagai negara dengan cadangan nikel terbanyak di dunia, atau dengan nominal sebesar
21 juta MT. Berdasarkan Statista, Indonesia berkontribusi sebesar 37% produksi nikel dunia dan sudah
meraih posisi ini semenjak 2021. Dari seluruh cadangan nikel di Indonesia, sebagian besar berada
di tiga provinsi di daerah timur Indonesia, yaitu Sulawesi Tenggara (1,86 miliar wet metrik ton (wmt),
Maluku Utara (1,40 miliar wmt) dan Sulawesi Tengah (870 juta wmt).

Indonesia’s Nickel Producing Regions
Cadangan Nikel Dunia 2022 (juta MT)

e NORTH e Indonesia 21
o MALKY) Australia 21
CENTRAL P i, Brazil 16
SULAWES| A Rusia 75
& PAPUA Kaledonia Baru 71
Filipina 438
Kanada 2,2
%ﬁwﬁ Cina 21
ik s Amerika Serikat 0,37
; Negara lain 20
0 5 10 15 20 25
Sumber: Channel News Asia Sumber: Statista
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Berdasarkan International Nickel Study Group, permintaan nikel meningkat sebesar CAGR 7,00% pada
4 tahun terakhir, hal ini didukung terutama pada permintaan di industri stainless steel. Berdasarkan
World Atlas, Cina memeringkati posisi nomor 1 sebagai konsumen terbesar nikel dunia atau mengambil
50,4% dari permintaan dunia. Mayoritas dari permintaan Cina adalah untuk mendukung permintaan
produksi stainless steel, hal ini didukung oleh data dari China’s National Bureau of Statistics, bahwa
nilai hasil konstruksi di Cina sudah sampai USD 4,1 ftriliun (+6.6% YoY). Lalu, maraknya kendaraan
listrik (EV) juga telah mendorong peningkatan permintaan nikel yang luar biasa, karena perannya
dalam produksi baterai kendaraan listrik (EV). Permintaan nikel dalam baterai kendaraan listrik (EV)
melonjak sebesar 17,0% YoY pada tahun 2021, diikuti oleh peningkatan produksi sebesar 12,0% YoY
pada tahun 2022. Permintaan nikel olahan global diperkirakan akan meningkat menjadi 3,1 MT pada
FY2023F (1Q2023 = 765 Kt), yang akan didorong oleh meningkatnya permintaan untuk produksi baterai
kendaraan listrik (EV).

Forecast Global Nickel Demand (Mt)

Stainless Steel Non Stainless Steel

Global Refined Nickel (in Kt)
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Sumber: International Nickel Study Group Sumber: International Nickel Study Group

Untuk mendukung permintaan di dalam negeri, Indonesia kini sedang menggenjot hilirisasi. Banyak
fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) kini tengah dibangun di dalam negeri. Akibatnya, konsumsi
bijih nikel di dalam negeri akan semakin meningkat pada tahun-tahun mendatang. Pada tahun 2023
konsumsi bijih nikel diperkirakan sebesar 145 juta ton. Perkiraan konsumsi bijih nikel ini akan meningkat
di tahun 2025 sebesar 400 juta ton. Besarnya konsumsi nikel di Indonesia, terus membuka peluang
bisnis bagi Perseroan dalam keberlangsungan usahanya.

Peningkatan permintaan nikel yang diakibatkan oleh popularitas kendaraan listrik (EV) juga terjadi di
dalam negeri. Respon Pemerintah Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia untuk mendorong
pengembangan industri kendaraan listrik dalam negeri. Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 55 Tahun
2019 mengamanatkan pengembangan industri kendaraan listrik dalam negeri sebagai prioritas nasional.
Kementerian ESDM juga memperkirakan pada tahun 2040 permintaan nikel untuk baja sebesar 1,9 juta
ton, meningkat dibanding 1,65 juta ton pada 2019 dan Permintaan dari sektor baterai akan meningkat
dari 163 ribu ton menjadi 1,22 juta ton.

21) RISET DAN PENGEMBANGAN

Perseroan mengarahkan kebijakan riset dan pengembangannya terutama untuk eksplorasi dan
pengembangan infrastruktur. Topik-topik riset dan pengembangan mencakup hal-hal seperti
pengembangan infrastruktur pertambangan, peningkatan efisiensi operasional, dan inovasi teknologi
terkait pertambangan. Biaya yang dikeluarkan Perseroan untuk riset dan pengembangan ini adalah
sebesar Rp35.612.699.303 selama 3 (tiga) tahun terakhir, dan angka ini mencerminkan investasi dalam
pengembangan properti pertambangan serta upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan
operasional dan keunggulan kompetitif di sektor ini.
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22) TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - CSR)

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) menjadi salah satu pilar utama
dalam komitmen Perseroan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar area operasional
kami. Tujuan utama PPM adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individu
maupun secara kolektif, sehingga mereka dapat mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik. Selain
itu, Perseroan juga memberikan prioritas yang tinggi pada kesejahteraan karyawan kami dengan
menyediakan fasilitas akomodasi berkualitas di lokasi tambang. Kami meyakini bahwa lingkungan kerja
yang nyaman akan berkontribusi positif pada produktivitas karyawan dan kesinambungan bisnis kami.

Selain komitmen terhadap karyawan dan masyarakat sekitar, Perseroan juga dengan tekun
mematuhi praktik pertambangan yang bertanggung jawab, dan kami memiliki komitmen yang kuat
terhadap reklamasi dan restorasi lahan setelah pengambilan sumber daya dan penebangan pohon.
Kami melihatnya sebagai tanggung jawab dan kewajiban moral untuk memulihkan ekosistem dan
mengembalikan lahan ke kondisi alaminya. Kami juga memiliki rasa hormat yang besar terhadap
masyarakat di sekitar lokasi operasional kami, dan kami selalu siap memberikan bantuan ketika mereka
membutuhkannya, terutama dalam situasi bencana seperti banjir. Ini adalah salah satu wujud konkret
dari kepedulian tulus kami terhadap kesejahteraan dan keberlanjutan komunitas yang kami layani.

Berikut adalah bentuk-bentuk program yang telah dilakukan oleh Perseroan:

Bantuan Beasiswa

Kami memberikan bantuan beasiswa kepada para siswa dari komunitas pertambangan Perseroan.
Dengan memberikan bantuan pendidikan, kami bertujuan untuk memberdayakan generasi muda dan
memungkinkan mereka untuk mengejar cita-cita akademis mereka.

Berikut dokumentasi penyerahan beasiswa kepada Mahasiswa Lingkar Tambang Perseroan pada
Ketua Lembaga Forum Pemuda Mahasiswa Lingkar Tambang (FPMLT).

.. 4 E
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Peningkatan Infrastruktur Jalan

Kami menyadari pentingnya jalan yang terpelihara dengan baik untuk pengembangan dan konektivitas
wilayah. Sebagai bagian dari komitmen kami, kami berkontribusi pada peningkatan infrastruktur jalan di
Distrik Langgikima, memfasilitasi peningkatan aksesibilitas dan transportasi bagi masyarakat setempat.

Dokumentasi Perbaikan Jembatan desa Tambakua:
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Pembangunan Masjid

Kami secara aktif mendukung pembangunan masijid di berbagai desa, mengakui pentingnya pusat
keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Kami telah menyumbangkan dana untuk pembangunan
masjid di Desa Lameruru, Desa Molore Pantai, dan Desa Ngapai Inia, untuk membina lingkungan yang
spiritual dan inklusif bagi warga.

Penyerahan bantuan pembangunan Masjid Desa Molore Pantai:
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Perseroan juga menjalankan program Pengobatan Gratis bagi lansia di Desa Tambakua melalui
kerjasama dengan Puskesmas Hialu:

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN,
KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI
YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU
PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS,
LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN
INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS
HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN
YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA
PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA
DAN PROSPEK

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT DIREKSI, DEWAN
KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA PERSEROAN YANG MEMILIKI KEPENTINGAN
DALAM PERUSAHAAN SEJENIS.

PERSEROAN MEMILIKI KONTRAK EKSKLUSIF DENGAN AMA DALAM PENJUALAN BIJIH
NIKEL, YANG DAPAT DILIHAT PADA BAB VIl (SUB BAB PERJANJIAN PENTING DENGAN
PIHAK KETIGA) PROSPEKTUS INI. SECARA UMUM PERJANJIAN BERISI KESEPAKATAN
DIMANA PERSEROAN AKAN MELAKUKAN PENJUALAN BIJIH NIKEL SEBANYAK 2.500.000
KEPADA AMA. KINERJA KEUANGAN PERSEROAN TERGANTUNG PADA KEMAMPUAN AMA
UNTUK MEMENUHI KEWAJIBANNYA KEPADA PERSEROAN BERDASARKAN PERJANJIAN.
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IX. EKUITAS

Tabel dibawah ini menggambarkan posisi Ekuitas Perseroan yang angka-angkanya dikutip dari dan
dihitung berdasarkan Laporan keuangan Perseroan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30
Juni 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan
& Rekan (firma anggota dari PKF International), dengan opini tanpa modifikasian dengan laporan
auditor independen pada 6 Desember 2023 dengan nomor 00247/3.0355/AU.1/02/1191-3/1/X11/2023
yang ditandatangani oleh Ady Putera Setyo Pribadi, CPA.

(dalam Rupiah)
. 31 Desember
KETERANGAN 30 Juni 2023 2022 2021 2020

EKUITAS
Modal saham 60.820.200.000 30.800.190.000 30.800.190.000 29.800.190.000
Tambahan modal disetor 2.099.962.962 2.100.000.000 2.100.000.000 2.100.000.000
Komponen ekuitas lainnya 91.032.240 862.672.200 1.054.849.380 639.756.800
Saldo laba dicadangkan 12.164.040.000 - - -
Saldo laba belum dicadangkan (defisit) 43.859.561.222 54.339.027.131 15.473.793.776 (28.372.473.897)
Jumlah Ekuitas yang Dapat

Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas

Induk 119.034.796.424 88.101.889.331 49.428.833.156 4.167.472.903
Kepentingan non-pengendali 2.163.015 - - -
JUMLAH EKUITAS 119.036.959.439 88.101.889.331 49.428.833.156 4.167.472.903

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan
kepemilikan saham Perseroan.

Tidak terdapat penerbitan saham baru dalam rencana Penawaran Umum ini, sehingga tidak terdapat
perubahan jumlah saham Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PER TANGGAL 30 JUNI 2023 TIDAK
ADA PERUBAHAN STRUKTUR PERMODALAN YANG TERJADI KECUALI YANG TELAH
DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN
PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.
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X. PERPAJAKAN

Pajak dividen untuk wajib pajak dalam negeri

Pajak penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundang -undangan dan
peraturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan,
yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) dan
paling terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (yang efektif berlaku sejak 29 Oktober 2021) (“ UU No. 7/2021”) dan berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (“PP No.
55/2022"), dividen yang diterima oleh waijib pajak entitas dalam negeri dari investasi pada Perseroan
dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Dividen yang dihasilkan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri akan dikecualikan dari objek pajak
penghasilan, selama penghasilan tersebut diinvestasikan di Indonesia sekurang -kurangnya selama
tiga tahun pajak setelah tahun diterimanya dividen atau perolehan laba tersebut. Jenis-jenis pendapatan
yang berlaku dan dapat diinvestasikan kembali di Indonesia tercantum dalam PP No. 55/2022.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau

diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara

atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat

kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-

syarat di bawabh ini terpenuhi:

» Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

* Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang
menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25%
dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima
dividen atau bagian laba adalah Waijib Pajak selain badan -badan tersebut di atas, seperti firma,
Perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa
dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-
Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (“Undang-Undang Pajak Penghasilan”) menyebutkan bahwa
atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri,
penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada
Waijib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen)
dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang -Undang No. 36
Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang
dibagikan kepada Waijib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh
persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal
17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas
Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Adapun, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia No. 18/PMK.03/2021 tentang “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”, maka dividen yang berasal dari dalam
negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek
PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka
waktu tertentu.
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Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dividen yang dikecualikan dari
objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang
saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. Rapat umum
pemegang saham atau dividen interim tersebut termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian
dividen sejenis. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang
pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam
hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas
dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam
negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh dan selanjutnya wajib
untuk disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29
Desember 2009 tentang “Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan
Kepada Dana Pensiun yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk sebagai
ObJek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang
pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen
dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai
Objek Pajak Penghasilan.

Pajak dividen untuk wajib pajak luar negeri

Dividen yang dibayarkan kepada Waijib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dikenakan tarif sebesar 20%
(dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang
merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran
pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009
tanggal 5 November 2009, juncto Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010
tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) (“Peraturan No. PER-25/
PJ/2018”). Untuk dapat mengaplikasikan tarif yang lebih rendah berdasarkan P3B, sesuai dengan
Peraturan No. PER-25/PJ/2018, WPLN wajib melampirkan form DGT untuk Perseroan dan harus
memenuhi peraturan yang berlaku.

Perpajakan atas peralihan saham

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas

Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan da ri Transaksi Penjualan

Saham Di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE -07/PJ.42/1995 tanggal 21

Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di

Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan

pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan

sebagai berikut:

1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan
saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi
dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek
melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaks i penjualan saham;

2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima
persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana
Saham. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana.
Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham
pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat -lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham
tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan

3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri
dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -Undang No.
36 tahun 2008. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu
kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.
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Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Waijib pajak, perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh),
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sampai dengan diterbitkannya
prospektus ini, Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-
undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan
tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN DAN
DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING
MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN
PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.
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Xl. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Biasa
Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat
termasuk hak atas pembagian dividen.

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen dalam bentuk tunai sekurang-kurangnya sekali
dalam setahun. Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang
bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar
Perseroan.

Berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, pengumuman mengenai pembagian dividen dibuat
berdasarkan keputusan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan berdasarkan
usulan dari Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun tertentu hanya jika Perseroan
memiliki saldo laba positif.

Sesuai dengan UUPT pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan
berdasarkan usulan dari Direksi. Anggaran dasar Perseroan dalam Pasal 24 Ayat (3) menyatakan
bahwa dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan
keputusan yang diambil dalam RUPS setelah mempertimbangkan faktor-faktor antara lain rencana
pengembangan usaha dan kebutuhan belanja modal. Direksi dapat mengubah kebijakan dividen
sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari RUPS.

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
Dengan tidak mengabaikan tingkat Kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari
RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, maka
besarnya dividen kas yang akan dibagikan adalah dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun
buku yang bersangkutan. Sesuai dengan kebijakan dividen Perseroan, maka manajemen Perseroan
merencanakan pembayaran dividen kas minimum 25% (dua puluh lima persen) dari laba bersih
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang akan dibagikan
pada tahun 2024. Dividen Perseroan akan tergantung pada arus kas dan rencana investasi Perseroan,
hukum dan peraturan Indonesia, dan persyaratan lainnya. Sesuai dengan kinerja keuangan dan kondisi
keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan juga dapat meninjau kembali dan mengubah
kebijakan dividen Perseroan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham, baik Indonesia atau non-Indonesia, akan diterapkan
pengenaan pajak penghasilan atas dividen berdasarkan pasal-pasal yang berlaku dari Undang-Undang
Pajak Penghasilan di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat
atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau sesuai dengan ketentuan dan
persyaratan perjanjian pajak yang berlaku antara Indonesia dan negaranya masing-masing.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh
hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan
perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan
dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.
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Berikut adalah keterangan riwayat pembagian dividen yang telah dilakukan oleh Perseroan:

1.

2.

3.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham pada tanggal 31 Mei 2023, pemegang
saham memutuskan untuk melakukan pembagian dividen sebesar Rp8.865.233.355.
Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham pada tanggal 8 Maret 2023, pemegang
saham memutuskan untuk melakukan pembagian dividen sebesar Rp20.000.000.000.
Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham pada tanggal 28 Februari 2023, pemegang
saham memutuskan untuk melakukan pembagian dividen sebesar Rp10.000.000.000.
Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham pada tanggal 30 Juni 2022, pemegang
saham memutuskan untuk melakukan pembagian dividen sebesar Rp10.000.000.000.
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 9 Juni 2022, pemegang
saham memutuskan untuk melakukan pembagian dividen sebesar Rp40.000.000.000.
Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham pada tanggal 31 Maret 2022, pemegang
saham memutuskan untuk melakukan pembagian dividen sebesar Rp20.000.000.000.
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 30 Oktober 2020, pemegang
saham memutuskan untuk melakukan pembagian dividen sebesar Rp44.599.811.471.

Pada tanggal 25 Oktober 2023, terdapat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai pengganti
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang setuju dan sepakat untuk memutuskan sebagai
berikut:

a.

Menyetujui dan mengesahkan koreksi saldo laba Entitas per 31 Desember 2019 dari semula
sebesar Rp44.599.811.471 yang dinyatakan dalam RUPS tertanggal 30 Oktober 2020 menjadi
sebesar RpRp40.955.111.428 sebagaimana yang dinyatakan dalam laporan keuangan auditan
untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2019 yang telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan
Publik Effendy & Rekan.

Menyetujui dan mengesahkan koreksi atas pembagian dividen dari semula sebesar
Rp44.599.811.471 sebagaimana disetujui dalam RUPS tertanggal 30 Oktober 2020 menjadi
sebesar Rp40.955.111.428 dari saldo laba per 31 Desember 2019 yang tercatat pada laporan
keuangan auditan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan sisanya sebesar
Rp3.644.700.043 merupakan dividen interim tahun 2021.

Menyetujui, meratifikasi, dan mengesahkan pembagian dividen interim tahun 2021 sebagaimana
dijelaskan di atas.

Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keputusan tersebut
di atas memiliki keabsahan dan kekuatan hukum yang sama, sebagaimana halnya keputusan yang
diambil secara sah melalui suatu Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants)
dalam hal Perseroan mengumumkan dan membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan
dalam perjanjian pinjaman antara Perseroan dengan para krediturnya.
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XIl. PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan
Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk
menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya
dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang
Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis
yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin
Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah
sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan POJK No. 41/2020, Peraturan
No. IX.A.7, serta SEOJK No.15/2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam
Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No. Penjamin Pelaksana Emisi Efek Jumlah Saham Nilai (Rupiah) Persentase (%)
1. PT UOB Kay Hian Sekuritas 1.202.477.100 526.684.969.800 98,86
2. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 6.963.500 3.050.013.000 0,57
3. PT KB Valbury Sekuritas 6.963.400 3.049.969.200 0,57

Total Penjaminan Emisi Efek 1.216.404.000 532.784.952.000 100,00

PT KB Valbury Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku
Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dan Pemegang
Saham Penjual sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK.

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Partisipan Admin dan
Manajer Penjatahan ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

Metode penentuan Harga Penawaran Saham

Harga Penawaran dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini ditetapkan berdasarkan hasil
kesepakatan antara Perseroan, SMM dan IMEV dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan
mempertimbangkan beberapa faktor antara lain minat dari pasar yang tercermin dari hasil penawaran
awal yang dilakukan pada tanggal 15 — 21 Desember 2023. Rentang harga yang dimasukkan oleh calon
investor dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah Rp430,- (empat ratus tiga puluh Rupiah) sampai
dengan Rp530,- (lima ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham.

Berdasarkan hal tersebut, Perseroan, Pemegang Saham Penjual dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek

menyepakati Harga Penawaran pada Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp438,- (empat
ratus tiga puluh delapan Rupiah) setiap saham.
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Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;

Kinerja keuangan Perseroan;

Data dan informasi mengenai Perseroan, meliputi kinerja, sejarah singkat, prospek usaha dan
keterangan mengenai industri yang sejenis di Indonesia;

Penilaian terhadap manajemen, operasional atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun
pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;

Permintaan investor;

Permintaan dari calon investor berkualitas; dan

Status dari perkembangan terakhir Perseroan.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan
dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat
terjadi akibat mekanisme pasar.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK No. 41/2020.
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XIll. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini
adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan
JI. M.H. Thamrin Lot 8-10 Jakarta Pusat,
UOB Plaza Building, 42th Floor, Indonesia
Telp. : (021) — 3144003
Fax. : (021) — 29932113

No. STTD . STTD.AP-40/PM.22/2018

Tanggal STTD . Tanggal 5 Februari 2018

Surat Penunjukan : 362/SP-PHARP/AP-1/VI/23, tanggal 27 Juni 2023
Pedoman Kerja . Standar Profesional Akuntan Publik

Tugas Pokok . Tugas dan kewajiban pokok Akuntan Publik di dalam

Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan
audit dengan berpedoman pada Standar Auditing
yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia
“IAPI”. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik
diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan
audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa
laporan keuangan bebas dari salah saji yang material.
Dalam hal ini, Akuntan Publik bertanggung jawab
penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan
keuangan yang diauditnya.

Audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian
bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan
pengungkapan dalam laporan keuangan dan
juga penilaian atas dasar standar akuntansi yang
dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat
oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian
laporan keuangan secara keseluruhan.
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Konsultan Hukum

Notaris

Hanafiah Ponggawa & Partners (Dentons HPRP)

Wisma 46 - Kota BNI

32nd and 41st Floor (Main Reception)
JI. Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta Pusat 10220, Indonesia

No. STTD

Keanggotaan
Asosiasi

Surat Penunjukan
Tugas Pokok

No. STTD.KH-97/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 15 Mei
2023

atas nama Erwin Kurnia Winenda, S.H., M.B.A
Profesi Penunjang Pasar Modal

Ref.: 221/CMP/II/23 Tanggal 6 Februari 2023

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum selaku
profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini
adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas
fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan
lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan
oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil
pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat
dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari
Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara
obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang
dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi
hukum, dengan berpedoman pada kode etik, standar
profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku.

Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn.
JI. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B-2 No. 4 — 5,

Jakarta 11140
Tel. (021) 630 1511
Faks. (021) 633 7851

No. STTD

Nomor
Keanggotaan
Asosiasi

Surat Penunjukan
Pedoman Kerja

Tugas Pokok

No. STTD.N-29/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 6 Februari
2023
No. 0639319800705

No. 063/S1.Not/1/2023 tanggal 20 Januari 2023
Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 30 tahun
2004 tentang Jabatan Notaris.

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang
dalam rangka Penawaran Umum ini adalah untuk
menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka
Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh
Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan
Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi
Saham antara Perseroan dan BAE.
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Biro Administrasi : PT Adimitra Jasa Korpora

Efek Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5
JI. Kirana Avenue lll, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240
Telp: 021-2974 5222
Fax: 021-2928 9961

No ljin Usaha : OJK KEP-41/D.04/2014

Keanggotaan : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Asosiasi No. ABI/11/2015-012

Surat Penunjukan : elPO-039/AJK/082023 Tanggal 30 Agustus 2023
Pedoman Kerja . Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan
Tugas Pokok : Tugas dan tanggung jawab BAE dalam Penawaran

Umum Perdana Saham ini adalah sesuai dengan
Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang
berlaku, meliputi Pendistribusian Saham hasil
Penawaran Umum Perdana Saham melalui sistem
C-BEST PT Kustodian Sentral Efek indonesia (KSEI).

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana
Saham ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam
UUPPSK.
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XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT
PEMEGANG SAHAM

Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

A. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha (Pasal 3)

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam bidang:

Pertambangan Bijih Nikel (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/Kode KBLI 07295);
Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200);

Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut (Kode KBLI 52221);

Kawasan Industri (Kode KBLI 68130);

Analisis dan Uji Teknis Lainnya (Kode KBLI 71209);

1)
2)
3)
4)
5)

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha
sebagai berikut:

1)

2)

Kegiatan usaha utama
Pertambangan Bijih Nikel (Kode KBLI 07295).
Kelompok ini mencakup usaha pertambangan bijih nikel.

Kegiatan usaha penunjang

a)

Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200)

yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan
utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “Holding Companies” tidak terlibat dalam
kegiatan usaha perusahaan subsidiary nya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan
penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi
perusahaan.

Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut (Kode KBLI 52221)

berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti
pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan
barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi
pengion (zat radioaktif dan pembakit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa
penambatan, jasa pemanduan dan penundaan.

Kawasan Industri (Kode KBLI 68130)

Mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 50 hektar dalam satu
hamparan yang dijadikan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi
dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan
kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Termasuk pengusahaan
lahan kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil, dan menengah paling rendah 5 (lima)
hektar dalam satu hamparan.

Analisis dan Uji Teknis Lainnya (Kode KBLI 71209)

Kelompok ini mencakup kegiatan jasa analisis dan uji teknis lainnya yang belum diklasifikasikan
pada 71201 s.d. 71208 misalnya operasional dari keamanan dan ketertiban laboratorium.
Termasuk dalam kelompok ini mencakup uji teknis dengan menggunakan sumber radiasi
pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion) serta penyelenggara uji profisiensi
dan produsen bahan acuan.
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B. Modal (Pasal 4)

1.

Modal dasar Perseroan berjumlah Rp60.820.200.000,00 (enam puluh miliar delapan ratus dua

puluh juta dua ratus ribu rupiah) terbagi atas 6.082.020.000 (enam miliar delapan puluh dua juta

dua puluh ribu) 24.328.080.000 (dua puluh empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan
puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp10,00 (sepuluh rupiah).

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh 100% (seratus persen) atau

sejumlah 6.082.020.000 (enam miliar delapan puluh dua juta dua puluh ribu) saham dengan nilai

nominal seluruhnya sebesar Rp60.820.200.000,00 (enam puluh miliar delapan ratus dua puluh juta
dua ratus ribu rupiah), oleh para pemegang saham.

Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda

berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik pada saat
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup
disebut dengan “RUPS”) mengenai penyetoran tersebut;

b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut “OJK”), dan tidak
dijaminkan dengan cara apapun juga;

c. memperoleh persetujuan dari RUPS;

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham
Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai
pasar wajar;

e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan
dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/
atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan
terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian;

f. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan
sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan
terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang

berlaku di bidang Pasar Modal.

Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan

RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di

bawah harga nominal, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran

Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang

Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan

Jika efek yang bersifat ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:

a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas
adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang
memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi atau
Waran), maka hal tersebut waijib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam
jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut,
dengan memperhatikan huruf i ayat ini;

b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka
waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal,

c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus
mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu
sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan,
peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek
di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
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d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang
memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat
Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek
Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan proporsional dengan jumlah
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham
yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal;

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang
saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek
Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai
pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal;

f.  Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang
diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang
sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk
mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

g. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “HMETD”) kepada pemegang
saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran Efek;

a) Ditujukan kepada karyawan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan
dan/atau perusahaan terkendali yang memenuhi syarat -sesuai peraturan perundang-
undangan;

b) Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham,
yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;

c) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh
Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau

d) Dilakukan sesuai dengan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal
tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

h. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham
sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai HMETD, dalam rangka:
a) perbaikan posisi keuangan;

b) selain perbaikan posisi keuangan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di
bidang Pasar Modal khususnya peraturan OJK;

c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo
Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham
sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi
modal.

yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu

memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS

yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9

Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.

i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari
ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf g di atas apabila
ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di
bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan
dicatatkan mengizinkannya
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10.

11.

Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar

dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh

Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan

memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan

OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di

mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.

Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang

diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama

yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang

dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:

a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;

b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia;

c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua
puluh lima persen) dari modal dasar, waijib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6
(enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini;

d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf ¢ Pasal ini
tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya,
sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari
modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf ¢ Pasal ini tidak
terpenunhi;

e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini, termasuk juga
persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d
Pasal ini.

Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah

terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang

25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham

lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk

mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10%

(sepuluh persen) darijumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan

perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Pasal 19)

RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku

Perseroan ditutup, atau batas waktu lain yang ditetapkan oleh OJK.

Dalam RUPS Tahunan:

a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk
mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya
harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta
laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo laba positif;
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c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan
penunjukan akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris Perseroan;

e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS
Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan

pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para

anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Pasal 20)

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris
dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini
dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

E.

1.

oo

Direksi (Pasal 11)

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang
anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat
diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur,
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
Pasar Modal.

Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan
pengangkatan serta rangkap jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan
yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan
anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan
RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak
RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya
berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi
kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian
demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal
lain ditentukan oleh RUPS.

Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.

Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan remunerasi, honorarium dan tunjangan lainnya
yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan
kepada Dewan Komisaris.

Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi
kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan
puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi
lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa
masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut atau jangka
waktu lain yang dapat ditentukan dalam RUPS.

Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi  lowong, maka dalam jangka
waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS
untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan
Komisaris yang ditunjuk dalam Rapat Dewan Komisaris.

Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir,
dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan sekurang-
kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
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10.

11.

12.

13.

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran
diri anggota Direksi paling lambat 90 - (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan
pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut
di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan
sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.

Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada
OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan
yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi
menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila
telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi
persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

Meninggal dunia;

Masa jabatannya berakhir;

RUPS telah memutuskan permohonan pengunduran diri Direksi tersebut;

Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;

Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan

berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;

Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran
Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

@*0o0oow

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi (Pasal 12)

Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk

kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan, termasuk

wajib menyelenggarakan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan

Anggaran Dasar Perseroan.

Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik,

penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan Anggaran Dasar.

Tugas pokok Direksi adalah:

a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;

b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan waijib
disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris,
sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat
membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap
akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan
yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat
dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut
penanggung jawabnya.

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan

yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.

Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat

membuktikan:

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian
untuk kepentingan dan ---sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan
pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
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5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan
pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang
Perseroan di Bank), kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di
luar negeri;

c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;

d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan
yang nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk
dalam ayat 7 Pasal ini;

e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda
tidak bergerak;

f.  menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari
total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan
ketentuan ayat 7 Pasal ini;

harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris atau Dewan Komisaris

turut menandatangani akta yang bersangkutan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

7. Untuk menjalankan perbuatan hukum:

a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam
1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu
sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau

b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan
Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun
yang berkaitan satu sama lain;

harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara
kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan
kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur
dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.

9. -

a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang
bersangkutan;

ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan
kepentingan Perseroan;

iii. anggotaDireksiyangbersangkutandiberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian
sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:

1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian
sementara tersebut; atau

2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran
Dasar ini.

b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 huruf a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan
tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:

i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan
Perseroan;

ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan
dengan Perseroan; atau

iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan
Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

c. Ketentuan dalam ayat 8 huruf a dan huruf b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23
ayat 9 Anggaran Dasar ini;
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10.

11.

12.

13.

14.

a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan;

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya, berhak
dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat

seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan

atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus
dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.

Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah

tidak sah.

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang

tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak

menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan
keputusan Direksi.

Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan waijib bertindak sesuai dengan keputusan

yang ditetapkan oleh RUPS

Dewan Komisaris (Pasal 14)

Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang
di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau
lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Selain itu, Perseroan
juga wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan jumlah minimal Komisaris
Independen pada peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di
bidang Pasar Modal.

Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi
persyaratan, pengangkatan dan rangkap jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan
anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan
penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu
sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan
Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri
dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan
pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.

Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh
RUPS.

Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan
oleh RUPS.

Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota
Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka
waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS
untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut
adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong
tersebut atau jangka waktu lain yang dapat ditentukan dalam RUPS.

Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya
berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan
sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri
anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan
pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana
tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang
bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
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10. Perseroan waijib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada
OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan
yang berlaku di bidang Pasar Modal.

11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota
Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri
tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris
yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.

12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

a.
b.
C.

d.

—h

Meninggal dunia;

Masa jabatannya berakhir;

RUPS telah memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris
tersebut;

Diberhentikan berdasarkan RUPS;

Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
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XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran
Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020.

Penyampaian pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik
wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan
Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi
formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang
bersangkutan menjadi nasabahnya;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan
Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh
Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang
merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, pesanan juga
dapat disampaikan melalui email atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat Penjamin
Pelaksana Emisi Efek, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang
bersangkutan)

2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)

3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor
telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui
email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak
bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang
bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢ wajib diverifikasi oleh Perusahaan
Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan
ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di
Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem
untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat
menyampaikan Pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.
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Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem
yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian
atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke
Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum
Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan
pesanannya selama masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan
dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran
Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal
harus memiliki:

a. SID;
b. Sub Rekening Efek Jaminan; dan
c. RDN.

Keharusan memiliki Sub Rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang
merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan
perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus)
saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang
Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan
dengan KSELI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku

ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk
Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang
diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham- saham hasil Penawaran Umum
akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat- lambatnya
pada tanggal distribusi saham.

b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal
pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham
tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan
Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan
konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan
Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat
dalam Rekening Efek;

c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di
KSEI;

d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak
memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya
yang melekat pada saham,;
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e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada
pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan,
melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial
owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;

f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham
yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan
Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening
Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;

g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada
KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi
Formulir Penarikan Efek;

h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif
Saham selambat- lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan
diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank
Kustodian yang mengelola saham;

i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan
wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang
Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif
Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut
mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan

Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah
pemesanan pada RDN yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk
pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila
pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat
pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan
Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening
Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal
tersebut menyampaikan pesanan.

Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu tanggal 3 — 5 Januari
2024.

Masa Penawaran Umum Tanggal Penawaran Umum Waktu Pemesanan
Hari Pertama 3 Januari 2024 00:00 WIB — 23:59 WIB
Hari Kedua 4 Januari 2024 00:00 WIB — 23:59 WIB
Hari Ketiga 5 Januari 2024 00:00 WIB — 10:00 WIB

Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang
tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia,
dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada RDN Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul
10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang
melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek
Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi
Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.
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Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada RDN
yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak
memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan
yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana
pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan
Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan
pesanan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling
lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.

8. Penjatahan Saham

PT UOB Kay Hian Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang
pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh penyedia sistem sesuai dengan
POJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor ¢ tentang Penyediaan Dana
Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian
Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik
(“SEOJK No. 15/2020").

A. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak
yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi
ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer
Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta
menentukan persentase perolehannya. Penjatahan pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi
sampai dengan jumlah maksimum 90,62% dari Saham Yang Ditawarkan.

Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan

sebagai berikut:

1) Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi,
reksadana, korporasi, dan perorangan.

2) Manajer Penjatahan yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas, dapat menentukan besarnya
persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran
Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut
pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan
merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi
lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang;

3) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:

a. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari
suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen
penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran umum;

b. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau

c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan
merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.
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B. Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020
ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran

T Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO) Alokasi Saham
Golongan | IPO < Rp250 Miliar = 15% atau senilai Rp20 Miliar*
Golongan I Rp250 Miliar < IPO < Rp500 Miliar 10% atau Rp37,5 Miliar*
Golongan IlI Rp500 Miliar < IPO < Rp1 Triliun > 7,5% atau Rp50 Miliar*
Golongan IV IPO > Rp1 Triliun 2 2,5% atau Rp75 Miliar®

* ) mana yang lebih tinggi nilainya

Penjatahan Terpusat dalam Penawaran Umum saham Perseroan dengan dana dihimpun sebesar
Rp532.784.952.000,- (lima ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan
ratus lima puluh dua ribu Rupiah) termasuk dalam golongan Penawaran Umum Ill, dengan batasan
minimum alokasi untuk penjatahan terpusat adalah minimal Rp50.000.021.400,00 (lima puluh miliar
dua puluh satu ribu empat ratus Rupiah).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi
saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI
SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi

Golongan Persentase Alokasi = = =
Penawaran Umum Saham Penyesuaian | Penyesuaian Il Penyesuaian Il
2,5x < X < 10x 10x < X < 25x 2 25x
| > 15% 217,5% >20% 2 25%
1] > 10% 212,5% > 15% 2 20%
I >7,5% > 10% 212,5% 217,5%
v 22,5% 25% 27,5% 212,5%

Untuk Penawaran Umum golongan lll, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan
terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk penjatahan terpusat
disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. apabila tingkat pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan dengan batas minimal
persentase alokasi saham mencapai 2,5x namun kurang dari 10x, maka alokasi saham
disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 10% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

b. apabila tingkat pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan dengan batas minimal
persentase alokasi saham mencapai 10x namun kurang dari 25x, maka alokasi saham
disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 12,5% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

c. apabila tingkat pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan dengan batas minimal
persentase alokasi saham mencapai 25x atau lebih, maka alokasi saham disesuaikan menjadi
paling sedikit sebesar 17,5% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian
alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah saham dari porsi Penjatahan Pasti.

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No. 15/2020.
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Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

1.

Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang
sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan
menjadi 1 (satu) pesanan.

Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:

a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan
Terpusat selain ritel.

b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan
Terpusat Ritel.

Dalam hal:

a. terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan
dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga
melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari
pemodal tersebut tidak diperhitungkan.

b. terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan
dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga
melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari
pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.

c. jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b lebih sedikit
daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan,
saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga
saham yang tersisa habis.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang

diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan

Sistem.

Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka

4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil

pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan

hingga saham yang tersisa habis.

Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat

melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham

dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal
dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh)
satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10
(sepuluh) satuan perdagangan.

b. dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit
dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi
penjatahan, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan
pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.

c. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan, sisa saham dialokasikan
secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang
belum terpenuhi;

d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan
satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan

e. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional
sebagaimana dimaksud dalam huruf iv, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal
yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan
masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis

Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk

pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel

(untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).
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Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan
Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No.
IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya
masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham
untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan
Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh
persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut — turut;
b. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang
berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha
Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum
dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai
peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan
tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga
mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

b. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan
Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman
sebagaimana dimaksud dalam poin a;

c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK
paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum
yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan
wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua)
Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi
keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain
menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan
sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan
Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan waijib
membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung
secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer
bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai
kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud
dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum
paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek
mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks
harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;

2. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana
dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan
masa Penawaran Umum;
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3. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi
tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa
Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar
harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari
kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan
dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan

4. waijib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf B butir 3 kepada
OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan
penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk
penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan
dan kekuasaan penyedia system, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu
kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan
penawaran umum dengan persetujuan Otoritas Jasa keuangan.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem
Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah
saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan,
dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham
dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum yang disebabkan oleh penolakan oleh Bursa
Efek Indonesia, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, maka pengembalian uang dalam
mata uang Rupiah akan dikreditkan ke rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang
tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya
pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal
diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai
pembayaran bunga.

Selanjutnya apabila pengembalian uang dilakukan lebih dari 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal
diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tersebut akan disertai
bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ke-tiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan
Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang
dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh
pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja ke-empat tanggal
diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham
Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran
Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem

Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh
Partisipan Sistem.
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XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum pada tanggal 3 — 5 Januari 2024 yang
dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran
Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang
dapat diakses melalui website e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

KB Valbury Sekuritas trimegah” UOBKayHian

SECURITIES

PT KB Valbury Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk PT UOB Kay Hian Sekuritas

155



AKP

NICKEL MINING

XVIl. LAPORAN PAKAR

Proyek penambangan dipegang 100% oleh Perseroan dan terdiri dari dua area yang berdekatan: Blok
A dan B. Proyek tersebut mencakup area seluas 1.975 ha dan dimiliki dan dioperasikan 100% oleh
Perseroan. Perseroan juga memiliki sertifikat Clean and Clear, yang memastikan tidak ada tumpang
tindih dengan izin pertambangan lainnya dan izin terminal khusus untuk pengapalan dari Kementerian
Perhubungan.

Proyek tersebut sempat berproduksi dari tahun 2013 hingga 2014, namun terhenti karena adanya
peraturan yang melarang ekspor bijih mentah. Penambangan dilanjutkan pada tahun 2017 di deposit
Blok B dan kemudian di deposit Blok A. Proyek ini mengekstraksi bijih yang dapat dikirim langsung
(direct shipping ore atau “DSQ”), yang saat ini dipasok ke smelter domestik di Sulawesi Tenggara dan
Sulawesi Tengah, Indonesia.

Properti AKP dibagi lagi menjadi tiga blok;

e Blok A: terletak di sebelah barat Sungai Langgikima, seluas 1.225,63 ha.

e Blok B: terletak di sebelah timur Sungai Langikima, meliputi 643,92 ha.

e Blok C: terletak di area timur dan digunakan untuk kantor, perkemahan, dan laboratorium, seluas
18 ha.

Dari hasil pemetaan geologi, wilayah konsesi Perseroan dapat dibagi menjadi 2 (dua) satuan litologi, yaitu
batuan ultramafik dan batuan sedimen. Satuan batuan ultramafik yang terdiri dari peridotit-serpentinit,
meliputi £1898,44 ha dan terdapat di seluruh area. Satuan batuan sedimen terdiri dari konglomerat dan
mencakup 45,49 ha di bagian timur konsesi Perseroan.
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Mineralisasi

Terdapat sejumlah fitur umum dari profil laterit yang umum dijumpai pada sebagian besar endapan, dan
memungkinkan untuk menggambarkan berbagai jenis laterit yang terbentuk di atas batuan ultramafik
dalam tiga kategori utama:

Oksida laterit: sebagian besar terdiri dari hidroksida Fe dan oksida di bagian atas profil, di atas
batuan dasar yang telah diubah atau batuan dasar yang masih segar.

Lempung laterit: sebagian besar terdiri dari lempung smektit di bagian atas profil.

Laterit silikat: terdiri dari silikat Mg-Ni terhidrasi, (serpentin, garnierit), terjadi lebih dalam pada profil,
yang mungkin dilapisi oleh laterit oksida.

Proyek Perseroan memiliki profil laterit, terutama di daerah tengah, dengan potensi mineralisasi Ni
berkadar sedang hingga tinggi. Lateralit terbentuk terutama di punggung bukit dan di atas bukit yang
memiliki lereng datar hingga landai. Profil pelapukan telah dibagi menjadi tiga lapisan yang terkait erat
dengan mineralisasi nikel. Lapisan-lapisan tersebut meliputi:

Tanah lapisan atas (Overburden): umumnya mengandung Fe>40%, MgO rendah dan Ni <0,8.
Limonit: umumnya Fe>35%, MgO <10% dan Ni <1,0%.

Saprolit: umumnya mengandung Fe <35%, MgO >10% dengan Ni sebagian besar >1,2%. Sisa-sisa
batuan ultramafik yang belum lapuk umum ditemukan di lapisan ini membentuk fragmen-fragmen
yang berukuran mulai dari batu-batuan hingga bongkah-bongkah dan bertambah banyak seiring
dengan bertambahnya kedalaman.

Batuan ultramafik segar yang belum mengalami pelapukan: umumnya mengandung total Fe <10%,
Ni <0,8% dan MgO yang tinggi. Penampang umum yang menunjukkan profil laterit di area Proyek
ditunjukkan pada gambar berikut:

Profil Umum Laterit Nama Lapisan el
P %Fe | %MgO | %Ni
Lapisan tanah penutup / tutup > 40 <10 <059
Limonit >35 <10 <12
_ _ _ _ZomaTranssi_ _ _ | 30-35 | 5-10 | 09-12]
Saprolite <30 >10 >1.2
Batuan Dasar / Batuan Segar <10 30-50 <05
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Sumber Daya Mineral

Proyek Perseroan terdiri dari kompleks batuan ultramafik dengan peridotit dan gabro sebagai batuan
dasar. Proses lateritisasi telah menghasilkan pembentukan laterit nikel oksida (“Ni”) yang sebagian
besar terdiri dari hidroksida dan oksida besi (“Fe”) di bagian atas profil, di atas batuan dasar yang telah
diubah atau batuan dasar baru yang memiliki potensi mineralisasi Ni bermutu menengah hingga tinggi.
Lateralisasi menghasilkan zonasi vertikal yang berbeda yang membentuk zona lapisan tanah penutup,
limonit, saprolit dan batuan dasar. Mineralisasi Ni yang ekonomis sebagian besar berasosiasi dengan
zona limonit dan saprolit.

Pengeboran pada deposit tersebut memanjang dari permukaan ke bagian atas zona batuan dasar
pada kedalaman vertikal maksimum sekitar 30 m di bawah permukaan. Perkiraan ini didasarkan pada
Diamond Core Drilling (“DD”). Jarak lubang bor di atas deposit sekitar 35 m x 35 m pada bagian yang
dibor dengan baik, dan sekitar 50 m x 50 m, 100 m x 100 m, dan 200 m x 200 m pada bagian yang
tersisa.

Hasil estimasi Sumber Daya Mineral independen untuk Proyek ini ditabulasikan dalam Laporan Sumber
Daya Mineral pada tabel dibawah ini, yang dilaporkan sesuai dengan persyaratan Kode JORC 2012.
Dengan demikian, Laporan Sumber Daya Mineral sesuai untuk pelaporan publik.

Moisture
que\:l::it Grades Content
Block Classification  Material Type g;zdz MiIIiong (MC)
9 Ni Co Fe #4203 MgO S92
(WMT) % % % % % % %
Measured Low Grade 0.8 <Ni< 8,9 1,02 0,10 37,85 12,07 8,28 3,05 41
Limonite (LGL) 1.2
High Grade Ni=1.2 4,1 1,36 0,10 36,75 11,25 10,59 3,16 41
Limonite (HGL)
Low Grade 1.1<Ni< 6,8 1,31 0,06 19,65 6,20 32,68 15,40 39
Saprolite (LGS) 1.5
High Grade Ni=1.5 6,9 1,82 0,06 19,86 6,40 31,60 15,03 39
Saprolite (HGS)
Sub Total 26,7 1,35 0,08 28,40 8,98 20,87 9,31 40
Indicated Low Grade 0.8<Ni< 13,6 0,99 0,11 37,33 11,56 8,33 3,36 41
Limonite (LGL) 1.2
High Grade Ni=1.2 2,9 1,37 0,11 37,49 10,51 10,68 3,24 41
Limonite (HGL)
Low Grade 1.1<Ni< 10,6 1,27 0,06 19,05 6,24 32,08 15,86 39
Saprolite (LGS) 1.5
A High Grade Niz1.5 3,8 1,76 0,06 19,80 6,96 31,17 14,75 39
Saprolite (HGS)
Sub Total 30,9 1,21 0,08 28,92 9,07 19,51 9,03 40
Inferred Low Grade 0.8 <Ni< 11,1 1,00 0,12 38,03 9,58 8,01 3,95 41
Limonite (LGL) 1.2
High Grade Ni=1.2 1,9 1,31 0,12 38,54 860 9,14 3,95 41
Limonite (HGL)
Low Grade 1.1<Ni< 4,5 123 0,06 1945 548 32,22 16,85 39
Saprolite (LGS) 15
High Grade Ni=1.5 0,6 1,71 0,06 22,40 6,54 30,90 13,03 39
Saprolite (HGS)
Sub Total 18,1 1,11 0,10 32,95 8,36 14,91 7,45 40
Total Limonite 42,5 1,07 0,11 37,63 1092 8,65 3,45 41
Total Saprolite 33,2 1,45 0,06 19,54 6,25 32,00 15,55 40
Total Block A 75,7 1,24 0,09 29,70 8,87 18,89 8,75 40
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Moisture
qu::’:it Grades Content
Block Classification Material Type g;d': MiIIiong (MC)
9 Ni Co Fe #4203 MgO S92
(WMT) % % % % % % %
Low Grade 0.8 <Ni< 10,1 1,05 0,10 38,62 12,85 9,89 3,70 41
Limonite (LGL) 1.2
High Grade Ni=1.2 8,3 1,36 0,11 39,13 11,60 10,19 3,56 41
Measured Limonite (HGL)
Low Grade 1.1<Ni< 5,7 1,30 0,06 19,09 590 3542 14,72 39
Saprolite (LGS) 1.5
High Grade Ni=1.5 5,8 1,84 0,05 19,49 6,16 34,90 14,43 39
Saprolite (HGS)
Sub Total 29,9 1,34 0,08 31,33 9,88 19,69 7,84 40
Low Grade 0.8<Ni< 9,9 1,03 0,10 37,12 12,49 11,27 4,43 41
Limonite (LGL) 1.2
High Grade Ni=1.2 55 1,34 0,12 38,25 10,53 11,70 3,56 41
Indicated Limonite (HGL)
Low Grade 1.1<Ni< 6,5 1,28 0,05 18,37 5,66 3564 15,14 39
Saprolite (LGS) 1.5
B High Grade Niz1.5 2,8 1,76 0,05 18,41 5,83 3588 14,89 39
Saprolite (HGS)
Sub Total 24,7 1,25 0,09 30,32 9,50 20,57 8,24 40
Low Grade 0.8<Ni< 11,3 0,98 0,10 38,16 12,27 10,91 4,62 41
Limonite (LGL) 1.2
High Grade Ni=1.2 2,6 1,31 0,11 38,16 9,69 12,25 4,91 41
Inferred Limonite (HGL)
Low Grade 1.1<Ni< 6,8 1,26 0,05 19,60 6,07 34,79 1517 39
Saprolite (LGS) 1.5
High Grade Ni=1.5 1,2 1,77 0,05 1943 6,39 3516 14,61 39
Saprolite (HGS)
Sub Total 21,9 1,15 0,08 31,37 9,72 19,81 8,48 40
Total Limonite 47,7 1,13 0,11 38,22 11,98 10,81 4,10 41
Total Saprolite 28,8 1,46 0,05 19,08 5,95 3525 14,87 40
Total Block B 76,5 1,25 0,09 31,01 9,71 20,01 8,15 41
Grand Total Limonite and Saprolite for Block A + B 152,2 1,25 0,09 30,36 9,29 19,45 8,45 41

Sumber Daya Mineral dilaporkan pada kisaran kadar Ni, Co, Fe, Al203, MgO dan SiO2 yang
bervariasi yang mendefinisikan mineralisasi ekonomis di setiap zona litologi. Parameter batas (cut-off)
dipilih berdasarkan informasi dari Klien mengenai spesifikasi kadar produk yang dikirim dari operasi
penambangan sebelumnya dan endapan lain yang diketahui dengan tipe yang sama di wilayah tersebut.
Tonase dan kadar Sumber Daya Mineral diestimasi secara in-situ basah dan habis untuk ditambang
pada tanggal 30 Juni 2023.

Algoritma Ordinary Kriging (“OK”) digunakan untuk interpolasi kadar dan kerangka lapisan digunakan
sebagai batas-batas tegas untuk estimasi kadar setiap elemen di setiap domain. Nilai elemen diestimasi
hanya untuk domain limonit dan saprolit. Tidak ada nilai yang diperkirakan untuk blok dalam domain
batuan dasar karena material tidak diekstraksi karena kadarnya yang rendah dan terlebih lagi tidak
dapat diekstraksi tanpa peledakan sebelumnya.

Dimensi blok yang digunakan dalam model adalah 20 m NS x 20 m EW x 1,0 m vertikal dengan sub-
sel 5 m x 5 m x 0,25 m. Dimensi ini dipilih untuk ukuran blok berdasarkan jarak pengeboran (sekitar
setengah dari jarak pengeboran terkecil), KNA dan metode penambangan sebelumnya. Kepadatan
curah dan kadar air ditetapkan untuk setiap domain di setiap deposit berdasarkan sampel inti bor yang
ditentukan di area Proyek.

Sumber Daya Mineral diklasifikasikan sebagai Sumber Daya Mineral Terukur, Terindikasi, dan Tereka

berdasarkan kualitas data, jarak pengeboran, dan sifat kriging; kemiringan regresi (sr) dan varians
kriging (kv) mewakili kontinuitas kadar dari proyek.
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Tonase dan nilai Sumber Daya Mineral diestimasi berdasarkan basis in-situ basah dan kadar air yang
dilaporkan.

Cadangan Bijih

Cadangan Bijih didefinisikan dalam Kode JORC sebagai bagian yang dapat ditambang secara ekonomis
dari Sumber Daya Mineral Terukur dan/atau Terindikasi. Cadangan ini mencakup bahan pengencer dan
penyisihan untuk kerugian, yang mungkin terjadi ketika bahan tersebut ditambang. Penilaian dan kajian
yang tepat telah dilakukan, dan mencakup pertimbangan dan modifikasi oleh faktor pertambangan,
metalurgi, ekonomi, pemasaran, hukum, lingkungan, sosial, dan pemerintah yang diasumsikan secara
realistis. Penilaian-penilaian ini menunjukkan pada saat melaporkan bahwa ekstraksi dapat dibenarkan
secara wajar.

Berikut adalah Laporan Cadangan Bijih Blok A dan B yang diestimasi per 30 Juni 2023:

Wet Grades Moisture

Block  opaacy  Material Type Quaitity  Ni co  Fe AI203 Mgo si02 Cmg’)"t
WMT) % % % 5 % % %
Limonite 17 114 010 371 17 30 87 40
Terbukti  Saprolite 100 163 006 202 65 144 30,9 39
Total 218 1,36 008 293 93 82 189 39
A Limonite 128 107 01 373 13 31 78 40
Terkia  Saprolite 6,4 154 006 201 69 143 299 39
Total 192 1,23 009 315 98 68 152 40
Total Block A 410 1,30 009 303 95 7.6 172 40
Limonite 168 119 010 384 122 36 97 40
Terbukti  Saprolite 8,0 163 006 196 61 140 341 39
Total 248 133 009 324 102 69 176 40
B Limonite 129 115 011 373 116 39 107 40
Terkia  Saprolite 47 152 005 185 57 143 351 39
Total 176 125 040 322 100 67 172 40
Total Block B 425 1,30 009 323 101 68 174 40
Limonite + 835 1,30 0,09 31,3 98 7,2 17,3 40

A+ B Grand Total Saprolite

Pernyataan Pihak Kompeten

Informasi dalam laporan ini terkait sumberdaya mineral dan cadangan bijih disusun berdasarkan
informasi yang disediakan oleh Perseroan dan direviu oleh Tim Knight dan Abdul Muthi. Seluruh
asumsi, perhitungan dan parameter lain yang digunakan sebagai basis untuk mengestimasi sumber
daya mineral dan cadangan bijih telah direviu dan diaudit berdasarkan JORC Code. Informasi terkait
estimasi sumber daya mineral direviu oleh Tim Knight dan estimasi cadangan bijih direviu oleh Abdul
Muthi.
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No. Ref.: 1951/EKW/XI1/23

Jakarta, 28 Desember 2023

Kepada Yth.

PT Adhi Kartiko Pratama, Tbk

JI. Sorumba No. 80, Desa Anaiwoi,
Kec. Kadia, Kota Kendari,

Prov. Sulawesi Tenggara

Up.: Direksi PT Adhi Kartiko Pratama, Tbk

Perihal: Pendapat Segi Hukum atas PT Adhi Kartiko Pratama, Tbk (“Perseroan”) Sehubungan dengan
Rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), kami, Kantor Konsultan Hukum Hanafiah
Ponggawa & Partners, (“Dentons HPRP”) berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Erwin Kurnia
Winenda, S.H., M.B.A., selaku Rekan, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal
pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-97/PJ-
1/PM.02/2023 tanggal 15 Mei 2023 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
(“HKHPM”) No. 201313, yang telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat tugas kepada kami sebagaimana
tercantum di dalam surat Nomor Ref.: 221/CMP/I1/23 tertanggal 6 Februari 2023 untuk mempersiapkan Laporan
Uji Tuntas dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum (“Pendapat Segi Hukum”), sehubungan dengan rencana
Perseroan melakukan penawaran umum perdana saham (‘“Penawaran Umum Perdana Saham”) sebanyak
1.216.404.000 (satu miliar dua ratus enam belas juta empat ratus empat ribu) saham biasa dengan rincian atas
nama milik (i) PT Sungai Mas Minerals (“SMM”) sebanyak 608.202.000 (enam ratus delapan juta dua ratus dua
ribu) saham dan (ii) PT Inti Mega Ventura disingkat PT IMEV (d/h PT Mitra Marina Internasional) (“IMEV”)
sebanyak 608.202.000 (enam ratus delapan juta dua ratus dua ribu) saham (SMM dan IMEV, secara bersama-
sama disebut sebagai “Pemegang Saham Penjual’), atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh
modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai
nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran
sebesar Rp438,- (empat ratus tiga puluh delapan Rupiah) setiap saham (“Saham Yang Ditawarkan”).

Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp532.784.952.000,- (lima ratus tiga puluh dua miliar
tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu Rupiah.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah saham-saham
yang dimiliki oleh Pemegang Saham Penjual dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan
sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh,
antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham
(“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan
dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“‘UUCK”) ("UUPT”).

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah oleh Pemegang Saham Penjual dan dalam keadaan bebas, tidak
sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak
lain. Seluruh saham Perseroan termasuk Saham Yang Ditawarkan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia
(“BEI"), dimana Perseroan telah mendapatkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas berdasarkan

Zaanouni Law Firm & Associates > LuatViet > Fernanda Lopes & Associados > Guevara & Gutierrez > Paz Horowitz Abogados > Sirote > Adepetun Caxton-
Martins Agbor & Segun > Davis Brown > East African Law Chambers > For more information on the firms that have come together to form Dentons, go to
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Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Adhi Kartiko Pratama Tbk. No. S-10884/BEI.PP2/12-
2023 tertanggal 13 Desember 2023 yang diterbitkan oleh BEI.

Penawaran Umum Perdana Saham ini akan dijamin oleh PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., PT KB
Valbury Sekuritas Indonesia, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Emisi Efek berdasarkan
kesanggupan penuh (full commitment) sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
Penawaran Umum Perdana Saham PT Adhi Kartiko Pratama Tbk Nomor 35 tertanggal 6 September 2023,
sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan | Atas Perjanjian Emisi Efek Penawaran Umum PT Adhi Kartiko
Pratama Tbk Nomor 13 tanggal 2 Oktober 2023,(ii) Akta Perubahan Il Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi
Saham PT Adhi Kartiko Pratama Tbk Nomor 20 tanggal 3 November 2023, (iii) Akta Perubahan Il Atas Perjanjian
Pengelolaan Administrasi Saham PT Adhi Kartiko Pratama Tbk Nomor 120 tanggal 13 Desember 2023, dan (iv)
Akta Perubahan IV Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Adhi Kartiko Pratama Tbk Nomor 301
tanggal 22 Desember 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.,
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat (“Akta PPEE”).

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, baik Pemegang Saham Penjual dan Perseroan tidak
memiliki hubungan afiliasi dengan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., PT KB Valbury Sekuritas Indonesia,
dan PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Emisi Efek.

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham merupakan milik Para Pemegang
Saham Penjual. Oleh karena itu, seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan diterima oleh Para
Pemegang Saham Penjual dan Perseroan tidak menerima dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para
pemegang saham Perseroan, yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham
No. 8 tertanggal 1 September 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris
di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah (i) mendapatkan persetujuan Menteri pada Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham”) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-
0052278.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 1 September 2023; (ii) diberitahukan kepada Menkumham
berdasarkan (a) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0112766
tertanggal 1 September 2023, dan (b) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-
AH.01.09-0158470 tanggal 1 September 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0171963.AH.01.11. TAHUN 2023 tanggal 1 September 2023 (“Akta No. 8/2023”), yang memuat persetujuan para
pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

a. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat
dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada BEI serta menyetujui untuk mendaftarkan
saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif;

b. Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan
menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan terkait nama Perseroan sehingga setelah
memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang, nama Perseroan berubah menjadi PT Adhi Kartiko
Pratama Tbk;

C. Menyetujui perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) per saham
menjadi sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah) per saham, sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan
ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan;

d. Menyetujui atas penawaran/penjualan saham yang dimiliki oleh:

i. SMM, sebanyak 608.202.000 (enam ratus delapan juta dua ratus dua ribu) saham; dan
i. IMEV, sebanyak 608.202.000 (enam ratus delapan juta dua ratus dua ribu) saham;
dalam Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat, dengan jumlah keseluruhan sebanyak-

banyaknya 1.216.404.000 (satu miliar dua ratus enam belas juta empat ratus empat ribu) saham, masing-
masing dengan nilai nominal sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah) atau seluruhnya dengan nilai nominal
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sebesar Rp12.164.040.000,- (dua belas miliar seratus enam puluh empat juta empat puluh ribu Rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut, para pemegang saham Perseroan juga menyetujui dan melepaskan
haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham dalam rangka Penawaran
Umum Perdana Saham;

e. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum
Perdana Saham atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat, termasuk saham-
saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan (selain pemegang saham masyarakat) pada BEI
(Company Listing), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan
kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang pasar modal.

f. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan
dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan
pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan
yang dilakukan selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan
Perseroan dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru.

g. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk namun tidak terbatas:

i. menentukan kepastian jumlah saham pemegang saham yang akan dijual melalui Penawaran Umum
Perdana Saham sebanyak-banyaknya 1.216.404.000 (satu miliar dua ratus enam belas juta empat
ratus empat ribu) saham biasa atas nama untuk ditawarkan kepada masyarakat.

. menetapkan harga penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum
Perdana Saham;

iii. menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum Perdana
Saham;

iv. mencatatkan saham-saham Perseroan pada BEIl serta mendaftarkan saham-saham dalam
penitipan kolektif dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal;

V. membuat, menandatangani, mencetak, menerbitkan, dan/atau mengumumkan dalam surat kabar
prospektus ringkas, prospektus awal, prospektus, dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan
dengan Penawaran Umum Perdana Saham;

vi. membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum
Perdana Saham, termasuk namun tidak terbatas pada, perjanjian penjaminan emisi efek, perjanjian
pengelolaan administrasi saham, serta perjanjian pendaftaran efek bersifat ekuitas;

vii.  menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal dan menentukan syarat
penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
vii.  membuat, menandatangani dan menyampaikan surat pernyataan pendaftaran, permohonan

pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada OJK dan BEI,

iX. meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang berkaitan dengan
Penawaran Umum Perdana Saham; dan

X. melakukan hal-hal lain yang berkaitan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.

h. Menyetujui dalam rangka pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (“POJK No. 3/2021”), menetapkan Herman Herry
Adranacus sebagai Pihak Pengendali Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 85 POJK No. 3/2021.

i. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di
hadapan notaris, susunan pemegang saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham
selesai dilaksanakan dan dicatatkan pada BEI serta nama pemegang saham hasil Penawaran Umum
Perdana Saham telah tercatat dalam daftar pemegang saham.

j- Menyetujui perubahan seluruh ketentuan dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan

dalam rangka sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas
terbuka/publik, untuk disesuaikan dengan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-
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179/BI/2008, Peraturan Nomor 1X.J.1 Tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik (“Peraturan No. 1X.J.1”), Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No.
33/2014"), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

k. Menegaskan susunan pemegang saham sehubungan dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar
Perseroan.

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan sebagaimana disebutkan di atas, termasuk
namun tidak terbatas untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan notaris.

(Akta No. 8/2023 selanjutnya disebut “Anggaran Dasar Perseroan”).

Untuk memberikan Pendapat Segi Hukum ini, kami telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang kami
terima dalam rangka pelaksanaan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan dan
Perusahaan Anak terkait rencana Penawaran Umum Perdana Saham, yang ringkasan eksekutifnya diungkapkan
dalam laporan uji tuntas atas aspek hukum sebagaimana tercantum di dalam Laporan Uji Tuntas No. Ref.:
1950/EKW/XI1/23 tanggal 28 Desember 2023 yang kami lakukan atas Perseroan dan Perusahaan Anak hingga
tanggal Pendapat Segi Hukum ini diterbitkan dan merupakan satu kesatuan dengan Pendapat Segi Hukum ini
(“Laporan Uji Tuntas”). Pendapat Segi Hukum ini, menggantikan Pendapat Segi Hukum No. 1905/EKW/XI1/23
tertanggal 13 Desember 2023, yang pernah kami terbitkan sehubungan dengan pernyataan pendaftaran dalam
rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan.

Dalam Pendapat Segi Hukum ini, referensi terhadap “Perusahaan Anak” berarti perusahaan dimana Perseroan
memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, dan laporan keuangan anak perusahaan tersebut
dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Terum Konawe Utara,
suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan persentase kepemilikan saham
Perseroan sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) (“TKU”).

Pendapat Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh
HKHPM.

I BATASAN - BATASAN
Pendapat Segi Hukum ini didasarkan pada batasan-batasan sebagai berikut:

1. Pendapat Segi Hukum ini hanya terbatas pada ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku di
Republik Indonesia dan tidak mengacu pada hukum lainnya.

2. Ruang lingkup Pendapat Segi Hukum ini hanya terbatas pada hal-hal yang telah ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan terkait dengan pasar modal.

3. Dalam rangka pembuatan Pendapat Segi Hukum ini kami berpegang pada dokumen-dokumen dan
keterangan yang kami terima dari Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini; dan

4. Sehubungan dengan pendapat hukum kami, secara umum dan khususnya yang menyangkut
perizinan, harta kekayaan, penjaminan dan perjanjian-perjanjian yang telah kami uraikan dalam
Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas dimana, izin-izin, harta kekayaan,
penjaminan dan perjanjian-perjanjian yang kami opinikan tersebut berpengaruh langsung secara
material terhadap keberlangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.
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Il ASUMSI-ASUMSI
Pendapat Segi Hukum ini didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Dokumen-dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, lengkap dan
apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan, maka fotokopi atau salinan
tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya;

2. Tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut, baik asli maupun fotokopi atau
salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak yang disebutkan dalam dokumen itu dan sesuai
dengan keadaan sebenarnya;

3. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, baik tertulis
maupun lisan, yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Perseroan, Perusahaan Anak, Direksi,
Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak, dan/atau pihak ketiga kepada kami adalah benar,
akurat dan sesuai dengan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material dan
tambahan sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum ini;

4. Surat-surat pernyataan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang telah kami terima dalam rangka
pelaksanaan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak,
adalah benar, akurat, dan sesuai dengan yang sebenarnya;

5. Pihak-pihak yang mengadakan perikatan dengan Perseroan, Perusahaan Anak, atau para pejabat
pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perijinan untuk kebutuhan Perseroan
dan/atau Perusahaan Anak, berwenang melakukan tindakan-tindakan tersebut dan kami tidak
mengetahui sesuatu fakta atau adanya petunjuk bahwa anggapan tersebut di atas adalah tidak

benar;

6. Pendapat Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan Laporan Uji Tuntas yang merupakan
hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 28 Desember
2023;

7. Dalam memberikan Pendapat Segi Hukum ini kami berpegang pada peraturan yang berlaku di

bidang pasar modal serta peraturan terkait lainnya di dalam wilayah Hukum Republik Indonesia; dan
8. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Segi Hukum
dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak
sesuai dengan kenyataannya.
lll. PENDAPAT SEGI HUKUM
Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji
Tuntas serta berdasarkan pembatasan dan asumsi-asumsi yang diuraikan di atas, dengan ini kami
memberikan Pendapat Segi Hukum sebagai berikut:

A. RENCANA PENAWARAN UMUM PERDANA PERSEROAN

Sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan, pada tanggal Pendapat Segi
Hukum ini:

1. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, Direksi Perseroan telah memperoleh

persetujuan dari para pemegang saham Perseroan, yang telah dituangkan dalam Akta No.
8/2023, yang memuat persetujuan para pemegang saham Perseroan sebagai berikut :
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a. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham
kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada BEI
serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan
kolektif;

b. Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi
perseroan terbuka dan menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan
terkait nama Perseroan sehingga setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang
berwenang, nama Perseroan berubah menjadi PT Adhi Kartiko Pratama Tbk;

C. Menyetujui perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp1.000,- (seribu
Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah) per saham, sehingga
mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan;

d. Menyetujui atas penawaran/penjualan saham yang dimiliki oleh:

i SMM, sebanyak 608.202.000 (enam ratus delapan juta dua ratus dua ribu)
saham; dan

ii. IMEV, sebanyak 608.202.000 (enam ratus delapan juta dua ratus dua ribu)
saham;

dalam Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat, dengan jumlah
keseluruhan sebanyak-banyaknya 1.216.404.000 (satu miliar dua ratus enam belas
juta empat ratus empat ribu) saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar
Rp10,- (sepuluh Rupiah) atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar
Rp12.164.040.000,- (dua belas miliar seratus enam puluh empat juta empat puluh ribu
Rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut, para pemegang saham Perseroan juga menyetujui
dan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan
saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;

e. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya
Penawaran Umum Perdana Saham atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual
kepada masyarakat, termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham
Perseroan (selain pemegang saham masyarakat) pada BEI| (Company Listing), serta
menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di bidang pasar modal.

f. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu
memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et
decharge) atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang dilakukan selama
masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan
Perseroan dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang
baru.

g. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham,
termasuk namun tidak terbatas:

i. menentukan kepastian jumlah saham pemegang saham yang akan dijual melalui
Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya 1.216.404.000 (satu
miliar dua ratus enam belas juta empat ratus empat ribu) saham biasa atas nama
untuk ditawarkan kepada masyarakat.
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ii. menetapkan harga penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam
Penawaran Umum Perdana Saham;

iii. menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran
Umum Perdana Saham;

iv. mencatatkan saham-saham Perseroan pada BEI serta mendaftarkan saham-
saham dalam penitipan kolektif dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku
di bidang pasar modal;

V. membuat, menandatangani, mencetak, menerbitkan, dan/atau mengumumkan
dalam surat kabar prospektus ringkas, prospektus awal, prospektus, dan/atau
dokumen-dokumen lain sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana
Saham;

Vi. membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan
Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk namun tidak terbatas pada,
perjanjian penjaminan emisi efek, perjanjian pengelolaan administrasi saham,
serta perjanjian pendaftaran efek bersifat ekuitas;

vii.  menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal dan
menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga
penunjang tersebut;

viii. membuat, menandatangani dan menyampaikan surat pernyataan pendaftaran,
permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya
kepada OJK dan BEI;

iX. meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang
berkaitan dengan Penawaran Umum Perdana Saham; dan

X. melakukan hal-hal lain yang berkaitan dengan Penawaran Umum Perdana
Saham.

h. Menyetujui dalam rangka pelaksanaan POJK No. 3/2021, menetapkan Herman Herry
Adranacus sebagai Pihak Pengendali Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 85
POJK No. 3/2021.

i. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri
yang dibuat di hadapan notaris, susunan pemegang saham Perseroan setelah
Penawaran Umum Perdana Saham selesai dilaksanakan dan dicatatkan pada BEI
serta nama pemegang saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah tercatat
dalam daftar pemegang saham.

j- Menyetujui perubahan seluruh ketentuan dan penyusunan kembali seluruh Anggaran
Dasar Perseroan dalam rangka sehubungan dengan perubahan status Perseroan
menjadi perseroan terbatas terbuka/publik, untuk disesuaikan dengan Peraturan No.
IX.J.1, POJK No. 15/2020, POJK No. 33/2014, serta peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

k. Menegaskan susunan pemegang saham sehubungan dengan ketentuan Pasal 4 ayat
2 Anggaran Dasar Perseroan.

l. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan
segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
sebagaimana disebutkan di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan
dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan notaris.

2. Bahwa tidak diperlukan perizinan dan/atau persetujuan dari kreditur, pihak lain dan/atau
instansi lain yang berwenang atas rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum
Perdana Saham dan penggunaan dananya. Namun demikian, berdasarkan Pasal 13 ayat (9)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam hal pengalihan saham dilakukan
melalui penawaran umum perdana di bursa saham Indonesia, badan usaha pemegang izin
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usaha pertambangan wajib melaporkan pengalihan tersebut kepada Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral (“Menteri ESDM”).

Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban pelaporan kepada Menteri ESDM atas
rencana Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan
Surat No. 168/AKP-IDX/EKS/XI/2023 tertanggal 6 November 2023 perihal Pelaporan
Rencana Pengalihan Saham PT Adhi Kartiko Pratama melalui Penawaran Umum Perdana di
Bursa Saham Indonesia, yang disampaikan oleh Perseroan kepada Menteri ESDM melalui
email tertanggal 6 November 2023.

3. Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham merupakan milik
Para Pemegang Saham Penjual. Oleh karena itu, seluruh dana hasil Penawaran Umum
Perdana Saham akan diterima oleh Para Pemegang Saham Penjual dan Perseroan tidak
menerima dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

4. Saham Yang Ditawarkan, telah diterbitkan dengan sah oleh Perseroan sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku, serta telah diambil bagian dan
disetor penuh oleh Para Pemegang Saham Penjual, dan tidak sedang dalam sengketa,
dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain,
kecuali sehubungan dengan:

a. Tidak tersedianya bukti setoran modal dan/atau keterlambatan penyetoran modal yang
melewati tanggal akta oleh para pemegang saham Perseroan, sebagai berikut:

i. Tidak tersedianya bukti setor permodalan oleh PT Makmur Nickel Mining dan
Franciscus Xaverius Jumadi, selaku pendiri Perseroan, atas penyetoran modal
pada saat pendirian Perseroan berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tertanggal 9
Juli 2008 yang dibuat di hadapan Armansyah, S.H., Notaris di Kota Kendari dan
telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan surat keputusan
Menkumham No. AHU-91637.AH.01.01.Tahun 2008 tertanggal 28 November
2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0116098.AH.01.09.Tahun 2008 tertanggal 28 November 2008 (“Akta Pendirian
Perseroan”);

ii. Terlambatnya setoran modal oleh SMM dan IMEV, atas peningkatan modal
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 36
tanggal 4 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Ferry Sanjaya, S.H.,
berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Barat
No. 03/KET.CUTI-MPDN.JKT BRT/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021, pengganti
Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta
Barat, yang telah (i) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat
Keputusan No. AHU-0043453.AH.01.02.TAHUN 2021 tertanggal 10 Agustus
2021; (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (a) Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0436158
tanggal 10 Agustus 2021, dan (b) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0436159 tanggal 10 Agustus 2021 dan telah
didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0136605.AH.01.11. TAHUN 2021
tanggal 10 Agustus 2021 (“Akta No. 36/2021”) yang baru dilakukan tanggal 1
September 2021, 25 Mei 2023, dan 31 Mei 2023.

Sehubungan dengan keterlambatan penyetoran modal dalam Akta Pendirian
Perseroan, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun
2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (‘PP No. 29/2016"),
sebagai peraturan yang berlaku pada saat setoran pendirian Perseroan pertama kali
dilakukan, modal dasar suatu perseroan harus ditempatkan dan disetor penuh paling
sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah
dan bukti setor tersebut wajib disampaikan secara elektronik kepada Menkumham
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dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian
perseroan terbatas ditandatangani. Kemudian, sehubungan dengan keterlambatan
penyetoran modal dalam Akta No. 36/2021, berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUPT,
pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal
yang ditempatkan harus disetor penuh, yang mana ketentuan tersebut menegaskan
bahwa tidak dimungkinkan penyetoran atas saham dengan cara mengangsur. Namun
demikian, UUPT tidak mengatur mengenai sanksi apabila terdapat keterlambatan atas
penyetoran modal.

Meskipun UUPT tidak mengatur terkait sanksi terlambatnya penyetoran modal
sebagaimana dimaksud di atas, terdapat risiko adanya teguran dan/atau gugatan, baik
dari instansi maupun pihak ketiga manapun terkait dengan keabsahan kepemilikan
saham pemegang saham perseroan terkait.

Namun demikian, berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan sebagaimana
diperkuat oleh konfirmasi Perseroan, Perseroan tidak pernah menerima teguran
dan/atau gugatan, baik dari instansi maupun pihak ketiga manapun terkait dengan
keabsahan penyetoran modal berdasarkan Akta Pendirian dan Akta No. 36/2021. Atas
hal tersebut, Perseroan telah meratifikasi keterlambatan penyetoran tersebut melalui
Akta No. 107/2023. Lebih lanjut, berdasarkan Laporan Keuangan untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 beserta Laporan Auditor Independen No.
00215/3.0355/AU.1/02/1191-3/1/1X/2023 dari Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata,
Hidajat, Arsono, Retno, Pailingan & Rekan, seluruh jumlah modal ditempatkan dan
disetor Perseroan dari pendirian sampai dengan susunan permodalan terkini, telah
disetorkan secara penuh oleh para pemegang saham Perseroan.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UUPT, hak pemegang saham termasuk di
antaranya menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS serta menerima
pembayaran dividen berlaku setelah saham dicatat dalam Daftar Pemegang Saham
atas nama pemiliknya. Sehingga, keterlambatan pemegang saham dalam melakukan
penyetoran tidak menghilangkan hak pemegang saham tersebut untuk dapat
menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS serta menerima pembayaran
dividen sepanjang para pemegang saham tersebut telah tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan.

Terkait hal tersebut, mengingat seluruh pemegang saham Perseroan telah tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham, maka pemegang saham Perseroan tetap
memperoleh haknya walaupun terlambat melakukan penyetoran atas sahamnya.

b. Belum diperolehnya persetujuan dari Menteri ESDM atas pengalihan kepemilikan
saham dan/atau perubahan struktur permodalan Perseroan berdasarkan akta-akta
sebagai berikut:

i Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 30 tanggal 22 Oktober
2020 yang dibuat di hadapan | Nyoman Satria Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris di
Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.
AHU-AH.01.03-0400866 tanggal 22 Oktober 2020 dan Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0400867
tanggal 22 Oktober 2020 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.
AHU-0178596.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 22 Oktober 2020 (“Akta No.
30/2020");

ii. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 25 tanggal 15 Januari
2021 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang
telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0066362
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tanggal 2 Februari 2021 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.
AHU-0020416.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 2 Februari 2021 (“Akta No.
25/20217);

iii. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 10 tanggal 18 Februari
2021 yang dibuat oleh Eveline Gandauli Rajagukguk, S.H., Notaris di Jakarta,
yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0119375
tanggal 24 Februari 2021 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.
AHU-00351015.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 24 Februari 2021 (“Akta No.
10/2021”).

Sehubungan dengan tidak terdapatnya persetujuan Menteri ESDM sehubungan
dengan pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimuat dalam Akta No. 30/2020,
Akta No. 25/2021, dan Akta No. 10/2021, berdasarkan Pasal 93A Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir
diubah dengan UUCK (“UU Pertambangan Mineral dan Batubara”), badan usaha
pemegang IUP dilarang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri
ESDM. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 151 UU Pertambangan Mineral dan Batubara,
Menteri ESDM berhak memberikan sanksi administrasi kepada pemegang IUP atas
pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 93A, yang mana sanksi
administratif dapat berupa:

a. peringatan tertulis;
b. denda;
C. penghentian sementara Sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi

produksi; dan/atau
d. pencabutan IUP.

Persetujuan Menteri ESDM terlebih dahulu untuk pengalihan kepemilikan saham
sebagaimana disebutkan di atas tidak lagi dapat dipenuhi, mengingat telah terdapat
perubahan atau pengalihan kepemilikan saham lanjutan setelah Akta No. 10/2021.
Atas ketiadaan Persetujuan Menteri ESDM tersebut, Perseroan tidak pernah menerima
surat, pemberitahuan, dan/atau keputusan dari ESDM yang mengindikasikan dan/atau
menetapkan adanya suatu pemberian sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 151 UU
Pertambangan. Perseroan telah membuat Surat Keterangan tertanggal 27 April 2022
yang menyatakan bahwa Perseroan belum pernah mendapatkan persetujuan dari
Bupati atau Gubernur atau Menteri atau instansi lain sesuai dengan kewenangannya
terkait perubahan saham dalam Perseroan (“Surat Keterangan Persetujuan”), yang
mana Surat Keterangan Persetujuan disampaikan kepada Menteri ESDM sebagai
bagian dari dokumen persyaratan persetujuan atas perubahan susunan pemegang
saham di akta terkini. Atas disampaikannya Surat Keterangan Persetujuan tersebut,
Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Menteri ESDM melalui Surat No. T-
623/MB.04/MEM.B/2023 tentang Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham tanggal
24 Juli 2023 untuk perubahan kepemilikan saham terakhir sebagaimana dimuat dalam
Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 36 tanggal 4 Agustus 2021
yang dibuat di hadapan Ferry Sanjaya, S.H., berdasarkan Surat Keputusan Majelis
Pengawas Daerah Notaris Jakarta Barat No. 03/KET.CUTI-MPDN.JKT BRT/VI1/2021
tanggal 30 Juli 2021, pengganti Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di
Kota Administrasi Jakarta Barat (“Akta No. 36/2021”). Dengan dikeluarkannya
persetujuan Menteri ESDM tersebut, dan telah disampaikannya Surat Keterangan
Persetujuan, dapat dianggap sepatutnya Menteri ESDM telah mengetahui ketiadaan
persetujuan Menteri ESDM untuk pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimuat
dalam Akta No. 30/2020, Akta No. 25/2021, dan Akta No. 10/2021, dan tetap
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mengeluarkan persetujuan untuk pengalihan saham yang terakhir pada Akta No.
36/2021.

5. Penawaran Umum Perdana Saham telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 76/POJK.04/2017 tentang Penawaran Umum oleh Pemegang Saham.

6. Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang
Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum (“POJK No.
25/2017”), setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga
dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum
Perdana Saham dalam jangka waktu enam bulan sebelum penyampaian Pernyataan
Pendaftaran kepada OJK dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas efek bersifat
ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan delapan bulan setelah Pernyataan Pendaftaran
menjadi efektif.

Sehubungan dengan hal di atas, dalam jangka waktu enam bulan sebelum penyampaian
Pernyataan Pendaftaran kepada OJK atas Penawaran Umum Perdana Saham, para
pemegang saham Perseroan tidak ada yang memperoleh saham-saham Perseroan dengan
harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum
Perdana Saham. Sehingga, para pemegang saham Perseroan, tidak terkena larangan untuk
melakukan pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1)
POJK No. 25/2017.

7. Perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah menandatangani
perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

a. Akta PPEE;

b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham
PT Adhi Kartiko Pratama Tbk Nomor 36 tertanggal 6 September 2023, sebagaimana
diubah dengan (i) Akta Perubahan | Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham
PT Adhi Kartiko Pratama Tbk Nomor 14 tanggal 2 Oktober 2023, (ii) Akta Perubahan Il
Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Adhi Kartiko Pratama Tbk Nomor
121 tanggal 13 Desember 2023, dan (iii) Akta Perubahan Il Atas Perjanjian
Pengelolaan Administrasi Saham PT Adhi Kartiko Pratama Tbk Nomor 302 tanggal 22
Desember 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H.,
M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat (“Akta PPAS”); dan

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap perjanjian-perjanjian tersebut,
perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas telah sah, mengikat dan sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk
perjanjian PPEE yang dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek
Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan,
Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian
Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara
Elektronik.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, baik Pemegang Saham Penjual dan
Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., PT
KB Valbury Sekuritas Indonesia, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Emisi
Efek.
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B. PERSEROAN

1. Perseroan telah sah didirikan sesuai dengan UUPT dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Republik Indonesia, kecuali sehubungan dengan tidak tersedianya
Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI’) dan Tambahan BNRI (“TBNRI") atas Akta
Pendirian Perseroan.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan (2) UUPT, yang mana merupakan peraturan perundang-
undangan yang berlaku pada saat pendirian perseroan, kewajiban pengumuman dalam
TBNRI merupakan kewajiban Menkumham. Oleh karena itu, ketiadaan pengumuman pada
BNRI dan TBNRI tersebut tidak memiliki dampat material terhadap Perseroan. Namun,
memperhatikan asas publisitas terkait pengumuman BNRI, dengan belum diumumkannya
Akta Pendirian Perseroan di dalam BNRI, maka hal-hal terkait anggaran dasar yang mengikat
pihak ketiga belum mengikat pihak ketiga tersebut.

Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami
beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta No. 8/2023 yang
untuk selanjutnya disebut (“Anggaran Dasar Perseroan”).

Anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 8/2023, telah sesuai
dengan: (i) Peraturan No. 1X.J.1, (ii) UUPT, (iii) POJK No. 15/2020, (iv) POJK No. 33/2014
dan (v) peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait lainnya.

2. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan, pengungkapan
maksud dan kegiatan usaha Perseroan dalam Akta No. 8/2023, telah (i) sesuai dengan
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020, (ii) telah melakukan Kklarifikasi
kegiatan usaha utama serta kegiatan usaha pendukung sesuai dengan Peraturan Pemerintah
No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan (iii)
memuat substansi sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, dan (iv) peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal terkait lainnya.

Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan sebagaimana diperkuat
oleh konfirmasi Perseroan, hingga tanggal Pendapat Segi Hukum, kegiatan usaha yang saat
ini dijalankan oleh Perseroan adalah Pertambangan Bijih Nikel, yang mana pelaksanaan
kegiatan usaha tersebut telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Perubahan-perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan
selama tiga tahun terakhir sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas adalah
sesuai dan peralihan pemilikan saham telah dilakukan secara berkesinambungan dan sesuai
dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali
sehubungan dengan:

1. Tidak tersedianya bukti setoran modal dan/atau keterlambatan penyetoran modal yang
melewati tanggal akta oleh para pemegang saham Perseroan, sebagai berikut:

i. Tidak tersedianya bukti setor permodalan oleh PT Makmur Nickel Mining dan
Franciscus Xaverius Jumadi, selaku pendiri Perseroan, atas penyetoran modal
pada saat pendirian Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan; dan

ii. Terlambatnya setoran modal oleh SMM dan IMEV, atas peningkatan modal
berdasarkan Akta No. 36/2021 yang baru dilakukan tanggal 1 September 2021,
25 Mei 2023, dan 31 Mei 2023.

Berdasarkan Pasal 33 UUPT, modal dasar suatu perseroan harus ditempatkan dan
disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang dibuktikan dengan bukti
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penyetoran yang sah. Namun demikian, UUPT tidak mengatur mengenai sanksi
apabila terdapat keterlambatan atas penyetoran modal.

Meskipun UUPT tidak mengatur terkait sanksi terlambatnya penyetoran modal
sebagaimana dimaksud di atas, terdapat risiko adanya teguran dan/atau gugatan, baik
dari instansi maupun pihak ketiga manapun terkait dengan keabsahan kepemilikan
saham pemegang saham perseroan terkait.

Namun demikian, berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan sebagaimana
diperkuat oleh konfirmasi Perseroan, Perseroan tidak pernah menerima teguran
dan/atau gugatan, baik dari instansi maupun pihak ketiga manapun terkait dengan
keabsahan penyetoran modal berdasarkan Akta No. 36/2021. Atas hal tersebut,
Perseroan telah meratifikasi keterlambatan penyetoran tersebut melalui Akta No.
107/2023. Lebih lanjut, berdasarkan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 30 Juni 2023 beserta Laporan Auditor Independen No.
00215/3.0355/AU.1/02/1191-3/1/1X/2023 dari Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata,
Hidajat, Arsono, Retno, Pailingan & Rekan, seluruh jumlah modal ditempatkan dan
disetor Perseroan dari pendirian sampai dengan susunan permodalan terkini, telah
disetorkan secara penuh oleh para pemegang saham Perseroan.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UUPT, hak pemegang saham termasuk di
antaranya menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS serta menerima
pembayaran dividen berlaku setelah saham dicatat dalam Daftar Pemegang Saham
atas nama pemiliknya. Sehingga, keterlambatan pemegang saham dalam melakukan
penyetoran tidak menghilangkan hak pemegang saham tersebut untuk dapat
menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS serta menerima pembayaran
dividen sepanjang para pemegang saham tersebut telah tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan.

Terkait hal tersebut, mengingat seluruh pemegang saham Perseroan telah tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham, maka pemegang saham Perseroan tetap
memperoleh haknya walaupun terlambat melakukan penyetoran atas sahamnya.

2. Belum diperolehnya persetujuan dari Menteri ESDM atas peralihan saham dan/atau
perubahan struktur permodalan Perseroan berdasarkan akta-akta sebagai berikut:

i. Akta No. 30/2020;
ii. Akta No. 25/2021; dan
iii. Akta No. 10/2021.

Sehubungan dengan tidak terdapatnya persetujuan Menteri ESDM sehubungan
dengan pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimuat dalam Akta No. 30/2020,
Akta No. 25/2021, dan Akta No. 10/2021, berdasarkan Pasal 93A UU Pertambangan
Mineral dan Batubara, badan usaha pemegang IUP dilarang mengalihkan kepemilikan
saham tanpa persetujuan Menteri ESDM. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 151 UU
Pertambangan Mineral dan Batubara, Menteri ESDM berhak memberikan sanksi
administrasi kepada pemegang IUP atas pelanggaran ketentuan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 93A, yang mana sanksi administratif dapat berupa:

a. peringatan tertulis;
b. denda;
C. penghentian sementara Sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi

produksi; dan/atau

d. pencabutan IUP.
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Persetujuan Menteri ESDM terlebih dahulu untuk pengalihan kepemilikan saham
sebagaimana disebutkan di atas tidak lagi dapat dipenuhi, mengingat telah terdapat
perubahan atau pengalihan kepemilikan saham lanjutan setelah Akta No. 10/2021.
Atas ketiadaan Persetujuan Menteri ESDM tersebut, Perseroan tidak pernah menerima
surat, pemberitahuan, dan/atau keputusan dari ESDM yang mengindikasikan dan/atau
menetapkan adanya suatu pemberian sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 151 UU
Pertambangan. Perseroan telah membuat Surat Keterangan tertanggal 27 April 2022
yang menyatakan bahwa Perseroan belum pernah mendapatkan persetujuan dari
Bupati atau Gubernur atau Menteri atau instansi lain sesuai dengan kewenangannya
terkait perubahan saham dalam Perseroan (“Surat Keterangan Persetujuan”), yang
mana Surat Keterangan Persetujuan disampaikan kepada Menteri ESDM sebagai
bagian dari dokumen persyaratan persetujuan atas perubahan susunan pemegang
saham di akta terkini. Atas disampaikannya Surat Keterangan Persetujuan tersebut,
Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Menteri ESDM melalui Surat No. T-
623/MB.04/MEM.B/2023 tentang Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham tanggal
24 Juli 2023 untuk perubahan kepemilikan saham terakhir sebagaimana dimuat dalam
Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 36 tanggal 4 Agustus 2021
yang dibuat di hadapan Ferry Sanjaya, S.H., berdasarkan Surat Keputusan Majelis
Pengawas Daerah Notaris Jakarta Barat No. 03/KET.CUTI-MPDN.JKT BRT/VI1/2021
tanggal 30 Juli 2021, pengganti Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di
Kota Administrasi Jakarta Barat (“Akta No. 36/2021”). Dengan dikeluarkannya
persetujuan Menteri ESDM tersebut, dan telah disampaikannya Surat Keterangan
Persetujuan, dapat dianggap sepatutnya Menteri ESDM telah mengetahui ketiadaan
persetujuan Menteri ESDM untuk pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimuat
dalam Akta No. 30/2020, Akta No. 25/2021, dan Akta No. 10/2021, dan tetap
mengeluarkan persetujuan untuk pengalihan saham yang terakhir pada Akta No.
36/2021.

4. Berdasarkan (i) Informasi Penyampaian Data tertanggal 11 April 2023; dan (ii) Akta No.
8/2023, para pemegang saham Perseroan telah melaporkan, menyetujui dan menetapkan
bahwa (i) pihak yang bertindak sebagai pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner) dari
Perseroan adalah Herman Herry Adranacus; dan (ii) pihak pengendali dari Perseroan setelah
pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham adalah Herman Herry Adranacus, dalam
rangka pelaksanaan:

a. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi
dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan
Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“‘Perpres 13/2018”), Perseroan telah
melaporkan pemilik manfaat Perseroan tersebut kepada Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui
sistem online tertanggal 11 April 2023 melalui Notaris Christina Dwi Utami, S.H.,
M.Hum., M.Kn.

Lebih lanjut, Herman Herry Adranacus sebagai pemilik manfaat akhir Perseroan yang
dilaporkan tersebut, telah sesuai dengan kriteria dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Perpres
13/2018, dikarenakan menerima manfaat dari perseroan terbatas.

b. Ketentuan Pasal 85 POJK No. 3/2021, Pemegang saham Perseroan melalui Akta No.
8/2023 telah menetapkan Herman Herry Adranacus sebagai Pihak Pengendali
Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana
dimaksud dalam POJK No. 3/2021.

5. Perseroan telah memenuhi ketentuan terkait penyisihan jumlah tertentu dari laba bersih setiap

tahun buku sebagai pemenuhan cadangan waijib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70
UUPT.
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6. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan
Uji Tuntas telah sesuai dengan POJK No. 33/2014 baik pada saat pengangkatan maupun
selama menjabat, (ii) berdasarkan pemeriksaan yang diperkuat dengan surat pernyataan
masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris, selama menjabat masing-masing
Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan yang melanggar ketentuan
dalam POJK No. 33/2014, dan (iii) pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di
atas telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, khususnya UUPT.
Lebih lanjut, keberadaan Komisaris Independen dalam susunan Dewan Komisaris Perseroan
telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014, dimana dalam hal lebih dari dua orang anggota
Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen)
dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
7. Organ Tata Kelola Perusahaan
a. Sekretaris Perusahaan
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 168/SK-KOM/AKP/IX/2023
tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tertanggal 7 September 2023 tentang
Pengangkatan Sekretaris Perusahaan, Perseroan telah mengangkat Indri Rachdiany
Putri Ayu sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau
Perusahaan Publik.

b. Unit Audit Internal
Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan dan penetapan Piagam Unit Audit Internal
Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas telah dilakukan
dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit
Audit Internal.

c. Komite Audit Perseroan
Pembentukan Komite Audit sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas telah
dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan
Kerja Komite Audit.

d. Komite Nominasi dan Remunerasi
Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana diungkapkan dalam
Laporan Uji Tuntas telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi
dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

8. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting

dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan maksud dan tujuan serta
kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan
menjalankan kewajibannya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai
dengan dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum, kecuali sehubungan dengan:
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a. Perizinan Kelayakan Tangki Penyimpanan BBC yang telah berakhir masa berlakunya
pada 10 Desember 2022;

Mengacu pada Pasal 96 UU Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang IUP
wajib melaksanakan beberapa hal dalam rangka penerapan kaidah teknik
pertambangan yang baik, salah satunya adalah ketentuan keselamatan pertambangan.
Dalam Lampiran 1l Keputusan Direktur Jenderal Minerba No. 309.K/30/DJB/2018
Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Keselamatan Bahan Peledak dan Peledakan
serta Keselamatan Fasilitas Penimbunan Bahan Bakar Cair Pada Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batu Bara, diatur mengenai Petunjuk Teknis Keselamatan
Fasilitas Penimbunan Bahan Bakar Cair Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba,
salah satunya terkait fasilitas penyimpanan bahan bakar cair yang baru dapat
digunakan saat kondisi pembangunan sudah 100% dan dinyatakan sesuai atau layak
untuk dipergunakan.

Lebih lanjut, mengacu pada Pasal 151 UU Pertambangan Mineral dan Batubara, atas
pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 UU Pertambangan
Mineral dan Batubara, Menteri berhak memberikan sanksi administratif berupa (i)
peringatan tertulis, (ii) denda, (iii) penghentian sementara sebagian atau seluruh
kegiatan Operasi Produksi; dan/atau (iv) pencabutan IUP.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan sebagaimana diperkuat oleh
konfirmasi Perseroan, sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Perseroan
sedang dalam proses permohonan perpanjangan perizinan berdasarkan Surat No.
025/KTT-AKP/IX/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Permohonan
Perpanjangan Izin Kelayakan Fasilitas Penyimpanan/Penimbunan Bahan Bakar Cair
yang disampaikan melalui email kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba pada
tanggal 12 September 2023.

Sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan hukum yang
kami lakukan sebagaimana diperkuat oleh konfirmasi Perseroan, Perseroan menerima
informasi secara lisan dari PIC Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba, surat
permohonan tersebut telah didisposisikan ke Inspektur Tambang Sulawesi Utara untuk
dilakukan evaluasi administrasi dan selanjutnya Perseroan masih dalam tahap
menunggu Surat Pemberitahuan dari Kementerian ESDM terkait Jadwal Evaluasi
Lapangan terkait Kelengkapan Fasilitas Penimbunan BBC.

Perseroan juga telah berkoordinasi dengan Inspektur Tambang Sulawesi Utara untuk
mempersiapkan kelengkapan berkas dan fasilitas bangunan fasilitas penimbunan BBC.
Sehubungan dengan hal tersebut, telah menerima penawaran harga dari PT Sultra
Adiva Bersama untuk pembangunan fasilitas pendukung dan perizinan kelayakan
tangki dan sedang dalam proses negosiasi dengan pihak konsultan dalam proses
pembuatan kontrak kerjasama untuk pengujian kelayakan fasilitas penimbunan atau
tangki BBC.

b. Izin Pembuangan Air Limbah Perseroan yang telah berakhir masa berlakunya pada 3
April 2023;

Mengacu kepada Pasal 131 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("PP No.
22/20217), Baku Mutu Air Limbah diterapkan pada usaha dan/atau kegiatan yang salah
satunya melakukan kegiatan pembuangan air limbah ke badan air permukaan. Lebih
lanjut, merujuk pada Pasal 133 PP No. 22/2021, penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau
pemanfaatan air limbah waijib (i) membuat kajian, atau (ii) menggunakan standar teknis
yang disediakan oleh Pemerintah, sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan
Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah. Yang mana penanggung jawab
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usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan Persetujuan Teknis
pemenuhan Baku Mutu Air Limbah tersebut kepada pemerintah pusat atau pemerintah
daerah sesuai dengan kewenangannya termasuk dilengkapi dengan persyaratan untuk
kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah yang dimohonkan.

Berdasarkan ketentuan di atas, kewajiban terkait Izin Pembuangan Air Limbah telah
tidak relevan dan dalam hal Perseroan melakukan kegiatan pembuangan air limbah ke
badan air permukaan maka wajib melakukan permohonan Persetujuan Teknis
pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.

Lebih lanjut, mengacu pada Pasal 505 dan Pasal 506 PP No. 22/2021, jika dalam
pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan berusaha terkait
persetujuan lingkungan atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan
dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi
administratif oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan sebagaimana diperkuat oleh
konfirmasi Perseroan, sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Perseroan
sedang dalam proses pengurusan persetujuan teknis tersebut berdasarkan Surat
Perseroan No. 110/AKP-JK/EKS/IX/2023 tanggal 4 September 2023 tentang
Permohonan Kembali Persetujuan Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang
ke Badan Air Permukaan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia serta bukti tangkapan layar sistem perizinan pada PTSP Online KLHK
dengan nomor pengurusan R202307180065 tanggal 29 September 2023 dan telah
mencapai tahap Verifikasi Unit Teknis. Sampai dengan Tanggal Pemeriksaan ini, atas
permohonan tersebut, Perseroan telah menerima evaluasi dari PTSP berdasarkan
bukti tangkapan layar sistem perizinan pada PTSP Online KLHK tertanggal 22
Desember 2023 dan Perseroan sedang memperbaiki dokumen sesuai hasil evaluasi
dari PTSP tersebut.

C. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang telah berakhir masa berlakunya
pada 3 April 2023;

Merujuk pada Pasal 285 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 22/2021, setiap orang yang
menghasilkan limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3, yang waijib
memenubhi:

a. standar penyimpanan limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam Nomor Induk
Berusaha ("NIB”), bagi penghasil limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan waijib
Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL); dan/atau

b. rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang dimuat dalam Persetujuan
Lingkungan, bagi:

1) Penghasil limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-
UPL; dan

2) Instansi Pemerintah yang menghasilkan limbah B3.
Oleh karena itu, mengacu pada ketentuan di atas, Izin Tempat Penyimpanan
Sementara Limbah B3 telah tidak relevan dan dalam hal Perseroan melakukan

penyimpanan limbah B3 maka wajib memenuhi rincian teknis penyimpanan limbah B3
terintegrasi atau dimuat dalam persetujuan lingkungan.
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Lebih lanjut, mengacu pada Pasal 505 dan Pasal 506 PP No. 22/2021, jika dalam
pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan berusaha terkait
persetujuan lingkungan atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan
dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi
administratif oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan sebagaimana diperkuat oleh
konfirmasi Perseroan, sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Perseroan
sedang dalam proses pengintegrasian perizinan berdasarkan Bukti Submit
Permohonan Perubahan SKKL dengan No. Registrasi: A879edfd415d6a0 tanggal 7
Maret 2023 serta bukti tangkapan layar sistem perizinan pada PTSP Online KLHK
dengan nomor pengurusan R202308040034 tanggal 29 September 2023 dan telah
mencapai tahap Unit Teknis.

Sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan hukum yang
kami lakukan sebagaimana diperkuat oleh konfirmasi Perseroan, PIC Direktorat
Jenderal Pengendalian dan Pencemaran Air Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan telah memberikan konfirmasi secara lisan kepada Perseroan bahwa
pengintegrasian Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 akan dilakukan
bersamaan dengan penerbitan perubahan lIzin Kelayakan Lingkungan, yang saat ini
masih menunggu persetujuan teknis air limbah.

d. Penempatan Jaminan Pascatambang untuk Periode 2020 dan 2021;

Merujuk pada Pasal 100 ayat (1) UU Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang
IUP wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana
jaminan Pascatambang.

Lebih lanjut, mengacu pada Pasal 151 UU Pertambangan Mineral dan Batubara, atas
pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) UU
Pertambangan Mineral dan Batubara, Menteri berhak memberikan sanksi administratif
berupa (i) peringatan tertulis, (ii) denda, (iii) penghentian sementara sebagian atau
seluruh kegiatan Operasi Produksi; dan/atau (iv) pencabutan IUP.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan sebagaimana diperkuat oleh
konfirmasi Perseroan, Perseroan telah mengajukan permohonan perintah penempatan
jaminan pascatambang untuk periode tahun 2020 dan 2021 berdasarkan Surat No.
126/AKP/EKS/IX/21 tanggal 13 September 2021 tentang Permohonan Perintah
Penempatan Jaminan Pascatambang, yang belum mendapatkan disposisi dari Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sebagai tindak lanjut atas surat permohonan tersebut, Perseroan mengirimkan kembali
Surat No. 124/AKP-JK/EKS/X1/2022 tanggal 22 November 2022 tentang Permohonan
Arahan Penempatan Jaminan Pascatambang dan Surat No. 092/AKP-
JK/IEKS/VINN/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Permohonan Kembali Arahan
Penempatan Jaminan Pascatambang Perseroan ("Surat Permohonan Arahan”).

Atas Surat Permohonan Arahan tersebut, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
telah mengirimkan tanggapan berdasarkan Surat No. B-6264/MB.07/DBT.PL/2023
tanggal 10 Oktober 2023 tentang Tanggapan Permohonan Kembali Arahan
Penempatan Jaminan Pascatambang PT Adhi Kartiko Pratama, yang mana Perseroan
diminta untuk:
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i. Menyusun perubahan dokumen Rencana Pascatambang sesuai dengan
perubahan dokumen studi kelayakan dan dokumen Lingkungan Hidup yang telah
disetujui;

ii. Melampirkan salinan persetujuan dokumen studi kelayakan dan Lingkungan Hidup;

iii. Melampirkan dokumen Rencana Pascatambang beserta persetujuannya sebelum
pemindahan kewenangan dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Pusat;

iv. Melampirkan bukti salinan digital penempatan jaminan Pascatambang; dan

v. Menyampaikan permohonan persetujuan penempatan Jaminan Pascatambang
sesuai dokumen Rencana Pascatambang sebelum pemindahan kewenangan dari
Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Pusat sesuai dengan periode tahun
penempatan Jaminan Pascatambang

Guna menindaklanjuti permintaan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tersebut,
Perseroan telah mengajukan permohonan persetujuan perubahan dokumen Rencana
Pascatambang yang didasarkan pada perubahan dokumen studi kelayakan
berdasarkan Surat No. 164/AKP/EKS/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang
Permohonan Persetujuan Perubahan Dokumen Rencana Pascatambang, yang
disampaikan oleh Perseroan kepada Menteri ESDM melalui email tertanggal 27
Oktober 2023.

9. Sehubungan dengan harta kekayaan berupa (i) Aset Bergerak Perseroan dan (ii) Aset Tidak
Berwujud yang material yang digunakan dan dimiliki oleh Perseroan untuk menjalankan
usahanya (“Aset Material Perseroan”), pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:

a. Kepemilikan dan/atau penguasaan Perseroan atas Aset Material Perseroan adalah sah
dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau
penguasaan yang sah menurut Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia;

b. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan,
sebagaimana diperkuat dengan konfirmasi Perseroan, sepanjang pengetahuan
Perseroan, Aset Material Perseroan bukan merupakan objek sengketa; dan

C. Aset Material Perseroan tidak sedang dijaminkan kepada kreditur Perseroan guna
kepentingan pembayaran fasilitas kredit kepada kreditur Perseroan atau kepada pihak
ketiga.

10. Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban asuransi atas Aset Material Perseroan, Pada
tanggal Pendapat Segi Hukum ini:

a. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan,
sebagaimana diperkuat dengan konfirmasi Perseroan, Aset Material Perseroan telah
diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang sudah memadai untuk mengganti
obyek yang diasuransikan dan menutup resiko yang dipertanggungkan.

b. Polis-polis asuransi sehubungan dengan pengasuransian atas Aset Material Perseroan
tersebut masih berlaku.

11. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan memiliki penyertaan saham pada
Perusahaan Anak, yaitu TKU, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 4.950
(empat ribu sembilan ratus lima puluh) saham atau setara dengan 99% (sembilan puluh
sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam TKU.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan, kepemilikan saham Perseroan pada

Perusahaan Anak telah sah sesuai hukum yang berlaku di Republik Indonesia, tidak dalam
keadaan digadaikan dan/atau dijaminkan ke pihak ketiga manapun, dan tidak terdapat
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keterlibatan perkara/sengketa dengan pihak lainnya atas kepemilikan saham Perseroan pada
TKU.

12. Sehubungan dengan (i) perjanjian-perjanjian material Perseroan dengan Pihak Ketiga
(“Perjanjian Pihak Ketiga Perseroan”), dan (ii) perjanjian-perjanjian Perseroan dengan
pihak afiliasi yang dianggap penting (“Perjanjian Afiliasi Perseroan”) (Perjanjian Pihak
Ketiga Perseroan, dan Perjanjian Afiliasi Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai
“Perjanjian Perseroan”), pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:

a. Perjanjian Perseroan telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya Perjanjian
Perseroan sah dan mengikat Perseroan;

b. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan
sebagaimana diperkuat dengan konfirmasi Perseroan, sepanjang pengetahuan
Perseroan, Perseroan sedang tidak dalam keadaan cidera janji atas suatu perjanjian
dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya yang mengakibatkan Perseroan dalam
keadaan wanprestasi dan dinyatakan cidera janji pula dengan perjanjian lainnya (cross
default);

C. Tidak terdapat larangan dan/atau pembatasan dalam (i) Perjanjian Pihak Ketiga
Perseroan dan (ii) Perjanjian Afiliasi Perseroan yang dapat menghambat Perseroan
untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (termasuk kewajiban Perseroan untuk
mendapatkan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan terkait dengan rencana
Penawaran Umum Perdana Saham), menghalangi realisasi penggunaan dana hasil
Penawaran Umum Perdana Saham, serta merugikan hak-hak dan kepentingan
pemegang saham publik Perseroan; dan

d. Berdasarkan pemeriksaan hukum kami dan konfirmasi dari Perseroan, Perjanjian
Afiliasi Perseroan telah dilakukan oleh Perseroan secara wajar (arm’s length basis).

13. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajiban
ketenagakerjaan, antara lain pemenuhan kewajiban atas, Peraturan Perusahaan, upah
minimum, Wajib Lapor Ketenagakerjaan, keikutsertaan Perseroan dalam program Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggaraan Jaminan
Sosial Kesehatan untuk seluruh karyawan Perseroan, dan pembentukan dan pencatatan
Lembaga Kerjasama Bipartit, kecuali atas pembayaran atas iuran Badan Penyelenggaraan
Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk periode November 2023 atas kantor Jakarta,
Kendari, dan Site Lameruru.

Mengacu pada Pasal 10 dan Pasal 47 dari Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993
sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ("PP No. 14/1993"), setiap
pengusaha diwajibkan membayarkan iuran Jamsostek kepada Badan Penyelenggara setiap
bulannya dan dilakukan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
Pengusaha yang tidak melakukan pembayaran iuran dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari
pada bulan berikutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PP No. 14/1993, akan dikenakan
denda sebesar 2% dari besarnya iuran yang seharusnya dibayar untuk setiap keterlambatan
tersebut.

14. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap (i) Perseroan sebagaimana
diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan terkait keterangan bebas perkara tanggal 7
September 2023 dan (ii) masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
sebagaimana diperkuat dengan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan seluruhnya tanggal 7 September 2023, pada tanggal Pendapat Segi
Hukum ini:
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a. Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara
baik Perkara Perdata, Pidana, kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (“PKPU”), Tata Usaha Negara, Hubungan Industrial, Arbitrase, Persaingan
Usaha, dan/atau Pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di
seluruh wilayah Republik Indonesia dan Perseroan tidak pernah menerima surat
menyurat atau somasi, tuntutan apapun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang
terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga
peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan, atau
suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan yang
berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan. Selanjutnya,
Perseroan juga tidak sedang menghadapi perkara-perkara di lembaga peradilan
manapun di luar negeri yang berdampak material serta dapat mempengaruhi secara
langsung maupun tidak langsung atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan
dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran
Umum Perdana Saham dari Perseroan.

b. Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang
menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara baik perkara perdata,
pidana, kepailitan dan/atau PKPU, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase,
persaingan usaha tidak sehat, dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait
yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan tidak pernah menerima
surat menyurat atau somasi, tuntutan apapun klaim dari pihak manapun serta tidak
sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga
peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait
dengan kegiatan usaha Perseroan yang bersifat material dan/atau yang secara
material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana
Saham dari Perseroan.

C. PEMBAGIAN DIVIDEN DAN PENYISIHAN CADANGAN WAJIB PERSEROAN

Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2020, Perseroan telah melakukan RUPS Tahunan untuk tahun
buku 2019 (“RUPST 30 Oktober 2020”). Pada RUPST 30 Oktober 2020, para pemegang saham
Perseroan memutuskan untuk melakukan pembagian dividen sebesar Rp44.599.811.471 atas saldo
laba Perseroan per tanggal 31 Desember 2019 berdasarkan laporan keuangan tahunan Perseroan
per tanggal 31 Desember 2019 (“Laporan Keuangan Perseroan 2019”).

Pembagian dividen yang diputuskan oleh RUPST 30 Oktober 2020 telah dibayarkan sebesar
Rp40.955.111.428 dan dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut pada: (1) pada
tanggal 13 Januari 2020 sebesar Rp15.569.705.850; (2) pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar
Rp12.949.562.991; (3) pada tanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp88.365.904; (4) pada tanggal 29 Maret
2022 sebesar Rp5.026.289.581; (5) pada tanggal 10 Februari 2022 sebesar Rp795.293.136; (6)
pada tanggal 9 Juni 2023 sebesar Rp5.000.000.000; dan (7) pada tanggal 23 Juni 2023 sebesar
Rp1.525.893.966 (“Pembagian Dividen 31 Desember 2019”).

Pada tahun 2021 dilakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan 2019 oleh Kantor Akuntan
Publik Effendy & Rekan (“‘Laporan Keuangan Auditan Perseroan 2019”), di mana berdasarkan
Laporan Keuangan Auditan Perseroan 2019 tanggal 29 Maret 2021, ditemukan perbedaan nilai
saldo laba yang sebelumnya sebesar Rp44.599.811.471 (berdasarkan Laporan Keuangan
Perseroan 2019) menjadi sebesar Rp40.955.111.428.

Kemudian, berdasarkan laporan keuangan interim Perseroan per 30 September 2021, Perseroan
memiliki saldo laba sebesar Rp3.644.700.043 yang mana atas saldo laba tersebut diputuskan
sebagai dividen interim tahun 2021 sebesar Rp3.644.700.043 yang dibayarkan pada 23 Juni 2023
(“Pembayaran Dividen Interim 23 Juni 2023”).
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Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami berpendapat bahwa Pembagian Dividen 31
Desember 2019 pada saat itu telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan perundang-
undangan yang berlaku, namun sehubungan dengan:

1. Perbedaan Jumlah Pembagian Dividen 31 Desember 2019 dalam Laporan Keuangan
Perseroan 2019 dan Laporan Keuangan Auditan Perseroan 2019

Berdasarkan Pasal 69 ayat (3) UUPT, dalam hal laporan keuangan disediakan ternyata tidak
benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara
tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.

Namun demikian, sehubungan dengan ketidaksesuaian jumlah saldo laba Perseroan yang
ditentukan dalam Laporan Keuangan Perseroan 2019, para pemegang saham Perseroan
melalui Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan sebagai Pengganti RUPS Luar
Biasa tanggal 25 Oktober 2023 memutuskan hal-hal sebagai berikut:

a. menyetujui dan mengesahkan koreksi saldo laba Perseroan per 31 Desember 2019
dari semula sebesar Rp44.599.811.471 yang dinyatakan dalam RUPST 30 Oktober
2020 menjadi sebesar Rp40.955.111.428 sebagaimana yang dinyatakan dalam
Laporan Keuangan Auditan Perseroan 2019;

b. menyetujui dan mengesahkan koreksi atas pembagian dividen dari semula sebesar
Rp44.599.811.471 sebagaimana disetujui dalam RUPST 30 Oktober 2020 menjadi
sebesar Rp40.955.111.428 dari saldo laba per 31 Desember 2019 yang tercatat pada
Laporan Keuangan Auditan Perseroan; dan

C. menyetujui, meratifikasi, dan mengesahkan pembagian dividen interim sebesar
Rp3.644.700.043 menggunakan dasar laporan keuangan interim sampai dengan
periode 30 September 2021, di mana per 30 September 2021, Perseroan memiliki
saldo laba sebesar Rp3.809.409.961.

(“Keputusan Sirkuler RUPS 25 Oktober 2023”)

Lebih lanjut berdasarkan konfirmasi Perseroan, Perseroan tidak pernah menerima gugatan
dari pihak ketiga sehubungan dengan perbedaan jumlah saldo antara Laporan Keuangan
Perseroan 2019 dan Laporan Keuangan Auditan 2019.

2. Pembagian Dividen 31 Desember 2019 pada Tanggal 13 Januari 2020 sebesar
Rp15.569.705.850 yang Dilakukan sebelum RUPST 30 Oktober 2020

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UUPT, penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah
penyisihan untuk cadangan wajib diputuskan dalam RUPS. Lebih lanjut penjelasan Pasal 71
ayat (1) UUPT menyatakan bahwa berdasarkan keputusan RUPS tersebut, dapat ditetapkan
sebagian atau seluruh laba bersih digunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang
saham dan cadangan.

Perseroan telah melakukan pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31
Desember 2019 sebesar Rp15.569.705.850 yang dibayarkan pada tanggal 13 Januari 2020
sebelum dilakukannya RUPST 30 Oktober 2020. RUPS mana di dalamnya menyetujui
pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019. Tindakan
pembagian dividen tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UUPT
dikarenakan telah melakukan pembagian dividen sebesar Rp15.569.705.850 pada tanggal
13 Januari 2020 tanpa diselenggarakannya RUPS dan tanpa adanya penyisihan untuk
cadangan wajib terlebih dahulu.

Sehubungan dengan tidak dilaksanakannya RUPS untuk penetapan pembagian dividen serta
tidak disisihkannya cadangan wajib sebelum pembagian dividen, UUPT tidak mengatur
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adanya sanksi ataupun konsekuensi tertentu. Namun demikian, dengan mengacu kepada
Pasal 3 dan Pasal 97 UUPT, pemegang saham dan direksi Perseroan dapat bertanggung
jawab melebihi jumlah saham yang dimiliki dan/atau bertanggung jawab secara pribadi,
sebagaimana relevan, atas kerugian Perseroan yang mungkin akan timbul sebagai akibat
penggunaan laba, termasuk pembagian dividen, diputuskan tanpa melalui RUPS.

3. Ketiadaan Penyisihan Cadangan pada Pembagian Dividen 31 Desember 2019

Berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UUPT, seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk
cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam
RUPS.

Dalam Laporan Keuangan Auditan Perseroan 2019, saldo laba Perseroan pada tanggal 31
Desember 2019 adalah sebesar Rp40.955.111.428 dan seluruh saldo laba tersebut dibagikan
sebagai dividen kepada pemegang saham Perseroan tanpa adanya penyisihan untuk
cadangan terlebih dahulu. Dengan demikian, tindakan pembagian dividen tanpa penyisihan
untuk cadangan tersebut melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) UUPT.

UUPT tidak mengatur adanya sanksi ataupun konsekuensi atas pembagian dividen yang
dilakukan tanpa penyisihan cadangan wajib terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal
71 ayat (2) UUPT. Namun demikian, mengacu kepada Pasal 3 dan Pasal 97 UUPT,
pemegang saham dan direksi Perseroan dapat bertanggung jawab melebihi jumlah saham
yang dimiliki dan/atau bertanggung jawab secara pribadi, sebagaimana relevan, atas kerugian
perseroan yang mungkin akan timbul sebagai akibat tidak disisihkannya cadangan waijib
sebelum dilakukannya pembagian dividen.

Namun, pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah melakukan pencadangan wajib
Perseroan untuk tahun buku 2022 sebesar Rp12.164.040.000,- (dua belas miliar seratus
enam puluh empat juta empat puluh ribu Rupiah) atau setara dengan 20% (dua puluh persen)
dari total Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan saat ini berdasarkan Keputusan
Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS Tahunan tertanggal 6 Juni 2023.

4. Pembagian Dividen Interim yang Belum Diatur di Anggaran Dasar Perseroan

Berdasarkan Pasal 72 ayat (1) UUPT, Perseroan dapat melakukan pembagian sebelum tahun
buku berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

Pada saat dilakukan Pembagian Dividen Interim 23 Juni 2023 sebesar Rp3.644.700.043
berdasarkan laporan keuangan interim Perseroan per tanggal 30 September 2021, anggaran
dasar Perseroan belum mengatur mengenai pelaksanaan pembagian dividen interim
Perseroan.

UUPT tidak mengatur adanya sanksi ataupun konsekuensi atas pembagian dividen interim
yang dilakukan tanpa adanya ketentuan yang mengatur dividen interim tersebut dalam
anggaran dasar Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) UUPT. Akan tetapi,
mengacu kepada Pasal 3 dan Pasal 97 UUPT, pemegang saham dan direksi Perseroan dapat
bertanggung jawab melebihi jumlah saham yang dimiliki dan/atau bertanggung jawab secara
pribadi, sebagaimana relevan, atas kerugian perseroan yang mungkin akan timbul sebagai
akibat pembagian dividen interim yang dilakukan tanpa adanya ketentuan yang mengatur
dividen interim tersebut dalam anggaran dasar.

Sehubungan dengan hal di atas, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui,
meratifikasi dan mengesahkan pembagian dividen interim sebesar Rp3.644.700.043
menggunakan dasar laporan keuangan interim dengan periode 30 September 2021 melalui
Keputusan Sirkuler RUPS 25 Oktober 2023.
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D. RENCANA PENGAMBILALIHAN PERSEROAN

Berdasarkan Conditional Shares Sale and Purchase Agreement tertanggal 2 November 2023
("CSPA"), setelah Penawaran Umum Perdana Saham, terdapat rencana pelepasan kepemilikan
saham oleh SMM, IMEV, Michael Adhidaya Susantyo, dan Victor Agung Susantyo (secara bersama-
sama disebut sebagai "Penjual’) masing-masing sebesar 1.859.577.615 lembar saham,
1.739.634.385 lembar saham, 25.000.000 lembar saham dan 25.000.000 lembar saham kepada LX
International Corp ("LXI") atau entitas yang ditunjuk oleh LXI (secara bersama-sama disebut sebagai
"Pembeli") ("Pengambilalihan Perseroan oleh LXI").

Pengambilalihan Perseroan tersebut akan dilakukan oleh PT Energy Battery Indonesia sebagai
entitas yang ditunjuk oleh LXI yang merupakan anak Perusahaan LXI yang 99,99% sahamnya
dimiliki oleh LXI,dengan harga penawaran dari Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan
dilaksanakan segera setelah Perseroan tercatat di BEI atau paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah
saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan pada di BEI berdasarkan Surat Pernyataan dari LXI
tertanggal 6 Desember 2023 yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari CSPA.

Pengambilalihan Perseroan oleh LXI, yang akan dilakukan berdasarkan CSPA, akan tunduk kepada
syarat-syarat pendahuluan (Conditions Precedent) sebagai berikut:

1. Pembeli telah memperoleh seluruh persetujuan perusahaan yang diperlukan untuk
menyetujui Pengambilalihan Perseroan oleh LXI dan persetujuan yang relevan dari otoritas
pemerintah Republik Korea (termasuk dari Bank of Korea terkait dengan valuta asing); dan

Sehubungan dengan persyaratan pendahuluan berupa persetujuan perusahaan, Pembeli
telah memperoleh persetujuan dari Dewan Direksi LX| sebagaimana tertuang dalam Surat
Pemberitahuan tanggal 7 November 2023, yang mana berdasarkan surat tersebut LXI
menyatakan bahwa LXI telah memperoleh persetujuan Dewan Direksi LX| atas rencana
investasi LX| pada Perseroan.

Lebih lanjut, sehubungan dengan persyaratan pendahuluan berupa persetujuan dari Bank of
Korea, berdasarkan Surat Pernyataan dari LXI tertanggal 6 Desember 2023 yang telah
diketahui dan telah disetujui oleh Penjual, LXI menegaskan bahwa LXI telah berkonsultasi
dengan Bank of Korea mengenai rencana akuisisi saham di Perseroan, dan LXI telah
menerima tanggapan bahwa transaksi tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Bank of
Korea tetapi hanya memerlukan pemberitahuan kepada Hana Bank untuk memastikan
kepatuhan terhadap pengendalian valuta asing di Korea. LXI telah memberitahukan kepada
Bank Hana berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Transaksi Valuta Asing tanggal 28
November 2023.

2. berhasil diselesaikannya Penawaran Umum Perdana Saham yang dibuktikan dengan
pencatatan awal saham Perseroan di BEI.

Sehubungan dengan Pengambilalihan Perseroan oleh LXI, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:

1. Pengambilalihan Perseroan oleh LXI dikecualikan dari kewajiban penawaran tender wajib
diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b Peraturan OJK No. 9 Tahun 2018 tentang
Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (“POJK No. 9/2018”) mengingat pengambilalihan
Perseroan oleh LXI telah diungkapkan dalam prospektus sepanjang pengungkapannya
memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai bentuk dan isi
prospektus ringkas dalam rangka penawaran umum efek bersifat ekuitas dan dilaksanakan
paling lambat satu tahun setelah efektifnya pernyataan pendaftaran sebagaimana diatur
dalam Pasal 23 huruf n POJK No. 9/2018.
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2. Bahwa tidak diperlukan perizinan dan/atau persetujuan terlebih dahulu dari kreditur, pihak lain
dan/atau instansi lain yang berwenang atas Pengambilalihan Perseroan oleh LXI, yang mana
khusus untuk persetujuan Menteri ESDM menjadi tidak relevan dikarenakan berdasarkan
Pasal 93A ayat (1) jo. penjelasan Pasal 93A ayat (1) UU Pertambangan Mineral dan Batubara,
persetujuan Menteri ESDM atas pengalihan saham badan usaha pemegang IUP adalah untuk
saham yang tidak terdaftar di bursa saham Indonesia. Namun demikian, berdasarkan Pasal
13 ayat (9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam hal pengalihan
saham dilakukan melalui penawaran umum perdana di bursa saham Indonesia, badan usaha
pemegang izin usaha pertambangan wajib melaporkan pengalihan tersebut kepada Menteri
ESDM.

Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban pelaporan kepada Menteri ESDM atas
rencana Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan
Surat No. 168/AKP-IDX/EKS/XI/2023 tertanggal 6 November 2023 perihal Pelaporan
Rencana Pengalihan Saham PT Adhi Kartiko Pratama melalui Penawaran Umum Perdana di
Bursa Saham Indonesia, yang disampaikan oleh Perseroan kepada Menteri ESDM melalui
email tertanggal 6 November 2023.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2, 6 dan 13 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(“KPPU”) No. 3 Tahun 2023 tentang Penilaian terhadap Penggabungan, Peleburan, atau
Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik
Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pengambilalihan Perseroan oleh LXI
wajib dinotifikasi oleh LXI selaku pengambilalih kepada KPPU paling lambat 30 hari setelah
Pengambilalihan Perseroan oleh LXI selama transaksi Pengambilalihan Perseroan oleh LXI
memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. nilai aset pelaku usaha hasil Pengambilalihan Perseroan oleh LXI melebihi
Rp2.500.000.000.000; atau

b. nilai penjualan pelaku usaha hasil Pengambilalihan Perseroan oleh LXI melebihi
Rp5.000.000.000.000.

4. Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam CSPA yang dapat merugikan hak-hak dan
kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Terkait dengan rencana perubahan pengendalian dalam Perseroan sebagaimana dijabarkan
sebelumnya di atas, pemegang saham Perseroan menyetujui untuk mengubah susunan pengurus
Perseroan, yang berlaku efektif jikka dan sejak pengambilalihan pada Perseroan oleh Pembeli
menjadi efektif sebagaimana dimaksud dalam CSPA, hingga tanggal ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 berdasarkan
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 131 tanggal 20 November 2023, yang
dibuat oleh Christina Dwi Utami. S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
Adapun susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah Pembeli menjadi
pengendali baru dari Perseroan adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama . Sang Moo Lee
Direktur : Chang Pyo Hong
Direktur : Sebin Kim

Direktur : Choi Min

Direktur : Chang Whan Kim
Direktur . Seungyeon Lee
Direktur : Hendra Prawira
Direktur . Victor Agung Susantyo
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DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama . Hyek Seo Koo
Komisaris Independen . Pintarso Adijanto
Komisaris . Stevano Rizki Adranacus

Lebih lanjut, apabila pengambilalihan Perseroan oleh LXI sebagaimana dimaksud dalam CSPA tidak
terjadi dan/atau CSPA diakhiri oleh para pihak dalam perjanjian tersebut, maka pengangkatan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris di atas menjadi batal tanpa diperlukan persetujuan Rapat
Umum Pemegang Saham lagi dan karenanya seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang
pada saat ini menjabat akan tetap menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028.

Sehubungan dengan hal di atas, sejak tanggal Pendapat Hukum, pengangkatan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan di atas telah sesuai dengan tata cara pengangkatan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terbatas berdasarkan anggaran dasar Perseroan serta
peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 94 dan Pasal 111 UUPT.

E. PERUSAHAAN ANAK

1. Perusahaan Anak telah sah didirikan sesuai dengan UUPT dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Perubahan anggaran dasar Perusahaan Anak yang terakhir sebagaimana diungkapkan
dalam Laporan Uji Tuntas telah sesuai dengan UUPT dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

2. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perusahaan Anak,
pengungkapan maksud dan kegiatan usaha Perusahaan Anak sebagaimana tertuang di
dalam Laporan Uji Tuntas telah (i) sesuai dengan KBLI Tahun 2020, dan (ii) ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

3. Perubahan-perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan
Anak selama tiga tahun terakhir sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas adalah
sesuai dan peralihan pemilikan saham telah dilakukan secara berkesinambungan dan sesuai
dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali
sehubungan dengan keterlambatan penyetoran modal oleh SMM dan IMEV atas Akta
Pendirian TKU No. 35 tertanggal 23 November 2022 yang dibuat di hadapan Emmyra Fauzia
Kariana, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan Menkumham
berdasarkan surat keputusan Menkumham No. AHU-0083375.AH.01.01.TAHUN 2022
tertanggal 29 November 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0239754.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 29 November 2022 (“Akta Pendirian TKU”).

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal
Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang
Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (“PP No. 8/2021”), sebagai peraturan yang
berlaku pada saat setoran pendirian Perseroan pertama kali dilakukan, modal dasar suatu
perseroan harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen)
yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah dan bukti setor tersebut wajib disampaikan
secara elektronik kepada Menkumham dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari
terhitung sejak tanggal akta pendirian perseroan terbatas ditandatangani.

Meskipun UUPT maupun PP No. 8/2021 tidak mengatur terkait sanksi terlampauinya batas
waktu penyetoran modal pada saat pendirian sebagaimana dimaksud di atas, terdapat resiko
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adanya teguran dan/atau gugatan, baik dari instansi maupun pihak ketiga manapun terkait
dengan keabsahan kepemilikan saham pemegang saham perseroan terkait.

Namun demikian, TKU tidak pernah menerima teguran dan/atau gugatan, baik dari instansi
maupun pihak ketiga manapun terkait dengan keabsahan kepemilikan saham pemegang
saham dalam Perseroan sejak pendirian tersebut. Atas hal tersebut, TKU telah meratifikasi
keterlambatan penyetoran tersebut melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang
Saham TKU No. 311 tertanggal 26 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami,
S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat yang telah diberitahukan kepada Menkumham
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-
AH.01.09-0133044 tertanggal 28 Juni 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
No. AHU-0122072.AH.01.11.TAHUN 2023 tertanggal 28 Juni 2023 (“Akta No. 311/2023").

4. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak sebagaimana diungkapkan
dalam Laporan Uji Tuntas telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan Anak dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UUPT.

5. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Perusahaan Anak masih belum menjalankan kegiatan
usahanya dikarenakan Perusahaan Anak baru didirikan dan saat ini Perusahaan Anak masih
dalam tahap persiapan dan dalam proses pengurusan untuk memperoleh sebagian
perizinan, persetujuan dan melakukan pendaftaran penting dan material yang diperlukan dan
belum diperoleh oleh Perusahaan Anak untuk menjalankan kegiatan usaha pokoknya
sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar Perusahaan Anak.

6. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan dan sebagaimana diperkuat konfirmasi
yang kami terima dari Perusahaan Anak, bahwa sampai tanggal Pendapat Segi Hukum ini
diterbitkan, Perusahaan Anak belum memiliki aset dan sehubungan dengan ketiadaan aset
tersebut tidak akan memiliki dampak apapun yang mempengaruhi secara material
kelangsungan usaha Perusahaan Anak.

7. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan, dan berdasarkan konfirmasi yang kami
terima, bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini diterbitkan, Perusahaan
Anak tidak mengasuransikan aset yang dianggap material oleh Perusahaan Anak mengingat
Perusahaan Anak tidak memiliki aset yang dapat diasuransikan. Sehubungan dengan
ketiadaan asuransi tersebut, berdasarkan konfirmasi Perusahaan Anak, bahwa dengan
ketiadaan asuransi terhadap aset yang dianggap material oleh Perusahaan Anak tidak akan
memiliki dampak yang merugikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Anak.

8. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan sebagaimana diperkuat oleh konfirmasi
Perusahaan Anak, bahwa sampai tanggal Pendapat Segi Hukum ini diterbitkan, Perusahaan
Anak belum memiliki (i) perjanjian-perjanjian material Perusahaan Anak dengan Pihak Ketiga
(“Perjanjian Pihak Ketiga Perusahaan Anak”), dan (ii) perjanjian-perjanjian Perusahaan
Anak dengan pihak afiliasi yang dianggap penting (“Perjanjian Afiliasi Perusahaan Anak”).
(Perjanjian Pihak Ketiga Perusahaan Anak, dan Perjanjian Afiliasi Perusahaan Anak secara
bersama-sama disebut sebagai “Perjanjian Perusahaan Anak”), dan sehubungan dengan
ketiadaan Perjanjian Perusahaan Anak tersebut tidak akan memiliki dampak apapun yang
akan mempengaruhi secara material kelangsungan usaha Perusahaan Anak.

9. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Perusahaan Anak telah memenuhi kewajiban-kewajiban
ketenagakerjaan, antara lain pemenuhan kewajiban atas upah minimum, Wajib Lapor
Ketenagakerjaan dan keikutsertaan Perusahaan Anak dalam program BPJS
Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan untuk seluruh
karyawan Perusahaan Anak, kecuali atas pembayaran atas iuran Badan Penyelenggaraan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk periode Desember 2023 dan Badan Penyelenggaraan
Jaminan Sosial Kesehatan untuk periode November 2023.
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10.

Mengacu pada Pasal 10 dan Pasal 47 dari PP No. 14/1993, setiap pengusaha diwajibkan
membayarkan iuran Jamsostek kepada Badan Penyelenggara setiap bulannya dan dilakukan
paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. Pengusaha yang tidak
melakukan pembayaran iuran dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya
sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PP No. 14/1993, akan dikenakan denda sebesar 2% dari
besarnya iuran yang seharusnya dibayar untuk setiap keterlambatan tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap (i) Perusahaan Anak
sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perusahaan Anak terkait keterangan bebas
perkara tanggal 7 September 2023 dan (ii) surat pernyataan masing-masing anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak sebagaimana diperkuat dengan surat pernyataan
masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak seluruhnya tanggal
7 September 2023, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:

a. Perusahaan Anak tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu
perkara baik Perkara Perdata, Pidana, kepailitan dan/atau PKPU, Tata Usaha Negara,
Hubungan Industrial, Arbitrase, Persaingan Usaha, dan/atau Pajak pada lembaga-
lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan
Perseroan tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apapun klaim
dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau
perselisihan apapun diluar lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada
sengketa, klaim atau tuntutan, atau suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun
diluar lembaga peradilan yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha
Perseroan. Selanjutnya, Perseroan juga tidak sedang menghadapi perkara-perkara di
lembaga peradilan manapun di luar negeri yang berdampak material serta dapat
mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung atas kelangsungan kegiatan
usaha Perseroan dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap
rencana Penawaran Umum Perdana Saham dari Perseroan.

b. Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak tidak sedang
menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara baik perkara perdata,
pidana, kepailitan dan/atau PKPU, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase,
persaingan usaha tidak sehat, dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait
yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan tidak pernah menerima
surat menyurat atau somasi, tuntutan apapun klaim dari pihak manapun serta tidak
sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga
peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait
dengan kegiatan usaha Perseroan yang bersifat material dan/atau yang secara
material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana
Saham dari Perseroan.

(sisa halaman ini sengaja dikosongkan)
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Demikian Pendapat Segi Hukum ini kami berikan selaku Konsultan Hukum yang mandiri dan tidak terafiliasi
dan/atau terasosiasi dengan Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Segi Hukum ini.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Untuk dan atas nama
Hanafiah Ponggawa & Partners

c

—
Erwin K. Winenda, S.H., M.B.A.

STTD No. STTD.KH-97/PJ-1/PM.02/2023
HKHPM No. 201313

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan;

2. Direksi Bursa Efek Indonesia; dan

3. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., PT KB Valbury Sekuritas Indonesia, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Emisi Efek.
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PT ADHI KARTIKO PRATAMA TBK
DAN ENTITAS ANAK/
AND ITS SUBSIDIARY

Laporan Keuangan Konsolidasian

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada
tanggal-tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit)
serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020

Consolidated Financial Statements
For the six-months period ended

June 30, 2023 and 2022 (unaudited) and for the
years ended December 31, 2022, 2021 and 2020

Beserta Laporan Auditor Independen/
With Independent Auditor’s Report thereon



Al(P PT ADHI KARTIKO PRATAMA TBIK
PERTAMBANGAN NIKEL

SURAT PERNYATAAN DIREKSI DIRECTOR'S STATEMENT LETTER
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL FOR THE SIX-MONTHS PERIOD ENDED
30 JUNI 2023 DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT) SERTA JUNE 30, 2023 AND 2022 (UNAUDITED) AND
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL FOR THE YEARS ENDED
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020

PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbhk DAN ENTITAS ANAK PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARY

Kamiyang bertanda tangan dibawah ini: We, undersigned.

1. Nama ; Stevano Rizki Adranacus : Name
Alamat kantor 1 Panin Tower Lt. § (Senayan City), JI. Asia Afrika : Office address

Lot. 19, Jakarta Pusat, Provinsi DK| Jakarta
Alamat domisili sesuai KTP JI. Puncak Pesanggrahan VIl / 28 OC 13 . Domicife as stated in ID card
RT/RW 001/008 Kel. Cinere, Kec. Cinere,
Depok
Nomor telepon : 0811 1931 964 : Phone number
Jabatan : Direktur Utama / President Director : Position
2. Nama . Hendra Prawira ; Name
Alamat kantor . Panin Tower Lt. 9 (Senayan City), JI. Asia Afrika Office address
Lot. 19, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
Alamat domisili sesuai KTP ;. Budi Indah H Utara-17 RT/RW 005/007 Kel. :  Domicile as stated in ID card
Poris Gaga, Kec. Batuceper, Tangerang
Nomor telepon d 0817 6600 825 : Fhaone number
Jabatan : Direktur / Director : Position
Menyatakan bahwa: Declare that:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan 1. We are responsible for the preparation and presentation of
penyajian laporan keuangan konsolidasian; the consolidated financial statements;

2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun 2. The consolidated financial statements have been prepared
dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi and presented in accordance with Financial Accounting
Keuangan di Indonesia; Standards in Indonesia;

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan 3. a. Allinformation contained in the consolidated finaricial

konsolidasian telah dimuat secara lengkap statements are complete and correct: and
dan benar; dan

b. Laporan keuangan konsolidasian tidak b. The consolidated financial statements do not
mengandung informasi atau fakta material contained misleading material information or facts
yang tidak benar dan tidak menghilangkan and do not omit material information and facts;
informasi atau fakta material;

4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian 4. We are responsible for the Entity's and its subsidiary
intern dalam Entitas dan entitas anak. internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 6 Desd

ber 2023 / December 6, 2023

Stevano Rizki Adranacus
Direktur Utama / President Director Direktur { Director

Head Office JI. Sorumba No. 80 Kel. Kadia Kota Kendari 93118
Representative Office Panin Tower Lt 8 {Senayan City) JI. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270
Site Projest Desa Lameruru Kee. Langgikima-Kab. Kenawe Utara Sulawesi Tenggara
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Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris,
dan Dewan Direksi

PT Adhi Kartiko Pratama Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan
konsolidasian PT Adhi Kartiko Pratama Tbk dan
Entitas Anaknya (“Grup”), yang terdiri dari laporan
posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni
2023, 31 Desember 2022 dan 2021, serta laporan
laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
konsolidasian, laporan  perubahan ekuitas
konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian
untuk periode enam bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2023 dan untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan
2021, serta catatan atas laporan keuangan

konsolidasian, termasuk informasi kebijakan
akuntansi material.
Menurut opini kami, laporan keuangan

konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar,
dalam semua hal vyang material, posisi
keuangan konsolidasian Grup tanggal 30 Juni
2023, 31 Desember 2022 dan 2021 serta kinerja
keuangan  konsolidasian dan arus kas
konsolidasiannya untuk periode enam bulan yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022 dan 2021, sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan
Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut
Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami
menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut
dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap
Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada
laporan kami. Kami independen terhadap Grup
berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam
audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di
Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung
jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan

Independent Auditor's Report

The Shareholders, Board of Commissioners,
and Board of Directors

PT Adhi Kartiko Pratama Tbk

Opinion
We have audited the consolidated financial
statements of PT Adhi Kartiko Pratama Tbk and
its Subsidiary ("the Group"), which comprise the
consolidated statement of financial position as at
June 30, 2023, December 31, 2022 and 2021,
and the consolidated statement of profit or loss
and other comprehensive income, consolidated
statement of changes in equity and consolidated
statement of cash flows for the six-months period
ended June 30, 2023 and for the years ended
December 31, 2022 and 2021, and notes to the
consolidated financial ~statements, including
material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated
financial statements present fairly, in all material
respects, the consolidated financial position of the
Group as at June 30, 2023, December 31, 2022
and 2021, and its consolidated financial
performance and its consolidated cash flows for
the six-months period ended June 30, 2023 and
for the years ended December 31, 2022 and
2021, in accordance with Indonesian Financial
Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with
Standards on Auditing established by the
Indonesian  Institute  of  Certified  Public
Accountants. Our responsibilities under those
standards are further described in the Auditor's
Responsibilities for the Audit of the Consolidated
Financial Statements paragraph of our report. We
are independent of the Group in accordance with
the ethical requirements that are relevant to our
audit of the consolidated financial statements in
Indonesia, and we have fulfilled our other ethical
responsibilities in accordance with these

PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF
International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability
for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).
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tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah
kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk
menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang menurut
pertimbangan profesional kami, merupakan hal
yang paling signifikan dalam audit kami atas
laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-
hal tersebut disampaikan dalam konteks audit
kami atas laporan keuangan konsolidasian secara
keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami
atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami
tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal
audit utama tersebut.

Ketepatan Pengakuan Penjualan
Lihat catatan 2m dan 28 atas laporan keuangan

konsolidasian.

Kami mengidentifikasi pengakuan penjualan
sebagai hal audit utama karena jumlah penjualan
adalah signifikan terhadap laporan keuangan
konsolidasian. Penjualan diakui ketika
pengendalian atas barang dialihkan kepada
pelanggan pada suatu waktu. Pengakuan
penjualan memerlukan perhatian auditor terkait
dengan resiko salah saji material atas ketepatan
pengakuan penjualan.

Bagaimana Audit kami telah merespon Hal Audit
Utama

- Kami memperoleh pemahaman dan
mengevaluasi desain dan implementasi atas
kontrol kunci yang relevan terhadap
pengakuan penjualan.

- Kami melakukan pengujian, berdasarkan uji
petik, untuk memastikan bahwa transaksi
penjualan yang tercatat selama tahun berjalan
telah didukung dengan dokumen transaksi
yang memadai.

(continued)
Independent Auditor's Report (continued)

requirements. We believe that the audit evidence
we have obtained is sufficient and appropriate to
provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those that, in our
professional judgment, were of most significance
in our audit of the consolidated financial
statements of the current period. These matters
were addressed in the context of our audit of the
consolidated financial statements as a whole, and
in forming our opinion thereon, and we do not
provide a separate opinion on these matters.

The Appropriateness of Sales Recognition
Refer to note 2m and 28 to the consolidated

financial statements.

We identified sales recognition as a key audit
matter because the sales amount is significant to
the consolidated financial statements. Sales is
recognized when control of the goods is
transferred to the customer at a point in time.
Sales recognition requires auditor's attention
related to the risk of material misstatement of the
appropriateness of sales recognition.

How our Audit has responded to Key Audit
Matters

- We obtained an understanding and evaluated
the design and implementation of the relevant
key controls to the sales recognition.

- We performed tests, based on sampling tests,
to ensure that sales transactions recorded
during the year are supported by adequate
transaction documents.
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- Kami  melakukan pengujian ketepatan
pengakuan penjualan yang tercatat di laporan
keuangan konsolidasian sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

- Kami melakukan pengujian substantif atas
transaksi pisah batas untuk memastikan
apakah penjualan telah diakui dalam periode
akuntansi yang tepat.

- Kami mengevaluasi jurnal yang dicatat ke
penjualan selama tahun berjalan untuk
mengidentifikasi item tidak lazim atau tidak
teratur dan memperoleh  dokumentasi
pendukungnya.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang
Bertanggung Jawab atas Tata Kelola
terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan
dan penyajian wajar laporan keuangan
konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas
pengendalian internal yang dianggap perlu oleh
manajemen untuk memungkinkan penyusunan
laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari
kesalahan penyajian material, baik yang
disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan
konsolidasian, manajemen bertanggung jawab
untuk menilai kemampuan Grup dalam
mempertahankan kelangsungan usahanya,
mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-
hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha,
dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan
usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk
melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau
tidak memiliki alternatif yang realistis selain
melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola
bertanggung jawab untuk mengawasi proses
pelaporan keuangan Grup.

(continued)
Independent Auditor's Report (continued)

- We tested the accuracy of sales recognition
recorded in the consolidated financial
statements in accordance with the prevailing
Financial Accounting Standards.

- We performed substantive test on cut-off
transactions to ensure whether the sales have
been recognized in appropriate accounting
period.

- We evaluated journal entries recorded to sales
during the current year to identify unusual or
irregular items and obtained supporting
documents.

Responsibilities of Management and Those
Charged with Governance for
the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation
and fair presentation of the consolidated financial
statements in accordance with Indonesian
Financial Accounting Standards, and for such
internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of
consolidated financial statements that are free
from material misstatement, whether due to fraud
or error.

In  preparing the consolidated financial
statements, management is responsible for
assessing the Group's ability to continue as a
going concern, disclosing, as applicable, matters
related to going concern and using the going
concern basis of accounting unless management
either intends to liquidate the Group or to cease
operations, or has no realistic alternative but to do
so.

Those charged with governance are responsible
for overseeing the Group's financial reporting
process.



PKF

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

Laporan No.00247/3.0355/AU.1/02/1191-3/1/X11/2023 Report No.00247/3.0355/AU. 1/02/1191-3/1/X11/2023

(lanjutan)
Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit
atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan
memadai tentang apakah laporan keuangan
konsolidasian secara keseluruhan bebas dari
kesalahan penyajian material, baik yang
disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan,
dan untuk menerbitkan laporan auditor yang
mencakup opini kami. Keyakinan memadai
merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun
bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit
yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit
akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian
material ketika hal tersebut ada. Kesalahan
penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan
maupun kesalahan dan dianggap material jika,
baik secara individual maupun secara agregat,
dapat diekspektasikan secara wajar akan
memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil
oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan
konsolidasian tersebut. Sebagai bagian dari suatu
audit berdasarkan Standar  Audit, kami
menerapkan pertimbangan profesional dan
mempertahankan skeptisisme profesional selama
audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan
penyajian material dalam laporan keuangan
konsolidasian, baik yang disebabkan oleh
kecurangan maupun kesalahan, mendesain
dan melaksanakan prosedur audit yang
responsif terhadap risiko tersebut, serta
memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat
untuk menyediakan basis bagi opini kami.
Risiko  tidak terdeteksinya  kesalahan
penyajian material yang disebabkan oleh
kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan
oleh kesalahan, karena kecurangan dapat
melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan
secara sengaja, pernyataan salah, atau
pengabaian pengendalian internal.

(continued)
Independent Auditor's Report (continued)

Auditor's Responsibilities for the Audit of
the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable
assurance about whether the consolidated
financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or
error, and to issue an auditor's report that
includes our opinion. Reasonable assurance is a
high level of assurance, but is not a guarantee
that an audit conducted in accordance with
Standards on Auditing will always detect a
material  misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and
are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to
influence the economic decisions of users taken
on the basis of these consolidated financial
statements. As part of an audit in accordance with
Standards on Auditing, we exercise professional
Jjudgment and maintain professional skepticism
throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material
misstatement of the consolidated financial
statements, whether due to fraud or error,
design and perform audit procedures
responsive to those risks, and obtain audit
evidence that is sufficient and appropriate to
provide a basis for our opinion. The risk of not
detecting a material misstatement resulting
from fraud is higher than for one resulting from
error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control.
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Memeroleh suatu pemahaman tentang
pengendalian internal yang relevan dengan
audit untuk mendesain prosedur audit yang
tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan
untuk tujuan menyatakan opini atas
keefektivitasan pengendalian internal Grup.

Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi
yang digunakan serta kewajaran estimasi
akuntansi dan pengungkapan terkait yang
dibuat oleh manajemen.

Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis
akuntansi kelangsungan usaha oleh
manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang
diperoleh, apakah terdapat suatu
ketidakpastian material yang terkait dengan
peristwa  atau kondisi yang dapat
menyebabkan keraguan signifikan atas
kemampuan Grup untuk mempertahankan
kelangsungan  usahanya. Ketika kami
menyimpulkan bahwa terdapat suatu
ketidakpastian material, kami diharuskan untuk
menarik perhatian dalam laporan auditor kami
ke pengungkapan terkait dalam laporan
keuangan konsolidasian atau, jika
pengungkapan tersebut tidak memadai, harus
menentukan apakah perlu untuk memodifikasi
opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada
bukti audit yang diperoleh hingga tanggal
laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau
kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup
tidak dapat mempertahankan kelangsungan
usaha.

Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi
laporan keuangan konsolidasian secara
keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan
apakah laporan keuangan konsolidasian
mencerminkan transaksi dan peristiwa yang
mendasarinya dengan suatu cara yang
mencapai penyajian wajar.

(continued)
Independent Auditor's Report (continued)

Obtain an understanding of internal control
relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the
circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of
the Group’s internal control.

Evaluate the appropriateness of accounting
policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures
made by management.

Conclude on the appropriateness of
management's use of the going concern basis
of accounting and, based on the audit
evidence obtained, whether a material
uncertainty exists related to events or
conditions that may cast significant doubt on
the Group's ability to continue as a going
concern. If we conclude that a material
uncertainty exists, we are required to draw
attention in our auditor's report to the related
disclosures in the consolidated financial
statements or, if such disclosures are
inadequate, to modify our opinion. Our
conclusions are based on the audit evidence
obtained up to the date of our auditor's report.
However, future events or conditions may
cause the Group to cease to continue as a
going concern.

Evaluate the overall presentation, structure
and content of the consolidated financial
statements, including the disclosures, and
whether the consolidated financial statements
represent the underlying transactions and
events in a manner that achieves fair
presentation.
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- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat
terkait informasi keuangan entitas atau
aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan
opini atas laporan keuangan konsolidasian.
Kami bertanggung jawab atas arahan,
supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami
tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas
opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang
bertanggung jawab atas tata kelola mengenai,
antara lain, ruang lingkup dan saat yang
direncanakan atas audit, serta temuan audit
signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan
dalam pengendalian internal yang teridentifikasi
oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada
pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola
bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang
relevan mengenai independensi, dan
mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-
hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh
terhadap independensi kami, dan jika relevan,
pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak
yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami
menentukan hal-hal tersebut yang paling
signifikan dalam audit atas laporan keuangan
konsolidasian periode kini dan oleh karenanya
menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal
audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali
peraturan perundang-undangan melarang
pengungkapan publik tentang hal tersebut atau
ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi,
kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh
dikomunikasikan dalam laporan kami karena
konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan
hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar
melebihi manfaat kepentingan publik atas
komunikasi tersebut.

(continued)
Independent Auditor's Report (continued)

- Obtain sufficient appropriate audit evidence
regarding the financial information of the
entities or business activities within the Group
to express an opinion on the consolidated
financial statements. We are responsible for
the direction, supervision and performance of
the group audit. We remain solely responsible
for our audit opinion.

We communicate with those charged with
governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit, and
significant audit findings, including any significant
deficiencies in internal control that we identify
during our audit.

We also provide those charged with governance
with a statement that we have complied with
relevant ethical requirements regarding
independence, and to communicate with them all
relationships and other matters that may
reasonably be thought to bear our independence,
and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those
charged with governance, we determine those
matters that were of most significance in the audit
of the consolidated financial statements of the
current period and are therefore the key audit
matters. We describe these matters in our
auditor’s report unless law or regulation precludes
public disclosure about the matter or when, in
extremely rare circumstances, we determine that
a matter should not be communicated in our
report because the adverse consequences of
doing so would reasonably be expected to
outweigh the public interest benefits of such
communication.
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Penekanan suatu hal

Sebagaimana yang diungkapkan dalam catatan
38 atas laporan keuangan konsolidasian, Entitas
menyajikan kembali laporan keuangan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022 sesuai dengan penerapan PSAK 38
"Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali”. Selain
itu, Entitas juga menyajikan kembali laporan
keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020 sehubungan dengan
penerapan PSAK 14 "Persediaan", PSAK 24
"Imbalan Kerja", PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi,
Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan",
PSAK 46 "Pajak Penghasilan", PSAK 64
"Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral",
dan PSAK 73 "Sewa". Opini kami tidak
dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.
Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut yang telah disajikan kembali tersebut
disajikan sebagai angka-angka komparatif
terhadap laporan keuangan konsolidasian tanggal
30 Juni 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 serta
untuk periode enam bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2023 dan untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan
2021.

Hal lain

Laporan keuangan Entitas pada tanggal
31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal ' tersebut diaudit oleh auditor
independen lain yang menyatakan opini wajar
dengan pengecualian, sehubungan dengan belum
adanya penerapan provisi imbalan kerja
berdasarkan Undang-Undang Ketenagekerjaan
No. 13 tahun 2002 dan PSAK 24, atas laporan
keuangan tersebut pada tanggal 3 November
2021.

(continued)
Independent Auditor's Report (continued)

Emphasis of matters

As disclosed in note 38 to the accompanying
consolidated financial statements, the Entity
restated the financial statements for the year
ended December 31, 2022 in accordance to the
application of PSAK 38 "Business Combinations
of Entities Under Common Control". In addition,
the Entity also restated the financial statements
for the year ended December 31, 2020 in related
to the application of PSAK 14 "Inventories", PSAK
24 "Employee Benefits", PSAK 25 "Accounting
Policies, Changes in Accounting Estimates and
Error, PSAK 46 "Income Taxes", PSAK 64
"Exploration for and Evaluation of Mineral
Resources”, and PSAK 73 "Leases". Our opinion
is not modified in respect of this matter. The
restated financial statements as at December 31,
2020 and for the year ended are presented as
comparative figures to the consolidated financial
statements as of June 30, 2023, December 31,
2022 and 2021 and for the six-months period
ended June 30, 2023 and for the years ended
December 31, 2022 and 2021.

Other matter

The financial statements of the Entity as at
December 31, 2020 and for the year then ended,
were audited by other independent auditor who
expressed a qualified opinion, in connection with
the absence of employee benefit provisions
implementation based on Employment Law no. 13
of 2002 and PSAK 24, on such financial
statements on November 3, 2021.
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Sebagai bagian dari audit kami atas laporan
keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2021 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut,
kami juga mengaudit penyesuaian penyajian
kembali yang dijelaskan pada Catatan 38 atas
laporan keuangan konsolidasian terlampir yang
diterapkan untuk menyajikan kembali laporan
keuangan tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
Menurut opini kami, penyesuaian tersebut sudah
tepat dan telah diterapkan dengan tepat. Kami
tidak ditugasi untuk mengaudit atas laporan
keuangan tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut selain
yang berkaitan dengan penyesuaian tersebut dan,
oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini
maupun bentuk asurans lainnya atas laporan
keuangan tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan
laporan  auditor independen No. 00241/
3.0355/AU.1/02/1191-3/1/X1/2023 tertanggal
8 November 2023 atas laporan keuangan
konsolidasian PT Adhi Kartiko Pratama Tbk untuk
periode enam bulan yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dengan
opini tanpa modifikasian. Sehubungan dengan
proses penawaran umum perdana saham Entitas,
Entitas telah menerbitkan kembali laporan
keuangan konsolidasian untuk periode dan tahun
yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut untuk
menyesuaikan penyajiannya dengan peraturan
pasar modal.

(continued)
Independent Auditor's Report (continued)

As part of our audit of the Entity's financial
statements as of December 31, 2021 and for the
year then ended, we also audited the restatement
adjustments described in Note 38 to the
accompanying consolidated financial statements
that were applied to restate the financial
statements as of December 31, 2020 and for the
year then ended. In our opinion, these
adjustments are appropriate and have been
implemented appropriately. We were not assigned
to audit the financial statements as of December
31, 2020 and for the year then ended other than
those relating to such adjustments and, therefore,
we do not express an opinion or other form of
assurance on the financial statements as of
December 31, 2020 and for year then ended.

Prior to this report, we had issued on independent
auditor's report No. 00241/3.0355/AU.1/02/1191-
3/1/X1/2023 dated November 8, 2023 of
consolidated financial statements of PT Adhi
Kartiko Pratama Tbk for the six-months period
ended June 30, 2023 and for the years ended
December 31, 2022 and 2021, expressed an
unmodified opinion. In related with the process for
initial public offering of Entity's shares, the Entity
have reissued the consolidated financial
statements for the aforementioned period and
year then ended to comply with capital market
regulations.
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Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk
dicantumkan dalam prospektus sehubungan
dengan rencana penawaran umum perdana
saham PT Adhi Kartiko Pratama Tbk dan Entitas
Anak di Pasar Modal di Indonesia, serta tidak
ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk
digunakan, untuk tujuan lain.

(continued)
Independent Auditor's Report (continued)

This report has been prepared solely for inclusion
in this prospectus in connection with the
prospectus initial public offering of the shares of
PT Adhi Kartiko Pratama Tbk and its subsidiary
on Indonesia Capital Market, and is not intended
to be, and should not be, used for any other
purposes.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

i

Ady Putera Setyo Pribadi, CPA

I1zin Akuntan Publik No./ Public Accountant License No. AP.1191
6 Desember 2023 / December 6, 2023



PT ADHI KARTIKO PRATAMA Thk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Per 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of June 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Rupiah)

Catatan/ 30 Juni 2023/ 31 Des 2022/ *) 31 Des 2021/ 31 Des 2020/ *)
Notes June 30, 2023 Dec 31, 2022 *) Dec 31, 2021 Dec 31, 2020 *)

ASET ASSETS
ASET LANCAR CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas 2d,2e,2f,4 44.914.257.437 31.933.106.127 57.869.468.354 2.927.275.450 Cash and cash equivalents
Piutang usaha, neto 2f,29,6 71.090.340.397 44.715.419.209 48.075.150.836 2.927.478.724 Accounts receivable, net
Piutang lain-lain 2f,7 Other receivables

Pihak berelasi 2n 869.290.686 209.841.780 - - Related parties

Pihak ketiga 3.332.954.618 902.626.866 - 524.538.393 Third parties
Persediaan 2h,8 23.560.493.065 88.229.177.968 28.449.190.622 29.644.904.427 Inventories
Beban dibayar di muka 2i 1.390.670.584 9.000.474 1.048.321 19.332.865 Prepaid expenses
Pajak dibayar di muka 20,25a 96.756.467 - 3.464.918 20.897.019 Prepaid tax
Piutang pajak, bagian lancar 20,25b - - - 14.150.331.578 Taxes receivable, current portion
Aset lancar lainnya 9 11.178.974.998 37.477.004.828 2.375.930.520 4.276.274.533 Other current assets
JUMLAH ASET LANCAR 156.433.738.252  203.476.177.252  136.774.253.571 54.491.032.989 TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS
Piutang pajak, bagian tidak lancar 20,25b 2.926.887.526 - - - Taxes receivable, non-current portion
Saldo bank yang

dibatasi penggunaannya 2f,5 20.238.393.210 20.238.393.210 14.184.971.334 14.184.971.334 Restricted bank account
Aset tetap, neto 2j,10 43.645.188.560 26.390.519.261 12.039.801.376 12.485.914.100 Fixed assets, net
Properti pertambangan, neto 21,11 26.950.979.593 16.821.883.603 276.197.992 - Mining properties, net
Aset hak guna, neto 2r,12 8.890.184.510 9.775.686.931 1.049.500.087 1.700.947.089 Right of use assets, net
Jaminan 2f,13 786.056.750 1.060.566.750 316.710.000 276.010.000 Guarantee
Aset pajak tangguhan 20,25d 5.846.055.216 5.689.672.226 4.353.816.171 3.970.713.308 Deferred tax asset

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR

109.283.745.365

79.976.721.981

32.220.996.960

32.618.555.831

TOTAL NON-CURRENT ASSETS

JUMLAH ASET

265.717.483.617

283.452.899.233

168.995.250.531

87.109.588.820

TOTAL ASSETS

*) Disajikan kembali (Catatan 38)

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

*) As restated (Notes 38)

See accompanying notes to consolidated financial statements
which form an integral part of these consolidated financial statements.



PT ADHI KARTIKO PRATAMA Thk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

Per 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)

As of June 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Rupiah)

31 Des 2022/ *)
Dec 31, 2022 *)

31 Des 2021/
Dec 31, 2021

31 Des 2020/ *)
Dec 31, 2020 *)

Catatan/ 30 Juni 2023/
Notes June 30, 2023
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang usaha 2f,14 38.610.956.415
Utang lain-lain 2f,15
Pihak berelasi 2n -
Pihak ketiga 2.325.450.000
Beban yang masih harus dibayar 21,16 30.248.381.078
Utang pajak 20,25¢c 54.745.815.888

Uang muka pelanggan 20 -
Bagian utang jangka panjang
yang jatuh tempo satu tahun

51.014.410.226

10.170.594.009
44.443.328.670
68.902.483.428

2.260.503.000

6.878.630.356

12.277.972.970
13.608.053.883
65.108.174.706
12.863.748.743

1.379.500.000

LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITIES
SHORT-TERM LIABILITIES

Accounts payable
Other payables
Related parties
Third parties
Accrued expenses
Taxes payable
Advance from customers
Current maturity portion of
long-term loan

1.401.895.619

10.316.195.100
12.021.330.364
42.007.958.061
6.451.376.914
1.379.500.000

Pembelian aset tetap 2f,17 - - 20.265.311 300.753.526 Fixed assets purchase
Liabilitas sewa 2f,2r,18 2.519.910.574 1.804.918.296 798.573.406 716.289.616 Lease liabilities
JUMLAH LIABILITAS TOTAL SHORT-TERM
JANGKA PENDEK 128.450.513.955 178.596.237.629 112.934.919.375 74.595.299.200 LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG LONG-TERM LIABILITIES
Utang jangka panjang setelah dikurangi Long-term loan, net of
bagian yang jatuh tempo dalam current maturity portion
satu tahun within one year
Pembelian aset tetap 2f,17 - - - 20.265.311 Fixed assets purchase
Liabilitas sewa 2f,2r,18 6.571.834.223 7.817.500.273 - 798.573.406 Lease liabilities
Liabilitas imbalan pasca kerja 2s,19 11.658.176.000 8.937.272.000 6.631.498.000 7.527.978.000 Post-employment benefits liabilities

JUMLAH LIABILITAS

JANGKA PANJANG 18.230.010.223

16.754.772.273

6.631.498.000

TOTAL LONG-TERM

8.346.816.717 LIABILITIES

JUMLAH LIABILITAS 146.680.524.178

195.351.009.902

119.566.417.375

82.942.115.917 TOTAL LIABILITIES

EKUITAS

Modal saham, nilai nominal Rp1.000
per lembar saham pada tahun 2023, 2022, 2021
dan 2020. Modal dasar, ditempatkan dan
disetor penuh 60.820.200 lembar saham
pada tahun 2023, 2022, 2021 dan
29.800.190 lembar saham

pada tahun 2020 22 60.820.200.000
Tambahan modal disetor 2t,24 2.099.962.962
Komponen ekuitas lainnya 26 91.032.240
Saldo laba dicadangkan 21 12.164.040.000

Saldo laba belum dicadangkan (defisit) 43.859.561.222

30.800.190.000
2.100.000.000
862.672.200

54.339.027.131

30.800.190.000
2.100.000.000
1.054.849.380

15.473.793.776

EQUITY

Capital stock, nominal value Rp1,000

per share in 2023, 2022, 2021 and 2020

Authorized, issued and fully paid-up

capital 60,820,200 shares in 2023, 2022,

2021 and 29,800,190 shares in

29.800.190.000 2020.
2.100.000.000 Additional paid-in capital
639.756.800 Other equity component
- Appropriated retained earnings
Unappropriated retained earnings

(28.372.473.897) (deficit)

Jumlah Ekuitas yang Dapat
Diatribusikan Kepada Pemilik
Entitas Induk

Kepentingan non-pengendali

119.034.796.424
2.163.015

88.101.889.331

49.428.833.156

Total Equity Attributable to

Owners of the

4.167.472.903 Parent Entity
- Non-controlling interest

JUMLAH EKUITAS 119.036.959.439

88.101.889.331

49.428.833.156

4.167.472.903 TOTAL EQUITY

JUMLAH LIABILITAS

DAN EKUITAS 265.717.483.617

283.452.899.233

168.995.250.531

TOTAL LIABILITIES

87.109.588.820 AND EQUITY

*) Disajikan kembali (Catatan 38)

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

*) As restated (Notes 38)

See accompanying notes to consolidated financial statements
which form an integral part of these consolidated financial statements.



PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbhk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal

30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta

untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND

OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the six-months period ended
June 30, 2023 and 2022 (unaudited) and

for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Rupiah)

30 Juni 2022 *) /
June 30, 2022 *)

31 Des 2022/
Dec 31, 2022

31 Des 2021/
Dec 31, 2021

31 Des 2020/ *)
Dec 31, 2020 *)

427.799.651.919
308.367.514.977

867.842.629.537
692.566.971.186

259.089.343.256
175.087.332.739

103.542.570.027
88.246.163.816 COST OF GOODS SOLD

SALES

119.432.136.942

175.275.658.351

84.002.010.517

15.296.406.211 GROSS PROFIT

(6.109.861.714)

(14.541.214.190)

(9.692.861.714)

(28.302.015.374)

(5.046.833.955)

(20.563.144.404)

- Selling expenses
General and administrative

98.781.061.038

137.280.781.263

58.392.032.158

(28.130.470.627) expenses
OPERATING PROFIT
(12.834.064.416) (LOSS)

Catatan/ 30 Juni 2023/

Notes June 30, 2023
PENJUALAN 2m,28 378.562.921.086
BEBAN POKOK PENJUALAN 2m,29 311.702.255.494
LABA KOTOR 66.860.665.592
Beban penjualan 2m,30 -
Beban umum dan administrasi  2m,31  (27.409.851.421)
LABA (RUGI) USAHA 39.450.814.171
Pendapatan lain-lain, neto 32 12.233.495.002

1.091.819.108

2.117.055.077

293.468.513

(634.111.661) Other income, net

LABA (RUGI) SEBELUM
PAJAK PENGHASILAN 51.684.309.173

99.872.880.146

139.397.836.340

58.685.500.671

PROFIT (LOSS) BEFORE
(13.468.176.077) INCOME TAX

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN
Pajak kini 20,25d  (11.076.116.700)
Pajak tangguhan 20,25d (61.259.050)

(22.678.930.589)
935.043.627

(31.814.255.220)
1.281.652.235

(11.715.218.240)
520.685.285

INCOME TAX BENEFIT (EXPENSES)
- Current tax
(343.065.362) Deferred Tax

LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN
SEBELUM PENYESUAIAN

PROFORMA 40.546.933.423

78.128.993.184

108.865.233.355

47.490.967.716

PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD
BEFORE PROFORMA
(13.811.241.439) ADJUSTMENT

Proforma rugi entitas anak 37.412

- Proforma of subsidiary loss

LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN 40.546.970.835

78.128.993.184

108.865.233.355

47.490.967.716

PROFIT (LOSS) FOR

(13.811.241.439) THE PERIOD

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PERIODE BERJALAN

Pos yang tidak akan direklasifikasi ke
laba rugi periode berikutnya:
Keuntungan (kerugian)
aktuaria
Pajak tangguhan terkait

2s,19 (989.282.000)
20,25d 217.642.040

(123.190.500)
27.101.910

(246.381.000)
54.203.820

552.675.000
(137.582.420)

OTHER COMPREHENSIVE
INCOME FOR THE PERIOD

Item not to be reclassified to profit
or loss in subsequent periods:

799.696.000 Actuarial gain (loss)
(159.939.200) Related deferred tax

JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF
PERIODE BERJALAN 39.775.330.875

78.032.904.594

108.673.056.175

47.906.060.296

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
(13.171.484.639) FOR THE PERIOD

LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :
Pemilik entitas induk 40.549.807.446
Kepentingan non-pengendali (2.836.611)

78.128.993.184

108.865.233.355

47.490.967.716

TOTAL INCOME (LOSS) FOR
THE PERIOD ATTRIBUTABLE TO:
(13.811.241.439) Owners of the parent
- Non-controlling interest

Jumlah 40.546.970.835

78.128.993.184

108.865.233.355

47.490.967.716

(13.811.241.439) Total

JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :
Pemilik entitas induk 39.778.167.486
Kepentingan non-pengendali (2.836.611)

78.032.904.594

108.673.056.175

47.906.060.296

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
ATTRIBUTABLE TO:
(13.171.484.639) Owners of the parent
- Non-controlling interest

Jumlah

39.775.330.875  78.032.904.594 108.673.056.175  47.906.060.296  (13.171.484.639) Total
LABA (RUGI) NETO PER NET PROFIT (LOSS)
SAHAM DASAR 2p, 27 667 1.283 1.790 1.255 (463) PER SHARE

*) Tidak diaudit

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

*) Unaudited

See accompanying notes to consolidated financial statements
which form an integral part of these consolidated financial statements.



PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbhk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal

30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta

untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY

For the six-months period ended

June 30, 2023 and 2022 (unaudited) and

for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Rupiah)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/
Equity Attributable to Owners of the Parent Entity

Modal
ditempatkan dan

Tambahan modal

Komponen ekuitas

Saldo laba

Saldo laba belum
dicadangkan
(defisit)

Kepentingan

Catatan/ disetor penuh/ disetor/ lainnya/ dicadangkan/ Unappropriated non-pengendali/
Notes Issued and fully  Additional paid-in Other equity Retained earnings, retained earnings Jumlah/ Non-controlling Jumlah ekuitas/
paid-up capital capital component appropriate (deficit) Total Interest Total equity

Saldo per 1 Januari 2020 29.800.190.000 2.100.000.000 - - 26.393.878.970 58.294.068.970 - 58.294.068.970 Balance as of January 1, 2020
Comprehensive income (loss)

Penghasilan (rugi) komprehensif tahun 2020 - - 639.756.800 - (13.811.241.439)  (13.171.484.639) - (13.171.484.639) year 2020
Pembagian dividen 23 - - - - (40.955.111.428) (40.955.111.428) - (40.955.111.428) Dividend distribution
Saldo per 31 Desember 2020 29.800.190.000 2.100.000.000 639.756.800 - (28.372.473.897) 4.167.472.903 - 4.167.472.903 Balance as of December 31, 2020
Penambahan modal saham 22 1.000.000.000 - - - - 1.000.000.000 - 1.000.000.000 Addition of share capital
Pembagian dividen 23 - - - - (3.644.700.043) (3.644.700.043) - (3.644.700.043) Dividend distribution
Penghasilan komprehensif tahun 2021 26 - - 415.092.580 - 47.490.967.716 47.906.060.296 - 47.906.060.296 Comprehensive income year 2021
Saldo per 31 Desember 2021 30.800.190.000 2.100.000.000 1.054.849.380 - 15.473.793.776 49.428.833.156 - 49.428.833.156 Balance as of December 31, 2021
Penghasilan komprehensif Comprehensive income

periode Juni 2022 - - - - 78.032.904.594 78.032.904.594 - 78.032.904.594 period June 2022
Saldo per 30 Juni 2022 30.800.190.000 2.100.000.000 1.054.849.380 - 93.506.698.370 127.461.737.750 - 127.461.737.750 Balance as of June 30, 2022
Beginning balance as of
Saldo awal 1 Januari 2022 30.800.190.000 2.100.000.000 1.054.849.380 - 15.473.793.776 49.428.833.156 - 49.428.833.156 January 1, 2022
Pembagian dividen 23 - - - - (70.000.000.000)  (70.000.000.000) - (70.000.000.000) Dividend distribution
Penghasilan komprehensif tahun 2022 26 - - (192.177.180) - 108.865.233.355 108.673.056.175 - 108.673.056.175 Comprehensive income year 2022
Saldo per 31 Desember 2022 30.800.190.000 2.100.000.000 862.672.200 - 54.339.027.131 88.101.889.331 - 88.101.889.331 Balance as of December 31, 2022
Efek penerapan PSAK 38 - - - - - - 4.999.626 4.999.626 Effect of PSAK 38 application
Penambahan modal saham 22 30.020.010.000 - - - - 30.020.010.000 - 30.020.010.000 Addition of share capital
Pembagian dividen 23 - - - - (38.865.233.355)  (38.865.233.355) - (38.865.233.355) Dividend distribution
Pencadangan saldo laba 21 - - - 12.164.040.000 (12.164.040.000) - - - Appropriated retained earnings
The difference in value of restructuring

Selisih nilai transaksi restrukturisasi transactions for entities under

entitas sepengendali - (37.038) - - - (37.038) - (37.038) common control
Penghasilan komprehensif Comprehensive income

periode Juni 2023 26 - - (771.639.960) - 40.549.807.446 39.778.167.486 (2.836.611) 39.775.330.875 period June 2023
Saldo per 30 Juni 2023 60.820.200.000 2.099.962.962 91.032.240 12.164.040.000 43.859.561.222  119.034.796.424 2.163.015  119.036.959.439 Balance as of June 30, 2023

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

See accompanying notes to consolidated financial statements

which form an integral part of these consolidated financial statements.



PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbhk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal
30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS

For the six-months period ended
June 30, 2023 and 2022 (unaudited) and

for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Rupiah)

Catatan/

Notes

30 Juni 2023/
June 30, 2023

30 Juni 2022/ *)

June 30, 2022 *)

31 Des 2022/
Dec 31, 2022

31 Des 2021/
Dec 31, 2021

31 Des 2020/
Dec 31, 2020

ARUS KAS DARI AKTIVITAS
OPERASI

Penerimaan kas

dari pelanggan 6,20,28
Pembayaran kepada 5,8,9,14,16
pemasok 25,29
Pembayaran 7,16,19

kepada karyawan 25,29,31

Kas yang dihasilkan dari operasi

Pembayaran kas untuk
beban usaha
Penerimaan (pembayaran)
pajak 25
Penerimaan kas dari

16,25,30,31

349.927.496.898

(24.966.740.573)

387.922.552.790

(235.507.425.715) (286.057.516.512)

(15.506.088.599)

941.966.063.110

213.941.671.144 155.811.221.019

(766.413.700.427) (133.898.287.401)

(31.437.760.212)

(17.520.265.043)

(83.168.023.561)

(10.730.725.608)

CASH FLOWS FROM OPERATING
ACTIVITIES

Cash receipts from
customers

Cash paid to suppliers

Cash paid to employees

89.453.330.610

(15.053.817.319)

(25.211.346.503)

86.358.947.679

(12.047.335.390)

(16.961.105.714)

144.114.602.471

(26.857.939.457)

(26.707.352.929)

62.523.118.700

(16.687.442.201)

10.049.681.005

61.912.471.850

(34.049.583.222)

(245.570.326)

Cash resulting from
operations

Cash paid for operating
expenses

Receipt (payments) of tax
Cash receipts from rent

pendapatan sewa 7,25,32 10.578.935.207 - 850.625.021 - - income
Penerimaan bunga 32 331.824.192 549.920.779 933.193.082 617.205.251 756.274.185 Receipts of interest
Pembayaran bunga 32 (279.333.838) (12.255.283) (160.944.803) (93.943.564) (124.708.071) Interest payment
Penerimaan (pembayaran)
lain-lain 10,13,32 377.867.816 3.454.431.399 (947.015.012) 254.045.219 361.268.511 Other receipt (payments)
Arus kas neto diperoleh dari Net cash flows provided by
aktivitas operasi 60.197.460.165 61.342.603.470 91.225.168.373 56.662.664.410 28.610.152.927 operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM INVESTING
INVESTASI ACTIVITIES
Perolehan properti Acquisitions of mining
pertambangan 11,29 (10.491.264.065) (6.717.559.000)  (17.422.424.242) (494.430.000) (2.082.620.471) properties
Acquisitions of right of
Perolehan aset hak guna 12,18,31 - (20.482.000) - - (2.338.271.284) use assets
Perolehan aset tetap 10,1529  (16.826.979.015) (2.979.571.625)  (16.311.405.966) (1.627.791.234) (395.611.160)  Acquisitions of fixed assets
Hasil penjualan aset tetap 10,32 - - 103.712.900 681.425.000 - Sales of fixed assets

Arus kas neto digunakan untuk
aktivitas investasi

(27.318.243.080)

(9.717.612.625)

(33.630.117.308)

(1.440.796.234)

(4.816.502.915)

Net cash flows used for
investing activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS
PENDANAAN

Pembayaran pinjaman

pihak berelasi 15
Pembayaran utang pembelian

aset tetap dan

liabilitas sewa 17,18
Penerimaan setoran modal 7,22
Pembayaran dividen 23

Setoran modal oleh kepentingan
non-pengendali di entitas anak

(887.248.411)
30.020.010.000
(49.035.827.364)

5.000.000

(60.000.000.000)

(6.456.390.253)

(1.253.440.322)

(75.821.582.717)

(1.191.309.368)
1.000.000.000
(88.365.904)

(863.834.157)

(534.010.941)

(28.519.268.841)

CASH FLOWS FROM FINANCING
ACTIVITIES

Payment of related parties
loan

Payment of fixed assets
payable and
lease liabilities

- Receipt of capital contribution

Dividend payment

Capital contribution of non-controlling
- interest on subsidiary

Arus kas neto digunakan untuk
aktivitas pendanaan

(19.898.065.775)

(60.000.000.000)

(83.531.413.292)

(279.675.272)

(29.917.113.939)

Net cash flows used for
financing activities

KENAIKAN (PENURUNAN) NETO
KAS DAN SETARA KAS

12.981.151.310

(8.375.009.155)

(25.936.362.227)

54.942.192.904

(6.123.463.927)

NET INCREASE (DECREASE)
IN CASH AND CASH
EQUIVALENTS

KAS DAN SETARA KAS
AWAL TAHUN

31.933.106.127

57.869.468.354

57.869.468.354

2.927.275.450

CASH AND CASH EQUIVALENTS BEGINNING
9.050.739.377

OF THE YEAR

KAS DAN SETARA KAS
AKHIR TAHUN 4

44.914.257.437

49.494.459.199

31.933.106.127

57.869.468.354

2.927.275.450

CASH AND CASH EQUIVALENTS
END OF THE YEAR

*) Tidak diaudit

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

*) Unaudited

See accompanying notes to consolidated financial statements

which form an integral part of these consolidated financial statements.



PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal

30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021
dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT

For the six-months period ended

June 30, 2023 and 2022 (unaudited) and for the
years ended December 31, 2022, 2021

and 2020

(Expressed in Rupiah)

1. UMUM
a. Pendirian dan informasi umum

PT Adhi Kartiko Pratama Tbk ("Entitas") didirikan
berdasarkan akta notaris No. 10 tanggal 9 Juli 2008
dari Armansyah, S.H., notaris di Kendari. Akta
pendirian Entitas telah disahkan oleh Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

dalam Surat Keputusan No. AHU-
91637.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 28 November
2008.

Anggaran dasar Entitas telah mengalami beberapa kali
perubahan, perubahan terakhir dengan akta No. 25
tanggal 12 September 2022 yang dibuat dihadapan
notaris Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di
Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan
dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia No. AHU-0068639.AH.01.02.
Tahun 2022 tanggal 23 September 2022 yang berisi
perubahan nama pemegang saham serta, perubahan
maksud dan tujuan kegiatan usaha.

Entitas berdomisili di Office Tower Senayan City yang
terletak di Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta. Lokasi
pertambangan terletak di Desa Anaiwoi, Kecamatan
Kadia, Kabupaten Kendari, Sulawesi Tenggara.

Nama entitas induk Entitas adalah PT Sungai Mas
Minerals, nama entitas induk terakhir Entitas adalah PT
Dwidaya Mega Investama, sedangkan pihak
pengendali dari PT Dwidaya Mega Investama adalah
Herman Herry Adranacus.

Entitas beroperasi secara komersial pada tahun 2013.
Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar, Entitas bergerak
dalam bidang pertambangan bijih nikel, aktivitas
perusahaan holding, pelayanan kepelabuhan laut,
kawasan industri dan analisis dan uji teknis lainnya.
Entitas saat ini menjalankan usaha di bidang
pertambangan bijih nikel.

1. GENERAL
a. Establishment and general information

PT Adhi Kartiko Pratama Tbk ("Entity") was established
based on notarial deed No. 10 dated July 9, 2008 of
Armansyah, S.H., notary in Kendari. The deed of
establishment was approved by Ministry of Justice and
Human Rights of the Republic Indonesia in his Decree
No. AHU-91637.AH.01.01.Tahun 2008  dated
November 28, 2008.

The articles of association have been amended several
times, the latest by notarial deed No 25, dated
September 12, 2022 made by the notary Emmyra
Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta. The
deed was approved by the Minister of Justice and
Human Rights of the Republic of Indonesia No AHU-
0068639.AH.01.02.Tahun 2022 dated September 23,
2022 regarding changes the name of the shareholder
and, changes intention and purpose of business
activities.

The Entity is domiciled in Office Tower Senayan City
which located in JI. Asia Afrika Lot 19, Jakarta. The
mining is located at Anaiwoi Village, Kadia District,
Kendari Regency, South East Sulawesi.

The name of the Entity's parent entity is PT Sungai
Mas Minerals, the name of the Entity's ultimate parent
entity is PT Dwidaya Mega Investama, while the
controlling party of PT Dwidaya Mega Investama is
Herman Herry Adranacus.

The Entity started its commercial operation in 2013.
Based on article 3 of association, the Entity is engaged
in nickel ore mining, holding company activities, sea
port services, industrial areas and other technical
analysis and tests. The Entity currently carries out
business in the field of nickel ore mining.



PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(lanjutan)

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal

30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021
dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARY

NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
(continued)

For the six-months period ended

June 30, 2023 and 2022 (unaudited) for the

years ended December 31, 2022, 2021

and 2020

(Expressed in Rupiah)

1. UMUM (lanjutan)
a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Entitas
per tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021
dan 2020 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris

Dewan Direksi

Direktur Utama
Direktur

Personil manajemen kunci Entitas meliputi seluruh
anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi (hamun
tidak termasuk Komisaris Independen). Manajemen
kunci tersebut memiliki kewenangan dan tanggung
jawab  untuk  merencanakan, memimpin  dan
mengendalikan aktivitas Entitas.

Jumlah karyawan Entitas dan entitas anak masing-
masing 365, 253, 194, dan 133 karyawan pada tanggal
30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

*) Pada tanggal 1 September 2023, terdapat pergantian
Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi
(Catatan 39).

b. Wilayah eksplorasi dan eksploitasi

Per 30 Juni 2023, Entitas memiliki wilayah eksplorasi
dan eksploitasi yang tercakup dalam IUP OP,
sebelumnya disebut "Kuasa Pertambangan”. Rincian
dari IUP OP Entitas adalah sebagai berikut:

Stevano Rizki Adranacus®)
Victor Agung Susantyo*)

Drs. E Ense Da Cunha Solapung*)
Yedhy Stiady*)

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and general information (continued)

The Entity's Board of Commissioners and Board of
Directors as of June 30, 2023, December 31, 2022 and
2021 consists of the following:

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner

Board of Directors

President Director
Director

The Entity’s key management personnel consists of the
Board of Commissioners and Board of Directors
(nevertheless not include Independent Commissioner).
Those keys management have authority and
responsibility for planning, directing and controlling the
Entity's activities.

The total employees of the Entity and its subsidiary
were 365, 253, 194 and 133 employee as of June 30,
2023, December 31, 2022, 2021 and 2020,
respectively.

*) As of September 1, 2023, there is change of Board
of Commissioners and Board of Directors composition
(Note 39).

b. Exploration and exploitation areas

As of June 30, 2023, the Entity has exploration and
exploitation areas covered by IUP OP, previously
known as "Kuasa Pertambangan". The details of the
Entity's IUP OP are as follows:

Area (Ha), (tidak 1UP Operasi Produksi/

Cadangan (dalam WMT)/ Reserves (in WMT)

Izin Usaha diaudit)/ Terkira/Probable Terbukti/Proved
Pertambangan/ Mining- (unaudited) IUP Production Tonnage Kadar Ni Tonnage Kadar Ni
Lokasi/ Location Business License Operation (WMT) %) (WMT) %
Langgikima, Konawe 704 tahun 2010 1.975 Kep. Bupati Konawe Utara

Utara, Sulawesi
Tenggara

No 704 tahun 2010 tentang
Pemberian ljin Usaha
Pertambangan Operasi

36.800.000 1,1-16 46.600.000 1,1-17

Produksi, berlaku sd Des
2030/ North Konawe
Regent Decree. No. 704 in
2010 concerning the
Granting of Production
Operation Mining Business
License, valid until Dec

2030.
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(lanjutan)

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal
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(Disajikan dalam Rupiah)

PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT

(continued)
For the six-months period ended
June 30, 2023 and 2022 (unaudited) for the
years ended December 31, 2022, 2021
and 2020

(Expressed in Rupiah)

1. UMUM (lanjutan)

b. Wilayah eksplorasi dan eksploitasi (lanjutan) b.

Nilai cadangan bijih nikel terkira dan terbukti sesuai
dengan laporan JORC cadangan bijih nikel per 30 Juni
2023 dengan nomor pekerjaan ADV-JA-04077 yang
ditandatangani oleh Tim Knight, BE (Mining),
MAusIMM.

c. Entitas anak C.

Penyertaan Entitas pada Entitas Anak pada tanggal
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai

1. GENERAL (continued)

Exploration and exploitation areas (continued)

The estimated and proven nickel ore reserve values
are in accordance with the JORC report on nickel ore
reserves as of June 30, 2023 with work number ADV-
JA-04077 signed by Tim Knight, BE (Mining),
MAusIMM.

Subsidiary

The Entity's investments in Subsidiary as at June 30,
2023 and December 31, 2022 were as follows:

berikut:
Tahun operasi Persentase
komersial/ kepemilikan/
Start of Percentage of Jumlah aset/ Total assets (dalam ribuan/ in
Entitas anak/ Domisili/ Jenis usaha/ commercial ownership thousands)
Subsidiary Domicile Nature of business operations 2023 2022 2023 2022
PT Terum Konawe Kendari Aktivitas pelayanan Belum 99,00% 223.949.926

kepelabuhan laut/ Port
service activities

beroperasi/ not
yet operated

Utara

Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, Entitas dan
Entitas Anak secara bersama-sama disebut sebagai
“Grup”.

PT Terum Konawe Utara

PT Terum Konawe Utara ("Entitas Anak"), didirikan di
Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Notaris Emmyra
Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, No.35 tanggal 23
November 2022. Akta pendirian Entitas telah disetujui
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan
Surat Keputusan No. AHU 0083375.AH.01.01. Tahun
2022 tanggal 29 November 2022

Pada tanggal 26 Juni 2023, Entitas mengambil alih
saham milik PT Sungai Mas Minerals dan PT Inti Mega
Ventura atas PT Terum Konawe Utara masing-masing
sebesar 2.525 lembar saham dan 2.425 lembar saham
atau setara dengan Rp252.500.000 dan Rp242.500.000
(51% kepemilikan saham dan 49% kepemilikan saham)
sesuai pernyataan keputusan pemegang saham
PT Terum Konawe Utara No. 311 tertanggal 26 Juni
2023 oleh Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn,.

In these consolidated financial statements, the Entity
and its subsidiary are collectively referred as ‘“the
Group”.

PT Terum Konawe Utara

PT Terum Konawe Utara (the “Subsidiary”) was
established in Central Jakarta based on the Notarial
Deed No. 35 dated November 23, 2012 of Emmyra
Fauzia Kariana, S.H., M.Kn. The articles of association
was approved by the Ministry of Laws and Human

Rights based on its decision letter No.
AHU 0083375.AH.01.01.Year 2022 dated November
29, 2022.

On June 26, 2023, the Entity has take over PT Sungai
Mas Minerals' shares and PT Inti Mega Ventura's
shares of PT Terum Konawe Utara amounted to 2,525
shares and 2,425 shares, respectively or equivalent to
Rp252,500,000 and Rp242,500,000 (51% share
ownership and 49% share ownership) in accordance
with the shareholders' decision statement of PT Terum
Konawe Utara No. 311 dated June 26, 2023 by Notary
Christina Dwi Utami, S.H,. M.Kn,.
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(lanjutan)
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(Disajikan dalam Rupiah)

PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARY

NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
(continued)

For the six-months period ended

June 30, 2023 and 2022 (unaudited) for the

years ended December 31, 2022, 2021

and 2020

(Expressed in Rupiah)

1. UMUM (lanjutan)
c. Entitas anak (lanjutan)

Pihak pengendali PT Terum Konawe Utara pada saat
diakuisisi oleh Entitas adalah PT Sungai Mas Minerals.
PT Terum Konawe Utara sepengendali dengan Entitas
sejak awal pendiriannya.

Proses pengambil alihan saham tersebut di atas
merupakan transaksi antar pihak sepengendali di mana
sesuai PSAK 38 “"Kombinasi Bisnis Entitas
Sepengendali" maka transaksi tersebut dicatat seolah-
olah telah terjadi per 31 Desember 2022 atau 1 Januari
2023. Oleh karena itu sejak tanggal 31 Desember 2022
atau 1 Januari 2023, Entitas telah mengkonsolidasi
laporan keuangan PT Terum Konawe Utara.

Jumlah ekuitas PT Terum Konawe Utara sebelum
terjadinya akuisisi disajikan pada "proforma ekuitas"
pada laporan posisi keuangan konsolidasian per
31 Desember 2022. Nilai penghasilan (rugi)
komprehensif PT Terum Konawe Utara disajikan
sebagai "proforma laba rugi" dalam laporan laba rugi
dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiary (continued)

The controlling party of PT Terum Konawe Utara at the
time acquisition by the Entity was PT Sungai Mas
Minerals. PT Terum Konawe Utara has been under
common control with the Entity since its establishment.

The share take over process above is a transaction
between parties under common control where in
accordance with PSAK 38 "Business Combinations of
Entities Under Common Control" the transaction is
recorded as if it had occurred as of December 31, 2022
or January 1, 2023. Therefore, as of December 31,
2022 or January 1, 2023, the Entity has consolidated
the financial statements of PT Terum Konawe Utara.

PT Terum Konawe Utara's total equity prior to the
acquisition is presented in "equity proforma" in the
consolidated statements of financial position as of
December 31, 2022. PT Terum Konawe Utara's
comprehensive income (loss) is presented as
"proforma profit or loss" in the consolidated statement
of profit or loss and other comprehensive income.

30 Juni 2023/ 31 Mei 2023/ 31 Des 2022/
June 30, 2023 May 31, 2023 Dec 31, 2022
Jumlah aset 223.949.926 500.000.000 500.000.000 Total assets
Jumlah liabilitas 7.648.450 - - Total liabilities
Jumlah ekuitas 216.301.476 499.962.588 500.000.000 Total equity
Jumlah rugi
tahun berjalan (283.698.524) (37.142) - Total loss for the year

Rincian selisih nilai kombinasi bisnis entitas sepengendali
adalah sebagai berikut:

The details of difference in value from business combination
of entity under common control are as follows:

31 Mei 2023/
May 31, 2023
Bagian dari aset neto yang diakuisisi (99%) 494.962.962 The portion of net assets acquired (99%)
Nilai akuisisi 495.000.000 Acquisition value
Selisih nilai transaksi restrukturisasi The difference in value of restructuring transaction
entitas sepengendali (37.038) entity under common control
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PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARY

NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
(continued)

For the six-months period ended

June 30, 2023 and 2022 (unaudited) for the

years ended December 31, 2022, 2021

and 2020

(Expressed in Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Manajemen Grup bertanggung jawab atas penyusunan
laporan keuangan konsolidasian yang diselesaikan pada
tanggal 6 Desember 2023.

a. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dan
disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
("SAK"). Kebijakan akuntansi yang dipakai telah sesuai
dengan kebijakan yang dipakai untuk menyusun
laporan  keuangan konsolidasian  sebagaimana
dijelaskan di bawah ini.

b. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
("SAK"), yang mencakup pernyataan dan interpretasi
yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi
Keuangan lkatan Akuntan Indonesia ("DSAK") serta
peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan No.
VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan
Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan
asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual,
kecuali laporan arus kas konsolidasian yang
menggunakan dasar kas. Dasar pengukuran dalam
penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah
konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun
tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana
dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing
akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan
pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam
pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan
metode langsung dengan mengelompokkan arus kas
dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Transaksi-transaksi yang termasuk dalam laporan
keuangan Grup diukur dengan mata uang lingkungan
ekonomi utama ("mata uang fungsional”). Laporan
keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang
merupakan mata uang fungsional dan penyajian.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING

POLICY INFORMATION

The management of the Group is responsible for the
preparation of the consolidated financial statements that
were completed on December 6, 2023.

a. Statement of compliance

The consolidated financial statements prepared and
presented in accordance with Indonesian Financial
Accounting Standards ("SAK"). The accounting policies
adopted are in accordance with the policies used to
prepare consolidated financial statements as described
below.

b. Basis of preparation of the consolidated financial
statements

The consolidated financial statements have been
prepared in accordance with Indonesian Financial
Accounting Standards ("SAK"), which comprise the
Statements and Interpretations issued by the Financial
Accounting Standards Board of the Indonesian Institute
of Accountants ("DSAK") and capital market regulator
regulations, namely Regulation No. VIII.G.7 concerning
Presentation and Disclosure of Financial Statements of
Issuers or Public Companies.

The consolidated financial statements have been
prepared on going concern assumption and accrual
basis, except for the consolidated statements of cash
flows using the cash basis. The basis of measurement
in preparation of these consolidated financial
statements is the historical costs, except for certain
accounts which have been prepared on the basis of
other measurements as described in their respective
policies. Historical cost is generally based on the fair
value of the consideration given in exchange for
assets.

The consolidated statements of cash flows are
prepared using the direct method by classifying cash
flows into operating, investing, and financing activities.

Items included in the financial statements of the Group
are measured using the currency of the primary
economic environment (“the functional currency"). The
consolidated financial statements are presented in
Rupiah, which is the functional and presentation
currency.
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PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT

(continued)
For the six-months period ended
June 30, 2023 and 2022 (unaudited) for the
years ended December 31, 2022, 2021
and 2020

(Expressed in Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

b. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian
(lanjutan)

Estimasi dan pertimbangan akuntansi yang signifikan
yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan
konsolidasian Grup diungkapkan pada Catatan 3.

Akuntansi
Standar

Perubahan atas Pernyataan Standar
Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi
Akuntansi Keuangan (“ISAK”)

Standar akuntansi revisian berikut yang relevan untuk
Grup, berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023 dan
tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laporan
keuangan konsolidasian Grup:

- Amendemen PSAK 1 “Penyajian Laporan
Keuangan’;

- Amendemen PSAK 16 "Aset Tetap”;

- Amendemen PSAK 25 “Kebijakan Akuntansi,

Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”;
- Amendemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan”.

Standar akuntansi revisian yang telah diterbitkan dan
relevan untuk Grup, berlaku efektif sejak tanggal
1 Januari 2024 dan belum diterapkan secara dini oleh
Grup:

- Amendemen PSAK 1

Keuangan”;

- Amendemen PSAK 73 "Sewa: Liabilitas Sewa Pada
Transaksi Jual dan Sewa balik”;

“Penyajian  Laporan

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan
konsolidasian, Grup sedang mempertimbangkan
implikasi dari penerapan standar-standar tersebut

terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.
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2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING

POLICY INFORMATION (continued)

. Basis of preparation of the consolidated financial

statements (continued)

Significant accounting estimates and judgement
applied in the preparation of Group's consolidated
financial statements are disclosed in Note 3.

Changes to the Statements of Financial
Accounting Standards (“PSAK”) and
Interpretations of Statements of Financial

Accounting Standards (“ISAK”)

The following revised accounting standards which are
relevant to the Group, are effective from January 1,
2023 and do not result in significant impact to the
Group’s consolidated financial statements:

- Amendment to PSAK 1 “Presentation of Financial
Statements”;

Amendment to PSAK 16 “Fixed Assets”;

- Amendment to PSAK 25 “Accounting Policies,
Changes in Accounting Estimates and Errors’;

- Amendment to PSAK 46 “Income Taxes”.

The following revised accounting standards issued and
relevant to the Group, are effective from January 1,
2024 and have not been early adopted by the Group:

- Amendment to PSAK 1 “Presentation of Financial
Statements”;

- Amendment to PSAK 73 “Lease: Lease Liabilities in
Sales and Leased back Transactions”;

As at the authorization date of these consolidated
financial statements, the Group is assessing the
implication of the above standards to the Group’s
consolidated financial statements.
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT

(lanjutan) (continued)
Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal For the six-months period ended
30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang June 30, 2023 and 2022 (unaudited) for the
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 years ended December 31, 2022, 2021
dan 2020 and 2020
(Disajikan dalam Rupiah) (Expressed in Rupiah)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL 2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING

(lanjutan) POLICY INFORMATION (continued)

c. Kombinasi bisnis entitas sepengendali c. Business combination for entity under

common control

Kombinasi bisnis antara entitas sepengendali Business combination involving entities under common
diperlakukan sesuai dengan PSAK 38. Berdasarkan control is accounted in accordance with PSAK 38.
PSAK 38, kombinasi bisnis antara entitas sepengendali Under PSAK 38, business combination within entities
tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi under common control does not result in a change of
kepemilikan atas bisnis yang dialihkan dan tidak dapat the economic substance of ownership of business
menimbulkan laba atau rugi bagi Grup secara being transferred and does not result in a gain or loss
keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam Grup to the Group or to the individual entities within the
tersebut. Karena pengalihan bisnis antara entitas Group. Since the transfer of business of entities under
sepengendali  tidak ~ mengakibatkan  perubahan common control does not lead in a change of the
substansi ekonomi, bisnis yang dipertukarkan dicatat economic substance, the business being exchanged is
pada nilai buku sebagai kombinasi bisnis dengan recorded at the book value using the pooling of-interest
menggunakan metode penyatuan kepemilikan. method.
Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, In applying the pooling of interest method, the
unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang components of the entity's financial statements are
bergabung, untuk periode terjadinya kombinasi bisnis joined, for the period in which the business combination
entitas sepengendali dan untuk periode komparatif occurs and for other comparative periods presented,
sajian, disajikan sedemikian rupa seolah-olah are presented as if the merger had occurred since the
penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode beginning of the earliest comparative period. The
entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian. financial statements of the entity may not enter their
Jumlah tercatat dari unsur-unsur laporan keuangan pooling of interests if the pooling of interest going on a
tersebut merupakan jumlah tercatat dari entitas yang date after the end of the reporting period.
bergabung  dalam  kombinasi  bisnis  entitas
sepengendali.
Kebijakan akuntansi yang seragam diterapkan pada A uniformity of accounting policy is applied to the
entitas yang berkombinasi tersebut. Oleh karena itu, combined entity. Accordingly, the combined entity
entitas hasil kombinasi mengakui aset dan liabilitas dari recognizes the assets and liabilities of each combined
masing-masing entitas yang berkombinasi berdasarkan entity based on the carrying amount. Adjustments to
pada jumlah tercatatnya. Penyesuaian terhadap jumlah the carrying amount are only made to adjust the entity's
tercatat hanya dilakukan untuk menyesuaikan accounting policies in combination with the accounting
kebijakan akuntansi entitas yang berkombinasi dengan policies adopted by the combined entity and apply it to
kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh entitas hasil all periods of presentation. The effects arising as a
kombinasi, serta menerapkannya pada semua periode result of combined intra-entity transactions, from the
sajian. Pengaruh yang timbul sebagai akibat dari beginning of the common control are eliminated in the
transaksi intra-entitas yang berkombinasi, yang timbul preparation of the combined entity's financial
sejak awal terjadinya sepengendalian, dieliminasi statements. The difference between the benefits in a
dalam penyusunan laporan keuangan entitas hasil business combination transaction and the carrying
kombinasi. Selisin antara imbalan dalam transaksi amount of the business released in each business
kombinasi bisnis dengan jumlah tercatat bisnis yang combination transaction of entities under common
dilepas dalam setiap transaksi kombinasi bisnis entitas control in equity and presents it in the “Additional Paid-
sepengendali di ekuitas dan menyajikannya dalam in Capital” account.

akun “Tambahan Modal Disetor”.
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PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(lanjutan)

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal

30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021
dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARY

NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
(continued)

For the six-months period ended

June 30, 2023 and 2022 (unaudited) for the

years ended December 31, 2022, 2021

and 2020

(Expressed in Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

d. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Grup menyelenggarakan pembukuannya dalam mata
uang Rupiah. Transaksi-transaksi dalam mata uang
asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan
menggunakan kurs yang berlaku pada saat terjadinya
transaksi yang bersangkutan.

Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian,
aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing
disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku
pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs
yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laporan
laba rugi konsolidasian tahun berjalan.

Kurs yang digunakan untuk menjabarkan aset dan
liabilitas moneter dalam mata uang asing adalah
sebagai berikut:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING

POLICY INFORMATION (continued)
d. Foreign currency transactions and balances

The Group maintains its accounting records in Rupiah.
Transactions in foreign currency are recorded at the
prevailing rates of exchange in effect on the date of the
transactions.

At the consolidated statements of financial position
date, monetary assets and liabilities denominated in
foreign currencies are adjusted to reflect the rates of
exchange prevailing at that date. The resulting gains or
losses are credited or charged in consolidated profit or
loss current year.

The exchange rates used to translate the monetary
assets and liabilities denominated in foreign currencies
were as follows:

30 Juni 2023/ 31 Des 2022/ 31 Des 2021 31 Des 2020

June 30, 2023 Dec 31,2022 Dec 31,2021 Dec 31, 2020
Dolar Amerika Serikat United States Dollar (USD) 1/
(USD) 1/Rupiah 15.026 15.731 14.269 14.105 Rupiah

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua
investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau
kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak
dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

f. Instrumen keuangan

Grup mengklasifikasikan instrumen keuangan menjadi
aset keuangan dan liabilitas keuangan. Instrumen
keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan
aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas
keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lain.
Grup mengadopsi PSAK 71.

Aset keuangan
Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran

Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori
berikut ini:

(i) Aset keuangan diukur
diamortisasi; dan

pada biaya perolehan

(ii) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba
rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

e. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalent consist of cash on hands
and in banks and all unrestricted investment with three
month maturities or less from the date of placement
and not used as collateral for loans.

f. Financial instruments

The Entity classifies financial instruments into financial
assets and financial liabilities. A financial instrument is
any contract that gives rise to a financial asset of one
entity and a financial liability or equity instrument of
another entity. The Group adopted PSAK 71.

Financial assets
Classification, recognition and measurement

The Group classifies its financial assets into the
following categories:

(i) Financial assets measured at amortized costs; and

(i) Financial assets measured at fair value through
profit or loss (“FVTPL”) or through other
comprehensive income (“FVOCI’).

13



PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT

(lanjutan) (continued)
Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal For the six-months period ended
30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang June 30, 2023 and 2022 (unaudited) for the
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 years ended December 31, 2022, 2021
dan 2020 and 2020
(Disajikan dalam Rupiah) (Expressed in Rupiah)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL 2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING

(lanjutan) POLICY INFORMATION (continued)

f. Instrumen keuangan (lanjutan) f. Financial instruments (continued)

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Grup dan The classification depends on the Group’s business

persyaratan kontraktual arus kas — apakah penentuan model and the contractual terms of the cash flows

arus kasnya semata dari pembayaran pokok dan when determining whether their cash flows are solely

bunga. payment of principal and interest.

Grup menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut The Group determines the classification of its financial

pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan assets at initial recognition and cannot change the

perubahan setelah penerapan awal tersebut. classification made at initial adoption.

(i) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan () Financial assets measured at amortized costs
diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku untuk instrumen utang yang This classification applies to debt instruments which

dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk are held under a hold to collect business model and

mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang which have cash flows that meet the “solely
memenuhi kriteria “semata-mata dari pembayaran payments of principal and interest” (“SPPI’) criteria.
pokok dan bunga”.

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai Financial assets are initially recognized at fair value

wajar ditambah biaya transaksi yang terkait. Aset plus related transaction costs. They are

keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya subsequently measured at amortized cost using the
perolehan diamortisasi menggunakan metode suku effective interest method less impairment. Any gains

bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Keuntungan or losses on derecognition or modification of a

atau kerugian pada penghentian atau modifikasi financial asset held at amortized cost are

aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan recognized in profit or loss. The losses arising from
diamortisasi diakui pada laba rugi. Kerugian yang impairment are also recognized in the profit or loss.
timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laporan

laba rugi.

Aset keuangan Grup yang termasuk kategori ini The Group's financial assets included in this

terdiri dari kas dan setara kas, saldo bank yang category consist of cash and cash equivalents,

dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lain- restricted bank balances, accounts receivable, other
lain, uang muka dan jaminan pada laporan posisi receivables, advances and guarantee in the
keuangan. statement of financial position.

(ii) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba (i) Financial assets held at fair value through profit or
rugi loss

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut. The classification applies to the following financial

Dalam semua kasus, biaya transaksi dibebankan assets. In all cases, transaction costs are

pada laba rugi. immediately expensed to profit or loss.

- Instrumen utang yang tidak memiliki kriteria - Debt instrument that do not meet the criteria of
biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar amortized cost or fair value through other
melalui  penghasilan  komprehensif lain. comprehensive income. Subsequent fair value
Keuntungan atau kerugian nilai  wajar gains or losses are recorded in profit or loss.

selanjutnya akan dicatat pada laba rugi.
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PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(lanjutan)

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal

30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021
dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT

(continued)
For the six-months period ended
June 30, 2023 and 2022 (unaudited) for the
years ended December 31, 2022, 2021
and 2020

(Expressed in Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)
Aset keuangan

(ii) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba
rugi (lanjutan)

- Investasi ekuitas yang dimiliki  untuk
diperdagangkan atau di mana pilihan
penghasilan komprehensif lain tidak berlaku.
Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan
penghasilan dividen terkait diakui pada laba
rugi.

- Derivatif yang bukan merupakan instrumen
lindung nilai. Keuntungan atau kerugian nilai
wajar selanjutnya diakui pada laba rugi.

Grup tidak memiliki aset keuangan dalam kategori
ini.

(iii) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui
penghasilan komprehensif lain

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut
ini:

- Instrumen utang yang dikelola dengan model
bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset
keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas
kontraktual dan menjual dan di mana arus
kasnya memenuhi kriteria “semata-mata dari
pembayaran pokok dan bunga”.

- Perubahan nilai wajar aset keuangan ini dicatat
pada penghasilan komprehensif lain, kecuali
pengakuan keuntungan atau kerugian
penurunan nilai, pendapatan bunga (termasuk
biaya transaksi menggunakan metode suku
bunga efektif), keuntungan atau kerugian yang
timbul dari penghentian dan keuntungan dan
kerugian dari selisih kurs diakui pada laba rugi.
Ketika aset keuangan dihentikan, keuntungan
atau kerugian nilai wajar kumulatif yang
sebelumnya diakui pada penghasilan
komprehensif lain direklasifikasi pada laba rugi.

- Investasi ekuitas di mana Grup telah memilih
secara tak terbatalkan untuk menyajikan
keuntungan dan kerugian nilai wajar dari
revaluasi pada penghasilan komprehensif lain.
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2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING

POLICY INFORMATION (continued)
f. Financial instruments (continued)
Financial assets

(i) Financial assets held at fair value through profit or
loss (continued)

Equity investments which are held for trading or
where the fair value through other
comprehensive income election has not been
applied. All fair value gains or losses and
related dividend income are recognized in profit
or loss.

Derivatives which are not designated as a
hedging instrument. All subsequent fair value
gains or losses are recognized in profit or loss.

The Group does not have financial assets in this
category.

(i) Financial assets held at fair value through other
comprehensive income

This classification applies to the following financial
assets:

Debt instruments that are held under a business
model where they are held for collection of
contractual cash flows and also for sale (“collect
and sell”) and which have cash flows that meet
the “solely payments of principal and interest”
criteria.

All movements in the fair value of these
financial assets are taken through other
comprehensive income, except for the
recognition of impairment gains or losses,
interest revenue (including transaction costs by
applying the effective interest method), gains or
losses arising on derecognition and foreign
exchange gains and losses which are
recognized in profit or loss. When the financial
asset is derecognized, the cumulative fair value
gains or losses previously recognized in other
comprehensive income is reclassified to profit
or loss.

Equity investments where the Group has
irrevocably elected to present fair value gains
and losses on revaluation in  other
comprehensive income.



PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(lanjutan)

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal

30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021
dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT

(continued)
For the six-months period ended
June 30, 2023 and 2022 (unaudited) for the
years ended December 31, 2022, 2021
and 2020

(Expressed in Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)
Aset keuangan (lanjutan)

(iii) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui
penghasilan komprehensif lain (lanjutan)

- Pilihan dapat didasarkan pada investasi individu,
namun, tidak berlaku pada investasi ekuitas
yang dimiliki untuk diperdagangkan.

- Keuntungan atau Kkerugian nilai wajar dari
revaluasi investasi ekuitas, termasuk komponen
selisin  kurs, diakui pada penghasilan
komprehensif lain. Ketika investasi ekuitas
dihentikan pengakuannya, keuntungan atau
kerugian nilai wajar yang sebelumnya diakui
dalam penghasilan komprehensif lain tidak
direklasifikasi pada laba rugi. Dividen diakui
dalam laba rugi ketika hak untuk menerima
pembayaran telah ditetapkan.

Grup tidak memiliki aset keuangan dalam kategori
ini.
Liabilitas keuangan

Pengakuan awal

Liabilitas keuangan dalam
diklasifikasikan sebagai berikut:

lingkup PSAK 71

(i) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya
perolehan diamortisasi;

(i) Liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar
melalui laba rugi.

Grup menentukan Klasifikasi liabilitas keuangan mereka
pada saat pengakuan awal.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur
pada nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang
diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, dikurangi
dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara
langsung.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING

POLICY INFORMATION (continued)

f. Financial instruments (continued)
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Financial assets (continued)

(i) Financial assets held at fair value through other
comprehensive income (continued)

- The election can be made for each individual
investment. However, it is not applicable to
equity investments held for trading.

- Fair value gains or losses on revaluation of
such equity investments, including any foreign
exchange component, are recognized in other
comprehensive income. When the equity
investment is derecognized, there is no
reclassification of fair value gains or losses
previously recognized in other comprehensive
income to profit or loss. Dividends are
recognized in profit or loss when the right to
receive payment is established.

The Group does not have financial assets in this
category.
Financial liabilities

Initial recognition

Financial liabilities within the scope of PSAK 71 are
classified as follows:

(i) Financial liabilities at amortized cost;

(ii) Financial liabilities measured at fair value through
profit or loss.

The Group determines the classification of its financial
liabilities at initial recognition.

At initial recognition, financial liabilities are recognized
at fair value and, in the case of financial liabilities at
amortized cost, less directly attributable transaction
costs.



PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT

(lanjutan) (continued)
Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal For the six-months period ended
30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang June 30, 2023 and 2022 (unaudited) for the
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 years ended December 31, 2022, 2021
dan 2020 and 2020
(Disajikan dalam Rupiah) (Expressed in Rupiah)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL 2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING

(lanjutan) POLICY INFORMATION (continued)

f. Instrumen keuangan (lanjutan) f. Financial instruments (continued)
Liabilitas keuangan (lanjutan) Financial liabilities (continued)
Pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021 As of June 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and
dan 2020, liabilitas keuangan Grup mencakup utang 2020, the Group’s financial liabilities included accounts
usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus payable, other payables, accrued expenses, fixed
dibayar, utang pembelian aset tetap dan liabilitas sewa assets payable and lease liabilities which are classified
yang dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang as financial liabilites at amortized cost. Financial
diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas liabilities are classified as non current liabilities when
keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka the remaining maturity is more than 12 months, and as
panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai current liabilities when the remaining maturity is less
liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa than 12 months.
kurang dari 12 bulan.
Pengukuran setelah pengakuan awal Subsequent measurement
Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang After initial recognition, interest-bearing financial
diukur dengan biaya perolehan diamortisasi yang liabilities at amortized cost are subsequently measured
dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya at amortized cost using the effective interest rate
perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode method.
suku bunga efektif.
Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi pada Gains or losses are recognized in profit or loss when
saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta the liabilities are derecognized as well as through the
melalui proses amortisasi. amortization process.
Penghentian pengakuan Derecognition
Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada A financial liability is derecognized when it is
saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau discharged or cancelled or has expired.
kadaluwarsa.
Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") Expected Credit Losses (“ECL”)
Pada setiap periode pelaporan, Grup menilai apakah At each reporting date, the Group assesses whether
risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat the credit risk on a financial instrument has increased
secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika significantly since initial recognition. When making the
melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan assessment, the Group uses the change in the risk of a
atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang default occurring over the expected life of the financial
perkiraan usia instrumen keuangan daripada instrument instead of the change in the amount of ECL.
perubahan atas jumlah KKE.
Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan To make that assessment, the Group compares the
antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen risk of a default occurring on the financial instrument as
keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko at the reporting date with the risk of a default occurring
gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada on the financial instrument as at the date of initial
saat pengakuan awal dan mempertimbangkan recognition and consider reasonable and supportable
kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia information, that is available without undue cost or
pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian effort at the reporting date about past events, current
masa lalu, kondisi terkini dan prakiraan atas kondisi conditions and forecasts of future economic conditions,
ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan that is indicative of significant increases in credit risk
kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal. since initial recognition.

17



PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT

(lanjutan) (continued)
Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal For the six-months period ended
30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang June 30, 2023 and 2022 (unaudited) for the
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 years ended December 31, 2022, 2021
dan 2020 and 2020
(Disajikan dalam Rupiah) (Expressed in Rupiah)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL 2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING

(lanjutan) POLICY INFORMATION (continued)

f. Instrumen keuangan (lanjutan) f. Financial instruments (continued)
Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") (lanjutan) Expected Credit Losses (“ECL”) (continued)
Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan The Group applies the “simplified approach” to
untuk mengukur KKE yang menggunakan cadangan measure ECL which uses a lifetime expected loss
KKE seumur hidup untuk seluruh saldo piutang usaha provisions for all accounts receivable without significant
tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan financing components and the “general approach” for
pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. all other financial assets. The general approach
Pendekatan umum termasuk penelaahaan perubahan incorporates a review for any significant increase in
signifikan risiko kredit sejak terjadinya. counterparty credit risk since inception.
Penelaahan KKE termasuk asumsi mengenai risiko The ECL reviews include assumptions about the risk of
gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk default and expected loss rates. For accounts
piutang usaha, dalam pengkajian juga receivable, the assessment considers the use of credit
mempertimbangkan penggunaan peningkatan kredit, enhancements, for example, letters of credit and bank
misalnya, letter of credit dan garansi bank. Untuk guarantee. To measure the ECL, accounts receivable
mengukur KKE, piutang usaha telah dikelompokkan have been classified based on similar credit risk
berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo characteristics and the days past due.
yang serupa.
Instrumen keuangan saling hapus Offsetting financial instruments
Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapus Financial assets and liabilities are offset and the net
dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi amount is reported in the statements of financial
keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum position when there is a legally enforceable right to
untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah offset the recognized amounts and there is an intention
diakui tersebut dan adanya niat untuk merealisasikan to settle on a net basis, or realize the asset and settle
aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak the liability simultaneously. The legally enforceable
saling hapus tidak kontinjen atas peristiwa di masa right must not be contingent on future events and must
depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam be enforceable in the normal course of business and in
situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal the event of default, insolvency or bankruptcy of the
bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Entity or the counterparties.
Entitas atau pihak lawan.

g. Piutang usaha g. Accounts receivable
Piutang usaha diakui dan disajikan sebesar nilai Accounts receivable are recognized and presented at
realisasi neto. Cadangan Kkerugian penurunan nilai net realizable value. Provision for declining in value is
piutang ditentukan berdasarkan kebijakan yang provided based upon the policy described on Note 2f.
disajikan dalam Catatan 2f.

h. Persediaan h. Inventories

Persediaan dinyatakan berdasarkan nilai yang lebih Inventories are stated at cost or net realizable value,
rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. whichever is lower. Cost is determined using the
Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata weighted average method.

tertimbang.
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PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT

(lanjutan) (continued)
Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal For the six-months period ended
30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang June 30, 2023 and 2022 (unaudited) for the
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 years ended December 31, 2022, 2021
dan 2020 and 2020
(Disajikan dalam Rupiah) (Expressed in Rupiah)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL 2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING

(lanjutan) POLICY INFORMATION (continued)

i. Beban dibayar di muka i. Prepaid expense

Beban dibayar di muka diamortisasi selama masa Prepaid expense are amortized over their beneficial

manfaat masing-masing beban dengan menggunakan periods using straight-line method.

metode garis lurus.

j. Aset tetap j. Fixed assets

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya Fixed assets are initially recognized at cost, which

perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya- comprises their purchase price and any cost directly

biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung attributable in bringing the assets to their working

untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang condition and to the location where they are intended to

diinginkan agar aset siap digunakan. be used.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah Subsequent to initial recognition, fixed assets, except

dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi land are carried at cost less any subsequent

penyusutan dan kerugian penurunan nilai. accumulated depreciation and impairment losses, if

any.

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap Depreciation of an asset starts when it is available for

untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya oleh use and is computed using the straight-line method

Entitas dan dihitung dengan menggunakan metode based on the estimated useful lives of the assets as

garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat follows:

ekonomis sebagai berikut:

Kelompok aset Masa manfaat / Useful lives Assets category

Sarana dan prasarana Mining facilities and
tambang 8 - 16 tahun / years infrastructure

Kendaraan 4 - 8 tahun / years Vehicles

Peralatan tambang 4 - 16 tahun / years Mining equipment

Bangunan 8 - 10 tahun / years Building

Dermaga 8 tahun / years Jetty

Alat laboratorium 16 tahun / years Laboratorium equipment

Inventaris 4 - 8 tahun / years Fixtures

Biaya hukum awal untuk mendapatkan hak hukum Initial legal costs incurred to obtain legal rights are

diakui sebagai beban biaya akuisisi tanah, biaya-biaya recognized as part of the acquisition cost of the land,

tersebut tidak didepresiasikan. and these costs are not depreciated.

Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan Specific costs associated with the extention or renewal

perpanjangan atau pembaharuan hak atas aset tetap of fixed assets rights are deferred and amortized over

ditangguhkan dan diamortisasi selama periode hak the legal term of the fixed assets rights or economic life

atas aset tetap atau taksiran masa manfaat ekonomis of the fixed assets, whichever is shorter.

aset tetap, mana yang lebih pendek.

Grup menganalisa fakta dan keadaan untuk masing- The Group analyses the facts and circumstances for

masing jenis hak atas aset tetap dalam menentukan each type of fixed assets rights in determining the

akuntansi untuk masing-masing hak atas aset tetap accounting for each of these fixed assets rights so that

tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan it can accurately represent an underlying economic

tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomi yang event or transaction.

mendasarinya.
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PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT

(lanjutan) (continued)
Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal For the six-months period ended
30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang June 30, 2023 and 2022 (unaudited) for the
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 years ended December 31, 2022, 2021
dan 2020 and 2020
(Disajikan dalam Rupiah) (Expressed in Rupiah)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL 2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING

(lanjutan) POLICY INFORMATION (continued)

j. Aset tetap (lanjutan) j. Fixed assets (continued)

Jika hak atas aset tetap tersebut tidak mengalihkan If the fixed assets rights do not transfer control of the
pengendalian atas aset pendasar kepada Grup, underlying assets to the Group, but give the rights to
melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset use the underlying assets, the Group applies the
pendasar, Grup menerapkan perlakuan akuntansi atas accounting treatment of these transactions as leases
transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK 73, under PSAK 73, “Leases”. If fixed assets rights are
“Sewa”. Jika hak atas aset tetap secara substansi substantially similar to fixed assets purchases, the
menyerupai pembelian aset tetap, maka Grup Group applies PSAK 16 “Fixed assets”.

menerapkan PSAK 16 “Aset tetap”.

Biaya perbaikan dan perawatan dibebankan langsung The cost of repairs and maintenance is charged directly
ke perhitungan laba rugi pada saat terjadinya biaya- to the profit and loss as incurred; while significant
biaya tersebut; sedangkan biaya-biaya yang berjumlah renewals or betterment are capitalized. When fixed
besar dan sifatnya meningkatkan kondisi aset secara assets are retired or otherwise disposed of, their
signifikan dikapitalisasi. Apabila suatu aset tetap tidak carrying value and the related accumulated
lagi digunakan atau dijual, maka harga perolehan dan depreciation are removed from the accounts and any
akumulasi penyusutan aset tersebut dikeluarkan dari resulting gain or loss is reflected into the current year's
akun aset tetap dan keuntungan atau kerugian yang profit or loss.

terjadi diperhitungkan ke laba rugi tahun berjalan.

k. Aset eksplorasi dan evaluasi k. Exploration and evaluation assets

Aktivitas eksplorasi dan evaluasi meliputi pencarian Exploration and evaluation activity involves the search

sumber daya mineral setelah Grup memperoleh hak for mineral resources after the Group has obtained

hukum untuk mengeksplorasi suatu wilayah tertentu, legal rights to explore in a specific area, determination

penentuan kelayakan teknis dan penilaian komersial of the technical feasibility and assessment of the

atas sumber daya mineral teridentifikasi. commercil viability of an identified resource.

Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi meliputi biaya Exploration and evaluation expenditure comprises cost

yang berhubungan langsung dengan: that are directly attributable to:

- Perolehan hak untuk eksplorasi; - Acquisition of rights to explore;

- Kajian topografi, geologi, geokimia dan geofisika; - Topographical, geological, geochemical and

geophysical studies;

- Pengeboran eksplorasi; - Exploration drilling;

- Pemaritan dan pengambilan contoh; - Trenching and sampling;

- Aktivitas yang terkait dengan evaluasi kelayakan - Activities involved in evaluating the technical
teknis dan komersial atas penambangan sumber feasibility and commercial viability of extracting
daya mineral. mineral resources.
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(lanjutan) (continued)
Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal For the six-months period ended
30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang June 30, 2023 and 2022 (unaudited) for the
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 years ended December 31, 2022, 2021
dan 2020 and 2020
(Disajikan dalam Rupiah) (Expressed in Rupiah)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL 2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING

(lanjutan) POLICY INFORMATION (continued)

k. Aset eksplorasi dan evaluasi (lanjutan) k. Exploration and evaluation assets (continued)
Pengeluaran  eksplorasi dan  evaluasi yang Exploration and evaluation expenditure related to an
berhubungan dengan suatu area of interest area of interest is written off as incurred, unless it is
dibebankan pada saat terjadinya, kecuali biaya tersebut capitalized and carried forward, on an area of interest
dikapitalisasi dan ditangguhkan, berdasarkan area of basis, provide that one of the following condition is met:
interest, apabila memenuhi salah satu dari ketentuan
berikut ini:

(i) Hak untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi suatu (i) The rights of tenure of an area are current and it is
area masih berlaku dan biaya-biaya yang telah considered probable that the costs will be recouped
dikeluarkan tersebut diharapkan dapat diperoleh through successful development and exploitation of
kembali melalui keberhasilan pengembangan dan the area of interest and, alternatively, by its sale of
eksploitasi area of interest tersebut dan melalui the area of interest; or
penjualan area of interest tersebut; atau

(ii) Kegiatan eksplorasi dalam area of interest tersebut (ii) Exploration activities in the area of interest have not
belum mencapai tahap yang memungkinkan yet reached the stage which would permit a
penentuan adanya cadangan terbukti yang secara reasonable assessment of the existence or
ekonomis dapat diperoleh, serta kegiatan yang aktif otherwise of economically recoverable reserves and
dan signifikan dalam atau berhubungan dengan active and significant operations in or in relation to
area of interest tersebut masih berlanjut. the area of interest are continuing.

Biaya yang dikapitalisasi mencakup biaya-biaya yang Capitalized costs include costs directly related to
berkaitan langsung dengan aktivitas eksplorasi dan exploration and evaluation activities in the relevant
evaluasi pada area of interest yang relevan, tidak area of interest and excluded physical assets, which
termasuk aset berwujud yang dicatat sebagai aset are recorded in fixed assets. General and
tetap. Biaya umum dan administrasi dialokasikan administrative costs are allocated to an exploration or
sebagai aset eksplorasi atau evaluasi hanya jika biaya evaluation asset only to the extent that those costs can
tersebut  berkaitan langsung dengan aktivitas be related directly to operational activities in the
operasional pada area of interest yang relevan. relevant area of interest.

Pengeluaran  eksplorasi dan  evaluasi  yang Capitalized exploration and evaluation expenditure is

dikapitalisasi dihapusbukukan ketika kondisi tersebut di written off where the above conditions are no longer

atas tidak lagi terpenuhi. satisfied.

Aset eksplorasi dan evaluasi teridentifikasi yang Identifiable exploration and evaluation assets acquired

diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis pada awalnya in a business combination are recognized intially as

diakui sebagai aset pada nilai wajar pada saat akuisisi assets at fair value on acquisition and subsequently at
dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan dikurangi cost less impairment charges.

kerugian penurunan nilai.

Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi yang terjadi Exploration and evaluation expenditure incurred

setelah perolehan aset eksplorasi dalam suatu subsequent to the acquisition of an exploration asset in

kombinasi bisnis dicatat dengan mengacu pada a business combination is accounted for in accordance
kebijakan akuntansi di atas. with the accounting policy outlined above.
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(lanjutan) (continued)
Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal For the six-months period ended
30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang June 30, 2023 and 2022 (unaudited) for the
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL 2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING

(lanjutan) POLICY INFORMATION (continued)

k. Aset eksplorasi dan evaluasi (lanjutan) k. Exploration and evaluation assets (continued)

Oleh karena aset eksplorasi dan evaluasi belum dapat As exploration and evaluation assets are not available
digunakan, maka aset tersebut tidak disusutkan. for use, they are not depreciated.

Aset eksplorasi dan evaluasi diuji penurunan nilainya Exploration and evaluation assets are assessed for
ketika fakta dan kondisi mengindikasikan adanya impairment if facts and circumstances indicate that
penurunan nilai. Aset eksplorasi dan evaluasi juga diuji impairment may exist. Exploration and evaluation
penurunan nilainya ketika terjadi penemuan cadangan assets are also tested for impairment once commercial
komersial, sebelum aset tersebut ditransfer ke "properti reserves are found, before the assets are transferred to
pertambangan - tambang dalam pengembangan"”. "mining properties - mines under development".
Pengeluaran yang terjadi sebelum Grup memperoleh Expenditure incurred before the Group has obtained
hak hukum untuk mengeksplorasi suatu area spesifik the legal right to explore a specific area is expensed as
dibiayakan pada saat terjadinya. incurred.

I. Properti pertambangan I. Mining properties

Biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh atau atas Development expenditure incurred by or on behalf of
nama Grup diakumulasikan secara terpisah untuk the Group is accumulated separately for each area of
setiap area of interest pada saat cadangan terpulihkan interest in which economically recoverable resources
yang secara ekonomis dapat diidentifikasi. Biaya have been identified. Such expenditure comprises
tersebut termasuk biaya yang dapat diatribusikan costs directly attributable to the construction of a mine
secara langsung pada konstruksi tambang dan and the related infrastructure and excludes physical
infrastruktur terkait, tidak termasuk biaya aset berwujud assets and land rights, which are recorded as fixed
dan hak atas tanah yang dicatat sebagai aset tetap. assets.

Ketika keputusan pengembangan telah diambil, jumlah Once a development decision has been taken, the
tercatat aset eksplorasi dan evaluasi pada area of carrying amount of the exploration and evaluation
interest tertentu dipindahkan sebagai "tambang dalam assets in respect of the area of interest is transferred to
pengembangan” pada akun properti penambangan dan "mines under development" within mining properties
digabung dengan pengeluaran biaya pengembangan and aggregated with the subsequent development
selanjutnya. expenditure.

"Tambang dalam pengembangan” direklasifikasi ke "Mines under development" are reclassified as "mines
"tambang yang berproduksi® pada akun properti in production” within mining properties at the end of the
pertambangan pada akhir tahap commissioning , ketika commissioning phase, when the mine is capable of
tambang tersebut mampu beroperasi sesuai maksud operating in the manner intended by management.
manajemen.

"Tambang dalam pengembangan” tidak disusutkan No depreciation is recognized for "mines under
sampai direklasifikasi menjadi "tambang yang development" until they are reclassified as "mines in
berproduksi”. production".
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(lanjutan)

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal

30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021
dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT

(continued)
For the six-months period ended
June 30, 2023 and 2022 (unaudited) for the
years ended December 31, 2022, 2021
and 2020

(Expressed in Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

I. Properti pertambangan (lanjutan)

Ketika timbul biaya pengembangan lebih lanjut atas
properti pertambangan setelah dimulainya produksi,
maka biaya tersebut akan dicatat sebagai bagian dari
"tambang yang Dberproduksi® apabila terdapat
kemungkinan besar tambahan manfaat ekonomis masa
depan sehubungan dengan biaya tersebut akan
mengalir ke Grup. Apabila tidak, biaya tersebut
dibebankan sebagai biaya produksi.

"Tambang yang berproduksi" (termasuk biaya
eksplorasi, evaluasi dan pengembangan, serta
pembayaran untuk memperoleh hak penambangan dan
sewa) diamortisasi dengan menggunakan metode unit
produksi berdasarkan cadangan terbukti dan cadangan
terduga, dengan perhitungan terpisah yang dibuat
untuk setiap area of interest.

Properti pertambangan teridentifikasi yang diperoleh
melalui suatu kombinasi bisnis pada awalnya diakui
sebagai aset sebesar nilai wajarnya. Pengeluaran
pengembangan yang terjadi sebagai akuisisi properti
pertambangan dicatat berdasarkan kebijakan akuntansi
yang dijelaskan di atas.

m. Pengakuan pendapatan dan beban
Grup menerapkan PSAK 72 yang mensyaratkan
pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah
analisa sebagai berikut:
1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak;
3. Penetapan harga transaksi;
4

. Alokasi harga transaksi

pelaksanaan;

ke setiap kewajiban

5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban
pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan
barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan
(ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang
atau jasa tersebut).

Model lima langkah untuk untuk pengakuan
pendapatan dari standar baru ini selaras dengan model
dan praktik bisnis yang dilakukan oleh Grup.

Beban diakui pada saat diperoleh/terjadinya (accrual
basis) .
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2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING

POLICY INFORMATION (continued)

. Mining properties (continued)

When further development expenditure is incurred on a
mining property after the commencement of production,
the expenditure is carried forward as part of "mines in
production" when it is probable that additional future
economic benefits associated with the expenditure will
flow to the Group. Otherwise, such expenditure is
classified as a cost of production.

"Mines in  production" (including reclassified
exploration, evaluation and development expenditure
and payments made to acquire mineral rights and
leases) are amortised using the units-of-production
method on the basis of proved and probable reserves,
with separate calculations being made for each area of
interest.

Identifiable mining properties acquired in a business
combination are initially recognized as assets at their
fair value. Development expenses incurred subsequent
to the acquisition of the mining properties are
accounted for in accordance with the policy outlined
above.

. Revenue and expense recognition

The Group has adopted PSAK 72, which requires
revenue recognition to fulfill five steps of assessment:

Identify contract(s) with a customer;
Identify the performance obligations in the contract;
Determine the transaction price;

HwnNhPR

Allocate the transaction price to each performance
obligation;

5. Recognize revenue when the performance
obligation is satisfied by transferring a promised
good or service to a customer (which is when the
customer obtains control of that good or service).

The five-step model for revenue recognition of the new
standard is aligned with the Group’s current business
model and practices.

All expense are recognized as incurred on accrual
basis.
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(lanjutan)

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal

30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021
dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARY

NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT

(continued)
For the six-months period ended
June 30, 2023 and 2022 (unaudited) for the
years ended December 31, 2022, 2021
and 2020

(Expressed in Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

n. Transaksi dengan pihak berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.
Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) 7, "Pengungkapan Pihak-Pihak yang berelasi".
Seluruh transaksi dan saldo material dengan pihak-
pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan
keuangan (lihat Catatan 34).

0. Pajak penghasilan

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran
penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan
liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan
temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial
dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui dengan metode liabilitas
untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh
dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum
dikompensasikan, sepanjang tersedia laba fiskal pada
masa yang akan datang untuk mengkompensasi
perbedaan temporer dan rugi fiskal yang belum
dikompensasikan tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan
tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset
direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan
peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah
secara substantif telah diberlakukan pada tanggal
laporan posisi keuangan. Pengaruh pajak terkait
dengan seluruh perbedaan temporer selama periode
berjalan, diakui dalam laba atau rugi periode berjalan,
kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya
telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

p. Laba per saham dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba
yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan
jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada
tahun yang bersangkutan.
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2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING

POLICY INFORMATION (continued)

. Transactions with related parties

The Group has transactions with related parties. In
accordance with the Indonesian Statement of Financial
Accounting Standard (PSAK) 7, "Related Party
Disclosures”. All significant transactions and balances
with related parties are disclosed in the notes to
financial statements (see Note 34).

. Income tax

Current tax expense is provided based on the
estimated taxable income for the current year. Deferred
tax assets and liabilities are recognized for temporary
differences between the financial and the tax bases of
assets and liabilities at each reporting date.

Deferred tax assets are recognized using liability
method for all deductible temporary differences and
carry forward of unused tax losses to the extent that it
is probable that future taxable profits will be available
against which the deductible temporary differences and
carry forward of unused tax losses can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the
tax rates that are expected to apply to the year when
the asset is realized or the liability is settled based on
tax laws that have been enacted or substantively
enacted as at statement of financial position date. The
related tax effects of all temporary differences during
the period, are recognized in the profit or loss for the
period, except to the extent that they relate to items
previously charged or credited to equity.

. Basic earnings per share

Basic earning per share is computed by dividing profit
attributable to owners of the parent by the weighted
average number of shares outstanding during the year.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

g. Penurunan nilai aset non-keuangan

Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas
tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya
setiap tahun, atau lebih sering apabila terdapat
peristwa atau perubahan pada kondisi yang
mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset
yang tidak diamortisasi diuji ketika terdapat indikasi
bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan.
Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi
jumlah terpulinkan. Jumlah terpulihkan adalah yang
lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk
menjual dan nilai pakai aset. Dalam menentukan
penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang
paling rendah di mana terdapat arus kas yang dapat
diidentifikasi.

Aset non-keuangan selain goodwill yang mengalami
penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk
menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan
penurunan nilai. Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk
aset selain goodwill diakui jika, dan hanya jika, terdapat

perubahan  estimasi yang digunakan dalam
menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian
penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi

penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi,
kecuali aset yang disajikan pada jumlah revaluasian
sesuai dengan PSAK lain.

r. Sewa

Suatu kontrak mengandung sewa jika kontrak tersebut
memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan
aset selama jangka waktu tertentu yang dipertukarkan
dengan imbalan. Grup menyewa aset tetap tertentu
dengan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa.

Aset hak-guna diakui sebesar biaya perolehan,
dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan
penurunan nilai. Aset hak guna disusutkan selama
jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat
aset hak-guna atau masa sewa.
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2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING

POLICY INFORMATION (continued)

. Impairment of non-financial assets

Assets that have an indefinite useful life are not subject
to amortisation but tested annually for impairment, or
more frequently if events or changes in circumstances
indicate that they might be impaired. Assets that are
subject to amortisation are reviewed for impairment
whenever events or changes in circumstances indicate
that the carrying amount may not be recoverable. An
impairment loss is recognized for the amount by which
the asset’s carrying amount exceeds its recoverable
amount. The recoverable amount is the higher of an
asset’s fair value less costs of disposal and value in
use. For the purposes of assessing impairment, assets
are grouped at the lowest levels for which there are
separately identifiable cash flows.

Non-financial assets other than goodwill that suffer
impairment are reviewed for possible reversal of the
impairment at each reporting date. Reversal on
impairment loss for assets other than goodwill would be
recognized if, and only if, there has been a change in
estimates used to determine the asset’s recoverable
amount since the last impairment test was carried out.
Reversal on impairment losses will be immediately
recognized in profit or loss, except for assets measured
using the revaluation model as required by other
PSAK.

. Leases

A contract contains a lease if the contract conveys the
right to control the use of an asset for a period of time
in exchange for consideration. The Group leases
certain fixed asset by recognizing the right-of-use asset
and lease liabilities.

The right-of-use assets are stated at cost, less
accumulated depreciation and impairment. Right-of-
use assets are depreciated over the shorter of the
useful life of the assets or the lease term.
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years ended December 31, 2022, 2021
and 2020

(Expressed in Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

r. Sewa (lanjutan)

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa
yang belum dibayar. Setiap pembayaran sewa
dialokasikan antara porsi pelunasan liabilitas dan biaya
keuangan. Liabilitas sewa, disajikan sebagai liabilitas
jangka panjang kecuali untuk bagian yang jatuh tempo
dalam waktu 12 bulan atau kurang yang disajikan
sebagai liabilitas jangka pendek. Unsur bunga dalam
biaya keuangan dibebankan ke laba rugi selama masa
sewa yang menghasilkan tingkat suku bunga konstan
atas sisa saldo liabilitas.

Grup tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa
untuk:

- Sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa dua
belas (12) bulan atau kurang; atau

- Sewa yang asetnya bernilai rendah. Pembayaran
yang dilakukan untuk sewa tersebut dibebankan ke
laba rugi dengan dasar garis lurus selama masa
sewa.

s. Liabilitas manfaat karyawan

Grup mengakui liabilitas atas imbalan kerja karyawan
berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja atau
Perjanjian Kerja Bersama. Nilai kini liabilitas imbalan
pasti, beban jasa kini dan beban jasa lalu ditentukan
dengan menggunakan metode penilaian “Projected
Unit Credit”.

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan
mendiskontokan estimasi arus kas di masa depan
dengan menggunakan tingkat bunga obligasi
pemerintah jangka panjang pada akhir periode
pelaporan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan
mata uang di mana imbalan tersebut akan dibayarkan
dan yang memiliki jangka waktu yang sesuai dengan
liabilitas imbalan pensiunan yang bersangkutan.

Pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian dan
perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung
diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif
lainnya.

Biaya jasa lalu yang timbul dari amendemen atau
kurtailmen program diakui sebagai beban dalam laba
rugi pada saat terjadinya.
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2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING

POLICY INFORMATION (continued)
Leases (continued)

Lease liabilities are measured at the present value of
the lease payments that are not paid. Each lease
payment is allocated between the liability portion and
finance cost. Lease liabilities are classified in long-term
liabilities except for those with maturities of 12 months
or less which are included in current liabilities. The
interest element of the finance cost is charged to profit
or loss over the lease period so as to produce a
constant rate of interest on the remaining balance of
the liability.

The Group do not recognize right-of-use assets and
lease liabilities for:

- Short-term leases that have a lease term of twelve
(12) months or less; or

- Lease with low-value assets. Payments made under
those leases are charged to profit or loss on a
straight line basis over the period of the lease.

. Employee benefit liabilities

The Group provides post employment benefits under
the Omnibus Law or Collective Labor Agreement. The
present value of defined benefit obligation, current
service cost and past service cost is determined using
“Projected Unit Credit”.

The present value of the defined benefit obligation is
determined by discounting the estimated future cash
outflows using the yield at the end of the reporting
period of long-term government bonds denominated in
Rupiah in which the benefits will be paid and that have
terms to maturity similar to the related pension
obligation.

Remeasurements arising from experience adjustments
and changes in actuarial assumptions are directly
recognized in other comprehensive income.

Past service cost arising from amendment or
curtailment programs are recognized as expense in
profit or loss when incurred.
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years ended December 31, 2022, 2021

and 2020
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

t. Aset dan liabilitas pengampunan pajak

Grup telah menerapkan PSAK 70 mengenai "Akuntansi
Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak". PSAK ini
mengatur mengenai perlakuan akuntansi atas aset dan
liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan Undang-
Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan
Pajak.

Aset pengampunan pajak diukur sebesar biaya
perolehan. Biaya perolehan aset pengampunan pajak
merupakan deemed cost dan menjadi dasar bagi Grup
dalam melakukan pengukuran setelah pengakuan awal.

Liabilitas pengampunan pajak diukur sebesar
kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau
setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang
berkaitan  langsung dengan  perolehan  aset
pengampunan pajak.

Selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas
pengampunan pajak diakui di ekuitas dalam pos
tambahan modal disetor. Grup mengakui uang tebusan
yang dibayarkan pada laba rugi pada periode Surat
Keterangan disampaikan.

3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian
mengharuskan manajemen untuk membuat
pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi
jumlah yang dilaporkan atas pendapatan, beban, aset dan
liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontijensi, pada
akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi
dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian
material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas
dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam
rangka penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki
pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam
laporan keuangan konsolidasian.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas
tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan
dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan
PSAK 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan
liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan
akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2f.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICY INFORMATION (continued)

t. Tax amnesty assets and liabilities

The Group has adopted PSAK 70, "Accounting for Tax
Amnesty Assets and Liabilities”. This PSAK provide
accounting treatment related to tax amnesty assets and
liabilities under the Law No. 11, 2016 about Tax
Amnesty.

Tax amnesty assets measured at acquisition cost. The
acquisition cost of tax amnesty assets is deemed cost
and be the basis for the Group in measurement after
initial recognition.

Tax amnesty liabilities measured at contractual
obligation to deliver cash and cash equivalent to settle
the obligation related to the acquisition of the tax
amnesty assets.

Any difference between tax amnesty assets and
liabilities recorded in equity as additional paid-in
capital. The Group charged the redemption money to
profit or loss in period when Tax Amnesty Approval
was submitted.

3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY

The preparation of the consolidated financial statements
requires management to make judgments, estimates and
assumptions that affect the reported amounts of revenues,
expenses, assets and liabilities, and the disclosure of
contingent liabilities, at the end of the reporting period.
Uncertainty about these assumptions and estimates could
result in outcomes that require a material adjustment to
the carrying amount of the asset and liability affected in
future periods.

Judgments

The following judgments are made by management in the
process of applying the accounting policies that have the
most significant effects on the amounts recognized in the
consolidated financial statements.

Classification of financial assets and liabilities

The Group determines the classifications of certain assets
and liabilities as financial assets and financial liabilities by
judging if they meet the definition set forth in PSAK 71.
Accordingly, the financial assets and financial liabilities are
accounted for in accordance with the Group's accounting
policies disclosed in Note 2f.
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3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN (lanjutan)
Pertimbangan (lanjutan)
Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan
provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi
dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya
adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Grup
mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan
berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan
pajak penghasilan badan.

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi
ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki
risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap
nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode/tahun
berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan
asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada
saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi
mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah
akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup.
Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait
pada saat terjadinya.

Penyusutan aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan
menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran
masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi
masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai
dengan 16 tahun. Ini adalah umur yang secara umum
diharapkan dalam industri di mana Grup menjalankan
bisnisnya. Perubahan  tingkat pemakaian dan
perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa
manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya
biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Nilai
tercatat neto atas aset tetap Grup pada tanggal 30 Juni
2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 diungkapkan
dalam Catatan 10.

Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha

Grup menghitung KKE piutang usaha. Tingkat provisi
adalah berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok
segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko
kredit yang serupa.

3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)
Judgments (continued)
Income tax

Significant judgment is involved in determining the
provision for corporate income tax. There are certain
transactions and computation for which the ultimate tax
determination is uncertain during the ordinary course of
business. The Group recognizes liabilities for expected
corporate income tax issues based on estimates of
whether additional corporate income tax will be due.

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key
sources of estimation uncertainty at the reporting date that
have a significant risk of causing a material adjustment to
the carrying amounts of assets and liabilities within the
next financial period/year are disclosed below. The Group
based its assumptions and estimates on parameters
available when the financial statements were prepared.
Existing circumstances and assumptions about future
developments may change due to market changes or
circumstances arising beyond the control of the Group.
Such changes are reflected in the assumptions when they
occur.

Depreciation of fixed assets

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line
method over their estimated useful lives. Management
estimates the useful lives of these fixed assets to be within
4 to 16 years. These are common life expectancies
applied in the industries where the Entity conducts its
businesses. Changes in the expected level of usage and
technological development could impact the economic
useful lives and the residual values of these assets, and
therefore future depreciation charges could be revised.
The net carrying amount of the Entity's fixed assets as of
June 30, 2023, December 31, 2022, 2021, and 2020 are
disclosed in Note 10.

Provision for declining in value of accounts receivable

The Group calculate ECL for accounts receivable. The
provision rates are based on days past due for groupings
of various customer segments that have similar credit risk
characteristics.
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3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN (lanjutan)
Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha
(lanjutan)

Grup menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis
dengan infomasi forward-looking. Sebagai contoh, jika
prakiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk
selama periode/tahun depan, yang dapat menyebabkan
meningkatnya jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar
historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan,
tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan
estimasi forward-looking dianalisis.

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis
yang diobservasi, prakiraan atas kondisi ekonomi dan
KKE merupakan estimasi yang signifikan. Jumlah KKE
paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan prakiraan
kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis
Grup dan prakiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak
menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa
yang akan datang. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan
dalam Catatan 6.

Imbalan pasca kerja

Penentuan liabilitas dan imbalan pasca kerja Grup
bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh
aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah
tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat
diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat
pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan,
umur pensiun dan tingkat kematian.

Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan
Grup langsung diakui dalam laba atau rugi pada saat
terjadinya. Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi
tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan
pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi
yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara
material liabilitas diestimasi atas imbalan pasca kerja dan
beban imbalan pasca kerja.

Nilai tercatat atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja
Grup per tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021,
dan 2020 diungkapkan dalam Catatan 19.

3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)
Estimates and assumptions (continued)

Provision for declining in value of accounts receivable
(continued)

The Group adjust the historical credit loss experience with
forward-looking information. For instance, if the forecast of
economic conditions are expected to deteriorate over the
next period/year, which can lead to an increased number
of defaults, the historical default rates are adjusted. At
every reporting date, the historical observed default rates
are updated and changes in the forward-looking estimates
are analysed.

The assessment of the correlation between historical
observed default rates, and forecast economic conditions
and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is
sensitive to changes in circumstances and of forecast
economic conditions. The Group’s historical credit loss
experience and forecast of economic conditions may also
not be representative of customer’s actual default in the
future. Further details are disclosed in Note 6.

Post-employment benefits

The determination of the Group's obligations and cost for
post-employment benefits is dependent on its selection of
certain assumptions used by the independent actuary in
calculating such amounts. Those assumptions include
among others, discount rates, future annual salary
increase, annual employee turnover rate, disability rate,
retirement age and mortality rate.

Actual results that differ from the Group's assumptions are
recognized immediately in the profit or loss as and when
they occurred. While the Group believes that its
assumptions are reasonable and appropriate, significant
differences in the Group's actual experiences or significant
changes in the Group's assumptions may materially affect
its estimated liabilities for post-employment benefits and
post-employment benefits expenses.

The carrying amount of the Group's estimated liabilities for
employee benefits as of June 30, 2023, December 31,
2022, 2021, and 2020 are disclosed in Note 19.
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4. KAS DAN SETARA KAS
Akun ini terdiri dari:

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

This account consists of:

30 Juni 2023/

31 Des 2022/

31 Des 2021/

31 Des 2020/

June 30, 2023 Dec 31, 2022 Dec 31, 2021 Dec 31, 2020
Kas Cash
Rupiah 322.344.042 180.456.789 295.674.455 185.559.273 Rupiah
Bank Bank
Rupiah Rupiah

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Pembangunan Daerah
Sulawesi Tenggara

PT Bank MNC Internasional Thk

PT Bank Central Asia Tbk

PT Bank Panin Tbhk

PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Thk

Dolar Amerika Serikat

PT Bank Mandiri (Persero) Thk
PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Thk
Deposito berjangka
Rupiah
PT Bank Panin Tbhk
PT Bank MNC Internasional Tbhk

13.343.360.260
1.072.773.824
44.255.205
6.090.828
1.695.446

705.000

56.241.567

46.791.265

20.000.000.000
10.020.000.000

30.696.303.974
912.456.903

35.844.649

58.850.143

49.193.669

56.249.221.737
1.228.023.391

15.068.215

36.450.731

45.029.825

1.933.580.506
679.225.598

30.533.111

134.791

53.316.759

44.925.412

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Pembangunan Daerah
Sulawesi Tenggara

PT Bank MNC Internasional Thk

PT Bank Central Asia Thk

PT Bank Panin Tbk

PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Thk

United States Dollar

PT Bank Mandiri (Persero) Thk
PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Thk
Time deposits
Rupiah
PT Bank Panin Tbk
PT Bank MNC Internasional Thk

Jumlah

44.914.257.437

31.933.106.127

57.869.468.354

2.927.275.450

Total

Grup tidak mempunyai saldo kas dan setara kas pada pihak berelasi.
Pada tanggal 30 Juni 2023, suku bunga atas deposito yang ditempatkan

sebesar 4,6% - 6,5% per tahun.

Pada tanggal 30 Juni 2023, tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang

dijaminkan terhadap pinjaman.

5. SALDO BANK YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Akun ini terdiri dari:

The Group does not have cash and cash equivalents balance to related party.
As of June 30, 2023, the interest rate of deposit amounted to 4.6% - 6.5% per

annum.

As of June 30, 2023, there is no cash and cash equivalents pledged as loan

collateral.

. RESTRICTED BANK ACCOUNT

This account consists of:

30 Juni 2023/
June 30, 2023

31 Des 2022/
Dec 31, 2022

31 Des 2021/
Dec 31, 2021

31 Des 2020/

Dec 31, 2020

Deposito berjangka
PT Bank Pembangunan Daerah
Sulawesi Tenggara
PT Bank Mandiri (Persero) Thk

14.184.971.334
6.053.421.876

14.184.971.334
6.053.421.876

14.184.971.334

14.184.971.334

Time deposits
PT Bank Pembangunan Daerah
Sulawesi Tenggara
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Jumlah

20.238.393.210

20.238.393.210

14.184.971.334

14.184.971.334

Total

Saldo bank yang dibatasi penggunaannya merupakan deposito di PT Bank
Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dan PT Bank Mandiri (Persero)
Tbk yang digunakan sebagai jaminan atas reklamasi dan pasca tambang di

lokasi pertambangan.

Pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, suku bunga
atas deposito yang ditempatkan untuk jaminan reklamasi sebesar 2,5% -

6,25%.

6. PIUTANG USAHA
Akun ini terdiri dari:

The restricted bank balance represents deposits held at PT Bank Pembangunan
Daerah Sulawesi Tenggara and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, which serve as
collateral for reclamation and post-mining activities at the mining location.

As of June 30, 2023, December 31, 2022, 2021, and 2020, the interest rate of
deposit that are used as collateral for reclamation amounted to 2.5% - 6.25%.

. ACCOUNTS RECEIVABLE

This account consists of:

30 Juni 2023/

31 Des 2022/

31 Des 2021/

31 Des 2020/

June 30, 2023 Dec 31, 2022 Dec 31, 2021 Dec 31, 2020
Pihak ketiga Third parties
PT Agung Mineral Abadi 71.090.340.397 - - - PT Agung Mineral Abadi
PT Nusa Karya Mineral 327.500.153 327.500.153 - PT Nusa Karya Mineral

PT Kyara Sukses Mandiri
PT Liken Mulia Kretayasa

42.977.987.313
1.737.431.896

48.075.150.836

2.927.478.724

PT Kyara Sukses Mandiri
PT Liken Mulia Kretayasa

Jumlah

71.417.840.550

45.042.919.362

48.075.150.836

2.927.478.724

Total

Dikurangi:
Cadangan penurunan nilai

(327.500.153)

(327.500.153)

Less:
Provision for declining in value

Piutang usaha, neto

71.090.340.397

44.715.419.209

48.075.150.836

2.927.478.724

Accounts receivable, net
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal

30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARY

NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the six-months period ended

June 30, 2023 and 2022 (unaudited) and for the years ended
December 31, 2022, 2021 and 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

. ACCOUNTS RECEIVABLE (continued)

30 Juni 2023/
June 30, 2023

31 Des 2022/
Dec 31, 2022

31 Des 2021/
Dec 31, 2021

31 Des 2020/
Dec 31, 2020

Berdasarkan umur (hari)

Belum jatuh tempo
Lewat jatuh tempo:
1-30 hari
31 - 60 hari
61 - 90 hari
Lebih dari 90 hari

Dikurangi:
Cadangan penurunan nilai

49.793.492.782

21.296.847.768

327.500.153

(327.500.153)

10.514.026.117

31.828.600.410

2.372.792.682
327.500.153

(327.500.153)

29.913.121.794

18.162.029.042

1.494.641.080

1.432.837.644

By age (days)

Not yet due
Over due:
1 - 30 days
31 - 60 days
61 - 90 days
More than 90 days

Less:
Provision for declining in value

Piutang usaha, neto

71.090.340.550

44.715.419.209

48.075.150.836

2.927.478.724

Accounts receivable, net

Berdasarkan mata uang

Rupiah

71.417.840.550

45.042.919.362

48.075.150.836

2.927.478.724

By currency
Rupiah

Jumlah

71.417.840.550

45.042.919.362

48.075.150.836

2.927.478.724

Total

Dikurangi:
Cadangan penurunan nilai

(327.500.153)

(327.500.153)

Less:

Provision for declining in value of

Piutang usaha, neto

71.090.340.397

44.715.419.209

48.075.150.836

2.927.478.724

Accounts receivable, net

Saldo dan mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The balance and mutation of provision for declining in value were as follows:

30 Juni 2023/

31 Des 2022/

31 Des 2021/

31 Des 2020/

June 30, 2023 Dec 31, 2022 Dec 31, 2021 Dec 31, 2020
Saldo awal tahun 327.500.153 - - - Beginning balance
Pencadangan tahun berjalan - 327.500.153 - - Provision during the year
Saldo akhir tahun 327.500.153 327.500.153 - - Ending balance

Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap kolektibilitas saldo masing-
masing piutang usaha pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021
dan 2020, manajemen berpendapat bahwa cadangan penurunan nilai
piutang cukup memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian dari tidak

Based on management evaluation of collectibility balances of each accounts
receivable as of June 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020,
management believes that provisions for declining in value of receivables is
adequate to cover possible losses from uncollectible accounts receivable.

tertagihnya piutang tersebut.

PIUTANG LAIN-LAIN
Akun ini terdiri dari:

7. OTHER RECEIVABLES
This account consists of:

30 Juni 2023/

31 Des 2022/

31 Des 2021/ 31 Des 2020/

June 30, 2023 Dec 31, 2022 Dec 31, 2021 Dec 31, 2020
Pihak berelasi Related parties
PT Aries Kencana Sejahtera 697.888.611 115.055.024 - - PT Aries Kencana Sejahtera
PT Sotis Hotel Manajemen 171.402.075 94.786.756 - - PT Sotis Hotel Manajemen
Sub jumlah pihak berelasi 869.290.686 209.841.780 - - Sub total related parties
Pihak ketiga Third parties
Sewa Jetty 3.274.668.972 857.626.866 - - Jetty rental
Karyawan 58.285.646 45.000.000 - - Empoyee
Klaim solar - - - 524.538.393 Gasoline claim
Sub jumlah pihak ketiga 3.332.954.618 902.626.866 - 524.538.393 Sub total third parties
Jumlah 4.202.245.304 1.112.468.646 - 524.538.393 Total

Per 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, piutang lain-lain kepada PT Aries
Kencana Sejahtera dan PT Sotis Hotel Manajemen, pihak berelasi,
merupakan piutang atas sewa ruangan.
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rent receivable.



PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbhk DAN ENTITAS ANAK
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PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARY

NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the six-months period ended

June 30, 2023 and 2022 (unaudited) and for the years ended
December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Rupiah)

8. PERSEDIAAN
Akun ini terdiri dari:

. INVENTORIES

This account consists of:

30 Juni 2023/
June 30, 2023

31 Des 2022/
Dec 31, 2022

31 Des 2021/
Dec 31, 2021

31 Des 2020/
Dec 31, 2020

Bijih nikel 23.560.493.065  88.229.177.968

28.449.190.622 29.644.904.427 Nickel ores

Jumlah 23.560.493.065  88.229.177.968

28.449.190.622 29.644.904.427 Total

Pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, manajemen
berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai persediaan.

9. ASET LANCAR LAINNYA
Akun ini terdiri dari:

As of June 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, management believes
that there was no provision for declining in value of inventories.

. OTHER CURRENT ASSETS

This account consists of:

30 Juni 2023/ 31 Des 2022/

31 Des 2021/ 31 Des 2020/

June 30, 2023 Dec 31, 2022 Dec 31, 2021 Dec 31, 2020
Uang muka Advances
Jasa pertambangan 11.100.000.000 5.550.000.000 - - Mining services
Sewa tongkang - 1.540.849.516 1.451.930.520 3.242.685.986 Barges rental
Lainnya 78.974.998 37.174.014 924.000.000 1.033.588.547 Others
Beban ditangguhkan Deferred expenses
Tongkang - 17.740.015.453 - - Barges
PNBP royalti - 12.608.965.845 - - PNBP royalty
Jumlah 11.178.974.998  37.477.004.828 2.375.930.520 4.276.274.533 Total

Per 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tidak terdapat saldo
uang muka dan beban ditangguhkan kepada pihak berelasi.

Perjanjian terkait jasa pertambangan telah diungkapkan pada catatan 40.

10. ASET TETAP

Saldo dan mutasi aset tetap untuk periode enam bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

As of June 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, there is no advance
and deferred expense balance to related parties.

The agreement related to mining services are disclosed on noted 40.

. FIXED ASSETS

The balance and mutation of fixed assets for the six-months period ended June
30, 2023 were as follows:

1 Januari / 30 Juni /
January 1, Penambahan/ Pengurangan/ Reklasifikasi/ June 30,
2023 Addition Deduction Reclassification 2023
Harga perolehan: Acaquisition cost:
Tanah 1.318.575.000 1.318.575.000 Land
Bangunan 3.620.207.853 3.620.207.853 Building
Sarana dan prasarana Mining facilities and
tambang 9.123.804.776 9.123.804.776 infrastructure

Dermaga 6.469.559.616 4.374.606.819 10.844.166.435 Jetty

Peralatan tambang 5.410.657.371 437.714.000 5.848.371.371 Mining equipment
Laboratorium

Alat laboratorium 3.898.180.000 527.250.000 4.425.430.000 equipment
Kendaraan 3.764.796.453 3.764.796.453 Vehicles
Inventaris 2.390.208.350 1.843.454.363 4.233.662.713 Fixtures
Aset dalam Assets under

pembangunan 784.084.500 14.777.822.195 (2.808.418.363) 12.753.488.332 construction
Jumlah 36.780.073.919 19.152.429.014 55.932.502.933 Total

Akumulasi penyusutan:

Accumulated depreciation:

Bangunan 2.475.581.187 144.063.979 2.619.645.166 Building
Sarana dan prasarana Mining facilities and

tambang 1.768.471.346 464.030.622 2.232.501.968 infrastructure
Dermaga 134.782.492 404.347.476 539.129.968 Jetty
Peralatan tambang 1.591.177.285 394.096.862 1.985.274.147 Mining equipment
Laboratorium

Alat laboratorium 687.125.000 127.210.938 814.335.938 equipment
Kendaraan 1.710.912.435 217.996.744 1.928.909.179 Vehicles
Inventaris 2.021.504.913 146.013.094 2.167.518.007 Fixtures
Jumlah 10.389.554.658 1.897.759.715 12.287.314.373 Total
Nilai buku 26.390.519.261 43.645.188.560 Book value
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan) NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal For the six-months period ended
30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada June 30, 2023 and 2022 (unaudited) and for the years ended
tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 December 31, 2022, 2021 and 2020
(Disajikan dalam Rupiah) (Expressed in Rupiah)
10. ASET TETAP (lanjutan) 10. FIXED ASSETS (continued)
Saldo dan mutasi aset tetap untuk tahun yang berakhir pada tanggal The balance and mutation of fixed assets for the year ended December 31, 2022
31 Desember 2022 adalah sebagai berikut: were as follows:
1Januari / 31 Desember /
January 1, Penambahan/ Pengurangan/ Penyesuaian/ December 31,
2022 Addition Deduction Adjustment 2022
Harga perolehan: Acquisition cost:
Tanah 1.318.575.000 - - - 1.318.575.000 Land
Bangunan 2.754.130.550 866.077.303 - - 3.620.207.853 Building
Sarana dan prasarana Mining facilities and
tambang 5.309.413.151 3.814.391.625 - - 9.123.804.776 infrastructure
Dermaga - 6.469.559.616 - - 6.469.559.616 Jetty
Peralatan tambang 3.716.030.702 1.695.886.669 - 1.260.000 5.410.657.371 Mining equipment
Laboratorium
Alat laboratorium 2.396.680.000 1.501.500.000 - - 3.898.180.000 equipment
Kendaraan 3.208.645.000 851.151.453 295.000.000 - 3.764.796.453 Vehicles
Inventaris 2.061.453.550 328.754.800 - - 2.390.208.350 Fixtures
Aset dalam Assets under
pembangunan - 784.084.500 - - 784.084.500 construction
Jumlah 20.764.927.953 16.311.405.966 295.000.000 1.260.000 36.780.073.919 Total
Akumulasi penyusutan: Accumulated depreciation:
Bangunan 2.387.463.883 88.117.304 - - 2.475.581.187 Building
Sarana dan prasarana Mining facilities and
tambang 1.232.669.647 535.801.699 - - 1.768.471.346 infrastructure
Dermaga - 134.782.492 - - 134.782.492 Jetty
Peralatan tambang 1.033.821.293 557.355.992 - - 1.591.177.285 Mining equipment
Laboratorium
Alat laboratorium 459.328.125 227.796.875 - - 687.125.000 equipment
Kendaraan 1.671.469.219 334.443.216 295.000.000 - 1.710.912.435 Vehicles
Inventaris 1.940.374.410 81.130.503 - - 2.021.504.913 Fixtures
Jumlah 8.725.126.577 1.959.428.081 295.000.000 - 10.389.554.658 Total
Nilai buku 12.039.801.376 26.390.519.261 Book value

Saldo dan mutasi aset tetap untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 The balance and mutation of fixed assets for the year ended December 31, 2021

Desember 2021 adalah sebagai berikut: were as follows:
1 Januari / 31 Desember /
January 1, Penambahan/ Pengurangan/ Penyesuaian/ December 31,
2021 Addition Deduction Adjustment 2021
Harga perolehan: Acaquisition cost:
Tanah 2.000.000.000 - 681.425.000 - 1.318.575.000 Land
Bangunan 2.754.130.550 - - - 2.754.130.550 Building
Sarana dan prasarana Mining facilities and
tambang 4.001.844.251 1.307.568.900 - - 5.309.413.151 infrastructure
Peralatan tambang 3.413.635.629 302.395.073 - - 3.716.030.702 Mining equipment
Laboratorium
Alat laboratorium 2.396.680.000 - - - 2.396.680.000 equipment
Kendaraan 3.208.645.000 - - - 3.208.645.000 Vehicles
Inventaris 2.043.626.289 17.827.261 - - 2.061.453.550 Fixtures
Jumlah 19.818.561.719 1.627.791.234 681.425.000 - 20.764.927.953 Total
Akumulasi penyusutan: Accumulated depreciation:
Bangunan 2.226.142.337 161.321.546 - - 2.387.463.883 Building
Sarana dan prasarana Mining facilities and
tambang 851.289.247 381.380.400 - - 1.232.669.647 infrastructure
Peralatan tambang 710.837.266 322.984.027 - - 1.033.821.293 Mining equipment
Laboratorium
Alat laboratorium 309.734.375 149.593.750 - - 459.328.125 equipment
Kendaraan 1.346.863.594 324.605.625 - - 1.671.469.219 Vehicles
Inventaris 1.887.780.800 52.593.610 - - 1.940.374.410 Fixtures
Jumlah 7.332.647.619 1.392.478.958 - - 8.725.126.577 Total
Nilai buku 12.485.914.100 12.039.801.376 Book value
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PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
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December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Rupiah)

10.

11.

ASET TETAP (lanjutan)

Saldo dan mutasi aset tetap untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

10. FIXED ASSETS (continued)

The balance and mutation of fixed assets for the year ended December 31, 2020
were as follows:

1Januari / 31 Desember /
January 1, Penambahan/ Pengurangan/ Penyesuaian/ December 31,
2020 Addition Deduction Adjustment 2020

Harga perolehan: Acquisition cost:
Tanah 2.000.000.000 2.000.000.000 Land
Bangunan 2.754.130.550 2.754.130.550 Building
Sarana dan prasarana Mining facilities and

tambang 4.001.844.251 - 4.001.844.251 infrastructure
Peralatan tambang 3.209.585.629 204.050.000 3.413.635.629 Mining equipment
Laboratorium

Alat laboratorium 2.396.680.000 - 2.396.680.000 equipment
Kendaraan 2.906.245.000 302.400.000 3.208.645.000 Vehicles
Inventaris 1.926.527.968 117.098.321 2.043.626.289 Fixtures
Jumlah 19.195.013.398 623.548.321 19.818.561.719 Total
Akumulasi penyusutan: Accumulated depreciation:
Bangunan 1.895.626.019 330.516.318 2.226.142.337 Building
Sarana dan prasarana Mining facilities and

tambang 469.908.847 381.380.400 851.289.247 infrastructure
Peralatan tambang 413.277.220 297.560.046 710.837.266 Mining equipment
Laboratorium

Alat laboratorium 160.140.625 149.593.750 309.734.375 equipment
Kendaraan 1.028.557.969 318.305.625 1.346.863.594 Vehicles
Inventaris 1.845.431.913 42.348.887 1.887.780.800 Fixtures
Jumlah 5.812.942.593 1.519.705.026 7.332.647.619 Total
Nilai buku 13.382.070.805 12.485.914.100 Book value

Perhitungan laba penjualan dan pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut:

The calculation of gain on sale and disposal of fixed assets are as follows:

30 Juni 2023/ 31 Des 2022/

31 Des 2021/ 31 Des 2020/

June 30, 2023 Dec 31, 2022 Dec 31, 2021 Dec 31, 2020
Harga jual - 104.972.900 681.425.000 - Sales price
Nilai buku pelepasan - (1.260.000) (681.425.000) - Net book value of disposal
Laba penjualan aset tetap - 103.712.900 - - Gain on disposal of fixed assets

Aset tetap Grup berupa peralatan telah diasuransikan kepada PT Asuransi
Sinar Mas, pihak ketiga, dengan nilai pertanggungan sebesar
Rp3.000.000.000 pada tahun 2023.

Aset tetap Grup berupa kendaraan telah diasuransikan kepada PT Asuransi
Bina Dana Arta Tbk dan PT Bess Central Insurance, pihak ketiga, dengan
nilai pertanggungan sebesar Rp1.954.800.000 pada tahun 2021 dan 2020.

Manajemen berpendapat bahwa asuransi tersebut cukup memadai untuk
menutupi kemungkinan kerugian atas resiko gempa bumi, kebakaran dan
risiko lainnya.

Per 30 Juni 2023, aset dalam pembangunan terdiri dari pembuatan kapal,
instalasi alat laboratorium dan renovasi bangunan masing-masing sebesar
Rp1,4 miliar, Rp2,7 miliar dan Rpl,1 miliar. Pada saat proses pembuatan
kapal, pemasangan alat dan renovasi selesai, nilai tercatat akan
direklasifikasi ke aset tetap. Proses renovasi diperkirakan akan selesai pada
bulan Oktober 2023 dengan persentase penyelesaian hingga saat ini adalah
80%.

PROPERTI PERTAMBANGAN

Saldo dan mutasi properti pertambangan untuk periode enam bulan yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2023:

11.

Group's fixed assets in the form of equipment were insured to PT Asuransi Sinar
Mas, third party, with coverage value amounted to Rp3,000,000,000 in 2023.

Group's fixed assets in the form of vehicles were insured to PT Asuransi Bina
Dana Arta Tbk and PT Bess Central Insurance, third party, with coverage value
amounted to Rp1,954,800,000 in 2021 and 2020.

Management believes that this insurance is adequate to cover the possibility of
losses from earthquake, fire and other risks.

As of June 30, 2023, assets under construction consist of shipbuilding,
laboratory equipment installation and building renovation amounted to Rpl.4
billion, Rp2.7 billion and Rpl.1 billion, respectively. When the shipbuilding,
equipment installation and renovation completely finished, their carrying value
will be reclassified as fixed assets. The installation process are estimated to be
completed on October 2023 with current percentages of completion between
80%.

MINING PROPERTIES

The balance and mutation of mining properties for the six-months period ended
June 30, 2023:

1Januari / 30 Juni/
January 1, Penambahan/ Pengurangan/ Penyesuaian/ June 30,
2023 Addition Deduction Adjustment 2023
Tambang dalam tahap Mines under
pengembangan 16.131.874.298 10.491.264.065 26.623.138.363 development

Tambang berproduksi:

Konawe 16.838.685.328

Producing mines:

16.838.685.328 Konawe

Jumlah 32.970.559.626 10.491.264.065

43.461.823.691 Total

Akumulasi amortisasi:
Tambang berproduksi:

Accumulated amortization:
Producing mines:

Konawe 16.148.676.023 362.168.075 16.510.844.098 Konawe
Jumlah 16.148.676.023 362.168.075 16.510.844.098 Total
Nilai buku 16.821.883.603 26.950.979.593 Book value
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PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARY

NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the six-months period ended

June 30, 2023 and 2022 (unaudited) and for the years ended
December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Rupiah)

11. PROPERTI PERTAMBANGAN (lanjutan)
Saldo dan mutasi properti pertambangan untuk tahun yang berakhir pada

11. MINING PROPERTIES (continued)

The balance and mutation of mining properties for the year ended December 31,

tanggal 31 Desember 2022: 2022:
1 Januari / 31 Desember /
January 1, Penambahan/ Pengurangan/ Penyesuaian/ December 31,
2022 Addition Deduction Adjustment 2022
Tambang dalam tahap Mines under
pengembangan - 16.131.874.298 16.131.874.298 development
Tambang berproduksi: Producing mines:
Konawe 15.548.135.384 1.290.549.944 16.838.685.328 Konawe
Jumlah 15.548.135.384 17.422.424.242 32.970.559.626 Total
Akumulasi amortisasi: Accumulated amortization:
Tambang berproduksi: Producing mines:
Konawe 15.271.937.392 876.738.631 16.148.676.023 Konawe
Jumlah 15.271.937.392 876.738.631 16.148.676.023 Total
Nilai buku 276.197.992 16.821.883.603 Book value

Saldo dan mutasi properti pertambangan untuk tahun yang berakhir pada

The balance and mutation of mining properties for the year ended December 31,

tanggal 31 Desember 2021: 2021:
1 Januari / 31 Desember /
January 1, Penambahan/ Pengurangan/ Penyesuaian/ December 31,
2021 Addition Deduction Adjustment 2021
Tambang berproduksi: Producing mines:
Konawe 15.053.705.384 494.430.000 15.548.135.384 Konawe
Jumlah 15.053.705.384 494.430.000 15.548.135.384 Total
Akumulasi amortisasi: Accumulated amortization:
Tambang berproduksi: Producing mines:
Konawe 15.053.705.384 218.232.008 15.271.937.392 Konawe
Jumlah 15.053.705.384 218.232.008 15.271.937.392 Total
Nilai buku - 276.197.992 Book value

Saldo dan mutasi properti pertambangan untuk tahun yang berakhir pada

The balance and mutation of mining properties for the year ended December 31,

tanggal 31 Desember 2020: 2020:
1Januari / 31 Desember /
January 1, Penambahan/ Pengurangan/ Penyesuaian/ December 31,
2020 Addition Deduction Adjustment 2020
Tambang berproduksi: Producing mines:
Konawe 12.971.084.913 2.082.620.471 15.053.705.384 Konawe
Jumlah 12.971.084.913 2.082.620.471 15.053.705.384 Total
Akumulasi amortisasi: Accumulated amortization:
Tambang berproduksi: Producing mines:
Konawe 12.971.084.913 2.082.620.471 15.053.705.384 Konawe
Jumlah 12.971.084.913 2.082.620.471 15.053.705.384 Total
Nilai buku - Book value

Komponen biaya yang diakui dalam properti pertambangan berupa biaya
pengeboran dan eksplorasi.

Pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Manajemen
berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas properti
pertambangan.
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Cost components recognized in mining properties are drilling and exploration
costs.

As of June 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, Management believes
that there is no impairment for mining properties.
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PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARY

NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the six-months period ended

June 30, 2023 and 2022 (unaudited) and for the years ended
December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Rupiah)

12. ASET HAK GUNA

Saldo dan mutasi aset hak guna untuk periode yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2023:

12. RIGHT OF USE ASSETS

The balance and mutation of right of use assets for the period ended June 30,
2023:

1 Januari / 30 Juni/
January 1, Penambahan/ Pengurangan/ Penyesuaian/ June 30,
2023 Addition Deduction Adjustment 2023

Biaya perolehan Acquisition cost:
Bangunan 12.617.208.602 356.574.639 2.560.188.428 - 10.413.594.813 Buildings
Jumlah 12.617.208.602 356.574.639 2.560.188.428 - 10.413.594.813 Total
Akumulasi penyusutan: Accumulated depreciation:
Bangunan 2.841.521.671 1.242.077.060 2.560.188.428 - 1.523.410.303 Buildings
Jumlah 2.841.521.671 1.242.077.060 2.560.188.428 - 1.523.410.303 Total
Nilai buku 9.775.686.931 8.890.184.510 Book value

Saldo dan mutasi aset hak guna untuk tahun yang berakhir pada tanggal

The balance and mutation of right of use assets for the year ended December

31 Desember 2022: 31, 2022:
1 Januari / 31 Desember /
January 1, Penambahan/ Pengurangan/ Penyesuaian/ December 31,
2022 Addition Deduction Adjustment 2022

Biaya perolehan

Bangunan 2.560.188.428 10.057.020.174

Acquisition cost:

- 12.617.208.602 Buildings

Jumlah 2.560.188.428 10.057.020.174

- 12.617.208.602 Total

Akumulasi penyusutan:

Accumulated depreciation:

Bangunan 1.510.688.341 1.330.833.330 - 2.841.521.671 Buildings
Jumlah 1.510.688.341 1.330.833.330 - 2.841.521.671 Total
Nilai buku 1.049.500.087 9.775.686.931 Book value

Saldo dan mutasi aset hak guna untuk tahun yang berakhir pada tanggal

The balance and mutation of right of use assets for the year ended December

31 Desember 2021: 31, 2021:

1Januari / 31 Desember /

January 1, Penambahan/ Pengurangan/ Penyesuaian/ December 31,

2021 Addition Deduction Adjustment 2021

Biaya perolehan Acquisition cost:
Bangunan 2.385.922.202 174.266.226 - 2.560.188.428 Buildings
Jumlah 2.385.922.202 174.266.226 - 2.560.188.428 Total
Akumulasi penyusutan: Accumulated depreciation:
Bangunan 684.975.113 825.713.228 - 1.510.688.341 Buildings
Jumlah 684.975.113 825.713.228 - 1.510.688.341 Total
Nilai buku 1.700.947.089 1.049.500.087 Book value

Saldo dan mutasi aset hak guna untuk tahun yang berakhir pada tanggal

The balance and mutation of right of use assets for the year ended December

31 Desember 2020: 31, 2020:

1Januari / 31 Desember /

January 1, Penambahan/ Pengurangan/ Penyesuaian/ December 31,

2020 Addition Deduction Adjustment 2020

Biaya perolehan Acquisition cost:
Bangunan 2.385.922.202 - - 2.385.922.202 Buildings
Jumlah 2.385.922.202 - - 2.385.922.202 Total
Akumulasi penyusutan: Accumulated depreciation:
Bangunan 47.650.918 637.324.195 - 684.975.113 Buildings
Jumlah 47.650.918 637.324.195 - 684.975.113 Total
Nilai buku 2.338.271.284 1.700.947.089 Book value

Beban penyusutan aset hak guna dialokasikan di beban administrasi dan
umum.

Pada tahun 2023, pengurangan aset hak guna disebabkan oleh adanya
periode sewa yang telah berakhir.
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The depreciation expense of the right of use assets is allocated in general and
administrative expenses.

In 2023, the deduction in right of use assets is due to the lease period ended.
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PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARY

NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the six-months period ended

June 30, 2023 and 2022 (unaudited) and for the years ended
December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Rupiah)

12. ASET HAK GUNA (lanjutan)

Entitas mengadakan perjanjian sewa atas tanah dan bangunan dengan
Jenny Liana pada tanggal 31 Mei 2023 untuk kantor, di Jalan Sorumba No.
80 RT 001, RW 03, Kel Anaiwoi, Kec Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi
Tenggara. Jangka waktu sewa adalah sampai dengan tahun 2025. Nilai
sewa yang disepakati sebesar Rp180.000.000.

Entitas mengadakan perjanjian sewa atas tanah dan bangunan dengan
Wirgawati pada tanggal 31 Mei 2023 untuk kantor, di Jalan Sorumba No. 80
RT 001, RW 03, Kel Anaiwoi, Kec Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi
Tenggara. Jangka waktu sewa adalah sampai dengan tahun 2025. Nilai
sewa yang disepakati sebesar Rp180.000.000.

Entitas mengadakan perjanjian sewa atas tanah dan bangunan dengan
PT Manggala Gelora Perkasa pada tanggal 11 Mei 2022 untuk kantor, di
Jalan Asia Afrika Lot 19, Jakarta. Jangka waktu sewa adalah sampai dengan
tahun 2027 dan dapat diperpanjang. Nilai sewa yang disepakati sebesar
Rp10.509.750.000.

13. JAMINAN
Akun ini terdiri dari:

12. RIGHT OF USE ASSETS (continued)

The Entity entered into a lease agreement for land and buildings with Jenny
Liana on May 31, 2023 for an office, at Jalan Sorumba No. 80 RT 001, RW 03,
Kel Anaiwoi, Kadia District, Kendari City, Southeast Sulawesi Province. The
rental period is until 2025. The agreed rental value were Rp180,000,000.

The Entity entered into a lease agreement for land and buildings with Wirgawati
on May 31, 2023 for an office, at Jalan Sorumba No. 80 RT 001, RW 03, Kel
Anaiwoi, Kadia District, Kendari City, Southeast Sulawesi Province. The rental
period is until 2025. The agreed rental value were Rp180,000,000.

The Entity entered into a lease agreement for land and buildings with PT
Manggala Gelora Perkasa on May 11, 2022 for an office, at Jalan Asia Afrika Lot
19, Jakarta. The rental period is until 2027 and can be extended. The agreed
rental value were Rp10,509,750,000.

13. GUARANTEE
This account consists of:

30 Juni 2023/

31 Des 2022/

31 Des 2021/

31 Des 2020/

June 30, 2023 Dec 31, 2022 Dec 31, 2021 Dec 31, 2020
Deposit sewa kantor 786.056.750 1.060.566.750 316.710.000 276.010.000 Office rent deposit
Jumlah 786.056.750 1.060.566.750 316.710.000 276.010.000 Total

Per 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, jaminan ini berupa

deposit sewa kantor.

14. UTANG USAHA
Akun ini terdiri dari:

14.

As of June 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the guarantee was in
the form of an office rent deposit.

ACCOUNTS PAYABLE
This account consists of:

30 Juni 2023/

31 Des 2022/

31 Des 2021/

31 Des 2020/

June 30, 2023 Dec 31, 2022 Dec 31, 2021 Dec 31, 2020
Pihak ketiga Third parties
PT Anugerah Sakti Konstruksi PT Anugerah Sakti Konstruksi
Utama 29.994.768.582  38.794.499.390 3.248.030.379 - Utama
PT Hillconjaya Sakti 4.988.212.409 - - - PT Hillconjaya Sakti
PT Jagaaman Sarana 3.627.975.424 3.627.975.424 2.531.866.804 435.925.146 PT Jagaaman Sarana
PT Tambang Meranti Mulia PT Tambang Meranti Mulia
Sejahtera - 5.261.935.412 - - Sejahtera
PT Mitrabara Energi Sejahtera - 3.330.000.000 965.970.473 965.970.473 PT Mitrabara Energi Sejahtera
PT Mandiri Mineral Perkasa - - 132.762.700 - PT Mandiri Mineral Perkasa

Jumlah

38.610.956.415

51.014.410.226

6.878.630.356

1.401.895.619

Total

Per 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tidak terdapat utang
usaha kepada pihak berelasi dan utang usaha dalam saldo mata uang asing.

Rincian umur utang usaha dihitung berdasarkan tanggal jatuh tempo adalah

As of June 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, there is no account
payable to related party and accounts payable in foreign currency.

Detailed aging of accounts payable according to overdue date are as follows:

sebagai berikut:

30 Juni 2023/

31 Des 2022/

31 Des 2021/

31 Des 2020/

June 30, 2023 Dec 31, 2022 Dec 31, 2021 Dec 31, 2020
Belum jatuh tempo 38.610.956.415  39.058.519.220 5.912.659.883 435.925.146 Not yet due
Jatuh tempo: Overdue:
1 - kurang dari 6 bulan - 8.327.915.580 - - 1 - less than 6 months
6 - kurang dari 12 bulan - 1.875.663.678 - - 6 - less than 12 months
Lebih dari 12 bulan - 1.752.311.748 965.970.473 965.970.473 over than 12 months

Jumlah

38.610.956.415

51.014.410.226

6.878.630.356

1.401.895.619

Total
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PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARY

NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
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June 30, 2023 and 2022 (unaudited) and for the years ended
December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Rupiah)

15. UTANG LAIN-LAIN
Akun ini terdiri dari:

15. OTHER PAYABLES

This account consists of:

30 Juni 2023/
June 30, 2023

31 Des 2022/
Dec 31, 2022

31 Des 2021/
Dec 31, 2021

31 Des 2020/
Dec 31, 2020

Pihak berelasi
Dividen

PT Inti Mega Ventura (dahulu

PT Mitra Marina Internasional)
Michael Adhidaya Susantyo
Victor Agung Susantyo

Lainnya

PT Inti Mega Ventura (dahulu
PT Mitra Marina Internasional)

5.026.289.581
397.646.568
397.646.568

6.456.390.253

3.052.684.508
403.560.170
403.560.170

6.456.390.253

Related parties
Dividend

PT Inti Mega Ventura (formerly
PT Mitra Marina Internasional)

Michael Adhidaya Susantyo
Victor Agung Susantyo
Others

PT Inti Mega Ventura (formerly
PT Mitra Marina Internasional)

Sub jumlah pihak berelasi

12.277.972.970

10.316.195.100

Sub total related parties

Pihak ketiga Third parties
Pembelian aset tetap 2.325.450.000 - - - Fixed asset purchase
Dividen - 10.170.594.009 10.170.594.009 8.576.037.740 Dividend
Lainnya - - 3.437.459.874 3.445.292.624 Others

Sub jumlah pihak ketiga 2.325.450.000  10.170.594.009 13.608.053.883 12.021.330.364 Sub total third parties

Jumlah 2.325.450.000  10.170.594.009 25.886.026.853 22.337.525.464 Total

Per 31 Desember 2021 dan 2020, utang lain-lain kepada PT PT Inti Mega
Ventura, pemegang saham, merupakan utang operasional lainnya. Utang ini
telah dilunasi pada tanggal 24 Februari 2022.

Per 31 Desember 2021 dan 2020, utang lain-lain kepada pihak ketiga,

merupakan utang IPPKH dan utang lain-lain jasa konsultan.

16. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR
Akun ini terdiri dari:

16.

As of December 31, 2021 and 2020, other payables to PT Inti Mega Ventura,
shareholder, represent payable for non-other operations. This payable has been
paid on February 24, 2022.

As of December 31, 2021 and 2020, other payables to third parties, represent
IPPKH payable and other debts for consulting services.

ACCRUED EXPENSES
This account consists of:

30 Juni 2023/
June 30, 2023

31 Des 2022/
Dec 31, 2022

31 Des 2021/
Dec 31, 2021

31 Des 2020/
Dec 31, 2020

Cadangan pasca tambang
Kontraktor pertambangan

14.355.422.786
12.471.102.982

13.904.503.722
6.347.245.927

13.044.712.232
17.486.770.537

12.238.086.351
18.948.465.613

Provision for post-mining
Mining contractors

Royalti 1.191.669.922 6.079.376.051 5.814.610.465 2.000.224.329 Royalty
Solar 928.664.192 656.982.000 - - Diesel
Tali asih 500.000.000 - - - Severence
Sewa kendaraan 287.934.000 - - - Rental vehicle
Operasional 200.002.811 42.450.125 207.914.972 110.985.450 Operational
Konsultan 165.834.385 - 1.652.817.481 33.000.000 Consultant
Perbaikan dan pemeliharaan 147.750.000 210.045.780 147.750.000 130.180.000 Repair and maintenance
Tongkang - 12.155.990.073 23.574.571.773 4.772.835.241 Barges
Gaji - 2.842.389.900 61.815.300 1.815.103 Salary
Blasting - 1.087.761.827 - Blasting
Loading inspection - 598.550.890 643.281.946 513.560.733 Loading inspection
Demurrage - 518.032.375 - 792.092.013 Demurrage
Biaya Agensi - - 2.170.000.000 - Agency fee
Drilling and exploration - - 303.930.000 - Drilling and exploration
luran IPPKH - - - 2.466.713.228 luran IPPKH
Jumlah 30.248.381.078  44.443.328.670 65.108.174.706 42.007.958.061 Total

17. UTANG PEMBELIAN ASET TETAP
Akun ini terdiri dari:

17. FIXED ASSETS PAYABLE
This account consists of:

30 Juni 2023/

31 Des 2022/

31 Des 2021/

31 Des 2020/

June 30, 2023 Dec 31, 2022 Dec 31, 2021 Dec 31, 2020
PT Maybank Indonesia Finance - - 20.265.311 321.018.837 PT Maybank Indonesia Finance
Jumlah - - 20.265.311 321.018.837 Total
Dikurangi: Less:
Bagian jangka pendek - - 20.265.311 300.753.526 Current portion
Bagian jangka panjang - - - 20.265.311 Long-term portion

Per 31 Desember 2021 dan 2020, utang pembelian

utang pembelian kendaraan.

aset tetap terdiri dari
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As of December 31, 2021 and 2020, fixed assets purchase payable consists of
vehicles purchase payable.
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18. LIABILITAS SEWA
Akun ini terdiri dari:

18. LEASE LIABILITIES

This account consists of:

30 Juni 2023/

31 Des 2022/

31 Des 2021/

31 Des 2020/

June 30, 2023 Dec 31, 2022 Dec 31, 2021 Dec 31, 2020
PT Manggala Gelora Perkasa 8.733.461.571 9.622.418.569 - - PT Manggala Gelora Perkasa
PT Midplaza Prima - - 798.573.406 1.514.863.022 PT Midplaza Prima
Lainnya 358.283.226 - - - Others
Jumlah 9.091.744.797 9.622.418.569 798.573.406 1.514.863.022 Total
Dikurangi: Less:
Bagian jangka pendek 2.519.910.574 1.804.918.296 798.573.406 716.289.616 Current portion
Bagian jangka panjang 6.571.834.223 7.817.500.273 - 798.573.406 Long-term portion

Pembayaran sewa minimum di masa mendatang, serta nilai kini atas
pembayaran minimum sewa pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The future minimum lease payments and present value of future minimum lease
payments as of June 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 are as
follows:

30 Juni 2023/

31 Des 2022/

31 Des 2021/

31 Des 2020/

June 30, 2023 Dec 31, 2022 Dec 31, 2021 Dec 31, 2020
Kurang dari 1 tahun 2.693.164.500 2.138.734.125 810.612.000 774.180.000 Less than 1 year
Lebih dari 1 tahun dan Over a year and less
kurang dari 5 tahun 7.582.784.625 8.943.797.250 - 810.612.000 than 5 years
Jumlah 10.275.949.125 11.082.531.375 810.612.000 1.584.792.000 Total
Dikurangi: Less:

Bunga pembiayaan

masa mendatang (1.184.204.328)  (1.460.112.806)

(12.038.594) (69.928.978) Future interest financing

Nilai kini liabilitas sewa 9.091.744.797 9.622.418.569

798.573.406 1.514.863.022 Present value of lease liabilities

Tingkat pinjaman inkremental rata-rata tertimbang yang diterapkan pada
liabilitas sewa pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan
2020 adalah 6%.

19. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA 19.

Grup memberi imbalan kerja bagi karyawan yang telah mencapai usia
pensiun, yaitu 55 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11
Tahun 2020 serta Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 dengan metode
Projected Unit Credit.

Beban imbalan pasca kerja karyawan dihitung oleh aktuaris independen,
Kantor konsultan aktuaria Steven & Mourits untuk periode 2023, 2022, 2021
dan 2020 dengan menggunakan asumsi utama sebagai berikut:

The weighted average lessee's incremental borrowing rate applied to the lease
liabilities as of June 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 amounted to
6%.

POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES

The Group provide benefits for its employees who achieve the retirement age at
55 based on the Omnibus Law No. 11 Year 2020, Government Law No. 35 Year
2021 with Projected Unit Credit Method.

The post-employment benefits expense was calculated by independent actuary,
Actuary consultant office Steven & Mourits for the period 2023, 2022, 2021 and
2020, using the following key assumptions:

30 Juni 2023/

31 Des 2022/

31 Des 2021/

31 Des 2020/

June 30, 2023 Dec 31, 2022 Dec 31, 2021 Dec 31, 2020
Usia pensiun normal 55 tahun/years 55 tahun/years 55 tahun/years 55 tahun/years Normal retirement age
Tingkat bunga diskonto (per tahun) 6,60% 7,25% 7,15% 6,70% Discount rate (per annum)
Tingkat kenaikan gaji (per tahun) 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% Salary increment rate (per annum)
Tingkat kematian T™I IV T™MI IV T™I IV T™MI IV Mortality rate
Tahun 2019 Tahun 2019 Tahun 2019 Tahun 2019
Tingkat cacat dari tingkat 10% dari 10% dari 10% dari 10% dari
kematian TMI IV 2019 TMI IV 2019 TMI IV 2019 TMI IV 2019 Disability rate of mortality rate

Beban imbalan pasca kerja karyawan untuk periode 2023, 2022, 2021 dan 2020

adalah sebagai berikut:

Post-employment benefits expense for the period 2023, 2022, 2021 and 2020 were

as follows:

30 Juni 2023/
June 30, 2023

31 Des 2022/
Dec 31, 2022

31 Des 2021/
Dec 31, 2021

31 Des 2020/
Dec 31, 2020

Biaya jasa kini

Biaya jasa lalu

Biaya terminasi

Biaya bunga liabilitas manfaat pasti,
neto

Penyesuaian liabilitas atas pengakuan
masa kerja lalu

1.139.287.000

215.894.000

401.641.000

1.752.270.000
173.634.000
320.955.000

75.028.000

1.303.871.000

(1.738.491.000)
102.401.000
200.973.000

58.257.000

1.505.558.000
1.782.000
300.433.000

155.801.000

Current service cost

Past service cost

Termination cost

Net interest expense on
defined benefit liability, net

Liability adjustment due to recognition
of past service

Jumlah

1.756.822.000

2.321.887.000

(72.989.000)

1.963.574.000

Total
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19. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)
Mutasi liabilitas manfaat karyawan adalah sebagai berikut:

19.

POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES (continued)
The mutation in the post-employment benefits were as follows:

30 Juni 2023/
June 30, 2023

31 Des 2022/
Dec 31, 2022

31 Des 2021/
Dec 31, 2021

31 Des 2020/
Dec 31, 2020

Saldo awal 8.937.272.000 6.631.498.000
Beban yang diakui di laporan
laba rugi 1.756.822.000 2.321.887.000

Pembayaran tahun berjalan
Biaya terminasi
Penghasilan komprehensif lain 989.282.000 246.381.000

(88.860.000)

(25.200.000)
- (173.634.000)

7.527.978.000 6.365.882.000 Beginning balance

Expenses recognized in statement
profit or loss

Payment during the year

Termination cost

Other comprehensive income

(72.989.000) 1.963.574.000
(168.415.000) -
(102.401.000) (1.782.000)
(552.675.000) (799.696.000)

Saldo akhir 11.658.176.000 8.937.272.000

6.631.498.000 7.527.978.000 Ending balance

Jumlah tercantum pada laporan posisi keuangan yang timbul dari liabilitas Grup
dalam rangka liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

The amounts included in the statements of financial position arising from the
Group's obligation in respect of these post-employment benefits were as follows:

30 Juni 2023/ 31 Des 2022/

31 Des 2021/ 31 Des 2020/

June 30, 2023 Dec 31, 2022 Dec 31, 2021 Dec 31, 2020
Present value of defined benefit
Nilai kini liabilitas imbalan pasti 11.658.176.000 8.937.272.000 6.631.498.000 7.527.978.000 obligation
Jumlah liabilitas manfaat karyawan 11.658.176.000 8.937.272.000 6.631.498.000 7.527.978.000 Total employee benefits liabilities

Analisa sensitivitas kuantitatif untuk asumsi-asumsi yang signifikan pada
tanggal 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

The quantitative sensitivity analysis for significant assumptions as of June 30,
2023 were as follows:

Pengaruh atas nilai kini
liabilitas imbalan
pasca kerja/

Persentase/ Persentase/ effect on present value
Percentage Percentage of benefits obligations
2023 2023
Tingkat diskonto Discount rates
Kenaikan 1,00% 1,00% 11.189.944.000 Increase
Penurunan 1,00% 1,00% 12.200.042.000 Decrease
Kenaikan gaji di masa depan Future salary increases
Kenaikan 1,00% 1,00% 12.204.869.000 Increase
Penurunan 1,00% 1,00% 11.178.538.000 Decrease

20. UANG MUKA PELANGGAN

Akun ini terdiri dari:

20.

ADVANCE FROM CUSTOMERS
This account consists of:

30 Juni 2023/ 31 Des 2022/

31 Des 2021/ 31 Des 2020/

June 30, 2023 Dec 31, 2022 Dec 31, 2021 Dec 31, 2020
Pihak ketiga - 2.260.503.000 1.379.500.000 1.379.500.000 Third parties
Jumlah - 2.260.503.000 1.379.500.000 1.379.500.000 Total

21. PENCADANGAN SALDO LABA

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada
tanggal 6 Juni 2023 yang tertuang dalam Keputusan Sirkuler Para
Pemegang Saham, pemegang saham memutuskan untuk melakukan
pencadangan saldo laba sebesar Rp12.164.040.000 sebagaimana
diisyaratkan dalam Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.
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21.

APPROPRIATION OF RETAINED EARNINGS

Based on the General Meeting of Shareholders held on June 6, 2023 as stated
in the Circular Resolution of the Shareholders, the shareholders have decided to
allocate a retained earnings reserve amounting to Rp12,164,040,000 as required
by Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies.
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22. MODAL SAHAM
Susunan pemegang saham per tanggal 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

22. CAPITAL STOCK

The Entity's shareholder as of June 30, 2023 were as follows:

Persentase Jumlah
Pemilikan / Modal Disetor /
Lbr. Saham / Percentage of Total
Nama Pemegang Saham Total shares Ownership Paid-up Capital Name of Shareholders
PT Sungai Mas Minerals 31.020.000 51,00% 31.020.000.000 PT Sungai Mas Minerals
PT Inti Mega Ventura
PT Inti Mega Ventura (dahulu (formerly PT Mitra Marina
PT Mitra Marina Internasional) 29.300.200 48,18% 29.300.200.000 Internasional)
Michael Adhidaya Susantyo 250.000 0,41% 250.000.000 Michael Adhidaya Susantyo
Victor Agung Susantyo 250.000 0,41% 250.000.000 Victor Agung Susantyo
Jumlah 60.820.200 100,00% 60.820.200.000 Total

Susunan pemegang saham per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah
sebagai berikut:

The Entity's shareholder as of December 31, 2022 and 2021 were as follows:

Persentase Jumlah
Pemilikan / Modal Disetor /
Lbr. Saham / Percentage of Total
Nama Pemegang Saham Total shares Ownership Paid-up Capital Name of Shareholders
PT Sungai Mas Minerals 31.020.000 51,00% 31.020.000.000 PT Sungai Mas Minerals
PT Inti Mega Ventura
PT Inti Mega Ventura (dahulu (formerly PT Mitra Marina
PT Mitra Marina Internasional) 29.300.200 48,18% 29.300.200.000 Internasional)
Michael Adhidaya Susantyo 250.000 0,41% 250.000.000 Michael Adhidaya Susantyo
Victor Agung Susantyo 250.000 0,41% 250.000.000 Victor Agung Susantyo
Jumlah 60.820.200 100,00% 60.820.200.000 Total
Dikurangi modal yang belum disetor 30.020.010.000 Less: un-paid capital

Jumlah modal disetor

30.800.190.000 Total paid-up capital

Susunan pemegang saham per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai
berikut:

The Entity's shareholder as of December 31, 2020 were as follows:

Persentase Jumlah
Pemilikan / Modal Disetor /
Lbr. Saham/ Percentage of Total

Nama Pemegang Saham Total shares Ownership Paid-up Capital Name of Shareholders
PT Dua Delapan Mandiri 10.430.066 35,00% 10.430.066.000 PT Dua Delapan Mandiri
PT Mitra Marina Internasional 18.870.124 63,32% 18.870.124.000 PT Mitra Marina Internasional
Michael Adhidaya Susantyo 250.000 0,84% 250.000.000 Michael Adhidaya Susantyo
Victor Agung Susantyo 250.000 0,84% 250.000.000 Victor Agung Susantyo
Jumlah 29.800.190 100,00% 29.800.190.000 Total

Pada tahun 2021, telah terjadi peningkatan modal dasar Entitas yang telah
disetor oleh pemegang saham PT Sungai Mas Minerals sebesar
Rp1.000.000.000. Sehingga pada tahun 2022 dan 2021, jumlah modal
saham Entitas yang telah disetor oleh pemegang saham secara penuh
sebesar Rp30.800.190.000. Sisa modal yang harus disetor oleh pemegang
saham telah disetor pada bulan Mei 2023.

Berdasarkan akta notaris No. 36 oleh Ferry Sanjaya, S.H., tertanggal
4 Agustus 2021, menyatakan bahwa Entitas menerbitkan saham-saham baru
kepada PT Sungai Mas Minerals dan PT Mitra Marina Internasional masing-
masing sebanyak 31.020.000 lembar saham dan 10 lembar saham, sehingga
modal dasar dan modal ditempatkan sebanyak 60.820.200 lembar saham
atau setara Rp60.820.200.000. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan
dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.
AHU-0043453.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 10 Agustus 2021.

Berdasarkan akta notaris No. 25 oleh Yulia, S.H., tertanggal 15 Januari
2021, menyatakan bahwa PT Dua Delapan Mandiri menjual 10.430.066
lembar saham senilai Rp10.430.066.000 kepada PT Mitra Marina
Internasional. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-
AH.01.03-0066362.Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021.
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In 2021, there was an increase in the Entity's authorized share that had been
paid by the shareholders of PT Sungai Mas Minerals amounting to
Rp1,000,000,000. So that in 2022 and 2021, the total share capital of the Entity
that had been paid by the shareholders in full was Rp30,800,190,000. The
remaining paid up capital that must be paid by shareholders was paid in May
2023.

Based on notarial deed No. 36 by Ferry Sanjaya, S.H., dated August 4, 2021,
stated that the Entity issued new shares to PT Sungai Mas Minerals and
PT Mitra Marina Internasional amounting to 31,020,000 shares and 10 shares,
respectively, so that the authorized capital and issued capital as many as
60,820,200 shares or the equivalent of Rp60,820,200,000. The deed was
approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of
Indonesia No. AHU-0043453.AH.01.02.Tahun 2021 dated August 10, 2021.

Based on notarial deed No. 25 of Yulia, S.H., dated January 15, 2021, stated
that PT Dua Delapan Mandiri sold 10,430,066 shares amounted to
Rp10,430,066,000 to PT Mitra Marina Internasional. The deed was approved by
the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-
AH.01.03-0066362.Tahun 2021 dated February 2, 2021.
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22.

23.

24.

25.

MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan akta notaris No. 30 oleh | Nyoman Satria Wijaya, S.H., M.Kn
tertanggal 22 Oktober 2020, menyatakan bahwa PT Virtue Dragon Nickel
menjual 5.960.038 lembar saham senilai Rp5.960.038.000 kepada PT Mitra
Marina Internasional. Akta tersebut telah mendapatkan Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0400866
tanggal 22 Oktober 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0400867 tanggal 22 Oktober 2020.

PEMBAGIAN DIVIDEN

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham pada tanggal
31 Mei 2023, pemegang saham memutuskan untuk melakukan pembagian
dividen atas saldo laba per 31 Mei 2023 sebesar Rp8.865.233.355.
Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham pada tanggal
8 Maret 2023, pemegang saham memutuskan untuk melakukan pembagian
dividen atas saldo laba per 28 Februari 2023 sebesar Rp20.000.000.000.
Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham pada tanggal
28 Februari 2023, pemegang saham memutuskan untuk melakukan
pembagian dividen atas saldo laba per 28 Februari 2023 sebesar
Rp10.000.000.000.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham pada tanggal
30 Juni 2022, pemegang saham memutuskan untuk melakukan pembagian
dividen atas saldo laba per 30 Juni 2022 sebesar Rp10.000.000.000.
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal
9 Juni 2022, pemegang saham memutuskan untuk melakukan pembagian
dividen atas saldo laba sampai dengan 31 Maret 2022 sebesar
Rp40.000.000.000.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham pada tanggal
31 Maret 2022, pemegang saham memutuskan untuk melakukan pembagian
dividen atas saldo laba sampai dengan 31 Maret 2022 sebesar
Rp20.000.000.000.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal
30 Oktober 2020, pemegang saham memutuskan untuk melakukan
pembagian dividen saldo laba 2019 sebesar Rp44.599.811.471.

Terdapat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai pengganti
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang setuju dan sepakat untuk
meratifikasi pembagian dividen atas saldo laba 2019 (lihat catatan 39).

TAMBAHAN MODAL DISETOR
Akun ini terdiri dari:

22.

23.

24.

CAPITAL STOCK (continued)

Based on notarial deed No. 30 of | Nyoman Satria Wijaya, S.H., M.Kn dated
October 22, 2020, stated that PT Virtue Dragon Nickel sold 5,960,038 shares
amounted to Rp5,960,038,000 to PT Mitra Marina Internasional. The deed was
received a Letter of Acceptance of Notification of Amendment to Articles of
Association No. AHU-AH.01.03-0400866 dated October 22, 2020 and Letter of
Acceptance of Notification of Changes to Company Data No. AHU-AH.01.03-
0400867 dated October 22, 2020.

DIVIDEND DISTRIBUTION

Based on the Circular Resolution of Shareholders on May 31, 2023, the
shareholders decided to distribute dividend on the balance retained earnings as
of May 31, 2023 amounted to Rp8,865,233,355.

Based on the Circular Resolution of Shareholders on March 8, 2023, the
shareholders decided to distribute dividend on the balance retained earnings as
of February 28, 2023 amounted to Rp20,000,000,000.

Based on the Circular Resolution of Shareholders on February 28, 2023, the
shareholders decided to distribute dividend on the balance retained earnings as
of February 28, 2023 amounted to Rp10,000,000,000.

Based on the Circular Resolution of Shareholders on June 30, 2022, the
shareholders decided to distribute dividend on the balance retained earning as of
June 30, 2022 amounted to Rp10,000,000,000.

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders on June 9, 2022,
the shareholders approved to make distribution of dividend of retained earnings
up to March 31, 2022 amounted to Rp40,000,000,000.

Based on the Circular Resolution of Shareholders on March 31, 2022, the
shareholders decided to distribute dividend on the balance of retained earnings
up to March 31, 2022 amounted to Rp20,000,000,000.

Based on the Annual General Meeting of Shareholders on October 30, 2020, the
shareholders approved to make distribution of dividend on 2019 retained
earnings amounted to Rp44,599,811,471.

There was a Circular Resolution of Shareholders in lieu of the Extraordinary
General Meeting of Shareholders which agreed and agreed to decide to ratify
the distribution of retained earnings 2019 (see note 39).

ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL
This account consists of:

31 Des 2022/
Dec 31, 2022

30 Juni 2023/
June 30, 2023

31 Des 2021/ 31 Des 2020/
Dec 31, 2021 Dec 31, 2020

Tambahan modal disetor atas

pengampunan pajak 2.100.000.000 2.100.000.000

Selisih nilai transaksi restrukturisasi

Additional paid-in capital of
tax amnesty assets

The difference in value of restructuring
transactions for entities under

2.100.000.000 2.100.000.000

entitas sepengendali (Catatan 1c) (37.038) - - - common control (Note 1c)
Jumlah 2.099.962.962 2.100.000.000 2.100.000.000 2.100.000.000 Total
Pada tanggal 21 September 2016, Entitas menyampaikan aset On September 21, 2016, the Entity has submited tax amnesty assets in the form
pengampunan pajak berupa uang tunai sebesar Rp100.000.000, of cash on hand amounted to Rp100,000,000, based on the Tax Amnesty
berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET- Approval No. KET-1781/PP/WPJ.15/2016 dated September 22, 2016 with the

1781/PP/WPJ.15/2016 tanggal 22 September 2016 dengan uang tebusan
yang dibayarkan adalah sebesar Rp2.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Entitas menyampaikan aset pengampunan
pajak berupa aset tetap (tanah dermaga) sebesar Rp2.000.000.000.
Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-
3082/PP/WPJ.15/2017 tanggal 13 Januari 2017 dengan uang tebusan yang
dibayarkan adalah sebesar Rp60.000.000.

PERPAJAKAN
a. Pajak dibayar di muka

25.

redemption money amounted to Rp2,000,000.

On December 31, 2016, the Entity has submited tax amnesty assets in the form
of fixed assets (jetty land) amounted to Rp2,000,000,000. Based on the Tax
Amnesty Approval No. KET-3082/PP/WPJ.15/2017 dated January 13, 2017 with
the redemption money amounted to Rp60,000,000.

TAXATION
a. Prepaid tax

30 Juni 2023/ 31 Des 2022/

31 Des 2021/ 31 Des 2020/

June 30, 2023 Dec 31, 2022 Dec 31, 2021 Dec 31, 2020
Pajak Pertambahan Nilai 96.756.467 - - - Value Added Tax
Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 - - 3.464.918 - Income tax article 4 section 2
Pajak Penghasilan pasal 21 - - - 20.897.019 Income tax article 21
Jumlah 96.756.467 - 3.464.918 20.897.019 Total
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25. PERPAJAKAN (lanjutan)
b. Piutang pajak

25. TAXATION (continued)
b. Taxes receivable

30 Juni 2023/

31 Des 2022/ 31 Des 2021/ 31 Des 2020/

June 30, 2023 Dec 31, 2022 Dec 31, 2021 Dec 31, 2020
Lancar Current
Pajak Penghasilan pasal 28 Income tax article 28
Tahun 2019 - - - 4.850.140.286 Year 2019
Tahun 2020 - - - 9.300.191.292 Year 2020
Tidak lancar Non-current
Pajak Penghasilan pasal 28 Income tax article 28
Tahun 2023 2.926.887.526 - - - Year 2023
Jumlah 2.926.887.526 - - 14.150.331.578 Total

Pada tanggal 13 Oktober 2021, Entitas menerima Surat Ketetapan Pajak
Lebih Bayar (SKPLB) N0.00002/406/20/811/21 atas Pajak Penghasilan
Badan tahun 2020. Lebih bayar tersebut telah diterima pada tahun 2021
sebesar Rp9.186.137.197, selisihnya dibebankan sebagai beban pajak
pada tahun berjalan.

Pada tanggal 10 Februari 2021, Entitas menerima Surat Ketetapan Pajak
Lebih Bayar (SKPLB) N0.00003/406/19/812/21 atas Pajak Penghasilan
Badan tahun 2019. Lebih bayar tersebut telah diterima pada tahun 2021
sebesar Rp2.630.684.961, selisihnya dibebankan sebagai beban pajak
pada tahun berjalan.

On October 13, 2021, the Entity received Tax Assesment Letter of
Overpayment (SKPLB) No. 00002/406/20/811/21 of Corporate Income Tax
year 2020. The overpayment has been received by the Entity on 2021
amounted to Rp9,186,137,197, the difference is charged as tax expense in
the current year.

On February 10, 2021, the Entity received Tax Assesment Letter of
Overpayment (SKPLB) No. 00003/406/19/812/21 of Corporate Income Tax
year 2019. The overpayment has been received by the Entity on 2021
amounted to Rp2,630,684,961, the difference is charged as tax expense in
the current year.

. Utang pajak

c. Taxes payable

30 Juni 2023/
June 30, 2023

31 Des 2022/
Dec 31, 2022

31 Des 2021/
Dec 31, 2021

31 Des 2020/
Dec 31, 2020

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Penghasilan pasal 25
Pajak Penghasilan pasal 23
Pajak Penghasilan pasal 21
Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2
Pajak Penghasilan pasal 29
Pajak Penghasilan pasal 15

46.602.505.887
5.542.653.688
1.607.332.756
606.775.200
344.717.506
41.830.851

48.964.446.509
4.508.747.765
823.427.517
1.362.031.393
1.189.038.864
88.687.608
11.877.145.420
88.958.352

4.508.747.765
494.988.708
139.535.467
28.400.539
7.597.135.564
94.940.700

5.915.025.542

40.758.317
485.564.127

10.028.928

Value Added Tax

Land and Building Tax
Income tax article 25

Income tax article 23

Income tax article 21

Income tax article 4 section 2
Income tax article 29

Income tax article 15

Jumlah

54.745.815.888

68.902.483.428

12.863.748.743

6.451.376.914

Total

. Pajak penghasilan

d. Income tax

30 Juni 2023/

31 Des 2022/

31 Des 2021/

31 Des 2020/

June 30, 2023 Dec 31, 2022 Dec 31, 2021 Dec 31, 2020
Pajak kini (11.076.116.700)  (31.814.255.220) (11.715.218.240) - Current tax
Pajak tangguhan (61.259.050) 1.281.652.235 520.685.285 (343.065.362) Deferred tax
Jumlah (11.137.375.750) (30.532.602.985) (11.194.532.955) (343.065.362) Total
Pajak kini Current tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan sebagaimana
ditunjukkan dalam laporan laba rugi dan laba fiskal adalah sebagai

A reconciliation between income before tax per statements of profit or loss
and taxable income was as follows:

berikut:

30 Juni 2023/
June 30, 2023

31 Des 2022/
Dec 31, 2022

31 Des 2021/
Dec 31, 2021

31 Des 2020/
Dec 31, 2020

Laba (rugi) sebelum pajak menurut
laporan laba rugi

Perbedaan temporer
Pembayaran liabilitas sewa

Penyusutan aset hak guna

Cadangan penurunan nilai piutang
Imbalan kerja

Cadangan bonus

Beban penutupan pasca tambang

51.684.309.173 139.397.836.340

(1.141.938.448)
1.242.077.060

1.731.622.000
(2.561.129.900)
450.919.064

(1.312.955.900)
1.330.833.330

327.500.153
2.059.393.000
2.561.129.900

859.791.490

58.685.500.671

(799.352.136)
825.713.228

(343.805.000)

806.625.881

(13.468.176.077)

(597.472.932)
637.324.195

1.961.792.000

756.747.793

Profit (loss) before tax per statements

of profit or loss

Temporary differences

Lease liabilities payment

Depreciation of right of use assets

Provision for declining in value of
receivables

Employee benefits

Bonus allowance

Post minning expense

Jumlah perbedaan temporer
(dipindahkan)

(278.450.224)

5.825.691.973

489.181.973

2.758.391.056

Total temporary differences
(carried forward)
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25. PERPAJAKAN (lanjutan)
d. Pajak penghasilan (lanjutan)

25. TAXATION (continued)

d. Income tax (continued)

30 Juni 2023/
June 30, 2023

31 Des 2022/
Dec 31, 2022

31 Des 2021/
Dec 31, 2021

31 Des 2020/
Dec 31, 2020

Jumlah perbedaan temporer

(dipindahkan) (278.450.224)

5.825.691.973

489.181.973

2.758.391.056

Total temporary differences
(carried forward)

Perbedaan tetap

Jamuan dan sumbangan 148.692.029

Pendapatan bunga deposito
Pendapatan sewa gedung
Beban pajak

Lainnya

(339.023.379)
(890.762.233)
18.345.629

617.655.996

(933.193.082)

(426.967.380)
129.228.120

1.795.293.204

(617.205.251)
943.867.268
1.293.084.000

2.295.807.062

(644.281.904)
574.485.717

(854.955.579)

Permanent differences
Entertainment and donation

Interest income on time deposit
Rent income

Tax penalty

Others

Jumlah perbedaan tetap

(1.062.747.954)

(613.276.346)

3.415.039.221

1.371.055.296

Total permanent differences

Kompensasi rugi fiskal

(9.338.729.724)

Fiscal loss compensation

Laba (rugi) fiskal

50.343.110.995

144.610.251.967

53.250.992.141

(9.338.729.725)

Fiscal profit (loss)

Beban pajak dengan tarif yang berlaku

22% x Rp50.343.110.000 11.076.116.700
22% x Rpl44.610.251.000 -
22% x Rp53.250.992.000 R

Dikurangi: pajak dibayar di muka
Pasal 22
Pasal 23
Pasal 25

5.307.047.337
1.403.676.070
7.292.280.819

31.814.255.220

12.515.693.986
10.568.161
7.410.847.653

11.715.218.240

3.886.340.147
3.054.110
228.688.419

1.567.541.663
31.956.410
7.700.693.219

Tax expense with effective tax rate:
22% X Rp50,343,110,000
22% X Rp144,610,251,000
22% X Rp53,250,992,000

Less: prepaid taxes
Article 22
Article 23
Article 25

Kurang (lebih) bayar pajak
penghasilan badan

(2.926.887.526)

11.877.145.420

7.597.135.564

(9.300.191.292)

Under (over) payment of
corporate income tax

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan efek perbedaan temporer antara
jumlah aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan jumlah aset

dan liabilitas menurut peraturan perpajakan.

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan Grup per 30 Juni 2023 adalah

sebagai berikut:

Deferred tax

Deferred tax is computed based on the effect of the temporary differences
between the financial statements carrying amounts of assets and liabilities
and their respective tax bases.

The details of the Group's deferred tax assets and liabilities as of June 30,
2023 was as follows:

Dikreditkan
(dibebankan) ke
Dikreditkan penghasilan
(dibebankan) ke komprehensif lain/
1 Januari laporan laba rugi/ Credited (expensed) 30 Juni
2023/ Credited (expensed) to other 2023/
January 1, to the income statement comprehensive June 30,
2023 of the year income 2023
Aset hak guna 28.982.955 22.030.494 51.013.449 Right of use assets
Cadangan penurunan Provisions for declining in
nilai piutang 72.050.034 72.050.034 value of receivable
Beban yang masih Accrued
harus dibayar 563.448.578 (563.448.578) expenses
Imbalan pasca Post-employment
kerja 1.966.199.840 380.956.840 217.642.040 2.564.798.720 benefits
Beban penutupan pasca
tambang 3.058.990.819 99.202.194 3.158.193.013 Post mining expense
Jumlah aset pajak tangguhan Total consolidated deferred
konsolidasian 5.689.672.226 (61.259.050) 217.642.040 5.846.055.216 tax assets
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Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
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December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Rupiah)

25. PERPAJAKAN (lanjutan) 25. TAXATION (continued)
d. Pajak penghasilan (lanjutan) d. Income tax (continued)
Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan Grup per 31 Desember 2022 The details of the Group's deferred tax assets and liabilities as of December
adalah sebagai berikut: 31, 2022 was as follows:
Dikreditkan
(dibebankan) ke
Dikreditkan penghasilan
(dibebankan) ke komprehensif lain/
1 Januari laporan laba rugi/ Credited (expensed) 31 Desember
2022/ Credited (expensed) to other 2022/
January 1, to the income statement comprehensive December 31,
2022 of the year income 2022
Aset hak guna 25.049.920 3.933.035 - 28.982.955 Right of use assets
Cadangan penurunan Provisions for declining in
nilai piutang - 72.050.034 - 72.050.034 value of receivable
Beban yang masih Accrued
harus dibayar - 563.448.578 - 563.448.578 expenses
Imbalan pasca Post-employment
kerja 1.458.929.560 453.066.460 54.203.820 1.966.199.840 benefits
Beban penutupan pasca
tambang 2.869.836.691 189.154.128 - 3.058.990.819 Post mining expense
Jumlah aset pajak tangguhan Total consolidated deferred
konsolidasian 4.353.816.171 1.281.652.235 54.203.820 5.689.672.226 tax assets
Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan Grup per 31 Desember 2021 The details of the Group's deferred tax assets and liabilities as of December
adalah sebagai berikut: 31, 2021 was as follows:
Dikreditkan
(dibebankan) ke
Dikreditkan penghasilan
(dibebankan) ke Penyesuaian terkait komprehensif lain/
1 Januari laporan laba rugi/ perubahan tarif pajak Credited (expensed) 31 Desember
2021/ Credited (expensed) penghasilan/ to other 2021/
January 1, to the income Effect on changes of comprehensive December 31,
2021 statement of the year income tax rate income 2021
Aset hak guna 17.500.437 5.799.440 1.750.044 - 25.049.920 Right of use assets
Imbalan pasca Post-employment
kerja 1.505.595.600 (75.637.100) 166.553.480 (137.582.420) 1.458.929.560 benefits
Beban penutupan pasca
tambang 2.447.617.271 177.457.694 244.761.727 - 2.869.836.691 Post mining expense
Jumlah aset pajak tangguhan Total consolidated deferred
konsolidasian 3.970.713.308 107.620.034 413.065.251 (137.582.420) 4.353.816.171 tax assets
Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan Grup per 31 Desember 2020 The details of the Group's deferred tax assets and liabilities as of December
adalah sebagai berikut: 31, 2020 was as follows:
Dikreditkan
(dibebankan) ke
Dikreditkan penghasilan
(dibebankan) ke Penyesuaian terkait komprehensif lain/
1 Januari laporan laba rugi/ perubahan tarif pajak Credited (expensed) 31 Desember
2020/ Credited (expensed) penghasilan/ to other 2020/
January 1, to the income Effect on changes of comprehensive December 31,
2020 statement of the year income tax rate income 2020
Aset hak guna 11.912.730 7.970.253 (2.382.546) - 17.500.437 Right of use assets
Imbalan pasca Post-employment
kerja 1.591.470.500 392.358.400 (318.294.100) (159.939.200) 1.505.595.600 benefits
Beban penutupan pasca
tambang 2.870.334.640 151.349.559 (574.066.928) - 2.447.617.271 Post mining expense
Jumlah aset pajak tangguhan Total consolidated deferred
konsolidasian 4.473.717.870 551.678.212 (894.743.574) (159.939.200) 3.970.713.308 tax assets
26. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA 26. OTHER COMPONENT EQUITY
Saldo dan mutasi komponen ekuitas lainnya untuk periode enam bulan yang The balance and mutation of other component equity for the six-months period
berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut: ended June 30, 2023 were as follows:
1 Januari / Penambahan/ 30 Juni/
January 1, 2023 Addition June 30, 2023
Keuntungan (kerugian) aktuaria 1.105.990.000 (989.282.000) 116.708.000 Actuarial gain (loss)
Pajak tangguhan terkait (243.317.800) 217.642.040 (25.675.760) Related deferred tax
Jumlah 862.672.200 (771.639.960) 91.032.240 Total
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26. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA (lanjutan)

Saldo dan mutasi komponen ekuitas lainnya untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

26.

OTHER COMPONENT EQUITY (continued)

The balance and mutation of other component equity for the year ended
December 31, 2022 were as follows:

1 Januari / Penambahan/ 31 Desember/
January 1, 2022 Addition December 31, 2022
Keuntungan (kerugian) aktuaria 1.352.371.000 (246.381.000) 1.105.990.000 Actuarial gain (loss)
Pajak tangguhan terkait (297.521.620) 54.203.820 (243.317.800) Related deferred tax
Jumlah 1.054.849.380 (192.177.180) 862.672.200 Total

Saldo dan mutasi komponen ekuitas lainnya untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

The balance and mutation of other component equity for the year ended
December 31, 2021 were as follows:

1 Januari / Penambahan/ 31 Desember/
January 1, 2021 Addition December 31, 2021
Keuntungan aktuaria 799.696.000 552.675.000 1.352.371.000 Actuarial gain
Pajak tangguhan terkait (159.939.200) (137.582.420) (297.521.620) Related deferred tax
Jumlah 639.756.800 415.092.580 1.054.849.380 Total

Saldo dan mutasi komponen ekuitas lainnya untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

The balance and mutation of other component equity for the year ended
December 31, 2020 were as follows:

1 Januari / Penambahan/ 31 Desember/
January 1, 2020 Addition December 31, 2020
Keuntungan aktuaria - 799.696.000 799.696.000 Actuarial gain
Pajak tangguhan terkait - (159.939.200) (159.939.200) Related deferred tax
Jumlah - 639.756.800 639.756.800 Total
27. LABA NETO PER SAHAM DASAR 27. NET PROFIT PER SHARE

Perhitungan laba per saham adalah sebagai berikut:

Net profit per share calculation were as follows

30 Juni 2023/
June 30, 2023

31 Des 2022/
Dec 31, 2022

31 Des 2021/
Dec 31, 2021

31 Des 2020/
Dec 31, 2020

Laba (rugi) periode berjalan (Rp) 40.549.807.446  108.865.233.355

Jumlah rata-rata tertimbang saham

47.490.967.716 Profit (loss) for the period (Rp)

Weighted average number of

(13.811.241.439)

yang beredar 60.820.200 60.820.200 37.842.073 29.800.190 shares outstanding
Laba (rugi) neto per saham
dasar (Rp) 667,00 1.790,00 1.255,00 (463,00) Net profit (loss) per share (Rp)
28. PENJUALAN 28. SALES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

30 Juni 2023/ 30 Juni 2022/ 31 Des 2022/ 31 Des 2021/ 31 Des 2020/

June 30, 2023 June 30, 2022 Dec 31, 2022 Dec 31, 2021 Dec 31, 2020
Pihak ketiga 378.562.921.086 427.799.651.919 867.842.629.537 259.089.343.256 103.542.570.027 Third parties
Jumlah 378.562.921.086  427.799.651.919 867.842.629.537 259.089.343.256 103.542.570.027 Total

Penjualan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan untuk periode enam
bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 kepada PT Agung Mineral
Abadi sebesar Rp276.431.781.744 dan kepada PT Kyara Sukses Mandiri
sebesar Rp102.061.190.011, sedangkan untuk periode enam bulan yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun 2022 dan 2021 kepada
PT Kyara Sukses Mandiri masing-masing sebesar Rp81.562.206.977,
Rp780.410.803.123 dan Rp249.581.493.024.
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The sales which represent over than 10% of the sales for the six-months period
June 30, 2023 were PT Agung Mineral Abadi amounted to Rp276,431,781,744
and PT Kyara Sukses Mandiri amounted to Rp102,061,190,011, while for the six-
months period June 30, 2022 and for the years 2022 and 2021 were PT Kyara
Sukses Mandiri amounted to Rp81,562,206,977, Rp780,410,803,123 and
Rp249,581,493,024, respectively.
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PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARY

NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

For the six-months period ended
June 30, 2023 and 2022 (unaudited) and for the years ended
December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Rupiah)

29. BEBAN POKOK PENJUALAN

30.

Akun ini terdiri dari:

29. COST OF GOODS SOLD
This account consists of:

30 Juni 2023/
June 30, 2023

30 Juni 2022/
June 30, 2022

31 Des 2022/
Dec 31, 2022

31 Des 2021/
Dec 31, 2021

31 Des 2020/
Dec 31, 2020

Biaya produksi

Jasa transportasi dan penambangan

bijih nikel
Royalti
Tongkang
Tenaga kerja
tidak langsung
Beban kantor dan site
Perjalanan dinas
Reklamasi
Sewa
Perbaikan dan
pemeliharaan
Penyusutan
(Catatan 10)
Loading inspection
Penutupan pasca
tambang
Penyusutan properti
pertambangan
PNBP jasa transportasi
laut
Pengobatan dan
sumbangan
Sewa alat dan
bahan bakar
Demurrage
Lain-lain

144.853.807.582
43.959.171.840
22.307.305.767

11.752.290.028
7.872.548.099
3.489.990.643
3.292.967.349
2.274.280.302
2.228.025.534

1.897.759.715
1.777.756.758

450.919.064

362.168.075

320.286.335

155.333.500

38.960.000

170.808.408.393
47.632.533.572
66.554.850.134

8.359.787.013
4.555.086.436
2.425.360.658
1.715.732.349
1.211.857.398
14.004.881.112

790.904.358
1.512.423.221

429.895.745

438.369.316

121.470.900

7.097.411.438
2.532.631.943
20.228.050

398.566.519.971
92.684.783.151
151.361.900.196

19.083.935.409
7.038.407.429
6.127.580.147
4.818.235.249
2.631.962.985
40.197.527.098

1.959.428.081
3.813.344.244

859.791.490

876.738.631

465.222.822

15.299.011.438
6.512.062.191
50.508.000

62.818.661.667
28.155.399.273
42.645.446.763

9.266.210.461
1.951.991.612
1.464.690.220
566.294.980
459.664.488
8.623.444.834

1.392.478.958
1.210.958.828

806.625.881

218.232.008

2.712.319.316

11.312.570.547
286.629.098

41.610.526.827
10.948.667.300
17.602.349.341

8.898.953.311
650.072.905
1.609.506.809
809.301.583
27.100.000
2.350.228.742

1.519.705.026
1.523.500.000

756.747.793

2.082.620.471

1.385.027.450

462.883.018
423.529.542

Production costs
Transportation and

nickel ore mining fees

Royalty
Barges

Indirect labor

Office expense and site
Travelling

Reclamation

Rent

Repair and maintenance

Depreciation (Note 10)
Loading inspection

Post mining recovery
Depreciation of mining
properties

PNBP sea transportation

service
Medication and
donation

Equipment rental and fuel

Demurrage
Others

Jumlah beban pokok
produksi

247.033.570.591

330.211.832.036

752.346.958.532

173.891.618.934

92.660.720.118

Total production cost

Persediaan barang jadi
Awal periode
Akhir periode

88.229.177.968
(23.560.493.065)

28.449.190.622
(50.293.507.681)

28.449.190.622
(88.229.177.968)

29.644.904.427
(28.449.190.622)

25.230.348.125
(29.644.904.427)

Finished goods
At beginning of periods
At ending of periods

Jumlah beban
pokok penjualan

311.702.255.494

308.367.514.977

692.566.971.186

175.087.332.739

88.246.163.816

Total cost of goods sold

BEBAN PENJUALAN
Akun ini terdiri dari:

30. SELLING EXPENSES
This account consists of:

30 Juni 2023/
June 30, 2023

30 Juni 2022/
June 30, 2022

31 Des 2022/
Dec 31, 2022

31 Des 2021/
Dec 31, 2021

31 Des 2020/
Dec 31, 2020

Agen

6.109.861.714

9.692.861.714

5.046.833.955

Agency

Jumlah

6.109.861.714

9.692.861.714

5.046.833.955

Total
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December 31, 2022, 2021 and 2020
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31.

32.

33.

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI
Akun ini terdiri dari:

31. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES
This account consists of:

30 Juni 2023/
June 30, 2023

30 Juni 2022/
June 30, 2022

31 Des 2022/
Dec 31, 2022

31 Des 2021/
Dec 31, 2021

31 Des 2020/
Dec 31, 2020

Gaji dan tunjangan 9.514.453.641

Pajak bumi dan

bangunan 5.064.519.244
Jasa profesional 3.794.827.159
Perijinan 3.509.815.258

Imbalan pasca kerja 1.756.822.000

Penyusutan aset hak guna

7.146.301.586

979.520.460
503.670.019
2.829.385.419
1.160.943.500

16.183.902.800

1.959.040.920

709.095.951
2.829.385.419
2.321.887.000

7.959.704.119

594.541.863

6.623.747.147

2.872.521.670
(72.989.000)

8.175.580.113

5.922.440.710
471.191.462
8.363.455.369

Salaries and allowance

Land and building tax
Professional fee
Permit

1.963.574.000 Post employment benefits

Right of use assets

(Catatan 12) 1.242.077.060 665.416.665 1.330.833.330 825.713.228 637.324.195 depreciation (Note 12)
Perjalanan dinas 760.217.214 230.375.198 856.377.548 221.515.983 276.731.729 Travelling
luran dan sumbangan 611.887.528 162.843.586 250.846.830 208.384.023 144.343.427 Dues and donation
Sewa 485.279.738 436.601.311 729.290.056 - 299.430.269 Rent
Keperluan kantor 314.929.209 129.265.527 514.776.768 149.161.523 559.384.263 Office supplies
Pengobatan 178.815.808 73.993.759 190.626.642 - - Medical
Jamuan 105.301.029 221.848.840 423.103.696 1.162.559.304 1.286.266.962 Entertainment
Lainnya 70.906.533 1.048.320 2.848.414 18.284.544 30.748.128 Others
Jumlah 27.409.851.421  14.541.214.190 28.302.015.374 20.563.144.404 28.130.470.627 Total
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN 32. OTHERS INCOME (EXPENSE)

Akun ini terdiri dari: This account consists of:
30 Juni 2023/ 30 Juni 2022/ 31 Des 2022/ 31 Des 2021/ 31 Des 2020/
June 30, 2023 June 30, 2022 Dec 31, 2022 Dec 31, 2021 Dec 31, 2020
Sewa dermaga 11.205.230.229 - 1.301.044.933 - - Rent jetty
Sewa ruang kantor 890.762.233 - 426.967.380 - - Office space rent
Pendapatan bunga dan Interest income on
jasa giro 339.099.167 549.920.779 933.193.082 617.205.251 756.274.185 current account
Laba penjualan Gain on sales of
aset tetap - 50.000.000 103.712.900 - - fixed assets

Beban bunga
Beban administrasi

(279.333.838)

bank (7.274.975)
Laba (rugi) selisih
kurs, neto (3.468.475)

Cadangan penurunan
nilai piutang usaha

Beban pajak (18.345.629)

(12.255.283)
(10.005.834)

(44.452.301)

(160.944.803)

(17.039.602)

(37.029.244)

(327.500.153)
(129.228.120)

(93.943.564)
(8.896.323)

981.311

(943.867.268)

(124.708.071)
(20.086.273)
(759.171.147)

(574.485.717)

Interest expense
Bank administration
expense
Gain (loss) on foreign
exchange, net
Provision for declining
in value of
accounts receivable
Tax expense

Klaim - 525.576.000 - 767.043.710 - Claim
Lainnya, neto 106.826.290 33.035.747 23.878.704 (45.054.604) 88.065.362 Others, net
Jumlah 12.233.495.002 1.091.819.108 2.117.055.077 293.468.513 (634.111.661) Total
ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM 33. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES
MATA UANG ASING IN FOREIGN CURRENCIES
30 Juni 2023/ June 30, 2023 31 Desember 2022/ December 31, 2022
Mata uang asing / Rp Ekuivalen / Mata uang asing / Rp Ekuivalen /
Foreign currency Equivalent Rp Foreign currency Equivalent Rp
ASET ASSETS
Kas dan setara Cash and cash
kas uUsD 6.857 103.032.832 6.868 108.043.812 equivalents
Jumlah aset, neto 103.032.832 108.043.812 Total assets, net

31 Desember 2021/ December 31, 2021

Mata uang asing /
Foreign currency

Rp Ekuivalen /
Equivalent Rp

31 Desember 2020/ December 31, 2020

Mata uang asing /
Foreign currency

Rp Ekuivalen /
Equivalent Rp

ASET ASSETS

Kas dan setara Cash and cash
kas uUsD 5.710 81.480.556 6.965 98.242.171 equivalents

Jumlah aset, neto 81.480.556 08.242.171 Total assets, net
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34. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat relasi

Pemegang saham Entitas termasuk:

- PT Sungai Mas Minerals

- PT Inti Mega Ventura (dahulu PT Mitra Marina Internasional)
- Michael Adhidaya Susantyo

- Victor Agung Susantyo

Saldo material dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

34. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS

WITH RELATED PARTIES
Nature of relationship
Shareholders of the Entity include:
- PT Sungai Mas Minerals
- PT Inti Mega Ventura (formerly PT Mitra Marina Internasional)
- Michael Adhidaya Susantyo
- Victor Agung Susantyo

Material related parties balances are as follows:

30 Juni 2023/ 31 Des 2022/

31 Des 2021/ 31 Des 2020/

June 30, 2023 Dec 31, 2022 Dec 31, 2021 Dec 31, 2020
Piutang lain-lain Other receivables
PT Aries Kencana Sejahtera 697.888.611 115.055.024 - - PT Aries Kencana Sejahtera
PT Sotis Hotel Manajemen 171.402.075 94.786.756 - - PT Sotis Hotel Manajemen
PT Sungai Mas Minerals - - - - PT Sungai Mas Minerals
PT Inti Mega Ventura - - - - PT Inti Mega Ventura
Jumlah 869.290.686 209.841.780 - - Total
Persentase terhadap total aset 0,33% 0,07% 0,00% 0,00% Percentage to total assets
Utang lain-lain Other payables

PT Inti Mega Ventura (dahulu
PT Mitra Marina Internasional) - -

PT Inti Mega Ventura (formerly

11.482.679.834 9.509.074.761 PT Mitra Marina Internasional)

Michael Adhidaya Susantyo - - 397.646.568 403.560.170 Michael Adhidaya Susantyo
Victor Agung Susantyo - - 397.646.568 403.560.170 Victor Agung Susantyo
Jumlah - - 12.277.972.970 10.316.195.100 Total
Persentase terhadap total liabilitas - - 10,27% 12,44% Percentage to total liabilities

Perjanjian sewa ruangan kepada pihak berelasi telah diungkapkan pada
catatan 40.

Direksi dan Dewan Komisaris yang dirinci pada catatan 1a. Jumlah imbalan
kerja untuk personil manajemen kunci untuk periode enam bulan yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, serta tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar
Rp2.783.000.000, Rp3.042.000.000, Rp1.749.000.000 dan Rp1.711.500.000.

35. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN 35.

Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan dicatat
sebesar nilai wajar, atau disajikan dalam jumlah tercatat apabila jumlah
tersebut adalah kurang lebih sebesar nilai wajarnya atau karena nilai
wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

Manajemen menetapkan bahwa nilai tercatat kas dan setara kas, saldo bank
yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lain-lain, aset lancar
lainnya, jaminan, utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus
dibayar, utang pembelian aset tetap dan liabilitas sewa kurang lebih sebesar
nilai wajarnya karena instrumen keuangan tersebut sebagian besar
berjangka pendek.

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan Grup pada tanggal
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022.

The space rental agreement to a related party has been disclosed in note 40.

Key management personnels of the Entity are the Board of Directors and Board
of Commisioners as detailed in note la. The total remuneration for key
management personnels for the six-months period June 30, 2023 and for the
years ended December 31, 2022, 2021, 2020 were Rp2,783,000,000,
Rp3,042,000,000, Rp1,749,000,000 and Rp1,711,500,000, respectively.

FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

Financial instruments presented in the statement of financial position are carried
at fair value, otherwise, they are presented at carrying amounts as either these
are reasonable approximation of fair values or their fair values cannot be reliably
measured.

Management has determined that the carrying amounts of cash and cash
equivalents, restricted bank account, accounts receivables, other receivables,
other current assets, guarantee, accounts payable, other payables, accrued
expenses, fixed assets payable and lease liabilites reasonably approximate their
fair values because they are mostly short-term in nature.

The following table sets out of the Group's financial assets and liabilities as of
June 30, 2023 and December 31, 2022.

30 Juni 2023/ June 30, 2023

31 Desember 2022/ December 31, 2022

Nilai tercatat/ Nilai wajar/
Carrying value Fair value

Nilai tercatat/ Nilai wajar/
Carrying value Fair value

Kas dan setara kas 44.914.257.437 44.914.257.437

Saldo bank yang dibatasi
penggunaannya

Piutang usaha

Piutang lain-lain

Aset lancar lainnya

Jaminan

20.238.393.210
71.090.340.550
4.202.245.304
11.178.974.998
786.056.750

20.238.393.210
71.090.340.550
4.202.245.304
11.178.974.998
786.056.750

31.933.106.127 31.933.106.127 Cas and cash equivalents
20.238.393.210
44.715.419.209
1.112.468.646
37.477.004.828
1.060.566.750

20.238.393.210
44.715.419.209
1.112.468.646
37.477.004.828
1.060.566.750

Restricted bank accounts
Accounts receivable
Other receivables

Other current assets
Guarantee

Jumlah 152.410.268.249 152.410.268.249

136.536.958.770 136.536.958.770 Total

38.610.956.415
2.325.450.000

38.610.956.415
2.325.450.000

Utang usaha

Utang lain-lain

Beban yang masih harus
dibayar

Liabilitas sewa

30.248.381.078
9.091.744.797

30.248.381.078
9.091.744.797

51.014.410.226
10.170.594.009

51.014.410.226
10.170.594.009

Accounts payable
Other payables

44.443.328.670
9.622.418.569

44.443.328.670
9.622.418.569

Accrued expenses
Lease liabilities

Jumlah 80.276.532.290 80.276.532.290

115.250.751.474 115.250.751.474 Total
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Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan Grup pada tanggal
31 Desember 2021 dan 2020.

35. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

(continued)

The following table sets out of the Group's financial assets and liabilities as of
December 31, 2021 and 2020.

2021

2020

Nilai tercatat/
Carrying value

Nilai wajar/
Fair value

Nilai tercatat/
Carrying value

Nilai wajar/
Fair value

Kas dan setara kas 57.869.468.354 57.869.468.354

Saldo bank yang dibatasi
penggunaannya

14.184.971.334 14.184.971.334

2.927.275.450 2.927.275.450 Cas and cash equivalents

14.184.971.334 14.184.971.334 Restricted bank accounts

Piutang usaha 48.075.150.836 48.075.150.836 2.927.478.724 2.927.478.724 Accounts receivable
Piutang lain-lain - - 524.538.393 524.538.393 Other receivables
Aset lancar lainnya 2.375.930.520 2.375.930.520 4.276.274.533 4.276.274.533 Other current assets
Jaminan 316.710.000 316.710.000 276.010.000 276.010.000 Guarantee
Jumlah 122.822.231.044 122.822.231.044 25.116.548.434 25.116.548.434 Total
Utang usaha 6.878.630.356 6.878.630.356 1.401.895.619 1.401.895.619 Accounts payable
Utang lain-lain 25.886.026.853 25.886.026.853 22.337.525.464 22.337.525.464 Other payables
Beban yang masih harus

dibayar 65.108.174.706 65.108.174.706 42.007.958.061 42.007.958.061 Accrued expenses
Utang pembelian aset tetap 20.265.311 20.265.311 321.018.837 321.018.837 Fixed assets purchase payable
Liabilitas sewa 798.573.406 798.573.406 1.514.863.022 1.514.863.022 Lease liabilities

Jumlah 98.691.670.632 98.691.670.632

67.583.261.003 67.583.261.003 Total

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau
harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi
teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai
wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan
liabilitas terjadi:

a. Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut, atau

b. Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan
untuk aset atau liabilitas tersebut.

Grup harus memiliki akses ke pasar utama.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan
digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas
tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan
ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar atas aset non-keuangan mempertimbangkan
kemampuan pelaku pasar dalam menghasilkan keuntungan ekonomi dengan
penggunaan aset pada kemampuan tertinggi dan terbaik aset atau dengan
menjualnya ke pelaku pasar yang lain yang akan menggunakan aset di
kemampuan tertinggi dan terbaik.

Grup menggunakan teknik penilaian yang tepat sesuai keadaan dan di mana
tersedia kecukupan data untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan
penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalisir
penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

PSAK 60, ‘'Instrumen Keuangan: Pengungkapan’, mensyaratkan
pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar
sebagai berikut:

a. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau
liabilitas yang identik (tingkat 1);

b. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat
diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya
harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga) (tingkat
2), dan;

c. Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang
dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3).

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif
ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan.
Instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 1.
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Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a
liability in an orderly transaction between market participants at the
measurement date. The fair value measurement is based on the presumption
that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

a. In the principal market for the asset or liability, or

b. In the absence of a principal market, in the most advantageous market for
the asset or liability.

The Group must have access to the principal market.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that
market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that
market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market
participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its
highest and best use or by selling it to another market participant that would use
the asset in its highest and best use.

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances
and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the
use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

PSAK 60, "Financial Instruments: Disclosures”, requires disclosure of fair value
measurements by level of the following fair value measurement hierarchy:

a. Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or
liabilities (level 1);

b. Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable
for the asset or liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from
prices) (level 2), and;

c. Inputs for the asset and liability that are not based on observable market
data (unobservable inputs) (level 3).

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on
quoted markets prices at the reporting date. These instruments are included in
level 1.
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3

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif
ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut
menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia, dan
seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan
atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam

tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang

dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

Grup tidak mempunyai aset dan liabilitas keuangan yang diukur dan diakui

pada nilai wajar (tingkat 1 dan 2).

Berikut ini adalah metode dan asumsi yang digunakan dalam mengestimasi

nilai wajar dari setiap golongan instrumen keuangan Grup:

1. Kas dan setara kas, saldo bank yang dibatasi penggunaannya, piutang

usaha, dan piutang lain-lain.

Untuk aset keuangan yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, nilai
tercatat aset keuangan tersebut dianggap telah mencerminkan nilai wajar

dari aset keuangan tersebut.
2. Utang usaha, utang lain-lain dan beban yang masih harus dibayar.

Seluruh liabilitas keuangan di atas merupakan liabilitas yang akan jatuh
tempo dalam waktu 12 bulan sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan

tersebut telah mencerminkan nilai wajar.

3. Liabilitas sewa

Liabilitas keuangan di atas memiliki suku bunga variabel yang disesuaikan
dengan pergerakan suku bunga pasar sehingga jumlah terutang liabilitas

keuangan tersebut telah mendekati nilai wajar.

36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko keuangan utama yang dihadapi oleh Grup adalah risiko kredit, risiko
likuiditas, risiko mata uang dan risiko suku bunga. Grup mencoba untuk
meminimalkan potensi dampak negatif dari risiko-risiko di atas melalui

pendekatan manajemen risiko.

a. Risiko kredit

5. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(continued)

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is
determined using valuation techniques. These valuation techniques maximize
the use of observable market data where it is available and rely as little as
possible on estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument
are observable, the instrument is included in level 2.

If one or more of the significant inputs is not based on observable market data,
the instrument is included in level 3.

The Group does not have financial asset and liability which is measured and
recognized on fair value (level 1 and 2).

The following are the methods and assumptions to estimate the fair value of
each class of the Group’s financial instruments:

1. Cash and cash equivalents, restricted bank accounts, accounts receivable,
and other receivables.

For financial assets that are due within 12 months, the carrying values of
the financial assets approximate their fair values.

2. Accounts payable, other payables and accrued expenses.

All of the above financial liabilities are due within 12 months, thus, the
carrying value of the financial liabilities approximate their fair value.

3. Lease liabilities

Financial liabilities above have floating interest rates which are adjusted
based on the movements of the market interest rates, thus the payable
amounts of this financial liability approximate its fair values.

36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The main financial risks faced by the Group are credit risk, liquidity risk, currency
risk and interest rate risk. The Group try to minimize the potential negative
impact of risk through using risk management approach.

a. Credit risk

Risiko kredit adalah di mana salah satu pihak atas instrumen keuangan
akan gagal memenuhi liabilitasnya dan mengakibatkan pihak lain
mengalami kerugian keuangan.

Instrumen keuangan Grup yang mempunyai potensi atas risiko kredit
terdiri dari kas dan setara kas di bank dan piutang usaha. Jumlah
eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-
akun tersebut.

Untuk risiko kredit yang berhubungan dengan bank, hanya bank-bank
dengan predikat baik yang dipilih. Selain itu, kebijakan Grup adalah untuk
tidak membatasi eksposur hanya kepada satu institusi tertentu, sehingga
Group memiliki kas dan setara kas di bank dan piutang di berbagai
institusi (Catatan 4, 5, 6, dan 7).

. Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko mata uang adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang
disebabkan perubahan nilai tukar nilai mata uang asing.

Grup melakukan transaksi-transaksi dengan menggunakan mata uang
asing, diantaranya adalah transaksi penjualan, pembelian dan pinjaman
Grup. Grup harus mengkonversikan Rupiah ke mata uang asing, terutama
Dolar Amerika Serikat, untuk memenuhi kebutuhan liabilitas dalam mata
uang asing pada saat jatuh tempo. Fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah
terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat dapat memberikan dampak
pada kondisi keuangan Grup.

Grup mengelola risiko mata uang dengan melakukan pengawasan
terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang secara terus-menerus sehingga
dapat melakukan tindakan yang tepat untuk mengurangi risiko mata uang.
Aset dan liabilitas dalam mata uang asing tersaji di Catatan 33.

51

Credit risk is where one party over the financial instrument will fail to meet
its obligations and cause the other party suffered financial losses.

The Group's financial instruments that have potential credit risk consist of
cash and cash equivalents in bank and accounts receivable. Total
maximum credit risk exposure equal to the carrying amount of these
accounts.

For credit risk associated with banks, only banks with good reputation are
chosen. In addition, the Group's policy is not to restrict the exposure only to
one particular institution, so that the Group has cash and cash equivalents
in bank and accounts receivables at various institutions (Notes 4, 5, 6, and
7).

. Foreign currency risk

Currency risk is the risk of fluctuations in the value of financial instruments
due to changes in exchange rates of foreign currency values.

The Group conduct transactions using foreign currencies, such as sales,
purchase and loan transactions of the Group. the Group has to convert the
amount into foreign currency, mainly United States Dollar, to meet
obligations denominated in foreign currencies at maturity. Fluctuations in
currency exchange rate of Rupiah against the United States Dollar could
have an impact in financial condition of the Group.

The Group manages currency risk by monitoring the fluctuation of
exchange rates on an ongoing basis so can be taken appropriate action to
reduce the currency risk. Assets and liabilities in foreign currency is
presented on Note 33.
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36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)
c. Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang
disebabkan perubahan suku bunga pasar.

Grup memiliki risiko bunga terutama karena melakukan pinjaman
menggunakan suku bunga mengambang (Catatan 17 dan 18). Grup
melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan suku bunga untuk
meminimalisasi dampak negatif terhadap Grup.

Utang yang berdampak bunga terdiri dari:

36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Interest rate risk

Interest rate risk is fluctuation risk of financial instrument which is caused by
market interest rate changes.

The Group has interest rate risk due to a loan use floating interest rate
(Notes 17 and 18). The Group monitor impact of interest fluctuation for
mitigating negative impact to the Group.

Interest bearing loans consists of:

30 Juni 2023/ 31 Des 2022/

31 Des 2021/ 31 Des 2020/

June 30, 2023 Dec 31, 2022 Dec 31, 2021 Dec 31, 2020
Liabilitas sewa 9.091.744.797 9.622.418.569 798.573.406 1.514.863.022 Lease liabilities
Utang pembelian aset tetap - - 20.265.311 321.018.837 Fixed assets payable
Jumlah 9.091.744.797 9.622.418.569 818.838.717 1.835.881.859 Total

d. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko di mana Grup akan mengalami kesulitan
dalam rangka memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait
dengan instrumen keuangan.

Liabilitas keuangan terdiri dari:

d. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk in which the Group will experience difficulties in
acquiring funds to meet its commitments associated with financial
instruments.

Financial liabilities consists of:

30 Juni 2023/
June 30, 2023

31 Des 2022/
Dec 31, 2022

31 Des 2021/
Dec 31, 2021

31 Des 2020/
Dec 31, 2020

Utang usaha 38.610.956.415  51.014.410.226
Utang lain-lain 2.325.450.000 10.170.594.009
Utang pembelian aset tetap - -
Beban yang masih harus dibayar 30.248.381.078  44.443.328.670
Liabilitas sewa 9.091.744.797 9.622.418.569

6.878.630.356
25.886.026.853

1.401.895.619
22.337.525.464

Accounts payable
Other payables

20.265.311 321.018.837 Fixed assets purchase payable
65.108.174.706 42.007.958.061 Accured expenses
798.573.406 1.514.863.022 Lease liabilities

Jumlah 80.276.532.290  115.250.751.474

98.691.670.632 67.583.261.003 Total

Grup mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas yang
mencukupi untuk memungkinkan Grup dalam memenuhi komitmen Grup
untuk operasi normal Grup. Selain itu Grup juga melakukan pengawasan
proyeksi dan arus kas aktual secara terus menerus serta pengawasan
tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

37. MANAJEMEN PENGELOLAAN MODAL

Tujuan utama pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan
pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan
memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Grup dipersyaratkan oleh Undang-Undang No0.40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, efektif sejak 2007, untuk mengalokasikan sampai
dengan 20% dari modal saham diterbitkan dan dibayar penuh ke dalam dana
cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Persyaratan permodalan
eksternal tersebut telah dipertimbangkan oleh Grup bahwa pembentukan
dana cadangan belum bisa dilakukan.

Grup mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, bila
diperlukan, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan
menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat mengusahakan pendanaan
melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun
proses selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020.

Grup mengawasi modal dengan menggunakan rasio pengungkit, dengan
membagi jumlah utang yang berdampak bunga dengan jumlah ekuitas.
Kebijakan Grup adalah menjaga rasio pengungkit dalam kisaran dari
perusahaan terkemuka di Indonesia untuk mengamankan akses terhadap
pendanaan pada biaya yang rasional. Termasuk dalam total pinjaman
berdampak bunga adalah liabilitas sewa dan utang pembelian aset tetap.
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The Group manages liquidity risk by maintaining sufficient cash to enable
the Group to meet its commitment to the normal operation of the Group. In
addition, the Group also continuosly controls the projected and actual cash
flow and monitors on the maturity date of financial assets and liabilities.

37. CAPITAL MANAGEMENT

The primary objective of the Group capital management is to ensure that it
maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize
shareholder value.

The Group is required by the Law No.40 of 2007 on Limited Liability Companies,
effective since 2007, to allocate up to 20% of the issued and fully paid-up share
capital into a reserve fund that cannot be distributed. The external capital
requirements have been considered by the Group, and it has determined that the
establishment of the reserve fund cannot be carried out at this time.

The Group manage theirs capital structure and makes adjustments to it, if
necessary, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the
capital structure, the Group may raise debt financing. No changes were made in
objectives, policies or processes for the period six-months dated June 30, 2023
and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020.

The Group monitor its capital using gearing ratios, by dividing interest bearing
loan to total equity. The Group's policy is to maintain its gearing ratio within the
range of gearing ratios of the leading companies in Indonesia in order to secure
access to finance at reasonable cost. Including in interest bearing loan is lease
liabilities and fixed assets purchase payable.
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PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARY

NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the six-months period ended

June 30, 2023 and 2022 (unaudited) and for the years ended
December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Rupiah)

37. MANAJEMEN PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)

38.

37.

Rasio pengungkit untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30
Juni 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022,

2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

CAPITAL MANAGEMENT (continued)

The gearing ratios for the six-months period June 30, 2023 and for the years
ended December 31, 2022, 2021 and 2020 were as follows:

31 Des 2022/

31 Des 2021/ 31 Des 2020/

Dec 31, 2022 Dec 31, 2021 Dec 31, 2020
Liabilitas sewa 9.622.418.569 798.573.406 1.514.863.022 Lease liabilities
Utang pembelian aset tetap - 20.265.311 321.018.837 Fixed asset purchase payable
Total pinjaman yang berdampak
bunga 9.622.418.569 818.838.717 1.835.881.859 Total interest bearing loans
Total ekuitas 119.036.959.439  88.101.889.331 49.428.833.156 4.167.472.903 Total equity
Rasio pengungkit 10,92% 1,66% 44.05% Gearing ratio

PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN

38.

Grup menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan laporan posisi keuangan
konsolidasian per 1 Januari 2022/31 Desember 2021 sebagai dampak
penerapan PSAK 38 sesuai yang diungkapkan pada Catatan 1c.

RESTATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS

The Group restated the consolidated financial statements for the year ended
December 31, 2022 and the consolidated statement of financial position as of
January 1, 2022/December 31, 2021 as a result of implementing PSAK 38 as
disclosed in Note 1c.

31 Des 2022 / Dec 31, 2022

Sebelum
disajikan kembali/

Before

restatement

Setelah

disajikan kembali/

After

restatement

Laporan posisi keuangan
konsolidasian

Aset

Aset lancar
Kas dan setara kas
Piutang usaha, neto
Piutang lain-lain
Persediaan
Beban dibayar di muka
Aset lancar lainnya

31.933.106.127
44.715.419.209
31.132.478.646
88.229.177.968

9.000.474
37.477.004.828

31.933.106.127
44.715.419.209
1.112.468.646
88.229.177.968
9.000.474
37.477.004.828

Consolidated statement of
financial position

Assets

Current assets
Cash and cash equivalents
Accounts receivable, net
Other receivables
Inventories
Prepaid expense
Other current assets

Jumlah aset lancar

233.496.187.252

203.476.177.252

Total current assets

Aset tidak lancar

Saldo bank yang dibatasi
penggunaannya

Aset tetap, neto
Properti pertambangan, neto
Aset hak guna, neto
Jaminan
Aset pajak tangguhan

20.238.393.210
26.390.519.261
16.821.883.603
9.775.686.931
1.060.566.750
5.689.672.226

20.238.393.210
26.390.519.261
16.821.883.603
9.775.686.931
1.060.566.750
5.689.672.226

Non-current assets

Restricted bank account
Fixed asset, net

Mining properties, net
Right of use assets, net
Guarantee

Deferred tax assets

Jumlah aset tidak lancar

79.976.721.981

79.976.721.981

Total non-current assets

Jumlah aset 313.472.909.233 283.452.899.233 Total assets
Liabilitas dan ekuitas Liabilities and equity
Liabilitas Liabilities

Liabilitas jangka pendek

Utang usaha

Utang lain-lain

Beban yang masih harus dibayar

Utang pajak

Uang muka pelanggan

Bagian utang jangka panjang
yang jatuh tempo satu tahun
Liabilitas sewa

51.014.410.226
10.170.594.009
44.443.328.670
68.902.483.428

2.260.503.000

1.804.918.296

51.014.410.226
10.170.594.009
44.443.328.670
68.902.483.428

2.260.503.000

1.804.918.296

Short-term liabilities

Accounts payable

Other payables

Accrued expenses

Taxes payable

Sales advance

Current maturity portion of
long-term loan
Lease liabilities

Jumlah liabilitas
jangka pendek

178.596.237.629

178.596.237.629

Total short-term liabilities

Utang jangka panjang setelah dikurangi
bagian yang jatuh tempo dalam
satu tahun
Liabilitas sewa

Liabilitas imbalan pasca kerja

7.817.500.273
8.937.272.000

7.817.500.273
8.937.272.000

Long-term loan, net of

current maturity portion

within one year

Lease liabilities
Post-employment benefits liabilities

Jumlah liabilitas
jangka panjang

16.754.772.273

16.754.772.273

Total long-term
liabilites

Jumlah liabilitas (dipindahkan)

195.351.009.902

195.351.009.902

Total liabilities (carried forward)
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PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARY

NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the six-months period ended

June 30, 2023 and 2022 (unaudited) and for the years ended
December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Rupiah)

38. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)

38. RESTATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL

STATEMENTS (continued)

31 Des 2022 / Dec 31, 2022

Sebelum
disajikan kembali/
Before
restatement

Setelah
disajikan kembali/
After
restatement

Jumlah liabilitas (pindahan) 195.351.009.902

195.351.009.902 Total liabilities (brought forward)

Ekuitas
Modal saham 60.820.200.000
Tambahan modal disetor 2.100.000.000
Proforma ekuitas -
Komponen ekuitas lainnya 862.672.200
Saldo laba 54.339.027.131

Equity
30.800.190.000 Capital stock
2.100.000.000 Additional paid-in capital
- Proforma equity
862.672.200 Other equity component
54.339.027.131 Retained earnings

Jumlah Ekuitas yang Dapat
Diatribusikan Kepada Pemilik

Entitas Induk 118.121.899.331

Total Equity Attributable to
Owners of the

88.101.889.331 Parent Entity

Jumlah ekuitas 118.121.899.331 88.101.889.331 Total equity
Jumlah liabilitas Total liabilities
dan ekuitas 313.472.909.233 283.452.899.233 and equity

Grup menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan laporan posisi keuangan
konsolidasian per 1 Januari 2020/31 Desember 2019 sebagai dampak
penerapan PSAK 14, PSAK 24, PSAK 25, PSAK 46, PSAK 64, PSAK 70 dan
PSAK 73 sesuai yang diungkapkan pada Catatan 2b, 2k, dan 2s.

The Group restated the consolidated financial statements for the year ended
December 31, 2020 and the consolidated statement of financial position as of
January 1, 2020/December 31, 2019 as a result of implementing PSAK 14,
PSAK 24, PSAK 25, PSAK 46, PSAK 64, PSAK 70 and PSAK 73 as disclosed in
Notes 2b, 2k, and 2s.

31 Des 2020 / Dec 31, 2020

Sebelum
disajikan kembali/
Before
restatement

Setelah
disajikan kembali/
After

restatement Penjelasan / Explanation

Laporan posisi keuangan konsolidasian /
consolidated statement of financial position

Aset / Assets

Aset lancar / Current assets
Kas dan setara kas / Cash and cash equivalents
Piutang usaha, neto / Accounts receivable, net

2.927.275.451
2.927.478.724

Piutang lain-lain / Other receivables 524.538.393
Persediaan / Inventories -
Beban dibayar di muka / Prepaid expense 247.600.096

Aset lancar lainnya / Other current assets 4.276.274.533
Pajak dibayar di muka / Prepaid tax -
Piutang pajak / Taxes receivable -
1.076.010.000

Jaminan / Guarantee

Saldo bank yang dibatasi

penggunaannya / Restricted bank account 13.384.971.333

2.927.275.450
2.927.478.724
524.538.393
Penyesuaian nilai persediaan sesuai saldo persediaan per
31 Des 2020 / inventory value adjusment based on

29.644.904.427 inventory balance as of Dec 31, 2020.

Penyesuaian karena penerapan PSAK 73/ adjustment
19.332.865 due to PSAK 73 application
4.276.274.533
Reklasifikasi dari pajak dibayar di muka tidak lancar /
reclassification from non-current prepaid taxes
Reklasifikasi dari pajak dibayar di muka tidak lancar /
reclassification from non-current prepaid taxes
Reklasifikasi ke jaminan dan saldo bank yang dibatasi
penggunaannya bagian tidak lancar / Reclassification to
guarantee and restricted bank account in non-current
- portion
Reklasifikasi ke saldo bank yang dibatasi penggunaannya
bagian tidak lancar / Reclassification restricted bank
- account in non-current portion

20.897.019

14.150.331.578

Jumlah aset lancar / Total current assets

(dipindahkan) / (carried forward) 25.364.148.530

54.491.032.989
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan) NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal For the six-months period ended
30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada June 30, 2023 and 2022 (unaudited) and for the years ended
tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 December 31, 2022, 2021 and 2020
(Disajikan dalam Rupiah) (Expressed in Rupiah)
38. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN 38. RESTATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL
KONSOLIDASIAN (lanjutan) STATEMENTS (continued)
31 Des 2020 / Dec 31, 2020
Sebelum Setelah
disajikan kembali/ disajikan kembali/
Before After
restatement restatement Penjelasan / Explanation

Jumlah aset lancar / Total current assets
(pindahan) / (brought forward) 25.364.148.530 54.491.032.989

Aset tidak lancar/ Non-current assets
Reklasifikasi dari jaminan dan saldo bank yang dibatasi
Saldo bank yang dibatasi penggunaannya bagian lancar / Reclassification from
penggunaannya/ Restricted bank account - 14.184.971.334 guarantee and restricted bank account in current portion

Reklasifikasi dari aset pengampunan pajak dan rekalkulasi
penyusutan / Reclassification from tax amnesty assets

Aset tetap, neto / Fixed asset, net 10.704.379.723 12.485.914.100 and depreciation recalculation
Properti pertambanagan, neto / Pengakuan properti pertambangan sesuai PSAK 64 /
Mining properties , net - - Mining properties based on PSAK 64

Reklasifikasi ke pajak dibayar di muka dan piutang pajak
di bagian lancar / Reclassification to prepaid taxes and

Pajak dibayar di muka / Prepaid tax 14.171.228.597 - taxes receivable in current portion
Aset hak guna, neto / Right of use assets, net - 1.700.947.089 Penerapan PSAK 73 / PSAK 73 application
Reklasifikasi dari jaminan bagian lancar / Reclassification
Jaminan / Guarantee - 276.010.000 from guarantee current portion
Reklasifikasi ke aset tetap sesuai PSAK 70 /
Aset tax amnesty / Tax amnesty assets 2.000.000.000 - Reclassification to fixed assets based on PSAK 70
Aset pajak tangguhan / Deferred tax assets 3.195.626.313 3.970.713.308 Perhitungan ulang PSAK 46 / Recalculation PSAK 46
Jumlah aset tidak lancar / Total non-current assets 30.071.234.633 32.618.555.831
Jumlah aset / Total assets 55.435.383.163 87.109.588.820

Liabilitas dan ekuitas / Liabilities and equity
Liabilitas / Liabilities
Liabilitas jangka pendek / Short-term liabilities
Reklasifikasi ke beban yang masih harus dibayar /
Utang usaha / Accounts payable 10.911.219.155 1.401.895.619 Reclassification to accrued expenses
Utang lain-lain / Other payables 27.251.125.230 22.337.525.464

Reklasifikasi dari utang usaha dan penyesuaian beban
yang masih harus dibayar terkait biaya persediaan /

Beban yang masih harus dibayar / Reclassification from accounts payable and adjustment of
Accrued expenses 43.182.836 42.007.958.061 accrued that related to inventory cost

Utang pajak / Taxes payable 4.950.549.538 6.451.376.914

Uang muka pelanggan / Sales advance 1.379.500.000 1.379.500.000

Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo satu tahun /
Current maturity portion of long-term loan

Pembelian aset tetap / Fixed assets purchase 312.802.000 300.753.526
Liabilitas sewa / Lease liabilities - 716.289.616 Penerapan PSAK 73 / PSAK 73 application
Jumlah liabilitas
jangka pendek / Total short-term liabilities 44.848.378.759 74.595.299.200

Liabilitas jangka panjang / Long-term liabilities
Utang jangka panjang setelah dikurangi
bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun /
Long-term loan, net of current maturity portion within one year
Pembelian aset tetap / Fixed assets purchase 20.482.000 20.265.311

Liabilitas sewa / Lease liabilities 798.573.406 Penerapan PSAK 73 / PSAK 73 application
Liabilitas imbalan pasca kerja /

Post-employment benefits liabilities - 7.527.978.000 Penerapan PSAK 24 / PSAK 24 application
Jumlah liabilitas jangka panjang /

Total long-term liabilities 20.482.000 8.346.816.717
Jumlah liabilitas / Total liabilities

(dipindahkan) / (carried forward) 44.868.860.759 82.942.115.917
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan) NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal For the six-months period ended
30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada June 30, 2023 and 2022 (unaudited) and for the years ended
tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 December 31, 2022, 2021 and 2020
(Disajikan dalam Rupiah) (Expressed in Rupiah)
38. PENYAJIAN KEMBAL| LAPORAN KEUANGAN 38. RESTATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL
KONSOLIDASIAN (lanjutan) STATEMENTS (continued)
31 Des 2020/ Dec 31, 2020
Sebelum Setelah
disajikan kembali/ disajikan kembali/
Before After
restatement restatement Penjelasan / Explanation
Jumlah liabilitas / Total liabilities
(pindahan) / (brought forward) 44.868.860.759 82.942.115.917
Ekuitas / Equity
Modal saham / Capital stock 29.800.190.000 29.800.190.000
Tambahan modal disetor / Additional paid-in capital - 2.100.000.000 Penerapan PSAK 70 / PSAK 70 application
Komponen ekuitas lainnya /
Other component equity - 639.756.800 Penerapan PSAK 24 / PSAK 24 application
Defisit / Deficit (19.233.667.596) (28.372.473.897)
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk /
Total Equity Attributable to Owner of the Parent
Entity 10.566.522.404 4.167.472.903
Jumlah ekuitas / Total equity 10.566.522.404 4.167.472.903
Jumlah liabilitas dan ekuitas /
Total liabilites and equity 55.435.383.163 87.109.588.820
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain /
Statement of profit or loss and other comprehensive income
Penjualan / Sales 103.542.570.027 103.542.570.027
Penyesuaian perhitungan persediaan / Adjustment of
Beban pokok penjualan / Cost of goods sold 97.528.185.919 88.246.163.816 inventory calculation
Laba kotor / Gross profit 6.014.384.108 15.296.406.211

Penerapan PSAK 24 dan penyesuaian beban yang masih

Beban umum dan administrasi / harus dibayar / PSAK 24 application and adjustment of

General and administrative expenses (22.623.092.849) (28.130.470.627) accrued expenses
Pendapatan (beban) lain-lain, neto /

Other income (expenses), net 955.578.628 (634.111.661)
Rugi sebelum pajak penghasilan /

Loss before income tax (15.653.130.113) (13.468.176.077)
Beban pajak penghasilan / Income tax expenses

Pajak tangguhan / Deferred Tax - (343.065.362) Penerapan PSAK 46 / PSAK 46 application
Rugi tahun berjalan / Loss for the current year (15.653.130.113) (13.811.241.439)

Penghasilan komprehensif lain periode berjalan /
Other comprehensive income for the period

Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya: /
Item not to be reclassified to profit or loss in subsequent periods:

Keuntungan aktuaria / Actuarial gain - 799.696.000 Penerapan PSAK 24 / PSAK 24 application

Pajak tangguhan terkait / Related deferred tax - (159.939.200) Penerapan PSAK 46 / PSAK 46 application
Jumlah rugi komprehensif periode berjalan /

Total comprehensive loss for the period (15.653.130.113) (13.171.484.639)
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal

30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARY

NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the six-months period ended

June 30, 2023 and 2022 (unaudited) and for the years ended
December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Rupiah)

38. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)

Grup menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan laporan posisi keuangan
konsolidasian per 1 Januari 2019/31 Desember 2018 sebagai dampak
penerapan PSAK 14, PSAK 24, PSAK 25, PSAK 46, PSAK 64, PSAK 70 dan
PSAK 73 sesuai yang diungkapkan pada Catatan 2b, 2k, dan 2s.

38. RESTATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (continued)

The Group restated the consolidated financial statements for the year ended
December 31, 2019 and the consolidated statement of financial position as of
January 1, 2019/December 31, 2018 as a result of implementing PSAK 14,
PSAK 24, PSAK 25, PSAK 46, PSAK 64, PSAK 70 and PSAK 73 as disclosed in
Notes 2b, 2k, and 2s.

31 Des 2019/
Sebelum
disajikan kembali/
Before
restatement

Dec 31, 2019
Setelah
disajikan kembali/
After
restatement

Penjelasan / Explanation

Laporan posisi keuangan konsolidasian /
consolidated statement of financial position

Aset / Assets

Aset lancar / Current assets
Kas dan setara kas / Cash and cash equivalents
Piutang usaha, neto / Accounts receivable, net
Piutang lain-lain / Other receivables

Persediaan / Inventories

Beban dibayar di muka / Prepaid expense

Aset lancar lainnya / Other current assets

Pajak dibayar di muka / Prepaid tax

Piutang pajak / Taxes receivable

Jaminan / Guarantee

Saldo bank yang dibatasi
penggunaannya / Restricted bank account

9.050.739.377
55.196.129.716
1.538.434.678

380.132.715
11.717.502.369

889.060.000

13.384.971.333

9.050.739.377
55.196.129.716
1.602.597.238

25.230.348.125

262.077.156
11.717.502.369

Penyesuaian nilai persediaan sesuai saldo persediaan per
31 Des 2019 / inventory value adjusment based on
inventory balance as of Dec 31, 2019.

Penyesuaian karena penerapan PSAK 73 / adjustment
due to PSAK 73 application

Reklasifikasi dari pajak dibayar di muka tidak lancar /
reclassification from non-current prepaid taxes
Reklasifikasi dari pajak dibayar di muka tidak lancar /
reclassification from non-current prepaid taxes
Reklasifikasi ke jaminan dan saldo bank yang dibatasi
penggunaannya bagian tidak lancar / Reclassification to
guarantee and restricted bank account in non-current
portion
Reklasifikasi ke saldo bank yang dibatasi penggunaannya
bagian tidak lancar / Reclassification restricted bank
account in non-current portion

Jumlah aset lancar / Total current assets

92.156.970.188

103.059.393.981

Aset tidak lancar/ Non-current assets

Saldo bank yang dibatasi
penggunaannya/ Restricted bank account

Aset tetap, neto / Fixed asset, net

Properti pertambangan, neto /
Mining properties , net
Piutang pajak / Taxes receivable
Aset hak guna, neto / Right of use assets, net

Jaminan / Guarantee

Aset tax amnesty / Tax amnesty assets
Aset pajak tangguhan / Deferred tax assets

11.610.007.966

13.142.478.742

2.000.000.000
3.195.626.313

14.184.971.333

13.593.895.101

13.142.478.742
115.723.658

89.060.000

4.473.717.869

Reklasifikasi dari jaminan dan saldo bank yang dibatasi
penggunaannya bagian lancar / Reclassification from
guarantee and restricted bank account in current portion

Reklasifikasi dari aset pengampunan pajak dan rekalkulasi
penyusutan / Reclassification from tax amnesty assets
and depreciation recalculation

Pengakuan properti pertambangan sesuai PSAK 64 /
Mining properties based on PSAK 64

Penerapan PSAK 73 / PSAK 73 application
Reklasifikasi dari jaminan bagian lancar / Reclassification
from guarantee current portion
Reklasifikasi ke aset tetap sesuai PSAK 70 /
Reclassification to fixed assets based on PSAK 70
Perhitungan ulang PSAK 46 / Recalculation PSAK 46

Jumlah aset tidak lancar / Total non-current assets

29.948.113.021

45.599.846.703

Jumlah aset / Total assets

122.105.083.209

148.659.240.684
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PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARY

NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the six-months period ended

June 30, 2023 and 2022 (unaudited) and for the years ended
December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Rupiah)

38. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)

Grup menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan laporan posisi keuangan
konsolidasian per 1 Januari 2019/31 Desember 2018 sebagai dampak
penerapan PSAK 14, PSAK 24, PSAK 25, PSAK 46, PSAK 64, PSAK 70 dan
PSAK 73 sesuai yang diungkapkan pada Catatan 2b, 2k, dan 2s.

38. RESTATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL

STATEMENTS (continued)

The Group restated the consolidated financial statements for the year ended
December 31, 2019 and the consolidated statement of financial position as of
January 1, 2019/December 31, 2018 as a result of implementing PSAK 14,
PSAK 24, PSAK 25, PSAK 46, PSAK 64, PSAK 70 and PSAK 73 as disclosed in
Notes 2b, 2k, and 2s.

31 Des 2019 / Dec 31, 2019

Sebelum
disajikan kembali/
Before
restatement

Setelah
disajikan kembali/
After

restatement Penjelasan / Explanation

Liabilitas dan ekuitas / Liabilities and equity
Liabilitas / Liabilities
Liabilitas jangka pendek / Short-term liabilities
Utang usaha / Accounts payable
Utang lain-lain / Other payables

16.369.504.055
25.897.468.625

Beban yang masih harus dibayar /
Accrued expenses

Utang pajak / Taxes payable

Uang muka pelanggan / Sales advance

Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo satu tahun /
Current maturity portion of long-term loan
Pembelian aset tetap / Fixed assets purchase

2.378.028.967
4.664.466.134
1.379.500.000

660.814.000

16.369.504.055
25.897.468.625

Reklasifikasi dari utang usaha dan penyesuaian beban
yang masih harus dibayar terkait biaya persediaan /
Reclassification from accounts payable and adjustment of
34.867.206.442 accrued that related to inventory cost
4.664.466.134

1.379.500.000

821.144.458 Koreksi beban bunga / Interest expense correction

Jumlah liabilitas

jangka pendek / Total short-term liabilities 51.349.781.781

83.999.289.714

Liabilitas jangka panjang / Long-term liabilities
Utang jangka panjang setelah dikurangi
bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun /
Long-term loan, net of current maturity portion within one year
Liabilitas imbalan pasca kerja /
Post-employment benefits liabilities -

6.365.882.000 Penerapan PSAK 24 / PSAK 24 application

Jumlah liabilitas jangka panjang /
Total long-term liabilities -

6.365.882.000

Jumlah liabilitas / Total liabilities

(dipindahkan) / (carried forward) 51.349.781.781

90.365.171.714

Ekuitas / Equity
Modal saham / Capital stock 29.800.190.000
Tambahan modal disetor / Additional paid-in capital -
Saldo laba / Retained earnings 40.955.111.428

29.800.190.000
2.100.000.000
26.393.878.970

Penerapan PSAK 70 / PSAK 70 application

Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk /
Total Equity Attributable to Owner of the Parent

Entity 70.755.301.428

58.294.068.970

Jumlah ekuitas / Total equity 70.755.301.428

58.294.068.970

Jumlah liabilitas dan ekuitas /

Total liabilites and equity 122.105.083.209

148.659.240.684
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PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARY

NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
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June 30, 2023 and 2022 (unaudited) and for the years ended
December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Rupiah)

39. PERISTIWA SIGNIFIKAN SETELAH PERIODE
TANGGAL PELAPORAN

1. Pada tanggal 1 September 2023, terdapat keputusan para pemegang
saham yang diaktakan sesuai akta notaris No. 8 dari Notaris Christina Dwi
Utami yang berisi sebagai berikut:

a. Perubahan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Sahan yang diaktakan dalam
akta notaris No. 8 tanggal 1 September 2023 dari Notaris Christina Dwi
Utami, S.H., M.H., M.Kn., tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
seluruh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT Adhi Kartiko Pratama,
memutuskan pemberhentian dengan hormat seluruh Dewan Komisaris
dan Dewan Direksi PT Adhi Kartiko Pratama sejak tanggal 1 September
2023 sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris Independen

Dewan Direksi
Direktur Utama

Victor Agung Susantyo
Dr. Ir. R. Sukhyar

Stevano Rizki Adranacus

39. SIGNIFICANT SUBSEQUENT EVENT AFTER

REPORTING PERIOD

On September 1 2023, there was a decision of the shareholders which was
notarized according to notarial deed No. 8 from Notary Christina Dwi Utami
which contains the following:

a. Changes of Boards Director and Board.

Based on the Resolution of the Shareholders which notarized by
notarial deed No. 8 dated September 1, 2023 from Notary Christina
Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., concerning Dismissal and Appointment
of the entire Board of Commissioners and Board of Directors of the PT
Adhi Kartiko Pratama, decided a respectful dismissal of the Board of
Commissioners and Board of Directors of PT Adhi Kartiko Pratama
since September 1, 2023 are as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Independent Commissioner

Board of Directors
President Director

Direktur Michael Adhidaya Susantyo Director
Direktur Hendra Prawira Director
Susunan Komite Audit Entitas per tanggal 30 Juni 2023, adalah sebagai The Entity's Audit Committee as of June 30, 2023 consists of the
berikut: following:

Komite Audit Audit Committee
Ketua Komite Audit Dr. Ir. R. Sukhyar Head of Audit Committee
Anggota Komite Audit Herry Bertus Wiseno Widjanarko Audit Committee Member
Anggota Komite Audit Monita Agustina Sie Audit Committee Member
Anggota Komite Audit Irwan Sintoro Audit Committee Member

o

. Menyetujui rencana Entitas untuk melakukan penawaran umum.

o

Menyetujui perubahan status Entitas dari suatu Perusahaan Tertutup
menjadi Perusahaan Terbuka, sehingga nama Entitas berubah menjadi
PT Adhi Kartiko Pratama Tbk.

o

.Menyetujui perubahan nilai nominal saham dari semua Rp1.000 per
lembar saham menjadi Rp10 per lembar saham, sehingga susunan
pemegang saham Entitas adalah sebagai berikut:

b.  Approve the Entity's plan to conduct a public offering.

c. Approved the change of Entity status from a Private Company to a
Public Company, so that the Entity's name changed to PT Adhi Kartiko
Pratama Tbk.

d. Approved the change in the nominal value of shares from Rp1,000 per
share to Rpl0 per share, so that the composition of the Entity's
shareholders is as follows:

Persentase Jumlah
Pemilikan / Modal Disetor /
Lbr. Saham / Percentage of Total
Nama Pemegang Saham Total shares Ownership Paid-up Capital Name of Shareholders
PT Sungai Mas Minerals 3.102.000.000 51,00% 31.020.000.000 PT Sungai Mas Minerals
PT Inti Mega Ventura
PT Inti Mega Ventura (dahulu (formerly PT Mitra Marina
PT Mitra Marina Internasion: 2.930.020.000 48,18% 29.300.200.000 Internasional)
Michael Adhidaya Susantyo 25.000.000 0,41% 250.000.000 Michael Adhidaya Susantyo
Victor Agung Susantyo 25.000.000 0,41% 250.000.000 Victor Agung Susantyo
Jumlah 6.082.020.000 100,00% 60.820.200.000 Total

2. Pada tanggal 25 Oktober 2023, terdapat Keputusan Sirkuler Para
Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa yang setuju dan sepakat untuk memutuskan sebagai berikut:

a. Menyetujui dan mengesahkan koreksi saldo laba Entitas per 31
Desember 2019 dari semula sebesar Rp44.599.811.471 yang
dinyatakan dalam RUPS tertanggal 30 Oktober 2020 menjadi sebesar
RpRp40.955.111.428 sebagaimana yang dinyatakan dalam laporan
keuangan auditan untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2019
yang telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik Effendy &
Rekan.

b. Menyetujui dan mengesahkan koreksi atas pembagian dividen dari
semula sebesar RpRp44.599.811.471 sebagaimana disetujui dalam
RUPS tertanggal 30 Oktober 2020 menjadi sebesar Rp40.955.111.428
dari saldo laba per 31 Desember 2019 yang tercatat pada laporan
keuangan auditan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2019, dan sisanya sebesar Rp3.644.700.043 merupakan
dividen interim tahun 2021.
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2.

On date October 25, 2023, there was a Circular Resolution of Shareholders
in lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders which agreed
and agreed to decide as follows:

a. Approved and ratified the correction of retained earnings of the Entity
as of December 31, 2019 from amounted Rp44,599,811,471 which
stated in the General Minutes of Meetings (GMS) dated October 30,
2020 to amounted Rp40,955,111,428 as stated in the audited financial
statements as of December 31, 2019 which has been audited by
Accounting Firm Effendy & Rekan.

b.  Approved and ratified corrections to the distribution of dividends from
the original amount of Rp44,599,811,471 as approved at the General
Minutes of Meetings (GMS) dated October 30, 2020 to
Rp40,955,111,428 from the retained earnings as of December 31,
2019 recorded in the audited financial statements for the year ended
December 31, 2019, and the remaining Rp3,644,700,043 is an interim
dividend for 2021.
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PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARY

NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
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December 31, 2022, 2021 and 2020
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39. PERISTIWA SIGNIFIKAN SETELAH PERIODE 39. SIGNIFICANT SUBSEQUENT EVENT AFTER

40. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING

TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

. Pada tanggal 25 Oktober 2023, terdapat Keputusan Sirkuler Para
Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa yang setuju dan sepakat untuk memutuskan sebagai berikut:
(lanjutan)

¢. Menyetujui, meratifikasi, dan mengesahkan pembagian dividen interim
tahun 2021 sebagaimana dijelaskan di atas.

d. Para Pemegang Saham Entitas dengan ini setuju dan menyatakan
bahwa keputusan tersebut di atas memiliki keabsahan dan kekuatan
hukum yang sama, sebagaimana halnya keputusan yang diambil secara
sah melalui suatu Rapat Umum Pemegang Saham Entitas.

Berdasarkan Perjanjian Jasa Penambangan No.045/AKP-HJS/XI11/2022
tanggal 21 Desember 2022, PT Hillconjaya Sakti sebagai pihak untuk
melaksanakan pekerjaan penambangan nikel dan memberikan hak untuk
melakukan kegiatan prosedur penambangan (land clearing dan grubbing,
top soil removal, over burden dan waste removal, ore getting, hauling
serta barging) yang terdapat di lahan konsesi 1zin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi Perseroan. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sampai
dengan 22 Desember 2025.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penambangan Terbatas No. 035/AKP-
EKS/VIII/2022 sebagaimana diubah dengan Addendum | No.007/AKP-
Askon/11/2023 tanggal 23 Februari 2023, PT Anugerah Sakti Konstruksi
Utama (“Askon”) sebagai pihak untuk melaksanakan pekerjaan
penambangan terbatas nikel (land clearing dan grubbing, top soil
removal, over burden dan waste removal, ore hauling serta ore barging)
di lahan konsesi Perseroan khusus di lokasi kerja area Blok A. Jangka
waktu perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama No0.036/AKP-EKS/VIII/2022 tanggal
1 Agustus 2022, PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama (“Askon”) sebagai
pihak untuk memberikan jasa Manajemen Pertambangan Nikel pada
lokasi kerja dengan target volume adalah sebesar 100.000 Wet Metric
Ton (WMT) per bulan dan kadar Ni sebesar 1,75%. Jangka waktu
perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.
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REPORTING PERIOD (continued)

On date October 25, 2023, there was a Circular Resolution of Shareholders
in lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders which agreed
and agreed to decide as follows: (continued)

c. Approve, ratify and authorize the distribution of the 2021 interim
dividend as explained above.

d. The Shareholders of the Entity hereby agree and declare that the
above decision has the same validity and legal force, as a decision
legally taken through a General Meeting of Shareholders of the Entity.

40. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

a. Perjanjian penjualan a. Sales agreements
Entitas mempuyai berbagai komitmen untuk menjual bijih nikel kepada The Entity has various commintments to sell nickel ore to all of its
pelanggannya. Komitmen yang dibuat sudah memuat syarat-syarat customers. Commitments made already contain the terms of the sales
kontrak Penjualan semestinya. Entitas melakukan Perjanjian Jual Bijih contract properly. The Entity make a Nickel Ore Sale Agreement with
Nikel dengan PT Agung Mineral Abadi dengan nomor perjanjian PT Agung Mineral Abadi with agreement number No0.012A/AKP-
No.012A/AKP-AMA/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 dengan Perjanjian AMA/II/2023 dated February 13, 2023 with Derivative Agreement 1
Turunan 1 No.016A/AKP-AMA/III/2023 sebagaimana diubah dengan No.016A/AKP-AMA/III/2023, which amended by Addendum | No.001/AKP-
Addendum | No0.001/AKP-AMA/IV/2023 tanggal 28 April 2023 dan AMA/IV/2023 dated April 28, 2023 and Derivative Agreement 3
Perjanjian Turunan 3 No.019A/AKP-AMA/V/2023 sebagaimana diubah No.019A/AKP-AMA/V/2023, which amended by Addendum | No.004/AKP-
dengan Addendum | No.004/AKP-AMA/LEGAL-COMMS/ADD1/VI1/2023 AMA/LEGAL-COMMS/ADD1/VI11/2023 dated July 25, 2023 contains the
tanggal 25 Juli 2023 yang memuat jumlah penjualan bijih nikel sebanyak total sales of nickel ore as much as 2,500,000,000 Wet Metric Tons is valid
2.500.000.000 Wet Metric Ton dengan jangka waktu sampai dengan until February 13, 2024, details of nickel grades and the selling price agreed
13 Februari 2024, rincian kadar nikel dan harga jual yang disepakati oleh by the Entity and the customer determined by the provisions of Free On
Entitas dan pelanggan ditentukan dengan ketentuan Free On Board Board (FOB) based on a certificate of analysis issued by an independent
(FOB) berdasarkan sertifikat analisis yang dikeluarkan oleh surveyor surveyor.
independen.
Selain dengan PT Agung Mineral Abadi, Entitas juga melakukan In addition to PT Agung Mineral Abadi, the Entity also make a Nickel Ore
Perjanjian Jual Bijih Nikel dengan PT Kyara Sukses Mandiri dengan Sale Agreement with PT Kyara Sukses Mandiri with the latest Sale and
Perjanjian Jual Beli terakhir No.245/KSM-AKP/CTR/XI/2022 sebagaimana Purchase Agremeent No.245/KSM-AKP/CTR/XI1/2022, which amended by
diubah dengan Addendum | No.245/KSM-AKP/CTR/ADDO1/XI1/2022 Addendum | No0.245/KSM-AKP/CTR/ADDO01/XI1/2022 dated December 1,
tanggal 1 Desember 2022 dan PT Liken Mulia Kretayasa dengan 2022 and PT Liken Mulia Kretayasa with the latest Sale and Purchase
Perjanjian Jual Beli terakhir No.033/LMK-AKP/OSS(LG)/X11/2022 tanggal Agreement N0.033/LMK-AKP/OSS(LG)/XII/202 dated December 3, 2022
3 Desember 2022 yang memuat jumlah penjualan bijih nikel, rincian kadar contains the total sales of nickel ore, details of nickel grades and the selling
nikel dan memuat harga jual yang disepakati oleh Entitas dan price agreed by the Entity and the custumer based on a certificate of
berdasarkan sertifikat analisis yang dikeluarkan oleh surveyor analysis issued by and independent surveyor.
independen.

. Perjanjian kontraktor tambang b.  Mining contractors agreements

Based on the Mining Service Agreement No.045/AKP-HJS/XI1/2022 dated
December 21, 2022, PT Hillconjaya Sakti as the party to implement mining
of nickel and providing the right to conduct out mining procedures (land
clearing and grubbing, top soil removal, over burden dan waste removal,
ore getting, hauling and barging) located on the concession assets of the
Production Operation Mining Business License of the Entity. The term of
this agreement is valid until December 22, 2025.

Based on the Limited Mining Cooperation Agreement No.035/AKP-
EKS/VIINN/2022, which amended by Addendum | No.007/AKP-Askon/I1/2023
dated February 23, 2023, PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama (“Askon”)
as the party to implement limited mining of nickel ore (land clearing and
grubbing, top soil removal, over burden dan waste removal, ore hauling and
ore barging) located on the Entity's concession assets specifically at the
work site of Block A area. The term of this agreement is valid until
December 31, 2023.

Based on the Cooperation Agreement No.036/AKP-EKS/VII1/2022 dated
August 1, 2022, PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama (“Askon’) as the
party to implement nickel mining management services on site with a
mothly goal volume of 100,000 Wet Metric Ton (WMT) with a Ni
concentration of 1.75% . The term of this agreement is valid until
December 31, 2023.
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40. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING (lanjutan)
c. Royalti

40. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

Entitas melakukan penyetoran iuran produksi atau royalti dengan tarif
10% dari harga transaksi berdasarkan keputusan Menteri Energi dan
sumber daya mineral No.18.K/HK.02/MEM.B/2022.

. Perjanjian sewa menyewa

Entitas melakukan perjanjian sewa menyewa ruangan di lantai 9 Panin
Tower Senayan City dengan PT Manggala Gelora Perkasa dengan nomor
Perjanjian Sewa Menyewa No.MGP.009/X/PSM-OFF/2022 tanggal
25 Oktober 2022 dengan nilai sewa sebesar Rp10.509.750.000. Jangka
waktu perjanjian adalah 5 tahun, yakni sejak 15 Oktober 2022 sampai
dengan 14 Oktober 2027.

Entitas menyewakan ruangan di lantai 9 Panin Tower Senayan City
dengan PT Aries Kencana Sejahtera dan PT Sotis Hotel Manajemen
dengan nomor Perjanjian Sewa Bersama No.039A/AKP-INT/X/2022
tanggal 25 Oktober 2022. Pendapatan sewa per bulan dari PT Aries
Kencana Sejahtera dan PT Sotis Hotel Manajemen masing-masing
sebesar Rp77.776.150 dan Rp19.444.037.

Entitas menyewakan slot jetty pada Terminal Khusus untuk memuat
kapal/tongkang dengan kapasitas masing-masing 10.000 WMT/tongkang
serta lahan sebagai tempat penampungan bijih nikel sementara
(stockpile) untuk kapasitas 20.000 Ton dengan PT Agung Pratama
Mineral dengan nomor Perjanjian Sewa Menyewa Penggunaan Fasilitas
Terminal Khusus No. Ref: 015/PSMP/APM-AKP/VI/2022 dan
No. 033/AKP-EKS/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022. Nilai pembayaran
sewa jetty adalah sebesar $1 (satu Dolar Amerika Serikat) untuk setiap
ton ore nikel yang akan dimuat ke atas tongkang berdasarkan hasil draft
survey dari surveyor independent yang ditunjuk oleh PT Agung Pratama
Mineral. Jangka waktu perjanjian berlaku sampai 30 Oktober 2023 atau
sampai dengan tanggal keberlakuan Perizinan Terum.

Entitas menyewakan fasilitas jalan angkut ore nikel dan fasilitas jetty di
Terum Perseroan beserta dermaga sandarnya untuk kegiatan
pemuatan/loading ke atas tongkang (barge) dengan PT Kacci Purnama
Indah dengan nomor Perjanjian Sewa Menyewa Penggunaan Fasilitas
Terminal Khusus Untuk Sementara Melayani Kepentingan Umum
No. 050/AKP-KCI/XII/2022 sebagaimana diubah dengan Addendum |
No. 007/AKP-KCI/V/2023 tanggal 16 Agustus 2023. Nilai pembayaran
sewa fasilitas jalan angkut dan jetty adalah sebesar USD1,2 untuk setiap
ton ore nikel yang dimuat ke atas Tongkan (barge) berdasarkan
Certificate of Draught Survey dari Independent Surveyor. Jangka waktu
perjanjian berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.
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C.

Royalties

The Entity pay production fees or royalties at a rate of 10% of the
transaction price based on the Minister of Energy and Mineral Resources
Decree No.18.K/HK.02/MEM.B/2022.

Lease agreement

The Entity signed a lease agreement to rent a room on the 9th floor of
Panin Tower Senayan City with PT Manggala Gelora Perkasa, with Lease
Agreement number No.MGP.009/X/PSM-OFF/2022 dated October 25,
2022 amounted to Rp10,509,750,000. The agreement is valid for 5 years,
from October 15, 2022 to October 14, 2027.

The Entity leases space on the 9th floor of Panin Tower Senayan City with
PT Aries Kencana Sejahtera and PT Sotis Hotel Manajemen, with Mutual
Lease Agreement number No0.039A/AKP-INT/X/2022 dated October 25,
2022. Monthly rental income from PT Aries Kencana Sejahtera and
PT Sotis Hotel Manajemen amounted to Rp77,776,150 and Rp19,444,037,
respectively.

The Entity leases jetty slots at Special Terminals to load ships/barges with
a capacity of 10,000 WMT/barge each and land as a temporary nickel ore
reservoir (stockpile) for a capacity of 20,000 tons with PT Agung Pratama
Mineral with Lease Agreement Use of Special Terminal Facilities numbers
No. Ref: 015/PSMP/APM-AKP/VI/2022 and No. 033/AKP-EKS/VIII/2022
dated August 24, 2022. The jetty lease payment value is $1 (one US Dollar)
for each ton of nickel ore to be loaded onto the barge based on the results
of a draft survey from an independent surveyor appointed by PT Agung
Pratama Mineral. The term of the agreement is valid until October 30, 2023
or until the effective date of the Terum Licensing.

The Entity leases nickel ore hauling road facilities and jetty facilities in the
Entity's Terum along with its berth for barge loading activities with PT Kacci
Purnama Indah with the Lease Agreement number Lease Use of Special
Terminal Facilities to Temporarily Serve the Public Interest No. 050/AKP-
KCI/XI1/2022 as amended by Addendum | No. 007/AKP-KCI/V/2023 dated
August 16, 2023. The lease payment value for hauling road and jetty
facilities is USD1.2 for every ton of nickel ore loaded onto the barge based
on the Certificate of Draught Survey from the Independent Surveyor. The
term of the agreement is valid until December 31, 2023.
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41. REKLASIFIKASI AKUN 41. RECLASSIFICATION OF ACCOUNT

Klasifikasi transaksi dalam laporan arus kas pada tanggal 30 Juni 2023, Transaction classification in the statements of cash flow on June 30, 2023,
31 Desember 2022, 2021 dan 2020 telah direklasifikasi kembali sebagai December 31, 2022, 2021 and 2020 has been reclassified were as follows:
berikut:

Rincian transaksi tersebut adalah sebagai berikut: Transaction details were as follows:
30 Juni 2023/ June 30, 2023
Sebelum reklasifikasi/ Reklasifikasi/ Setelah reklasifikasi/
Before reclassification Reclassification After reclassification
Laporan arus kas aktivitas operasi Cash flows from operating activities
Penerimaan kas Cash receipts from
dari pelanggan 348.410.439.643 1.517.057.255 349.927.496.898 customers
Pembayaran kepada
pemasok (233.734.447.611) (1.772.978.104) (235.507.425.715) Cash paid to suppliers
Pembayaran
kepada karyawan (20.935.311.809) (4.031.428.764) (24.966.740.573) Cash paid to employees
Cash resulting from
Kas yang dihasilkan dari operasi 93.740.680.223 (4.287.349.613) 89.453.330.610 operations
Pembayaran kas untuk Cash paid for operating
beban usaha (13.396.575.437) (1.657.241.882) (15.053.817.319) expenses
Pembayaran
pajak (32.401.953.728) 7.190.607.225 (25.211.346.503) Payment of tax
Penerimaan kas dari Cash receipts from rent
pendapatan sewa 12.095.992.462 (1.517.057.255) 10.578.935.207 income
Penerimaan bunga 331.824.192 - 331.824.192 Receipts of interest
Pembayaran bunga (279.333.838) - (279.333.838) Interest payment
Penerimaan
lain-lain 106.826.291 271.041.525 377.867.816 Other receipt
Arus kas neto diperoleh dari Net cash flows provided by
aktivitas operasi 60.197.460.165 - 60.197.460.165 operating activities
31 Desember 2022/ December 31, 2022
Sebelum reklasifikasi/ Reklasifikasi/ Setelah reklasifikasi/
Before reclassification Reclassification After reclassification
Laporan arus kas aktivitas operasi Cash flows from operating activities
Penerimaan kas Cash receipts from
dari pelanggan 941.043.675.818 922.387.292 941.966.063.110 customers
Pembayaran kepada
pemasok (769.642.545.927) 3.228.845.500 (766.413.700.427) Cash paid to suppliers
Pembayaran
kepada karyawan (31.437.760.212) - (31.437.760.212) Cash paid to employees
Cash resulting from
Kas yang dihasilkan dari operasi 139.963.369.679 4.151.232.792 144.114.602.471 operations
Pembayaran kas untuk Cash paid for operating
beban usaha (24.372.950.707) (2.484.988.750) (26.857.939.457) expenses
Pembayaran
pajak (26.707.352.929) - (26.707.352.929) Payment of tax
Penerimaan kas dari Cash receipts from rent
pendapatan sewa 1.728.012.313 (877.387.292) 850.625.021 income
Penerimaan bunga 933.193.082 - 933.193.082 Receipts of interest
Pembayaran bunga (160.944.803) - (160.944.803) Interest payment
Pembayaran
lain-lain (158.158.262) (788.856.750) (947.015.012) Other payments
Arus kas neto diperoleh dari Net cash flows provided by
aktivitas operasi 91.225.168.373 - 91.225.168.373 operating activities
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PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbhk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal

30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARY

NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the six-months period ended

June 30, 2023 and 2022 (unaudited) and for the years ended
December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Rupiah)

41.

42.

REKLASIFIKASI AKUN (lanjutan) 41. RECLASSIFICATION OF ACCOUNT (continued)
31 Desember 2021/ December 31, 2021
Sebelum reklasifikasi/ Reklasifikasi/ Setelah reklasifikasi/
Before reclassification Reclassification After reclassification

Laporan arus kas aktivitas operasi

Penerimaan kas

Cash flows from operating activities

Cash receipts from

dari pelanggan 213.941.671.144 - 213.941.671.144 customers
Pembayaran kepada

pemasok (133.563.354.968) (334.932.433) (133.898.287.401) Cash paid to suppliers
Pembayaran

kepada karyawan (17.520.265.043) - (17.520.265.043) Cash paid to employees

Cash resulting from

Kas yang dihasilkan dari operasi 62.858.051.133 (334.932.433) 62.523.118.700 operations
Pembayaran kas untuk Cash paid for operating

beban usaha (16.538.536.241) (148.905.960) (16.687.442.201) expenses
Penerimaan

pajak 10.049.681.005 - 10.049.681.005 Receipt of tax
Penerimaan bunga 617.205.251 - 617.205.251 Receipts of interest
Pembayaran bunga (93.943.564) - (93.943.564) Interest payment
Penerimaan (pembayaran)

lain-lain (229.793.174) 483.838.393 254.045.219 Other receipt (payments)
Arus kas neto diperoleh dari Net cash flows provided by

aktivitas operasi 56.662.664.410 - 56.662.664.410 operating activities

31 Desember 2020/ December 31, 2020
Sebelum reklasifikasi/ Reklasifikasi/ Setelah reklasifikasi/
Before reclassification Reclassification After reclassification

Laporan arus kas aktivitas operasi

Penerimaan kas

Cash flows from operating activities

Cash receipts from

dari pelanggan 156.825.117.304 (1.013.896.285) 155.811.221.019 customers
Pembayaran kepada

pemasok (82.520.749.616) (647.273.945) (83.168.023.561) Cash paid to suppliers
Pembayaran

kepada karyawan (10.730.725.608) - (10.730.725.608) Cash paid to employees

Cash resulting from

Kas yang dihasilkan dari operasi 63.573.642.080 (1.661.170.230) 61.912.471.850 operations

Pembayaran kas untuk

Cash paid for operating

beban usaha (34.049.583.222) - (34.049.583.222) expenses
Pembayaran

pajak (279.794.271) 34.223.945 (245.570.326) Payment of tax
Penerimaan bunga 756.274.185 - 756.274.185 Receipts of interest
Pembayaran bunga (124.708.071) - (124.708.071) Interest payment
Penerimaan (pembayaran)

lain-lain (1.265.677.774) 1.626.946.285 361.268.511 Other receipt (payments)
Arus kas neto diperoleh dari Net cash flows provided by

aktivitas operasi 28.610.152.927 - 28.610.152.927 operating activities
PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 42. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Sehubungan dengan rencana Entitas untuk melakukan penawaran umum
perdana saham, manajemen telah menerbitkan kembali laporan keuangan
konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan
2021 yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno,
Palilingan dan Rekan dengan laporan auditor independen No.
00215/3.0355/AU.1/02/1191-3/1/1X/2023  tanggal 2 September 2023.
Penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas
dikarenakan adanya beberapa tambahan pengungkapan dan reklasifikasi
akun sesuai Catatan 1a, 1b, 1c, 2b, 4, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 23, 25b,
26, 28, 29, 31, 32, 34, 38, 39, 40 dan 41.
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In related with the proposed initial public offering of the Entity's shares,
management has reissued the consolidated financial statements for the six-
months period ended June 30, 2023 and for the years ended December 31,
2022 and 2021 which has been audited by KAP Paul Hadiwinata, Hidajat,
Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan with independent auditor report No.
00215/3.0355/AU.1/02/1191-3/1/1X/2023 dated September 2, 2023. The
reissuance of the consolidated financial statements mentioned above is due to
several additional disclosures and account reclassifications in accordance with
Notes 1a, 1b, 1c, 2b, 4, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 23, 25b, 26, 28, 29, 31, 32,
34, 38, 39, 40 and 41.
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